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KOMUNIKASI @ 2014 :
DASAR PEMIKIRAN

MENGAPA 2014?

Tahun 2014 merupakan pusat perhatian kehidupan nasional dewasa ini. Hampir semua media
dan kegiatan komunikasi di semua bidang — politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, bahkan hiburan — hampir tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari keterkaitan (paling
tidak pengkait-kaitan) dengan langkah-langkah menghadapi Pemilihan Umum 2014. Peristiwa ini
bukan saja dilihat sebagai penentuan orang-orang yang akan menjadi presiden dan legislator untuk
lima tahun (2014 - 2019). Namun lebih jauh lagi : apakah akan dapat meletakkan dasar perubahan
(transformasi) yang kuat bagi masa depan tanpa segala kekurangan, kegagalan, ketidakadilan, dan
kepentingan yang terjadi selama ini.

MENGAPA KOMUNIKASI?

Pertarungan untuk memenangi ke dua lembaga tertinggi negara itu sudah dirasakan secara sengit sejak
jauh hari, dengan mempergunakan segala cara dalam komunikasi. Baik yang terbuka atau tertutup,
adu argumen atau kegiatan, pencitraan positif maupun perusakan citra, berbagai macam ragam
jajak pendapat, baik yang representatif, manipulatif, ataupun yang misinterpretatif. Bagaimanapun,
tidak ada strategi ataupun langkah taktis dalam kegiatan pemilu, yang tidak mengandalkan tindakan
komunikasi, termasuk kesengajaan untuk tidak berkomunikasi pada saat tertentu. Oleh karena itu,
seluruh manusia komunikasi Indonesia - baik yang ilmuwan, peneliti, pengamat, pengajar, analis,
perencana, praktisi atau pelaksana, di kalangan khalayak ataupun di media, dan sebagainya - sangat
berminat mengikuti perkembangan 2014 ini dengan seksama.

Minat itu meningkat dalam menghadapi 2014 ini, mengingat dinamika perkembangan dunia
komunikasi yang sangat pesat, dipacu percepatan teknologi yang terus menerus.

Tema pokok dari Seminar Nasional ini adalah Komunikasi dan Pemilihan Umum 2014:
Persiapan, Pelaksanaan, dan Masa Depan. Inti paparan adalah masalah strategis komunikasi yang
potensial dapat terjadi terkait dengan pemilu (baik yang kini telah dapat diamati, hal yang dapat
terjadi dan perlu diawasi atau “didahului” dengan langkah pencegahan, maupun dampak positif
untuk masa depan yang perlu menjadi perhatian). Tema pokok ini dijabarkan dalam 4 sub tema sbb :

1) Komunikasi & Pendapat Umum
Membahas perkembangan teori pendapat umum dan pengaruhnya dalam proses demokrasi
seperti Pemilu, termasuk teknik, metodologi yang dipergunakan, quick count, electability/
popularity. Juga implikasi dan pengaruhnya terhadap pemilih yang sesungguhnya; etik
dari penyelenggara survey, dsb. Sub-topik ini penting karena di Indonesia telah dianggap
sebagai keharusan dan kebenaran, sehingga ada organisasi polling yang bertindak sebagai
konsultan untuk memenangi Pemilu.

2) Komunikasi & Issue Krusial.

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam Pemilu di sebuah negara demokrasi
seharusnya adalah sikap, pendirian atau komitmen seorang calon terhadap suatu issue. Sikap
inilah yang dapat meyakinkan pemilih bahwa calon akan betul-betul memperjuangkan
kepentingan rakyat jika menang Pemilu. Apa lagi jika tidak ada acuan yang harus dilakukan,
seperti GBHN atau Platform yang diputuskan bersama. Padahal banyak masalah berat
yang sekarang muncul karena tidak ada komitmen dan pendirian calon, antara lain soal
korupsi (misal hukuman pencabutan hak politik, dsb.), pengaturan rokok, impor pangan,
soal etnisitas dan keyakinan beragama, perda syariah, rokok dan keschatan, konsentrasi
kepemilikan televisi, hak perempuan dan anak, dsb.,
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3)

4

Komunikasi & Kepemimpinan

Bagaimana proses pembentukan kepemimpinan melalui komunikasi ? Benarkah
pencitraan kepada publik (seperti iklan, poster, dsb.) dapat membentuk pemimpin yang
pantas dipilih? Percayakah publik kepada pencitraan seperti itu, tanpa rekam jejak prestasi
yang sesungguhnya ? Apa yang dapat dijadikan acuan bagi pemilih yang selama ini tidak
mengenal calon, apa lagi Capres yang tinggal di pusat dan tidak pernah turun ke bawah?
Apa peranan dari berbagai mekanisme yang dibuat untuk menjadikan seorang “pemimpin”
patut dipilih, seperti Konvensi, Rapat Kerja Nasional, dsb? Apa kriteria orang yang pantas
jadi Presiden ? Kampanye anti calon, sering menonjolkan kekurangan seorang calon yang
tidak disukai; apakah ini efektif ?

Komunikasi Media & Pengaruh (Media Massa vs. Media Sosial).

Akhir-akhir ini banyak pendapat, bahwa yang menentukan keputusan memilih oleh para
pemilih adalah pengaruh media yang sangat besar. Dengan luasnya penggunaan teknologi
baru (handphone, Ipad, tablets, laptop, dsb.) muncul pula Media Baru dan Media Sosial
(Facebook, Twitter). Media yang mana yang sebenarnya lebih berpengaruh ? Khusus media
massa: koran, TV, media daerah ? Bagaimana pula etik komunikasi dan aturan Pemilu bagi
calon yang menjadi pemilik media sehingga dapat memonopoli informasi ?
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya
sehingga prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi dengan tema “Komunikasi dan Pemilu
2014 : Persiapan, Pelaksanaan, dan Masa Depan” dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Sarjana
Komunikasi Indonesia (ISKI) ke 30 dan kongres ke VI ISKI dapat diterbitkan.

Tujuan diselenggarakan Seminar Besar Nasional Komunikasi adalah 1) membahas, menguji serta
memaparkan berbagai permasalahan komunikasi nasional Indonesia yang berhubungan dengan
Pemilihan Umum 2014; dan 2) mengemukakan segi-segi yang perlu diperhatikan serta diperbaiki,
agar Pemilu 2014 dapat terlaksana sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa. Ini adalah kesempatan
yang luar biasa dan langka untuk meningkatkan dan menguji kemampuan, serta memperdalam ilmu
pengetahuan komunikasi yang membumi dalam konteks Indonesia. Seminar yang diselenggarakan
oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dirancang khusus guna mewadahi keperluan
tersebut.

Prosiding ini merupakan sumbangan insan komunikasi bagi Indonesia. Pemaparan topik/tema
dan permasalahan komunikasi nasional Indonesia yang dibahas dalam Seminar Besar Nasional
Komunikasi mempunyai relevansi yang tinggi untuk diteruskan kepada berbagai pihak yang
berwewenang dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung

penyelenggaraan Seminar Besar Nasional Komunikasi dan penerbitan prosiding ini. Kami berharap
kegiatan dan prosiding ini memberikan manfaat bagi masyarakat komunikasi Indonesia.

Jakarta, 13 November 2013
Panitia Seminar Besar Nasional Komunikasi
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KOMUNIKASI BERBASIS MODAL SOSIAL::

MENISCAYAKAN KEPEMIMPINAN
INDONESIA MASA DEPAN

Wisnu Widjanarko
Universitas Jenderal Soedirman
wisnu_widj@yahoo.com

ABSTRAK

Isu kepemimpinan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika proses perpolitikan di
Indonesia. Reformasi politik pada 1998 ternyata masih menyisakan problematika demokratisasi yakni
menurunnya tingkat partisipasi politik sebagai akibat dari kekecewaan publik atas perilaku politisi
yang kurang menunjukkan kenegarawanan. Oleh karenanya, untuk meraih kembali kepercayaan
publik sebagai bagian dalam mengokohkan proses demokrasi diperlukan suatu revitalisasi nilai-
nilai karakter kepemimpinan di masa depan. Pemimpin masa depan Indonesia harus memiliki
kapasitas komunikasi yang berbasis modal sosial, yakni kemampuan membangun kesepahaman
makna bersama dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dengan pemimpin
dalam bingkai saling mempercayai, terkoneksi dan memiliki norma bersama. Kepemimpinan yang
gagal menghadirkan rasa percaya, kepemimpinan yang terjebak dalam ilusi dicintai, kepemimpinan
yang meniadakan kebersamaan hanya mengantarkan pada keberjarakan dan kesegeraan untuk
ditinggalkan. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan mengartikulasikan gagasan, ide dan kebutuhan
masyarakat dalam bahasa dan suasana kebatinan yang dirasakan oleh masyarakat dalam keseharian
dinamika dan problematikanya. Melalui integrasi ini, maka nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin

menjadi sebangun, selaras serta terartikulasikan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat

Kata Kunci : Kepemimpinan, Komunikasi, Modal Sosial
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LATAR BELAKANG

Tahun 2014 dalam konteks perpolitikan di Indonesia kerap dinisbatkan sebagai lini masa di simpang
jalan. Hiruk pikuk kontestasi meraih kepercayaan masyarakat untuk memimpin negeri ini seolah tiada
henti. Media menyajikan kepada publik realitas bahkan hiperealita tentang sosok, organisasi hingga
program politik. Kesemuanya seragam, menghadirkan semua imaji tentang memperjuangkan nasib
rakyat, mengantarkan pada situasi dan kondisi yang lebih baik, menjadi yang paling memahami dan
mengerti kebutuhan dan pengharapan masyarakat. Tidak saja di media massa, dalam keseharian kita
pun seolah dipaksa untuk menatap senyum nan sumringah dari wajah-wajah yang tertampak dari
poster-poster di ruang publik yang boleh jadi lebih menjadi sampah visual alih-alih sebuah edukasi
politik.

Salah satu yang paling hangat dibicarakan adalah siapa pemimpin Indonesia mendatang? Cottam,
et.al., (2004) menandaskan bahwa sifat, motif dan perbedaan individual akan mempengaruhi
bagaimana seseorang berpolitik, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, interaksi
interpersonal, pemrosesan informasi dan manajemen. Hal senada juga diungkapkan oleh Hermann
and Preston (1994) bahwa kepemimpinan politik secara psikologis akan ditentukan oleh kapasitas
psikologisnya yang meliputi keterlibatan dalam mengambil kebijakan, kesediaan untuk menerima
konflik sebagai keniscayaan, termotivasi untuk memimpin, memiliki strategi untuk mengelola
informasi serta resolusi konflik. Preston (2001) menambahkan bahwa kepemimpinan dalam area
publik akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengambilan keputusan, proses pendelegasian
kewenangan dan mengelola isu publik. Mask (2007) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu
institusi adalah dibutuhkannya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan pemimpin yang
memastikan semua proses dan sistem di bawah pengelolaannya berjalan dan bermanfaat bagi para
pemangku kepentingan (Mask, 2007)

Namun demikian, tantangan pada tahun 2004 adalah ketika demokrasi tengah ‘disandera’ oleh
para pelaku politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk kemaslahatan individu dan
golongannya semata. Hampir setiap hari, saat ini media menghadirkan realitas bahwa alih-alih
sebagai jalan bagi masyarakat dalam menentukan apa dan bagaimana sebuah pemerintahan dikelola
untuk sebesar-besarnya kemakmuran, demokrasi telah ‘dicuri’ oleh kepentingan pribadi dengan
bersandar atas nama rakyat, demi dan untuk rakyat. Nyaris tiap hari juga, media seolah tidak ada
habis dan hentinya mengkomunikasikan kepada publik, mereka yang telah mengambil sumpahnya
menghikmatkan diri untuk rakyat tengah bersalin rupa menjadi sang pengkhianat rakyat yang
mempercayainya.

Demokratisasi sebagai antitesis dari otoritarianisme yang begitu mengalami penghujatan luar biasa
15 tahun yang silam, di negeri ini terasa masih sejauh kemasan dan di tataran prosedural alih-alih
substansial. Atas nama reformasi, sebuah rezim ditumbangkan, namun atas berkah reformasi pula
kita harus menghadapi kenyataan, betapa syahwat kekuasaan sangat menggoda untuk pelakunya
mengkhianati amanah itu sendiri. Dampaknya pun luar biasa, apatisme politik terjadi. Bila pada
pemilihan umum (pemilu) 1999 tingkat partisipasinya mencapai 92,74 % maka pada dua pemilu
berikutnya, yakni 2004 dan 2009 secara konsisten mengalami penurunan, yakni 84,07 % dan 71
% (Kompas, 2013). Realitas ini sesungguhnya sangat mengkhawatirkan, mengingat demokratisasi
tanpa partisipasi aktif publik berpotensi mendelegitimasi otoritas baik di lembaga perwakilan
maupun pemerintahan yang muaranya adalah pada instabilitas dalam jalannya penyelenggaraan
kekuasaan negaradan berdampak pada disfungsi negara dalam mensejahterakan warganegaranya.
Brady (dalam Widjanarko, 2005) mengungkapkan bahwa partisipasi politik secara substansial
menimbulkan dampak yang meluas dalam dinamika kehiduan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh
kelekatan kelompok dan proses mengidentifikasi diri pada afiliasi politik tertentu. Melalui pemilihan
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umum sebagai refleksi partisipasi politik, masyarakat akan mendapat pemerintahan dan lembaga
perwakilan yang absah untuk menjalankan mandat dan kebijakan yang merepresentasikan kehendak
masyarakat itu sendiri.

Bagaimana dengan kepemimpinan nasional pada 2014? Dalam tingkat apatisme yang tengah
melanda negeri ini, platform apakah yang harus dibangun oleh para calon pemimpin bangsa
dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat? Pola komunikasi apakah yang dibutuhkan
masyarakat akan sosok pemimpinnya mendatang?

KONSEP MODAL SOSTAL SEBAGAI BASIS PARTISIPASI
POLITIK

Salah satu telaahan dalam proses partisipasi politik adalah bagaimana warganegara secara sukarela
terlibat dalam proses politik dalam konteks memberikan otoritasnya kepada individu atau lembaga
politik untuk mengelola proses bernegara. Coleman (1988) mengungkapkan bahwa modal sosial
adalah suatu elemen yang memungkinkan seseorang terlibat dalam proses politik. Modal sosial
dipahami sebagai sebuah aktivitas intensional pada individu yang terkoneksi satu sama lain dan
secara bersama-sama membangun hubungan sosial yang memfasilitasi apa-apa yang tidak mungkin
tercapai bila dilakukan seorang diri. Konsepsi ini menekankan pada kewajiban dan pengharapan,
tata alir informasi serta norma dan sanksi yang melekat. Modal sosial merupakan mekanisme
penting untuk penciptaan dan pemeliharaan kehidupan organisasi yang sehat melalui pengembangan
kepemimpinan yang efektif, yakni menjadi katalisator peningkatan efektivitas individu serta
membangun hubungan, mengkoordinasikan tindakan, memperluas dan memperkuat jaringan sosial
yang ada (Roberts, 2013). Modal sosial berusaha melibatkan hubungan antara individu dan organisasi
yang memfasilitasi tindakan dan menciptakan nilai bersama melalui upaya mengupayakan orang
untuk bertindak secara kolektif, modal sosial mencerminkan nilai hubungan dan kualitas yang ada
di antara orang-orang dan organisasi dan menghasilkan potensi peluang (Adler and Kwoon, 2002).
Tidak hanya itu, Rasmussen, et.al., (2011) mengungkapkan bahwa masyarakat selain membutuhkan
stabilitas, juga membutuhkan proses perubahan untuk elan vital serta melahirkan kepemimpinan
yang mampu menerjemahkan dinamika masyarakat itu sendiri. Hal senada juga diungkapkan
oleh Uslaner (1998) bahwa keterlibatan dalam proses politik adalah sejauh mereka memiliki rasa
kepercayaan dalam ikatan kebersamaan sebagai warganegara.

Putnam (1995) menegaskan, modal sosial adalah sebuah koneksitas diantara individu dalam
wujud jaringan sosial, norma resiprositas dan rasa saling percaya yang muncul sebagai akibat dari
kebersamaan itu sendiri. Interaksi antar individu dapat melahirkan suatu perangkat kehidupan yang
dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka yang berinteraksi tersebut. Norma hubungan timbal
balik adalah wujud kepedulian yang juga hanya timbul ketika terlibat dalam interaksi yang intens.
Dalam pengertian, kepedulian yang kita berikan akan juga kita dapatkan dari mereka yang kita
bagi. Hal tersebut akan mengembangkan rasa tanggung jawab di antara individu yang akan berguna
dalam mencapai lingkungan yang positif (Platteau, dalam Pretty & Hugh, 2001). Artinya, kesediaan
individu untuk meluangkan waktu dari kegiatan kesukarelawanan pada hakikatnya membangun
suatu kepedulian bagi terwujudnyan kepentingan bersama. Melalui kegiatan sosial, individu
belajar tentang makna menolong dan berbagi kepedulian terhadap sesama. Hal ini memungkinkan
individu yang terlibat memiliki sensitivitas untuk melakukan penyelesaian problem-problem
kemasyarakatan dengan lebih terencana. Tidak ada kepemimpinan tanpa kesediaan yang dipimpin,
tidak ada demokrasi tanpa adanya partisipasi publik yang aktif dalam memberikan kewenangan
kepada seseorang atau institusi politik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Lake & Huckfledt
(1998) menandaskan, partisipasi politik tidak akan mungkin terjadi ketika masyarakat tidak
memiliki intensi untuk memandang penting proses politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas kehidupan mereka.
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KOMUNIKASI MODAL SOSIAL BASIS KEPEMIMPINAN
MASA DEPAN

Dalam kerangka berpolitik, maka seluruh proses perpolitikan itu sendiri sesungguhnya merupakan
aktivitas interaksi simbolik. Para aktor politik, sejatinya membangun suatu keyakinan atau makna
bersama tentang sebuah pengharapan kehidupan yang lebih baik untuk kemudian diinsersikan kepada
khalayak. Proses komunikasi itu sendiri hanya dapat berlangsung manakala terjadi keserupaan dalam
cara berfikir, bertindak serta kesediaan untuk menginternalisasikan nilai-nilai ideologis maupun
serta program atau aksi yang ditawarkan sebagai bagian yang menjadi kepentingannya. Aktivitas
komunikasi tidak saja sebatas melakukan melakukan proses transmisi sebuah ide atau gagasan
atau terjadinya interaksi belaka, melainkan terjadinya dinamika transaksi antara semua unsur yang
terlibat dalam rangka membangun kesepahaman makna.

Mulyana (2002) menandaskan bahwa konsepsi interaksi simbolik sendiri bermula dari pemahaman
bahwa realitas bersifat multitafsir dan oleh karenanya hakikat makna hanya berasal dari manusia
dalam mendekati realitas itu sendiri melalui penghayatan dan penghargaan atas otentisitas individu
dalam memahami dinamika yang berlangsung. Makna hadir tidak dalam ruang hampa komunikasi
melainkan pada intersubjektivitas di mana Charon (dalam Ritzer & Goodman, 2005) menandaskan
bahwa hakikat makna berakar pada dunia simbolik yang merupakan proses fasilitasi individu
dalam menghadapi dunia, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami lingkungan serta
mengakselerasi kapasitas berfikir dalam rangka menghadapi dinamika dan problematika kehidupan.
Johnson & Johnson (2000) menandaskan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses di mana
seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi subjek yang dipimpinnya di mana dibutuhkan
suatu kapasitas untuk meyakinkan dan mengelola pencapaian tujuan bersama dan memastikan seluruh
elemen terlibat secara aktif. Ditambahkannya, dalam mengelola kepemimpinannya, seseorang dapat
menjadi sosok yang otokratis, demokratis atau laissez-faired. Kepemimpinan yang dibutuhkan saat
ini adalah yang mampu secara strategis menyikapi dinamika dan ketidakpastian melalui kemampuan
individu dan modalitas sosialnya (Hitt & Ireland, 2002). Untuk itu, maka komunikasi pemimpin
menjadi mutlak sebagai kunci sukses mampu menuntut suatu institusi menghadapi dinamika dan
tantangan serta meneguhkan komitmen setiap orang untuk percaya dan komitmen dalam mencapai
tujuan (Robbins, 2001) di mana Kouzes & Posner (1997) melihat bahwa sosok pemimpin dapat
ditengarai melalui bagaimana dirinya mampu mengubah situasi dan manajemen status quo menjadi
lebih dinamis, menginspirasi melalui visi yang mudah dipahami, memberdayakan semua elemen
dalam bingkai kerja bersama, memimpin dengan keteladan serta menggunakan nuransi sebagai
perasa realitas.

Beranjak dari dialektika konsepsi di atas serta melihat dinamika politik Indonesia, maka pada
tahun 2014 tidak bisa terelakkan dari kebutuhan akan adanya individu yang memiliki nilai — nilai
kepemimpinan berbasis komunikasi modal sosial, yakni kepemimpinan berakar pada kesediaan
untuk membangun sebuah proses kesadaran bersama di mana partisipasi politik adalah manifestasi
dari penghayatan atas realitas politik yang terartikulasi dalam simbol verbal dan non-verbal dalam
bingkai milik bersama. Kepemimpinan berbasis modal sosial merujuk pada sebuah konsepsi
mendasar bahwa setiap pemimpin harus mampu menghadirkan kesadaran bersama untuk membangun
suatu keyakinan bahwa keberhasilan atau kegagalam terjadi adalah sebagai konsekuensi bersama.
Pemimpin yang berorientasi pada partisipasi publik sebagai subjek utama proses berpolitik dengan
memberikan koridor ketegasan pada kepentingan publik sebagai batasannya.
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Kepemimpinan berbasis komunikasi modal sosial adalah sebuah kecakapan untuk mengajak setiap
elemen bangsauntuk meningkatkan kapasitas memikirkan, melakukan tindakan dan menginternalisasi
nilai-nilai kedirian sosialnya untuk menjadikan dinamika dan problematika masyarakat sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan individualnya. Sebuah inisiasi yang persuasif dalam
menciptakan bingkai ke-Indonesiaan dalam sepenuh kesadaran sebagai tanggung jawab bersama di
mana pemimpin mampu membangun rasa saling kepercayaan yang terkoneksikan dalam kerangka
normatif yang disepakati sebagai landasan berbangsa. Politik adalah sebuah kesediaan untuk
menghadirkan simbol-simbol tertentu dalam makna bersama yang sesungguhnya merupakan hasil
pemrosesan sosial yang dimanifestasikan dalam suatu tindakan di mana proses ini akan membentuk
suatu konsep diri akan pentingnya suatu gagasan, ide atau aksi politik yang diusung perlu untuk
direalisasikan.

Apa yang sesungguhnya diharapkan dari model kepemimpinan berbasis modal sosial dalam
konteks Indonesia masa depan? Negeri ini mengharapkan sosok yang mampu mengelaborasi dan
meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengetahui, memahami dan memanfaatkan potensi diri
dan sumberdaya yang dimiliki dalam kerangka kebersamaan. Pemimpin yang mampu mengetuk hati
nurani setiap masyarakat untuk merasa malu untuk bertindak tidak sepatutnya dalam norma kolegial
terlebih lagi melanggar aturan hukum yang berlaku. Pemimpin yang mampu menggelorakan rasa
kehormatan sebagai sebuah bangsa, namun tidak melandaskan romantisme emosional melainkan
menjadi garda terdepan dalam mensejahterakan masyarakat dan menjaga rasa keadilan. Pemimpin
yang tersentuh kepekaannya ketika rakyat mengalami kemerosotan daya beli akan kebutuhan
sehari-hari dan bukan pemimpin yang rentan terluka ketika kepentingan pribadinya terkoyak. Bila
pemimpin senantiasa berada dalam suasana kebatinan yang sama dengan masyarakat, maka dia
tidak lagi harus menghabiskan energi untuk membangun citra sunyi dalam ketulian publik, karena
masyarakat akan bersedia tanpa diminta apalagi dipaksa untuk menghadirkan kedirian mereka
dalam berbagai kepentingan bersama.

Dalam kerangka ini, maka proses komunikasi yang paling sederhana dilakukan adalah menyapa
dengan bahasa yang diartikulasikan oleh masyarakat seraya menghayati bagaimana worldview
masyarakat itu sendiri akan arti kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pesan tidak
dihadirkan dengan keindahan gramatika melainkan mewujud dalam kesediaan pemimpin hadir
dalam realitas kebutuhan masyarakat. Pesan tidak termanifestasi dalam kemasan media, melainkan
memberadakan dirinya di pusaran problematika masyarakat. Otentisitasnya menjadi kuasa tafsir yang
kokoh bersemayam dalam relung hati masyarakat ketika mampu memberikan inspirasi sekaligus
ketauladanan seraya tak hendak berbeda antara tutur yang diucapkan dengan perilaku keseharian.
Keterampilan interpersonal, kecakapan membangun dialog kolegial, kemampuan dalam mengelola
media dimaknai sebagai cara alih-alih sebagai tujuan, karena substansi dari proses komunikasi
sendiri adalah membangun kesepahaman makna bersama, di mana masyarakat merasakan hakikat
kepemimpinan sebagai sebuah kebersamaan mencapai suatu tujuan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kepemimpinan yang gagal menghadirkan rasa percaya pada publik hanya akan menempatkan
sosok pemimpin terpenjara dalam ilusi dirinya mendapatkan amanah dari publik. Ketika dirinya
dipandang tidak memiliki kualitas yang layak dipercaya, maka sebaik dan sebagus apapun kebijakan
dan programnya, maka kesemuanya bak bertepuk sebelah tangan. Kepemimpinan yang berbasis
pada kemampuan mengartikulasikan kehendak masyarakat dan mengintegrasikannya sebagai
sebuah kebutuhan bersama adalah kunci masa depan Indonesia. Meniadakan kesadaran bersama
sebagai fundamental berpolitik hanya akan mengantarkan pemimpin yang berjarak serta dengan
serta merta dan penuh kesegeraan akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Pemimpin adalah individu yang
membimbing, mengarahkan, memotivasi serta menginspirasi orang lain untuk bersama mencapai
tujuan. Untuk itu, melalui komunikasi maka memungkinkan proses penciptaan pemahaman dan
kepercayaan dalam mengelola semua potensi yang ada. Oleh karenanya, pemimpin masa depan di
negeri ini adalah mereka yang mampu berkomunikasi dengan publik melalui upaya penciptaan dan
pemeliharaan makna bersama yang merefleksikan alasan republik ini didirikan, yakni memberikan
perlindungan kepada warganegara, mengakselerasi kesejahteraan yang berkeadilan, mewujudkan
pribadi yang cerdas dan menjadi bagian dari tata pergaulan antarbangsa yang bermartabat dan

sederajat.
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TANTANGAN DAN KARAKTER PEMIMPIN
2014

Dwi Purbaningrum
Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro
bunda_ningrum@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kepemimpinan Transaksional sudah menyebabkan bangsa ini terperosok ke dalam masalah-masalah
besar. Tahun 2014 akan menjadi tahun politik pergantian kepemimpinan bangsa. Kini sudah saatnya
Kepemimpinan Transaksional itu ditinggalkan dan diganti dengan Kepemimpinan Transformasional.
Tahun 2014 ke depan, masalah-masalah geografi, pertambahan penduduk, heterogenitas politik,
ekonomi, sosial, budaya, agama, dan dekadensi moral bangsa ini semakin memerlukan penanganan
yang segera dan komprehensif di bawah kepemimpinan yang jujur, forward-looking, inspiring,
dan competent. Kompleksitas permasalahan bangsa ini memerlukan "high touch’ dari pemimpin
yang memiliki credibility, charisma dan control yang sangat tinggi. Pemimpin dengan karakter
inilah yang akan mampu membawa bangsa ini secara kreatif, inovatif, dan kolaboratif menuju ke
kehidupan kebangsaan yang inklusif dan penuh dengan gairah, cinta, dan bermoral tinggi. Karena
itu, diperlukan upaya yang serius untuk memberi ruang bagi hadirnya pemimpin seperti ini ditengah

jor-joran iklan diri calon pemimpin yang menghiasi media massa dan ruang publik setiap hari.

Kata kunci: pemimpin 2014, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan kolaboratif
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PENDAHULUAN

Tulisan ini mencoba menjawab tentang tantangan bagi pemimpin bangsa di era 2014, saat pesta
demokrasi Indonesia di gelar untuk memilih calon wakil rakyat yang duduk di legislatif dan presiden
sebagai pemimpin bangsa. Masalah bangsa yang kompleks memerlukan seorang pemimpin yang
bukan hanya cerdas, memiliki pengaruh kuat, namun juga diharapkan menjadi 'Role Model sebagai
pemimpin yang jujur, yang tidak hanya bertanya apa (what) tetapi mengapa (why) suatu masalah
yang terjadi dan bagaimana solusinya.

Kepemimpinan (leadership) adalah konsep sosial yang memiliki kaitan dengan pengaruh yang
dimiliki seseorang atas kelompok atau organisasi, baik bisnis, sosial maupun pemerintahan yang
telah dirancang demi tercapainya tujuan bersama. Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi
maka kebutuhan masyarakat, bentuk organisasi, dan layanan yang dikehendaki masyarakat pun juga
berubah. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin tidak sebatas hubungan fungsional saja,
tetapi lebih pada hubungan yang sifatnya manusiawi. Individu ingin dilayani dengan ‘high fouch’.

Keberadaan seorang pemimpin selalu dibutuhkan. Di jaman Yunani, Aristoteles (350 SM) dalam
buku The Art of Rhetorics memberikan tiga karakteristik keberhasilan seorang pemimpin yakni:
kredibilitas yang dimiliki, daya tarik emosional, dan daya tarik intelektual atau argumentasi yang
dimilikinya. Dari berbagai kajian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan seni
mempengaruhi orang sehingga mereka bersedia dengan rela hati melakukan tujuan tujuan yang
telah ditetapkan bersama.

Definisi diatas menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak menggunakan kekerasan atau ancaman
untuk mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja secara ikhlas dan penuh semangat dalam
mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Pemimpin seharusnya menggunakan persuasi sebagai
upaya mendekati, mengajak mereka dalam satu tujuan organisasi yang telah dirancang bersama.

MASALAH YANG DIHADAPI TAHUN 2014

Permasalahan dan tantangan Indonesia di tahun 2014 tidak jauh beda dengan yang terjadi sekarang.
Secara umum kondisi permasalahan yang ditemui di masyarakat kita bisa didentifikasi sebagai
berikut: Pertama, letak geografis memerlukan ketahanan fisik untuk menjaga pulau pulau yang
jumlahnya ribuan dengan sebaran yang tidak merata. Di samping itu secara geologis posisi wilayah
Indonesia rawan bencana alam. Kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat, kini ada sekitar 250
juta orang yang memerlukan pendidikan dan ketrampilan yang lebih baik. Sebarannya tidak merata
atau terkonsentrasi di ibukota-ibukota propinsi dan kota kota besar lainnya. Ketiga, heterogenitas
dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama rawan terjadi konflik horisontal maupun
vertikal. Tawuran remaja, konflik antar satuan polisi — tentara, hingga demo buruh yang menuntut
kesejahteraan ditingkatkan, adalah contoh yang belakangan ini meramaikan isi media. Keempat,
dekadensi moral yang terjadi belakangan ini seperti korupsi yang melanda di hampir semua bidang,
baik di jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bukan hanya di lini bawah tapi sekelas walikota,
gubernur, petinggi partai politik, bahkan sampai sekelas Ketua Mahkamah Konstitusi, yang
dianggap sebagai dewanya para hakim, berurusan dengan KPK. “Role Model” yang seharusnya
menjadi contoh masyarakat. Kasus Walikota Bandung, Ridwan Kamil mengajak para pengamen
dan pengemis berpindah pekerjaan menjadi penyapu jalanan mendapatkan protes keras. Karena
tawaran sebagai penyapu jalan dengan gaji Rp700.000,00 jauh di bawah pendapatan mereka sebagai
pengemis yang bisa mencapai sekitar Rp 4 juta per bulan. Jadi permasalahan bangsa ini tidak hanya
berada di tataran eksternal yang sifatnya fisik, tetapi internal yang bersumber pada pribadi individu.
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PEMIMPIN BANGSA SEPERTI APA YANG DIBUTUHKAN?

Seorang pemimpin berbeda dengan orang biasa karena ia mempunyai pengaruh pada tindakan-
tindakan orang-orang lain demi tercapainya tujuan bersama. Karenanya diperlukan pemimpin
yang sadar akan tindakannya yang bisa menjadi role model bagi masyarakat. Pengaruh yang besar,
yang melekat pada jabatan yang disandangnya, diharapkan bisa dipakai untuk mengatasi masalah-
masalah bangsa. Inti dari kepemimpinan adalah pengaruh dan kemampuan mengorganisasi makna
untuk segenap anak buah.

John Alexander dalam The Leader of The Future memetakan permasalahan yang dihadapi oleh
pemimpin, yaitu: teknis, adaptif, kritis. Pertama, tantangan TEKNIS masih berada dalam kisaran
keahlian seseorang, bagaimana memanfaatkan seorang ahli untuk memecahkan masalah. Misalnya
orang sakit membutuhkan penanganan seorang dokter. Kedua, tantangan ADAPTIF, memerlukan
pemikiran, keahlian dan solusi yang baru. Dalam tantangan adaptif ini, orang-orang dengan masalah
adalah masalahnya, dan mereka juga solusinya. Memerlukan pembelajaran, kadang solusinya juga
mereka sendiri. Misalnya pendidikan masyarakat yang masih rendah, masalah dekadensi moral,
menurunnya budaya malu, pendidikan lingkungan, kesadaran mendukung program pemerintah dua
anak cukup, disiplin diri, kesadaran kebersihan lingkungan, kesadaran merawat kota, tidak membuang
sampah di arena Candi Borobudur, dll. Ketiga tantangan KRITIS, berupa peristiwa-peristiwa yang
tidak terduga, baik di bidang ekonomi, sosial, politis, yang memiliki dampak luas. Misalnya resesi
global, krisis moneter, bencana tsunami, yang memiliki dampak luas pada masysrakat.

Pendekatan organisasi terhadap kepemimpinan tidak lagi bersifat tradisional dan individual, tetapi
lebih inovatif dan kolaboratif, melibatkan semua unsur. Tantangan-tantangan yang kompleks yang
terjadi dalam suatu organisasi memerlukan pengambilan keputusan yang tegas. James M. Kouzer
dan Barry Z. Posner (1989, 1993) dalam bukunya Leadership Challenge dan Credibility melakukan
penelitian tentang pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih dari pemimpin biasa.
Responden yang terdiri dari 1500 pemimpin di berbagai bidang, bisnis, politik, kesenian, dan agama,
dengan tegas menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang mempesona dan dikagumi di enam benua
yang diteliti (Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa, dan Australia) menunjukkan
empat kualitas istimewa: honesty, forward-looking, inspiring, and competence. Seorang pemimpin
yang dianggap ideal di seluruh dunia itu memiliki watak jujur dan dapat dipercaya, berorientasi ke
depan dan punya visi, mampu membangkitkan semangat dan dinamis, dan kompeten.

Pertama, kejujuran merupakan nilai inti, hal yang sangat penting singga tidak bisa ditawar tawal
lagi. Di Indonesia, dukungan masyarakat terhadap keseriusan KPK dalam memberantas korupsi
dengan mengusut dan menjebloskan ke dalam penjara para pejabat, penguasaha yang memberi dan
menerima suap, menjadi bukti kejujuran menjadi hal penting bagi masyarakat. Ada harapan jika
uang negara tidak dikorupsi, jabatan tidak disalahgunakan, maka kemakmuran bisa meningkat.
Kedua, ‘forwad-looking’ berarti berorientasi ke masa depan. Hal ini dinyatakan melalui visi, anak
buah mengerti arah yang dituju, kapan mencapai tujuan, jalan yang harus ditempuh untuk sampai ke
tujuan, dan pada siapa dapat berharap bila membutuhkan bantuan. Dengan visi, pemimpin memiliki
panduan dan gairah kemana harus menggerakkan sumber dayanya. Ketiga, ‘inspiring’ menunjukkan
bahwa pemimpin yang ideal bagi masyarakat adalah yang antusias, optimis, mampu memberikan
motivasi, dorongan semangat masyarakat melalui komunikasi yang jujur, penuh pengertian, dan
mendukung dalam pencapaian tujuan. Keempat, ‘competence’ berarti cakap dan efektif. Pemimpin
harus menunjukkan kemampuan dalam membuat ‘strategic planning and policy making’. Kini
kompetensi juga dikaitkan dengan keahlian, khususnya keahlian memberikan tantangan, inspirasi,
dorongan, pemberdayaan, dan keteladanan.
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Keempat sifat di atas sebenarnya merupakan unsur-unsur sebuah konsep yang di dalam ilmu
komunikasi disebut ’credibility’. llmu komunikasi yang berpangkal pada Rheforic karya
Aristoteles menyatakan bahwa pesan komunikasi dipercaya jika sumber komunikasi menunjukkan
trustworthiness, expertise, and dynamism. Rhonald D Smith, secara spesifik menambahkan bahwa
seorang pemimpin perlu juga memiliki kemampuan sebagai komunikator yang efektif, dengan
menguasai 3C yakni: Credibilitas, Charisma, dan Control (Smith:122). Karisma ini meliputi
familiarity, likability, similarity, dan attractiveness. Sedangkan control meliputi power, scrutiny, dan
authority.

LAYANAN HIGH TOUCH

Persaingan organisasi bisnis dalam memberi layanan prima seperti restoran, mall, otomotif, atau
perbankan mendorong budaya baru yakni “Layanan Prima” pada costumer, yang sifatnya lebih
personal, ekslusif, menambah kepuasan bagi pelanggan. Layanan yang dilakukan oleh pelaku
organisasi bisnis ini, nampaknya bisa dijadikan contoh para pemimpin pemerintahan, bagaimana
cara memberikan pelayanan pada rakyatnya.

Gaya Transformational menggantikan transaksional yang memakai teknik carrot and stick. Setiap
persoalan dicari tau penyebabnya dan diberi solusinya. Seorang pemimpin tidak hanya bertanya apa
(what) tetapi mengapa (why) suatu masalah bisa terjadi. Gaya kepemimpinan ini bersifat inklusif
dan konsultatif yang menggerakkan komitmen karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Proses
konsultatif dan kolaboratif menghasilkan keputusan dan kepercayaan yang lebih baik yang bisa
menekan secara dramatis waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Para pemimpin
transformasional menciptakan visi bersama dan kepemilikan bersama dengan para karyawan dalam
mencapai visi tsb. Mereka menciptakan sebuah atmosfir atau lingkungan yang secara intelektual
memberi stimulasi, berdasarkan nilai nilai dan menghormati perbedaan-perbedaan individu.
Sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi lingkungannya. Membangun hubungan
produktif yang sifatnya lebih horisontal baik di internal maupun ekternal organisasi. Relationship
dianggap penting dan menjadi pijakan bagi pembuatan keputusan yang inklusif dan kolaboratif.
(Hadary dan Henderson : 5).

Pendidikan masyarakat dan sosialisasi nilai-nilai dilakukan dengan persuasi agar tercipta perubahan
perilaku, yang lebih mengedepankan pemahaman dan kesadaran. Jika permasalahan teknis
yang muncul, maka bisa mencari ahli yang tepat dan bisa menangani secara tepat dan efisien.
Sedangkan jika masalah yang adaptif yang muncul, pemimpin membuat dan mencarikan perangkat
untuk pengatasannya. Misalnya peraturan dan undang undang tentang korupsi, setelah dibuat
disosialisasikan menjadi norma yang bisa diadopsi dan ada ukurannya. Sedangkan masalah krisis
bisa diantisipasi dengan strategi jangka panjang dan menengah, selalu waspada pada lingkungan

MEMILIH PEMIMPIN YANG TEPAT

Peran tim sukses dalam keberhasilan seorang calon pemimpin tak terbantahkan. Semua calon
pimpinan baik setingkat presiden, bupati, lurah, hingga anggota legislatif, menggunakan tim
sukses. Strategi Personal Branding yang siap mengendalikan dan membentuk persepsi khalayak
terhadap sang calon, dipersiapkan dengan matang. Melalui foto yang telah diedit, dikonstruksi
sesuai dengan hasil yang diinginkan, dipasang di baliho, hingga kreativitas di media cetak, televisi
maupun radio akan ramai menghiasi jalan jalan di Indonesia awal 2014. Semakin pandai tim sukses
yang mengerjakan, maka hasilnyapun semakin memuaskan, membuat si calon pemimpin benar
benar hebat, sesuai harapan masyarakat setempat. Teori Kultivasi media mengungkapkan bahwa,
televisi dapat menciptakan dan memewlihara serangkaian beliefs atau keyakinan pemirsanya.
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Persepsi dipupuk melalui tayangan yang makin sering ditonton. (Miller -271-272). Jika para calon
pemimpin bisa menggunakan media televisi dengan tepat, maka bisa membentuk persepsi khalayak
seperti yang diinginkan. Bagaimana dengan media cetak, papan iklan baliho , dsb, apakah juga bisa
menghasilkan efek yamng sama. Teori heavy viewer dan light viewer yang dikemukakan Gerbner,
mengarahkan bahwa media non televisi juga kemungkinan bisa berdampak sama. Artinya persepsi
baik tidaknya seorang calon pemimpin di mata masyarakat bisa dibentuk oleh sejauh mana mercka
bisa menggunakan media massa dan ketepatan membranding dirinya.

Belajar dari teori yang disampaikan oleh Gerbner maka tidak bisa dipungkiri pemilik media massa
terutama televisi lebih diuntungkan dibanding calon lainnya. Karena itu peraturan terhadap batas
maksimal iklan tayangan di televisi terhadap sang calon perlu ditegakkan. Demikian juga batasan
terhadap pemasangan baliho di ruang publik, iklan di media elektronik, dan di media cetak. Debat
publik yang dimediasi oleh organisasi netral, misalnya akademisi, adalah media yang bisa dipakai
oleh masyarakat untuk melihat calon secara langsung kualitas sang calon pemimpin.

KESIMPULAN

Pemimpin diakui keberadaanya sejak jaman dahulu kala, sejak jaman Yunani, Aristoteles yang
membuat seorang pemimpin yang diharapkan oleh publiknya. Pemimpin diharapkan memiliki
kredibilitas yang baik dan mampu memahami masyartakatnya, bisa berbicara menyuarakan aspirasi
masyarakat. Hingga kinipun, masih ditunggu kehadirannya, orang ingin tau siapa yang bisa
diaharapkan bisa lebih menyejahterakan masyarakat. Siapa yang diharapkan mampu mendengarkan
suara rakyat, melihat dan membantu kesulitan yang dideritanya.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi di era 2014, menuntut ‘kompetensi seorang pemimpin
yang lebih dari biasa’. Pemimpin tidak hanya diharapkan efektif secara fungsional sebagai seorang
pemimpin, tetapi juga memiliki kemampuan memotivasi, menginspirasi, melayani, sekaligus
menjadi contoh sebagai pribadi jujur dan pantas dipercaya, dijadikan panutan.

Dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa membangun masyarakat tidak hanya mampu menciptakan
visi misi namun juga bisa memberi motivasi, menciptakan iklim yang nyaman, menciptakan
hubungan yang harmonis, saling membantu, dan produktif. Karena itu, perlu diupayakan agar para
calon pemimpin yang memiliki karakter seperti ini mendapatkan kesempatan maju.
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KOMUNIKASI POLITIK PEMIMPIN MASA
DEPAN YANG BERKARAKTER

Dr. Suraya, M. Si., MM
Dosen Universitas Paramadina
suraya@paramadina.ac.id

ABSTRAK

Strategi komunikasi politik sangat diperlukan bagi para calon presiden dalam kampanye pemilu
pemilihan presiden untuk menuju kursi Presiden Indonesia. Peneliti memahami bahwa terdapat
pandangan lain yang tidak terlalu jauh berbeda seputar unsur-unsur dalam komunikasi politik.
Ada tiga unsur komunikasi politik yaitu komunikator politik, sebagai pihak yang mengarahkan
tindakan komunikasi, komunikan politik sebagai penerima dan pemberi feedback atas pesan yang
disampaikan komunikator dalam proses komunikasi politik, dan saluran komunikasi politik sebagai
unsur yang membantu tersampaikannya pesan-pesan politik kepada khalayak komunikasi politik.
Sebagai seorang pemimpin, calon presiden harus memiliki karakter kepemimpinan yang baik.
Karakter pemimpin masa depan yang baik adalah : Jujur, Kompeten, Berpandangan ke depan dan
menetapkan tujuan, memberi inspirasi, Cerdas, Berpikiran adil, Berpikiran luas, Berani, Tegas,

Imajinatif.

Kata Kunci :Komunikasi Politik, Pemimpin, Karakter
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PENDAHULUAN

Pemilihan umum presiden yang akan datang akan dilakukan di tahun 2014. Berkaitan dengan
hal tersebut, masing-masing kandidat calon presiden Bahkan partai Demokrat sudah memulainya
dengan mengadakan konvensi. Konvensi ini diikuti oleh 11 peserta, yaitu : Ali Masykur Musa,
Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono
Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Haris Sarundajang.

Dari 11 peserta konvensi, Dahlan Iskan menjadi peserta dengan dukungan publik terkuat, yakni
sebesar 16,1 persen. Di bawahnya secara berturut-turut adalah Pramono Edhie Wibowo (5,3 persen),
Marzuki Alie (3,2 persen), dan Gita Wirjawan (2,2 persen). LSI membuat indeks capres 2014 yang
mencakup tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan oleh koalisi tiga partai terbesar atau teratas,
capres yang diusung karena merupakan pengurus di struktural partai, atau konvensi, dan terakhir
adalah capres yang maju melalui jalur konvensi. Merujuk survei yang dilakukan LSI pada Oktober
2013, jika pemilu legislatif dilaksanakan pada hari ini, tiga partai teratas dalam perolehan suara
adalah Golkar (20,4 persen), PDI-P (18,7 persen), dan Partai Demokrat (9,8 persen). Di bawah
ketiga partai tersebut adalah Gerindra (6,6 persen), PAN (5,2 persen), PPP (4,6 persen), PKB (4,6
persen), PKS (4,4 persen), Hanura (3,4 persen), Nasdem (2,0 persen), PBB (0,6 persen), dan PKPI
(0,3 persen). Jika hasil survei disimulasikan ke dalam indeks capres 2014, hanya ada tiga partai
yang akan mengusung capresnya, yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat.
Survei LSI inidilakukan 12 September 2013-5 Oktober 2013. (http://nasional.kompas.com/
read/2013/10/20/1550168/Lingkaran. SI. Dahlan.Kandidat. Terkuat. Menangkan.Konvensi.Capres).

Salah satu peserta konvensi nasional adalah Anies Baswedan, rector universitas Paramadna, yang
disebut sebagai calon pemimpin muda masa depan. Kepemimpinan yang diperlihatkan Anies
Baswedan ini tentunya bisa dilihat dari bagaimana ketika melakukan komunikasi politik. Walaupun
sebelumnya tidak terpikir untuk mengikuti konvensi partai Demokrat, seperti yang diungkap :

Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, mengaku sangat tersanjung
saat menerima undangan mengikuti konvensi tersebut. "Sejak awal, saya meminta waktu berpikir,
ini hal baru untuk saya, saya merasa hukumnya berubah setelah mengikuti konvensi," kata Anies,
saat diperkenalkan dengan anggota Fraksi Partai Demokrat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis
(17/10/2013). Sampai pada akhirnya menyimpulkan bahwa undangan Konvensi Calon Presiden
Partai Demokrat adalah undangan untuk ikut bertanggung jawab pada upaya membawa bangsa
ke arah yang lebih baik. Di luar itu, tugas peserta konvensi bukanlah untuk mengelola partai,
melainkan dinominasikan partai untuk mengelola pemerintahan. (http://nasional.kompas.com /
read/2013/10/17/1613422/Ikut.Konvensi.Bukti.Anies.Tak. Takut.Kritik).

Memperebutkan posisi presiden dan wakil presiden Indonesia pada 2014 nanti akan menjadi sebuah
arena pertarungan yang cukup panas, untuk itu diperlukan sebuah strategi komunikasi politik yang
tepat agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Komunikasi politik menurut Susanto (1985)
sebagaimana dikutip dalam Muhtadi (2008: 30) dipahami sebagai “komunikasi yang diarahkan
kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sechingga masalah yang dibahas oleh jenis
kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan
bersama”. Komunikasi yang dilakukan oleh calon presiden merupakan bentuk komunikasi politik
yang dilakukan untuk mencapai tujuannya. Tujuan spesifik komunikasi politik ini adalah untuk
menciptakan pengetahuan, pengertian dan pemahaman atas sosok calon presiden sebagai sosok
pemimpin muda yang layak memimpin Indonesia. Sebagai sosok yang mencalonkan diri dalam
Pilpres 2014, kredibilitas serta citra positif merupakan dua hal mutlak yang dapat “dijual” kepada
publik.
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Vivian (2001: 275) mengungkapkan bahwa “communication with large groups of people outside
an organization is practicable only through the mass media”. Pencalonan diri para calon presiden
merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak Iuas hanya dapat ditempuh melalui
media massa. Berdasarkan uraian di atas, maka muncul permasalahan dalam penelitian ini dapat
diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh calon
Presiden? (2) Bagaimana Karakter kepemimpinan masa depan yang dimiliki oleh para calon
presiden ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Politik Pemimpin Masa
Depan yang berkarakter ?

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelitian Suwirta dan Hermawan (2012) mengenai kepemimpinan Presiden
Indonesia dalam lintas sejarah dinyatakan dari segi usia, rata-rata usia presiden RI 52 tahun yang
menurut budaya Indonesia, usia yang matang, dewasa dan memiliki visi dan wisdom yang bagus.
Dari segi agama, semuanya beragama Islam sesuai dengan agama mayoritas masyarakat Indonesia.
Dari segi pendidikan dan orientasi pemikiran, memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup baik
karena merupakan lulusan SMA ke atas. Karena terpengaruh oleh hegemoni budaya maka berpikiran
barat. Dari segi profesi lebih banyak yang berprofesi sipil. Pemimpinan ke depan diharapkan dapat
membangun masyarakat madani yang ditandai oleh keterbukaan, profesionalisme, kemajuan,
penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pluralism nampaknya menjadi agenda utama
pemimpin.

Calon presiden sebagai pemimpin merupakan pihak komunikator yang mencoba menjalin
pengertian atas pesan komunikasi yang disampaikan kepada komunikannya. Bentuk komunikasi
yang dijalankan oleh Anies Baswedan untuk mendukung tujuan politiknya dalam meraih kursi
Presiden dapat digolongkan dalam konsep komunikasi politik yang dipahami sebagai :

as purposeful communications about politics. This incorporates:

1. All forms of communication undertaken by politicians and other political actors for the
purpose of achieving specific objectives;

2. Communication addressed to these actors by non-politicians such as voters and newspaper
columnists.

3. Communication about these actors and their activities, as contained in news reports,
editorials, and other forms of media discussion of politics.(McNair, 2003: 4)

Segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh calon presiden untuk mendukung pencapaian
pencalonan dirinya dalam Pilpres 2014 merupakan bentuk komunikasi politik. Seperti yang kita
pahami bahwa komunikasi politik merupakan komunikasi yang dilakukan oleh aktor politik untuk
mencapai tujuannya, maka sebagai salah satu aktor politik di kancah Pilpres 2014, pesan-pesan dalam
komunikasi Calon presiden seputar pencalonan dirinya melalui jalur konvensi Partai Demokrat
merupakan bentuk komunikasi politik. Selain itu, beberapa pemberitaan media yang akhir-akhir ini
meliput profil dan aktivitas calon presiden pun dapat digolongkan sebagai bentuk komunikasi politik
yang dilakukan oleh pihak non-politisi (media massa) yang dialamatkan kepada Anies Baswedan.
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McNair (2003: 6) menjelaskan ada tiga unsur yang saling berhubungan dalam proses politik adalah
political organisations, media dan citizens. Terkait dengan ketiga unsur tersebut, penjelasannya:

1. Political organisations, first there are the political actors, narrowly defined: those individuals
who aspire, through organisational and institutional means, to influence the decision-making
process. They may seek to do this by attaining institutional political power, in government or
constituent assemblies, through which preferred policies can be implemented. If in opposition
their objectives will be to obstruct existing power-holders, and have them replaced by
alternatives.

2. The audience, the purpose of all this communication is, as has been noted, to persuade.
and the target of this persuasion-the audience- is the second key element in the political
communication process, whitout which no political message can have any relevance.

3. The media, in democratic political systems the media function both as transmitters of political
communication which originates outside the media organisation itself, and as senders of
political messages constructed by journalist. (McNair, 2003: 5-12).

Pendapat tak jauh berbeda tentang unsur-unsur dalam komunikasi politik dijelaskan oleh Muhtadi
(2008: 31-35) sebagai berikut:

1. komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang memprakarsai dan mengarahkan
suatu tindak komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator
dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga, ataupun berupa
kumpulan orang.

2. khalayak komunikasi politik, yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya bersifat
sementara. Sebab, seperti konsep umum yang berlaku dalam komunikasi, ketika penerima itu
memberikan feedback dalam sesuatu proses komunikasi politik, atau pada saat ia meneruskan
pesan-pesan itu kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda, maka
pada saat itu peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator. Khalayak
komunikasi politik dapat memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran,
sikap maupun perilaku politik yang diperankannya.

3. saluran-saluran komunikasi politik, yakni setiap pihak atau unsur yang memungkinkan
sampainya pesan-pesan politik.

Peneliti memahami bahwa terdapat pandangan lain yang tidak terlalu jauh berbeda seputar
unsur-unsur dalam komunikasi politik. Setidaknya terdapat tiga unsur komunikasi politik yaitu
komunikator politik sebagai pihak yang mengarahkan tindakan komunikasi, komunikan politik
(khalayak komunikasi politik) sebagai penerima dan pemberi feedback atas pesan yang disampaikan
komunikator dalam proses komunikasi politik, dan terakhir saluran komunikasi politik sebagai
unsur yang membantu tersampaikannya pesan-pesan politik kepada khalayak komunikasi politik.

Sebagai seorang pemimpin, calon presiden setidaknya harus memiliki karakter kepemimpinan yang
baik. Seperti yang dikatakan oleh Cavaleri and Seivert (2005) untuk menjadi pemimpin yang efektif
harus dipercaya oleh pengikutnya dan dilibatkan dalam visinya. Organisasi memerlukan pemimpin
yang kuat sekaligus berkarakter baik, yang bisa dipercaya dan yang akan memimpin mereka menuju
masa depan.
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Karakter pemimpin masa depan yang baik adalah : (1) Jujur, seorang pemimpin yang baik menunjukan
ketulusan, integritas dan keterbukaan dalam setiap tindakannya. (2) Kompeten. Tindakan seorang
pemimpin haruslah berdasarkan penalaran dan prinsip moral. (3) Berpandangan ke depan dan
menetapkan tujuan. Ia mengetahui apa yang diinginklan dan bagaimana cara mendapatkannya,
karena itu biasanya ia menetapkan prioritas berdasarkan nilai moral yang dimilikinya. (4) Memberi
inspirasi. Seorang pemimpin harus menunjukan rasa percaya diri, ketahanan mental, fisik dan
spiritual. (5) Cerdas. Pemimpin memiliki kemauan terus belajar, membaca dan mengerjakan tugas
yang menantang kemampuannya. (6) Berpikiran adil. Pemimpin memperlakukan seua orang dengan
adil dan menunjukan empatinya. (7) Berpikiran luas. Pemimpin mau menerima segala perbedaan.
(8) Berani. Seorang pemimpin berani dalam mengambil keputusan dan menjalankan usahanya
untuk mencapai tujuan. (9) Tegas. Mengambil keputusan dengan tegas. (10) Imajinatif. Pemimpin
memiliki kreativitas dan inovatif dalam kepemimpinannya. (Cavaleri and Seivert (2005)

Tak kalah penting, salah satu unsur politik yang tak boleh dilewatkan dalam pembahasan ini adalah
pesan politik. Menurut Garrett J.O’Keefe seperti dikutip Hikmat (2010:47) menjelaskan bahwa:

pesan dalam komunikasi politik, di antaranya berkaitan dengan informasi (isu) tenang kandidat
penguasa dalam suatu negara. Pesan komunikasi politik merupakan hasil kesepakatan makna antara
kandidat penguasa dan rakyat pemilih (voter). Agar kesepakatan itu terjadi, isu yang dijadikan pesan
komunikasi politik oleh kandidat penguasa harus yang dapat meningkatkan citranya sehingga rakyat
pemilih dapat terpengaruh untuk memilihnya.

Mc Nair (2003:157) menjelaskan komunikasi transparan dengan istilah bahasa yang sedikit
berbeda yaitu information management yang dapat dipahami sebagai :
activities designed to control or manipulate the flow of information from institutions of
government to the public sphere beyond .... those techniques which government officials and
agencies employ to keep the public informed and to disseminate information about the activities
of various departments .... information is power, and the control of information is the first step
in propaganda.

Bentuk aktivitas lainnya dari political public relations merupakan manajemen informasi yang
biasanya digunakan oleh pemerintah maupun agen-agen pemerintah. Manajemen informasi ditujukan
untuk mengontrol ataupun memanipulasi aliran informasi dari sebuah institusi pemerintahan kepada
publiknya, teknik manajemen informasi dilakukan untuk menjaga agar publik tetap mendapatkan
informasi dan menyebarkan informasi dari berbagai departemen lainnya. Perlu dipahami bahwa
kekuatan informasi serta kontrol terhadap informasi merupakan langkah pertama untuk menjalankan
langkah propaganda.

Menurut Newman and Perloff (2004:20) pesan-pesan yang harus disampaikan dalam media
kampanye yaitu :

there are five distinct and separate cognitive domains that drive voters’ behavior:

1. Political issues represent the policies a candidate advocates and promises to enact if elected
to office.

2. Social imagery represents the use of stereotypes to appeal to voters by making associations
between the candidate and selected segments in society (e.g., the support that George W. Bush
received during the 2000 election from business leaders and the National Rifle Association or
Gore's support from unions and blue collar workers).
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3. Candidate personality captures the importance of a candidate’s personality in helping
to reinforce and manufacture an image in the voter’s mind (e.g., Gore’s emphasizing his
experience as vice president in the 2000 presidential election as a way of making voters
feeling more secure about him).

4. Situational contingency represents that dimension of voters thinking that could be affected by
“hypothetical events” that are profiled in the course of a campaign. For example, during the
2000 presidential campaign, Bush went out of his way to lead voters to believe that if Gore
were elected he would carry on in the same manner that President Clinton did. A candidate'’s
opponents often use this tactic as a means of creating the illusion that one candidate is better
in dealing with certain situations than the other candidate, in an effort to get voters to switch
their allegiance.

5. Epistemic value represents that dimension that appeals to a voter’s sense of curiosity or
novelty in choosing a candidate.

Pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh para calon presiden baik di media cetak maupun
elektronik harus berisi mengenai isu-isu politik. Kedua, Social imagery, yaitu memiliki kesan
social, maksudnya apa yang dilakukan para calon presiden, misalnya oleh Anies Baswedan melalui
wadah Indonesia Mengajar memperlihatkan kepeduliannya pada masalah-masalah social terutama
pendidikan. Ketiga, Personalitas dari kandidatnya, yaitu kepribadian dari para calon presiden.
Keempat, peristiwa-peristiwa yang dilakukan dan diikuti oleh para calon presiden. Kelima, perasaan
penasaran dari khalayak terhadap keistimewaan dari kandidat/kebaruan/ keistimewaan dibandingkan
dengan kandidat yang lainnya, yaitu kandidat yang berasal dari partai lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi komunikasi politik sangat diperlukan bagi para calon presiden dalam kampanye pemilu
pemilihan presiden untuk menuju kursi Presiden Indonesia. Peneliti memahami bahwa terdapat
pandangan lain yang tidak terlalu jauh berbeda seputar unsur-unsur dalam komunikasi politik.
Ada tiga unsur komunikasi politik yaitu komunikator politik, sebagai pihak yang mengarahkan
tindakan komunikasi, komunikan politik sebagai penerima dan pemberi feedback atas pesan yang
disampaikan komunikator dalam proses komunikasi politik, dan saluran komunikasi politik sebagai
unsur yang membantu tersampaikannya pesan-pesan politik kepada khalayak komunikasi politik.
Sebagai seorang pemimpin, calon presiden harus memiliki karakter kepemimpinan yang baik.
Karakter pemimpin masa depan yang baik adalah : Jujur, Kompeten, Berpandangan ke depan dan
menetapkan tujuan, memberi inspirasi, Cerdas, Berpikiran adil, Berpikiran luas, Berani, Tegas,
Imajinatif.
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ABSTRAK

Dalam upaya pemenangan pemilihan umum, komunikasi politik memegang peranan penting bagi
partai politik. Komunikasi politik yang dibangun partai politik harus mampu membentuk opini
masyarakat yang diarahkan untuk memilih kader - kader dari partai politik tertentu. Jumlah data
pemilih secara mayoritas masih didominasi wilayah pulau Jawa, meliputi Jawa Timur, Jawa Barat
dan Jawa Tengah. Pulau Jawa menjadi pusat dalam upaya meraih kekuasaan, komunikasi politik
yang mampu menampilkan image budaya jawa atau “njawani” menjadi sangat penting untuk
dilakukan oleh partai politik. Penguasaan dan penguasaan gaya komunikasi politik yang “njawani”
menjadi sebuah keharusan bagi para kandidat. Budaya Jawa memberi pengaruh dalam kehidupan
politik di Indonesia. Pola kepemimpinan politik di Indonesia mendapat pengaruh dari politik dan
kekuasaan Jawa. Nilai - nilai dominan dari kekuasaan Jawa adalah : paternalistik, keharmonisan,
sikap benevolence , ewuh — pekewuh memengaruhi praktik politik di Indonesia. Pameo “rumangsa
bisa, bisa rumangsa”, “nguwongke”, “blusukan”, “benevolence” bisa menjadi kunci strategis dalam
mengambil hati masyarakat Jawa. Kemampuan meterjemahkan secara tepat pemeo tersebut akan

memberikan kontribusi strategis dalam mendulang perolehan suara dalam pemilihan umum 2014.

Kata Kunci : Pemilu, Komunikasi politik, budaya Jawa.
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PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim Orde Baru memberi perubahan yang signifikan bagi kehidupan politik di Indonesia.
Era Reformasi yang dimulai sejak tahun 1999 menempatkan demokrasi sebagai semangat “elan
vital” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemilu yang telah berlangsung
selama tiga kali (1999, 2004, dan 2009) menjadi penanda bagaimana nilai — nilai demokrasi
memengaruhi proses pemilu termasuk peraturan perundang — undangan yang mengatur mulai dari
persiapan sampai pelaksanaan pemilu.

Di Era reformasi rakyat dapat secara leluasa menentukan pilihannya dan apa yang diinginkan.
Slogan “vox populi vox dei” yang di masa Orde Baru hanya sebatas wacana, maka di era reformasi
menemukan jati dirinya. Pergeseran posisi kekuatan suara rakyat pada akhirnya “memaksa”
siapa saja yang ingin berkuasa harus mampu memetakan karakter, potensi maupun kekuatan rakyat
sampai pada level komunitas yang paling kecil kalau ingin meraih empati dan suara terbanyak
dari masyarakat. Maka pertarungan meraih kekuasaan termasuk posisi presiden dan wakil presiden
harus menempuh perjalanan cukup panjang dan berliku.

Sistem politik Indonesia menganut asas Trias Politika yang memiliki pembagian kekuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Pemilu dijalankan untuk memilih anggota legislatif yaitu DPR dan DPD.
Sedangkan untuk eksekutif memilih presiden dan wakil presiden. Kemenangan partai politik dalam
pemilu harus mampu meraih jumlah suara yang sudah ditentukan oleh KPU untuk bisa duduk di
legislatif, serta berhak untuk mencalonkan kadernya maju menjadi presiden dan wakil presiden.

Dalam pemilihan umum komunikasi politik memegang peranan penting bagi partai politik untuk
dapat menjadi pemenang. Pemenang pemilu legislatif dapat mengajukan calon presiden dan wakil
presiden sesuai dengan pilihan partai. Komunikasi yang dibangun harus mampu memberikan
multiplayer effect bagi masyarakat sehingga opini masyarakat dapat diarahkan untuk memilih kader
- kader dari partai politik tertentu.

Komunikasi politik tidak terlepas dari konteks budaya politik. Sejauh ini, budaya politik Jawa
masih sangat dominan dalam kehidupan politik Indonesia. Budaya Jawa memberi pengaruh pada
bentuk tatanan birokratis, gaya kepemimpinan, gaya komunikasi maupun bentuk relasi antara
pemimpin dengan rakyatnya.

Pemahaman mengenai budaya komunikasi politik salah kompetensi yang harus dimiliki oleh para
kandidat demi meraih kekuasaan. Saat ini kultur politik masyarakat Indonesia masih di dominasi
oleh kultur Jawa, dan selain itu pemilih potensial terbesar ada di pulau Jawa. Maka sebuah
keniscayaan jika para kandidat memiliki pemahaman gaya komunikasi politik ala Jawa serta
pepakemnya. Seorang kandidat entah itu kandidat caleg, capres maupun cawapres harus mampu
mengemas citra dirinya sebaik mungkin sesuai dengan kultur masyarakat yang ada.

Sebagaimana diketahui jumlah data pemilih tetap pada pemilu 2004 dan 2009 secara mayoritas
masih didominasi wilayah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Partai politik yang bisa meraup
suara besar ada di tiga wilayah tersebut maka bisa dipastikan akan mampu memenangi pertarungan
politik di ranah legislatif maupun eksekutif.

Untuk itu komunikasi politik yang dibangun harus disesuaikan dengan konteks budaya Jawa,
karena itu pemahaman budaya Jawa sangat diperlukan untuk dapat meraih kekuasaan di Indonesia.
Dengan kondisi geografis dan populasi saat ini mau tidak mau Jawa menjadi sentral dalam upaya
memenangkan pertarungan politik. Adagium bahwa Jawa adalah pusat memang tidak bisa
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terbantahkan oleh siapa saja yang ingin meraih tampuk kekuasaan di Indonesia. Selain itu alkulturasi
dan inkulturasi yang dilakukan masyarakat Jawa di berbagai pelosok tanah air memberikan banyak
peluang untuk meraih popularitas dan dukungan melalui pendekatan budaya Jawa.

Bila Jawa menjadi pusat dalam upaya meraih kekuasaan, seyogyanya komunikasi politik yang
mampu menampilkan image budaya jawa atau “njawani” menjadi sangat penting untuk dilakukan
oleh partai politik. Penguasaan dan penguasaan gaya komunikasi politik yang “njawani” menjadi
sebuah keharusan bagi para kandidat.

KOMUNIKASI POLITIK

Pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang
atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok orang
lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan
tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Changara, 2009 : 35).

Konsep tentang komunikasi politik, dipertegas oleh Meadow sebagaimana dikutip oleh Pawito
(2009:2), memberikan penegasan bahwa istilah komunikasi politik merujuk pada ” any exchange of
symbols or messages that to significant extent have been shaped by, or have consequences for the
functioning of political system”. Komunikasi politik merupakan segala bentuk pertukaran simbol
yang sampai tingkat tertentu dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya sistem politik ). Definisi
tersebut menekankan pada adanya hubungan yang timbal balik antara komunikasi dengan sistem
politik.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi komunikasi politik, salah satunya adalah budaya politik
dimana sistem politik itu berada. Merujuk pendapat Miriam Budiarjo (2010 :58), budaya politik
merupakan pandangan — pandangan politik termasuk norma — norma, pola — pola orientasi terhadap
politik.

PRINSIP KEPEMIMPINAN JAWA

Budaya Jawa memberi pengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia. Pola kepemimpinan
politik di Indonesia mendapat pengaruh dari politik dan kekuasaan Jawa. Nilai - nilai dominan
dari kekuasaan Jawa meliputi : paternalistik, keharmonisan, sikap benevolence , ewuh — pekewuh
memengaruhi praktik politik di Indonesia.

Salah satu konsep kekuasaan Jawa menurut Anderson sebagaimana dikutip Alfian, dkk (1991:202-
203), kekuasaan tidak mempersoalkan dari mana ia berasal dan kemudian menyerap berbagai
gumpalan kekuasaan, baik kawan maupun lawan. Jadi, makna konsep kekuasaan Jawa yang khas
salah satunya mengandung konsep “gung binathara”, artinya legitimasi kekuasaan dilakukan
melalui berbagai aspek kebudayaan yang hirarkis dan mistis.

Raja memiliki kekuasaan mutlak sehingga sistem politik yang dianut cenderung mengarah pada
politik patrimonial. Konsep politik patrimonial mengacu pada bentuk atau pola hubungan yang
menganggap pemimpin sebagai penguasa dan bertindak sebagai seorang bapak yang harus
dihormati. Pemimpin harus bisa mengayomi orang yang dipimpinnya. Menurut Endraswara
(2010:169), hubungan itu disebut dengan pengayom dan pengayem (orang yang dilindungi) seperti
halnya hubungan patron dengan client.
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Seorang pemimpin harus bisa menunjukkan bahwa dirinya mampu menjadi pengayom, mampu
mengambil hati orang yang dipimpinnya serta menampilkan citra benevolence, yaitu pemimpin
yang baik hati. Harus bisa memiliki prinsip menghormati orang yang lebih tinggi status sosialnya
mewujud dalam prinsip mikul dhuwur, mendem jero.

Masyarakat Jawa memiliki konsep “manunggaling kawula Gusti”, yang bermakna bahwa setiap
individu dan semua unsurnya dapat mewujudkan satu kesatuan pengalaman yang harmonis, yang
unsur - unsurnya cocok satu dengan yang lain. Keharmonisan ditunjukan melalui sikap patuh pada
penguasa, dan sikap tunduk tertib pada struktur hirarki adalah perwujudan perilaku moral dan upaya
untuk menghindari perselisihan dan perpecahan. Seorang calon pemimpin harus menunjukkan
sikap mampu menjaga keharmonisan dan menghindari konflik.

Prinsip “rumangsa bisa, bisa rumangsa” bisa menjadi kunci strategis dalam mengambil hati
masyarakat Jawa terkait dengan kemampuan dan kelebihan seseorang. Makna pemeo ini sarat
dengan sikap kehati — hatian yang bisa dilakukan masyarakat Jawa untuk mengukur kualitas diri
ataupun orang lain dalam melakukan suatu tindakan.

Masyarakat Jawa memiliki konsep sendiri tentang apa itu pemimpin dan sosok pemimpin. Filosofi
budaya Jawa terkait dengan sifat-sifat pemimpin dan siapa yang pantas jadi pemimpin memengaruhi
persepsi rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Kemampuan dan track record tidak menjadi
begitu penting. Bagi sebagian rakyat, yang dianggap pantas untuk menjadi pemimpin adalah
“Satria Piningit” (ksatria yang tersembunyi). Satria Piningit dapat ditafsirkan sebagai tokoh baru
bagaikan funjung putih semune pudhak kasungsang/pudhak sinumpet (tokoh yang masih bersih,
yang keindahan dan perangainya bagaikan bunga teratai putih yang wanginya seperti bunga pandan
yang masih tersembunyi) (Purwadi, 2007: 110). Tokoh dalam pandangan kultur jawa sering disebut
dengan julukan “Ratu Adil”, yang bermakna seorang pemimpin harus punya sikap melindungi,
bersikap adil dan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam politik Jawa penting bagi seorang kandidat atau politikus untuk menampilkan diri sebagai
sosok bisa berempati pada rakyat kecil, bapak yang selalu melindungi, serta mampu menyelesaikan
persoalan. Maka tak heran jika sebagian besar politikus dan para caleg, capres dan cawapres
selalu berupaya memoles diri dan menampilkan citra diri sebaik mungkin. Politikus cenderung
menampilkan citra diri sebagai figur yang memiliki integritas baik dalam perilaku dan pendidikan.
Jadi siapapun yang terlibat dalam politik harus mampu membangun citra diri sebaik mungkin guna
memperoleh popularitas yang berujung pada banyaknya perolehan suara.

Merebaknya politik pencitraan tentu bukan hal yang baru dalam perpolitikan Indonesia. Bila
ditelusuri dari konteks budaya, menurut Gaffar (2006:107). Politik Indonesia tidak terlepas dari
kultur Jawa. Konsep kekuasaan memandang bahwa kekuasaan sesuatu yang sifatnya konkret,
sumbernya homogen, dan tidak ada hubungannya dengan persoalan legitimasi. Kekuasaan hanya
berasal dari sumber yang satu sehingga kekuasaan tersebut sifatnya konstan. Selama sumber
kekuasaan mampu memberikan kekuasaan, maka kekuasaan akan tetap sah. Dalam kultur Jawa
yang masih bersifat hierarkis. Stratifikasi sosial bukan berdasarkan atribut sosial yang sifatnya
materialistik, tetapi didasarkan pada akses kekuasaan. Ada pemisahan yang tegas antara kalangan
penguasa dengan kalangan rakyat biasa. Pemilahan yang tegas antara penguasa dan rakyat, memberi
implikasi tertentu pada perilaku birokrat. Di kalangan elit atau birokrat cenderung menampilkan
diri dengan citra diri yang bersifat benevolence, yaitu dengan ungkapan sebagai pamong praja yang
melindungi rakyat, sebagai pamong atau guru bagi rakyatnya.
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Dominasi budaya Jawa terfleksikan dalam pola relasi dan komunikasi antara penguasa dengan
rakyat. Kultur Jawa umumnya tergolong dalam budaya konteks tinggi (high contex culture).
Menurut De Vito (2009:41), budaya konteks tinggi memiliki karakteristik : (1) informasi dalam
komunikasi terjadi dalam konteks atau person, dimana informasi harus dibagi melalui komunikasi
yang sebelumnya, melalui asumsi yang dibangun oleh satu orang dengan lainnya, dan melalui
berbagi pengalaman; (2) saling mengetahui secara pribadi maupun sosial orientasi sebelum transaksi
komunikasi dilakukan, (3) tidak menyukai informasi yang rasional, (4) lebih mengedepankan
perasaan dan basa - basi, (5) memakai gaya komunikasi tidak formal, tidak langsung, (6) respon
terhadap pesan — pesan komunikasi tidak selalu nampak, dan (7) sebagian besar pesan yang
disampaikan cenderung implisit dan ambigu.

Budaya konteks tinggi terefleksikan dalam jargon — jargon yang biasa digunakan dalam budaya
Jawa dalam konteks komunikasi politik seperti : ngono yo ngono ning ojo ngono, ewuh pekewuh,
manunggaling kawula gusti, tut wuri handayani harus dipahami dan diterapkan oleh partai politik
untuk dapat memenangi persaingan politik.

Dalam dinamika politik, jargon - jargon dalam budaya Jawa lebih mengutamakan kepentingan
penguasa sehingga hal ini memberi implikasi bahwa rakyat mengabdi pada penguasa dianggap sebuah
keniscayaan. Dalam konteks ini kader - kader partai politik yang mencalonkan diri dalam legislatif
maupun eksekutif selalu mencari pembenaran untuk meraih kekuasaan dengan menggunakan jargon
- jargon tersebut.

Kader - kader dalam partai politik sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari elit politik
untuk tetap mempertahankan kekuatan politiknya. Elit - elit politik inilah yang sebenarnya
merepresentasikan dirinya sebagai kasta yang tertinggi atau gusti yang merasa paling berhak
menjadi penguasa.

Para elit politik selalu menggunakan komunikasi politik kepada rakyat dengan mengedepankan
keistimewaan - keistimewaan yang dimiliki. Misalnya, merujuk pada konsep ratu adil, dimana
penguasa lahir dari kalangan atas. Kemudian idiom pulung kekuasaan, dimana para elit politik
memposisikan diri dihadapan rakyat bahwa mereka mendapat pulung atau wangsit untuk berkuasa
melalui penggunaan asesoris, pusaka, mengunjungi makam. Kekuasaan sifatnya abstrak dan
absolute, kekuasaan hanya diboleh ditangan para elit politik dan rakyat tidak berhak untuk menjadi
pemimpin.

Pemimpin yang mereka idealkan adalah pemimpin yang sosoknya seperti “Satria Piningit”, yaitu
pemimpin figur Jawa yang memiliki sifat-sifat, antara lain: pimpinan harus menyingkirkan nafsu
pancadriya, seperti sifat:

(1) cengil (upaya menyengsarakan pihak lain), (2) panasten (hati mudah terbakar jika orang
mendapat kenikmatan), (3) kemeren (iri hati), (4) dahwen (senang mencampuri urusan orang lain),
(5) gething (kebencian). Pimpinan hendaknya mampu mengolah hati dengan cara mawas diri (mulat
sarira). Falsafah psikologis pemimpin dalam budaya Jawa adalah mawas diri, yaitu sikap merasa
memiliki negara, berani membela negara demi keadilan dan kebenaran, mau mawas diri. Pemimpin
yang bisa rumangsa mampu merasakan penderitaan rakyat, dan bukan sebaliknya rumangsa bisa
yang artinya ingin disanjung, sombong, dan sok tahu ( Suwardi, 2003 : 172-173).
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JOKOWI EFFECT

Fenomena Jokowi — Ahok dalam Pilkada Jakarta turut meramaikan panggung politik di Indonesia.
Dua nama tersebut menjadi sangat populer dan memiliki elektabilitas yang tinggi dan pada akhirnya
pasangan yang berlatar belakang suku dan agama mampu meraih kemenangan. Kemenangan
pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Purnama (Ahok) dalam pilkada DKI tidak terlepas
dari peran strategis komunikasi politik “njawani”. Upaya pasangan Fauzi Bowo — Nachrowi dengan
menggunakan komunikasi politik ala Betawi terpaksa kandas dengan pendekatan komunikasi politik
Jokowi — Ahok yang njawani. Umumnya masyarakat Jawa tidak suka pamer atau menonjolkan
kelebihan dirinya. Pemeo “Rumangsa bisa, bisa rumangsa” yang sangat dikenal disemua lapisan
masyarakat Jawa mampu dimanfaatkan secara optimal.

Sekian banyak pilkada yang berlangsung di tanah air, hanya pasangan Jokowi — Ahok yang selama
masa kampanye jarang memasang baliho atau poster bergambar foto mereka berdua. Pasangan
ini lebih banyak turun ke bawah pada basis — basis perkampungan kumuh dan “nguwongke” para
penduduk Jakarta menengah ke bawah . Prinsip “nguwongke” berasal dari kultur Jawa yang
dimaknai seorang pemimpin memiliki sikap menghormati dan menghargai martabat orang lain
terlebih pengikutnya. Tidak hanya selama masa kampanye saja, ketika terpilih menjadi Gubernur
DKI, Jokowi tetap rajin turun kebawah. Aksinya ini kemudian menjadi fenomenal dan terkenal
dengan istilah blusukan. Sebuah kata dalam bahasa Jawa yang memiliki makna mendalam yaitu
memasuki jalan yang tidak bertuan dengan segala resikonya.

Blusukan ala Jokowi inilah yang juga mampu meraih simpati masyarakat kalangan bawah perkotaan
yang biasa hidup keras. Sehingga apa pun program yang diajukan oleh Jokowi terkait dengan
penataan kawasan kumuh bisa dilakukan nyaris tanpa gejolak. Jadi, prinsip “nguwongke” dan
“blusukan” menjadi gaya komunikasi politik Jokowi yang ampuh. Bila Gubernur DKI periode
sebelumnya tidak berani menyentuh penataan kawasan kumuh karena takut dengan gejolak sosial
yang timbul, maka hal itu tidak berlaku bagi Jokowi selaku orang nomor satu di Jakarta. Dengan
nguwongke terutama melalui diplomasi meja makan membuat masyarakat yang wilayahnya
mengalami penataan bisa menerima dengan iklas. Sukses dengan penataan wilayah Pluit, upaya
Jokowi — Ahok menata kawasan Tanah Abang malah membuat Jokowi semakin mendapat simpati
mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat luas. Dukungan itu tercermin dari antusiasme
masyarakat untuk mencalonkan Jokowi menjadi Presiden Indonesia terutama pada pemilu 2014
nanti.

Popularitas Jokowi selalu teratas dalam setiap polling lembaga survey manapun tentang siapa calon
presiden pilihan tentunya membuat para calon presiden lainnya berniat maju dalam pilpres 2014
menjadi ketar — ketir. Berbagai langkah dan upaya dilakukan para calon presiden untuk meraih
popularitas paling tidak menyamai popularitas Jokowi.

KOMUNIKASI POLITIK “NJAWANI” PARA CALON PRESIDEN

Belajar dari pengalaman sukses Jokowi meraih popularitas tertinggi untuk calon presiden Indonesia
2014 terutama dengan komunikasi politik “njawani” membuat beberapa calon presiden mencontoh
terutama yang berbasis pada pendekatan budaya Jawa.

Aburizal Bakrie yang sudah memplokamirkan diri untuk maju sebagai calon presiden dengan
dukungan Partai Golkar menggunakan komunikasi politik “njawani” untuk menaikkan elektabilitas
dan popularitasnya. Tidak tanggung — tanggung, Aburizal Bakrie yang selama ini dikenal dengan
panggilan akrabnya “Ical” terpaksa harus mengganti nama panggilannya dengan singkatan ARB.
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Alasannya terkesan sepele namun cukup fundamental karena kata “Ical” bila dalam bahasa Jawa
berarti hilang atau musnah. Karena itu melalu kampanye di berbagai media massa (cetak,elektronik
maupun online) identitas Aburizal Bakrie disebut dengan ARB yang tidak lain merupakan akronim
dari namanya sendiri. ARB menjadi identitas baru Aburizal Bakrie untuk memudahkan diingat
serta menghindari pemaknaan yang negatif terutama dalam budaya Jawa. ARB juga mencitrakan
diri sebagai sosok pemimpin yang “benevolence”, yakni punya sikap peduli, merakyat dan murah
hati serta mampu mengayomi masyarakatnya.

Aburizal Bakrie pun mulai menggunakan istilah “blusukan” untuk setiap kunjungannya ke daerah
— daerah dalam meraih simpati masyarakat. Blusukan yan selama ini sedikit — demi sedikit, melalui
kampanye di berbagai media, mulai ditarik maknanya menjadi milik siapa saja terutama para
pemimpin yang mengunjungi masyarakat bawah.

Calon presiden lain yang mulai berkomunikasi “njawani” adalah Hatta Rajasa. Namun
pengemasannya cukup cerdas yaitu melalui pernikahan putrinya Alia yang disunting oleh Ibas putra
presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak pihak menilai bahwa pernikahan ini berbobot politis.
Tidak hanya menyatukan trah dari dua suku yang berbeda saja, namun menjadi semacam penanda
kesediaan Susilo Bambang Yudhoyono memberi jalan Hatta Rajasa maju sebagai calon presiden.

Sejarah para raja di tanah Jawa bahwa untuk mempertahankan ataupun melebarkan kekuasaan, selain
dengan cara berperang maka hal lain yang dilakukan adalah dengan melangsungkan pernikahan
dengan para penguasa di luar wilayah kekuasaannya. Melalu pernikahan inilah kekuasaan dapat
terus digenggam dan diperluas tanpa harus mengorbankan banyak hal seperti dalam peperangan.

Hatta Rajasa juga mulai menggunakan istilah blusukan untuk setiap kegiatan resmi ataupun
kepartaian ketika berkunjung ke daerah — daerah. Beberapa media massa kerap mengutip ucapan
Hatta Rajasa yang menyatakan dirinya sedang blusukan pada saat melakukan kegiatan di berbagai
wilayah Indonesia.

Kandidat capres yaitu Prabowo Subianto melakukan gaya komunikasi politik yang njawani
dengan mengambil gaya tegas sebagai seorang ksatria dalam budaya Jawa. Setiap iklan di media
elektronik, kampanye yang dibuat selalu diawali dengan perkataan : ““ Saya, Prabowo Subianto...”
yang diucapkan secara tegas dan lugas. Upaya ini cukup mengangkat popularitas Prabowo Subianto
terutama di kalangan masyarakat bawah. Sosok Prabowo Subianto yang tegas dan lugas mampu
terekam secara baik dalam memori masyarakat bawah.

Tidak hanya itu saja, Prabowo Subianto pun memanfaatkan nama kakeknya Margono
Djoyohadikusumo yang merupakan salah satu tokoh pelopor gerakan koperasi di Indonesia. Dengan
menggunakan nama kakeknya ini memberi klaim bahwa Prabowo Subianto adalah bagian dari
komunitas masyarakat Jawa. Prabowo Subianto adalah keturunan orang Jawa yang selalu mengabdi
pada kepentingan masyarakat bawah. Hal ini dilakukan sebagai counter attack atas kehidupan
Prabowo Subianto yang dalam kurun waktu beberapa tahun berkecimpung dalam dunia bisnis.
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KESIMPULAN

Dari beberapa sepak terjang beberapa calon presiden di atas terlihat nyata bahwa untuk menjadi
presiden diperlukan pendekatan budaya Jawa dalam komunikasi politik yang dilakukan agar mampu
meraih simpat masyarakat luas terutama masyarakat Jawa.

Pameo “rumangsa bisa, bisa rumangsa”, “nguwongke”, “blusukan”, “benevolence” bisa menjadi
kunci strategis dalam mengambil hati masyarakat Jawa. Siapa saja yang mampu menterjemahkan
secara tepat pemeo ini akan memberikan kontribusi strategis mendulang perolehan suara dalam
pilpres 2014 nanti.

Makna “rumangsa bisa, bisa rumangsa” sarat dengan sikap kehati —hatian yang dilakukan masyarakat
Jawa untuk mengukur kualitas diri ataupun orang lain dalam melakukan tindakan. Sedangkan
ungkapan “nguwongke”, merupakan prinsip sikap menghargai martabat orang lain meskipun
berbeda kedudukan maupun status. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan
menghindari konflik. Demikian halnya dengan ungkapan “blusukan”, prinsip bahwa pemimpin
harus mau meniti jalan yang tidak bertuan dengan segala resiko yang ditempuhnya. Kemudian
ungkapan “benevolence”, prinsip bahwa seorang pemimpin harus mencitrakan diri sebagai sosok
yang punya integritas dan kredibilitas, serta mampu menjadi pengayom bagi rakyatnya.

Prinsip — prinsip “rumangsa bisa, bisa rumangsa”, “nguwongke”, “blusukan”, dan “benevolence”
yang dijalani oleh para kandidat presiden jelas berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan inilah yang
membuat makna ungkapan diatas bersifat variatif terutama dalam melakukan komunikasi politik.

Terlihat jelas dimana Jokowi dengan posisi rendah hati dalam berkomunikasi, sedangkan Aburizal
Bakrie dan Hatta Rajasa lebih pada posisi setara ketika berkomunikas. Sedangkan Prabowo
Subianto yan cenderung bersikap tegas dan lugas yang bisa dianggap mengambil posisi diatas dalam
berkomunikasi.

Begitu juga dengan gaya blusukan yang dilakukan para calon presiden memiliki ragam bervariasi.
Bila Jokowi bersikap spontan dan luwes serta tidak berjarak dalam blusukan maka tidak demikian
dengan Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa dan Prabowo Subianto. Blusukan yang dilakukan oleh ketiga
capres ini masih berjarak dan terlalu kaku. Profil Jokowi yang “ndeso” mungkin lebih mudah
diterima kalangan masyarakat bawah tenimbang profil Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa dan Prabowo
Subianto yang cenderung “jaim”.

Dalam khasanah budaya Jawa, blusukan digambarkan dengan raja yang turun menemui rakyatnya
dengan menyamar menjadi orang biasa. Namun blusukan ala Jokowi, oleh masyarakat luas saat
ini lebih dimaknai sebagai upaya pemimpin untuk mengetahui apa yang dimaui masyarakatnya
secara langsung. Bagi masyarakat Jawa, sebaiknya seorang pemimpin adalah orang yang mampu
menjalankan amanah yang diembannya dengan mengedepankan kejujuran dan apa adanya.
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KEPEMIMPINAN DI ERA DIGITAL MENUJU
MASYARAKAT MADANI

Sri Sediyaningsih
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka

(dianb@ut.ac.id)

ABSTRAK

Carut marut bangsa denga beragam persitiwa yang hampir setiap hari ada di media massa baik cetak
dan terlebih elektronik, membuat kita semua sebagai warga masyarakat merasa resah, hilangnya
rasa aman dan nyaman, munculnya rasa was-was dan kurang percaya terhadap sesama anggota
masyarakat, menimbulkan kekhawatirkan akan nasib nagsa ini ke depan. Pendidikan karakter adalah
salah satu usulan yang dikemukakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjawab
itu semua, namun cukupkah pendidikan karakter bangsa tanpa ada pola atau teladan yang bisa
dilihat, dan dicontoh oleh kita semua ? Untuk menjawab pertanyaan yang muncul, makalah ini
ditulis berdasarkan kajian literatur secara sederhana dengan bahasan berdasarkan teori komunikasi
hyperpersonal, masyarakat madani dan etika komunikasi di era dgital ini. Peran pemimpin tetap
diperlukan sebagai figur panutan dalam berperilaku, ada pepatah mengatakan “jangan pernah
membersihkan lantai (menyapu) dengan sapu yang kotor”, sehingga seorang pemimpin bagaimanapun
tetap harus menjadi orang yang berkarakter terlebih dahulu sebelum berteriak mengenai karakter itu
sendiri, agar proses interaksi melalui komunikasi yang sifatnya hyperpersonal akan mewujudkan

kondisi masyarakat yang kita harapkan bersama.

Kata kunci : masyarakat madani, komunikasi hyperpersonal dan etika komunikasi
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PENDAHULUAN

Berbagai kekerasan, baik dalam bentuk tawuran atau konflik horisontal, korupsi semaikn merajalela,
bahkan orang nomor satu yang dipercaya di bidang peradilan juga terimbas korupsi. Ironis memang.
Di tengah maraknya berbagai slogan anti korupsi, justru disitu tumbuh subur praktik korupsi. Setiap
hari di berbagai media kita selalu melihat tayangan kekerasan, dan lebih memprihatinkan lagi bila
kekerasan yang terjadi dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa, sebagaimana konflik horisontal
berupa tawuran antar pelajar/mahasiswa. Sungguh menyedihkan, karena mereka adalah generasi
penerus bangsa, yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Apa jadinya bila kondisi seperti ini terus
berlanjut, akankah masyarakat hidup aman dan nyaman ? Indonesia yang terkenal dengan keramah
tamahannya, jiwa gotong royong rasanya semaikn jauh dari cita-cita, di satu sisi slogan masyarakat
madani sering kita dengar dan bahkan menjadi cita-cita kita semua.

Tidak mudah memang mewujudkan masyarakat seperti itu, namun bukan tidak mungkin. Sepertinya
dimasa perjuangan masyarakat Indonesia sudah menerapkan gotong royong dan bahu membahu
dalam melawan penindasan bangsa asing. Namun sayang setelah merdeka dan semakin maju, justru
penindasan dan kekerasan dilakukan kepada bangsa sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan seorang
pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk membawa masyarakat ini ke era masyarakat
madani. Untuk membahas permasalahan tersebut, maka makalah ini akan mengetengahkan
bagaimana kepemimpinan di era digital ini bisa membawa kita semua menuju masyarakat yang
diidamkan bersama, dengan berlandaskan pada kajian kepemimpinan, masyarakat madani,
komunikasi interpersonal dan hyperpersonal.

MASYARAKAT MADANI

Adalah Nurcholis Madjid, seorang cendekiawan muslim yang mempopulerkan istilah masyarakat
madani di Indonesia, walaupun awalnya sudah terdengar dari wakil perdana menteri Malaysia Dato
Anwar Ibrahim pada tahun 1995 tatkala melawat ke Indonesia. Sebenarnya konsep masyarakat
madani atau di Barat dikenal dengan civil society adalah gagasan Adam Ferguson seorang pemikir
Scotlandia pada era tahun 1723-1816. Menurut Gellner,(1994), masyarakat madani, disamping
sebagai kelompok atau lembaga atau asosiasi yang terus menerus mengontrol penguasa, juga
memberikan ruang kepada masayarakat secara individu memiliki kebebasan untuk memilih dan
bertindak, sehingga dapat diartikan bahwa menempatkan hak dan kewajiban seseorang pada
porsinya.

Dalam komunikasi, kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat juga diberikan oleh
Habermas melalui public sphere nya, (dalam Held, 1980). Apa sebenarnya ciri-ciri masyarakat
madani sebagai nilai yang berlaku universal ? Menurut Azra,2003, dalam masyarakat madani
harus ada free public sphere, demokratis, toleransi, pluralisme, keadilan sosial dan berkeadaban
(Habermas,dalam Held,1980). Kalau dikaji satu persatu, mari kita renungkan bersama sudahkah
elemen itu ada di masyarakat/negara kita ? Dan apa yang harus kita lakukan ?.

KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN HYPERPERSONAL

Mengapa harus komunikasi interpersonal ? Hidup tanpa komunikasi bak sayur tanpa garam.
Komunikasi adalah darah dalam kehidupan kita semua, tanpa disadari proses komunikasi terjadi
disaat kita masih di dalam kandungan ibunda, hingga saat ini yang mengalir begitu saja menyertai
aktivitas kita dimanapun dan kapanpun juga. Proses komunikasi yang paling sederhana selalu
menghadirkan 4 elemen utama yaitu sumber, penerima, pesan dan media. Ini adalah bentuk
komunikasi linier dimana menganggap bahwa komunikasi hanya proses penyampaian, tanpa harus
melihat apa akibat atau feedback yang dihasilkan.
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Dalam komunikasi interpersonal dikatakan bahwa hyperpersonal adalah akibat dari proses
interpersonal komunikasi karena adanya akibat dari interaksi komunikasi melalui media internet.,
sehingga sumber mempunyai kemampuan yang strategis untuk mengembangkan dan mengedit
presentasi mereka, dapat memilih dan mengirimkannya kepada siapapun yang dia inginkan
(Usita,2010). Istilah hyperpersonal digunakan untuk mereka yang berinteraksi secara online, yang
mempunyai ciri-ciri diantaranya visual anonymity, lack of identifiability, asynchronous interaction,
uncertainty reduction.( Joinson 2004 dalam Usita 2010) .

Bicara online berarti bicara teknologi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam berinteraksi
dengan pihak lain. Teknologi komunikasi mempunyai dua peran yaitu sebagai mediator dan
coconstituent yaitu mewakili hubungan budaya, politik dan ekonomi. perlu diingat bahwa teknologi
komunikasi virtual tidak pernah value free atau netral terhadap budaya, ini harus terintegrasi,
sehingga teknologi komunikasi adalah pendorong perubahan dalam proses pembelajaran yang baik.
(McWilliam, 2008) Mengambil hasil penelitian Broome (2005), mengenai pola pembelajaran jarak
jauh yang dia sebut interaksi antara Tutor dan mahasiswa atau Tufee. Dia memisahkan antara Social
Cooperation Script yang lebih mementingkan hubungan atau interaksi antara dua orang dengan
Epistemic Script yang lebih mengutamakan materi, ternyata dari hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa social cooperation script lebih efektif dalam proses pembelajaran jarak jauh. Hal ini
ditunjukkan pada model berikut :

Social Cooperation Script :

Tutor Tutee
Asking
Step 1 Explaining the text material comprehension

questions

Explaining
and typing the
information
Step 2 Supporting the learner's activities received in the
shared

text document

Elaborating on text information

Step 3
P individually
Discussing
generated ideas
. . . . and writing the
Discussing generated ideas with the
Step 4 results

partner .
in the shared text

document
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Epistemic Script

Theory Empirical Finding

What are the most important concepts of the Theory ? | How was the theory examined?

What are the main ideas of the theory? What were the results of the empirical
studies ?

Consequences Individual Judgement

Which pedagogical interventions can be concluded What do I like/dislike about the

from the theory? Theory ?

Which limits of pedagogical interventions can be Which of my own experiences

concluded from the theory? support/do not support the theory?

Walau penelitian tersebut diterapkan pada dunia pembelajaran, namun bisa diterapkan pada interaksi
dimanapun juga khususnya melalui teknologi. Bagaimanapun pengalaman atau konteks dimana
komunikasi itu terjadi mempunyai pengaruh terhadap efektifitas proses interaksi yang terjadi.
Masalah interaksi melalui teknologi atau computer mediated communication (CMC) sifatnya harus
kolaboratif antara konstruksi ide dan cara penyampaian. Jadi antara ide atau gagasan dan media
tidak pernah bisa berdiri sendiri, mereka harus berkolaborasi.

KEPEMIMPINAN DAN ETIKA KOMUNIKASI

Ethics dalam bahasa Yunani diartikan sebagai moral philosophy, yang berasal dari kata ethos yang
berarti kebiasaan, sehingga bicara soal etika maka berkaitan dengan nilai dan kebiasaan seseorang
dalam suatu kelompok. Etika dibagi kedalam tiga bagian yaitu meta-ethics yang berfokus pada
konsep etika, normative ethics, yang menitik beratkan pada bagaimana memberikan batasan
terhadap etika dan applied ethics yaitu studi mengenai penggunaan etika itu sendiri.( Demiray &
Sharma, 2009) Oleh Brocket, dikatakan dalam melihat etika dapat dibagi dalam tiga tiers yaitu studi
mengenai baik dan buruk dari perilaku manusia, kemudian meta-ethics mengenai studi formal baik
buruk atau benar-salah bukan pada realitas kehidupan dan yang ketiga adalah etika normatifnya.

Ada beberapa perspektif dalam melihat etika komunikasi, namun pada bahasan kali ini akan dilihat
dari dua perspektif saja yaitu pesrpektif situasional atau situational perspective yaitu perspektif yang
melihat bahwa komunikasi itu sifatnya sangat situasional. Tidak bisa disama ratakan dalam melihat
suatu etika komunikasinya, karena setiap komunikasi sangat tergantung dari dimana komunikasi itu
terjadi, sedangkan perspektif dialogical atau dialogical perspective.( Berkman & Shumway, 2003),
melihat bahwa sikap seseorang akan mengarah pada siapa yang sedang diajak berkomunikasi,
artinya setiap interaksi akan menggunakan etika yang berlaku bagi mereka yang sedang berinteraksi.
Sebagai contoh tatkala kita berkomunikasi dengan orang tua, akan berbeda tatkala kita berinteraksi
dengan teman. Jadi komunikasi itu sifatnya dialogis, dengan kunci adanya authentic, inclusion,
confirmation, presentences, spirit of mutual equality dan supportive climate. Pada studi mengenai
internet, ada dua hal yang selalu menjadi perhatian yaitu bagaimana pengaruh internet terhadap
media lain dan bagaimana hubungan antara pengguna internet dengan lingkungannya. Internet
memang menjadi sumber berita. di tahun 2008 survei di Amerika menunjukkan adanya penurunan
penonton TV dan surat kabar dalam hal pencarian berita. Dengan meningkatkan penggunaan
internet maka ada sisi lain mengenai hubungan antar manusia menjadi jauh, dan pengguna internet
cenderung kesepian dan terisolasi.( Dominic, 2011).
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BAGAIMANA DENGAN KEPEMIMPINAN DI ERA DIGITAL
INI?

Kondisi bangsa yang tercermin dari pemberitaan di berbagai media. Membuat para tokoh bangsa
merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari anak bangsa ini. Kita semua menyadari hal itu. Oleh
karenanya perlu ditingkatkan kembali pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang dimaksudkan
untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai luhur seperti cinta tanah air, solidaritas sosial, dan
keramahtamahan yang menjadi identitas budaya sehingga dapat merekatkan persatuan bangsa.
Kalau kita lihat pada tabel berikut, maka diharapkan di akhir tahun 2024 sumber daya manusia
sudah berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berahlak mulia, bermoral, berfalsafah Pancasila,
beragama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bergotong royong dan berorientasi
pada Iptek (Alisjahbana, 2010).

RPJMN IIT RPJMN I
(2015-2019) (2020-2024)
SDM Indonesia berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif,
Memantapkan berahlak mulia, bermoral, berfalsafah Pancasila, beragama,
budaya dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
karakter bangsa berbudi luhur, Toleran,bergotong royong, patriotik, dinamis

dan berorientasi pada Iptek

RPJMN II
(2010-2014)

Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka

memantapkan budaya dan karakter bangsa

RPJMN I
(2005-2009)

Memperkuat pemahaman tentang identitas nasional, berkembangnya nilai baru

yang positif dan produktif pada setiap aspek kehidupannya

Sumber : Alisjahbana,S, (2010)

Dari paparan diatas jelas pendidikan atau pembentukan karakter bangsa tidak pernah terlepas dari
para pemimpinnya. Harus ada “good will” dari para pemimpin bangsa untuk membantu, memotivasi
dan yang paling penting adalah memberikan contoh atas semua sifat yang ada dalam karakter bangsa.
Tanpa teladan, maka cita-cita bangsa ini akan jauh dari harapan.
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Mengapa tertumpu pada Pemimpin ? Studi kuantitatif yang berdasar pada skandal politik yang
dapat mempengaruhi evaluasi terhadap para politisi didasarkan pada : a) seseorang yang sangat
dikenal masyarakat atau public figur, b) kekejaman yang melanggar norma sosial, ¢) diberitakan
secara intensif oleh media massa dan d), membuat marah orang banyak secara luas.(Hartung
2009; Kepplinger,2005; Thompson,2000). Dari apa yang dihasilkan tersebut menyiratkan bahwa
suatu masalah apapun bentuknya apabila dilakukan oleh seorang public figure akan memberikan
dampak yang sangat berarti bagi audiensnya. Ditambahkan oleh Kepplinger,et al, 2012, bahwa
suatu perbuatan negatif akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi audiensnya, sehingga
dipubklikasikan secara terus menerus, entah itu berita benar atau salah.

Dari hasil tersebut dan dikaitkan dengan proses komunikasi interpersonal serta pendidikan karakter
bangsa, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperbaiki dan menuju masyarakat madani,
dimana di dalamnya ada karakter bangsa yang harus kuat, maka diperlukan figur pimpinan yang bisa
menjadi panutan atau teladan bagi yang lainnya. Tatkala pimpinan tidak bisa memberikan contoh
akan karakter bangsa yang diharapkan, maka jangan berharap sifat atau elemen karakter bangsa
akan merembes ke masyarakat.

KESIMPULAN

Komunikasi dan pemimpin adalah dua hal yang tidak pernah bisa terlepaskan. Tiada pemimpin
tanpa komunikasi dan sebaliknya komunikasi yang baik memerlukan sifat kepemimpinan. Era
digital menyebabkan proses komunikasi yang terjadi didasarkan pada pengiriman simbol yang
sifatnya sangat verbal dan abstrak. Pemaknaan didasarkan pada pemahaman atas posisi antara
sumber dan penerima yang berada pada konteks yang berbeda. Sehingga pemahaman terhadap
kemajuan teknologi harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Seorang pemimpin harus sadar bahwa
secara langsung atau tidak, disengaja atau tidak selalu dilihat orang, sehingga dirinya adalah
teladan bagi orang lain. Salah satu wahana untuk mencapai kepemimpinan di era teknologi dalam
mewujudkan masyarakat madani dirancang melalui pembentukan karakter bangsa sebagai salah
satu perwujudan masyarakat madani. Pendidikan karakter bangsa sifatnya pervasive artinya tidak
seketika atau instant, tetapi perlu waktu yang cukup lama melalui lingkungan, kontrol dan tauladan.
Haruskah kita menunggu pemimpin ? Salah satu hal yang wajib dilakukan dan yang mungkin bisa
dilakukan sebagai warga negara dan unit terkecil dalam suatu masyarakat, adalah berbuat yang
terbaik sesuai hak yang dimiliki tanpa harus merugikan pihak lain dan selalu bertanggungjawab
terhadap kewajiban sebagai individu, masyarakat, dan warga negara Indonesia. Memahami, dan
menerapkan konsep hak dan kewajiban dengan benar, akan membawa bangsa ini kearah yang kita
inginkan bersama.
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BIODATA PENULIS

Sri Sediyaningsih atau biasa disapa Dian Budiargo adalah pengajar senior di jurusan Ilmu Komunikasi
Universitas Terbuka yang memiliki minat terhadap kajian komunikasi bermedia khususnya komputer
atau dikenal dengan computer mediated communication. Selain itu juga sebagai instruktur di
bidang pengembangan kepribadian, ketrampilan komunikasi interpersonal khususnya dalam dunia
kerja, dan juga desain instruksional pembelajaran jarak jauh dalam berbagai pelatihan, selain itu
juga merancang kurikulum komunikasi bisnis untuk beberapa perguruan tinggi. Menyelesaikan
pendidikan di Universitas Indonesia secara linier dalam bidang komunikasi.
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KOMUNIKASI, PENCITRAAN DAN
KEPEMIMPINAN @ 2014

Nur Kholisoh
Dosen Pascasarjana [lmu Komunikasi Universitas Mercu Buana
kholisoh.nur@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu 2014 akan menjadi momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menentukan
pemimpin mendatang. Beberapa kandidat calon presiden mulai muncul dan mengkomunikasikan
berbagai program yang ditawarkan melalui media massa. Penyampaian berbagai program yang
mengedepankan tema-tema yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat merupakan
bentuk pencitraan yang dilakukan oleh para kandidat calon presiden. Seluruh penggambaran dan
pencitraan ini ditujukan untuk menstimuli munculnya kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi
yang dimiliki oleh para kandidat calon presiden sehingga dinilai tepat untuk menjadi pemimpin
bangsa Indonesia ke depan. Berbagai upaya pencitraan yang dilakukan oleh para kandidat calon
presiden tidak akan berhasil memberikan gambaran positif dalam benak masyarakat tanpa
diimbangi dengan sikap kepemimpinan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat, yaitu
seorang pemimpin transformasional yang memiliki kearifan lokal dan berani menyerukan nilai-
nilai moral kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika serta mampu
memobilisasi energi dan sumber daya masyarakat dalam upaya mereformasi bangsa ini menjadi

bangsa yang maju.

Kata kunci: pencitraan, kepemimpinan, transformasional, dan kearifan lokal.
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PENDAHULUAN

Tahun 2014 menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena pada tahun tersebut bangsa
Indonesia akan memilih para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang baru untuk masa lima tahun
berikutnya. Suksesi presiden pada tahun 2014 menjadi ajang penentuan bagi bangsa Indonesia untuk
memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia ke era baru, yaitu era yang benar-benar terbebas
dari beban-beban masa lalu menuju negara demokrasi yang kuat dan mampu menyelesaikan berbagai
persoalan bangsa.

Kemunculan beberapa nama yang dijagokan akan bertarung merebut kursi nomor satu di tahun
2014 menjadi wacana yang menarik untuk dicermati. Nama-nama seperti Aburizal Bakri, Mahfud
MD, Surya Paloh, Dahlan Iskan dan Sultan HB X muncul sebagai calon-calon pemimpin yang
meramaikan wacana kandidat presiden 2014. Kendati mereka bukan orang-orang baru di kancah
politik nasional bangsa ini, namun relatif baru untuk menjadi kandidat calon pemimpin bangsa pada
pemilu keempat pasca reformasi nanti. Sementara itu, wajah-wajah lama seperti Megawati Soekarno
Putri, Prabowo Subianto, dan Jusuf Kalla yang pernah bertarung di tahun di tahun 2009 tetap muncul
meramaikan bursa calon pemimpin, di samping nama Joko Widodo yang juga ramai dibicarakan.

Berdasarkan hasil survey Litbang KOMPAS (26/8/13), muncul nama-nama calon pemimpin
yang memiliki elektabilitas di atas 5 persen, yaitu Aburizal Bakrie (8,8%), Joko Widodo (32,5%),
Megawati Soekarno Putri (8,0%), dan Prabowo Subianto (15,1%). Tiga dari nama-nama tersebut
merupakan pemimpin partai politik yang memiliki dukungan dan basis massa jelas, yaitu Aburizal
Bakrie (Golkar), Megawati Soekarno Putri (PDI-P), dan Prabowo Subianto (Gerindra). Sejak
awal, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto secara terang-terangan telah memproklamirkan diri
sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014 yang diusung oleh partainya masing-masing, namun
tidak demikian halnya dengan Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum PDI-P.
Hal ini bisa saja disebabkan karena PDI-P memiliki Joko Widodo yang merupakan kader partai
yang dinilai lebih berpeluang untuk terpilih dibandingkan ketua umumnya. Hasil survey Litbang
KOMPAS menunjukkan bahwa 32,5% publik memilih Joko Widodo sementara hanya 8,0% publik
yang memilih Megawati sebagai sosok pemimpin yang tepat untuk dipilih pada Pemilu 2014.

Kendati tidak (belum) pernah menyatakan diri secara terang-terangan menjadi kandidat calon
presiden, namun sosok Joko Widodo telah mampu mengungguli popularitas Aburizal Bakrie dan
Prabowo Subianto yang sudah lebih dulu mempromosikan diri sebagai calon presiden yang diusung
oleh partai politik yang dipimpinnya. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang menarik
untuk dikaji dari perspektif komunikasi.

Pertanyaan  yang muncul adalah  benarkah pencitraan  kepada publik (seperti
iklan, poster, baliho) dapat membentuk kepercayaan publik untuk menentukan pemimpin yang
pantas dipilih? Pemimpin yang memiliki karakter apa yang pantas menjadi Presiden pada pemilu
2014 nanti ?.

PENCITRAAN SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN
KEPERCAYAAN PUBLIK

Citra merupakan gambaran yang dimiliki masyarakat tentang seorang kandidat. Setiap kandidat
memiliki citra tersendiri di masyarakat dan lingkungannya. Citra yang diinginkan merupakan
gambaran yang hendak ditanamkan dalam benak masing-masing konstituen melalui serangkaian
kegiatan tertentu yang dilakukan di depan umum didasarkan pada tema-tema tertentu yang berkaitan
dengan kepentingan publik.
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Pemilihan tema untuk citra yang diinginkan tergantung dari berbagai kriteria. Pertama, orientasi
kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat akan citra yang ingin dibangun.
Kedua, ditentukan oleh media, kendati tidak berhubungan dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal
ini terjadi karena adanya tekanan yang terus menerus dari media, sehingga akan dapat memengaruhi
perubahan sikap masyarakat.

Tema-tema yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sejak awal sudah dibangun oleh Joko
Widodo pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Pada
saat itu Joko Widodo mengemukakan program kesehatan dan pendidikan gratis bagi rakyat miskin
Jakarta seperti kartu sehat dan kartu pintar. Kendati pada pelaksanaannya program-program tersebut
mengalami banyak kendala dan menimbulkan kontroversi, namun terbukti berhasil membentuk citra
dirinya sebagai pemimpin yang dinilai peduli pada rakyat kecil.

Pencitraan ini berhasil mengantarkan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta mengalahkan
incumbent Fauzi Bowo yang pada saat itu banyak dinilai kalah langkah dalam membangun tema
yang dapat mengangangkat citra positifnya di masyarakat. Artinya, sangat tepat pernyataan bahwa:
“Barangsiapa menguasai tema yang dibicarakan secara politis, maka ia berada selangkah lebih maju
dibandingkan lawannya; ia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meyakinkan publik akan
penilaiannya terhadap tema yang sedang diperdebatkan”.

Pencitraan yang mengangkat tema berorientasi kebutuhan masyarakat juga dilakukan oleh kandidat-
kandidat lain, seperti Aburizal Bakrie, Wiranto, dan Prabowo Subiakto. Sebagian besar tema yang
diangkat dalam berbagai ‘iklan politik’ mereka merupakan tema yang berkaitan dengan kebutuhan
masyarakat, baik kebutuhan dasar (kebutuhan vital manusia untuk bertahan hidup) maupun kebutuhan
sosial (kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat). Pencitraan ini
dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak seperti poster, baliho dan spanduk, maupun
media elektronik seperti televisi.

Peranan media dalam membentuk dan menanamkan citra kandidat di benak masyarakat sangat besar
dan penting. Berdasarkan hasil survey Litbang KOMPAS (26/8/13) dapat dicermati bahwa semakin
seringnya media menayangkan atau memuat informasi tentang kandidat calon presiden, maka akan
semakin meningkat kepercayaan masyarakat akan kemampuan kandidat tersebut sebagai pemimpin,
sebagaimana yang dialami oleh Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto. Seluruh penggambaran dan
pencitraan ini ditujukan untuk menstimuli munculnya kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi
yang dimiliki oleh para kandidat calon presiden sehingga dinilai layak dan tepat untuk menjadi
presiden dan memimpin bangsa Indonesia untuk periode 2014-2019 mendatang.

SIFAT PEMIMPIN TURUT MEMENGARUHI TUJUAN
ORGANISASI

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk
melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi
dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan
mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri.
Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani Kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa
pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Dalam perkembanganya, teori ini mendapat pengaruh
dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak
seluruhnya dilahirkan akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat
itu antara lain : sifat fisik, mental, dan kepribadian.

Seminar Besar Nasional Komunikasi 59



Komunikasi @2014

Munculnya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima bangsa Indonesia, dan sebagai
kandidat calon presiden pada pemilu 2014 mendatang, dapat dikaji dari perspektif teori sifat atau
”The Greatma Theory”, yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, mengingat Megawati
adalah anak dari presiden pertama RI. Hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi dukungan
masyarakat dalam memilih dirinya sebagai calon presiden atau pemimpin mendatang. Sementara
itu, kandidat-kandidat lain merupakan calon pemimpin yang memang memiliki kemampuan sebagai
pemimpin berdasarkan pada sifat-sifat kepemimpinan yang dimilikinya.

Keith Devis merumuskan beberapa sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan
kepemimpinan seseorang. Pertama, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, umumnya di dalam
melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal. Kedua, motivasi diri
dan dorongan berprestasi dimana seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi
diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Terakhir, sikap hubungan kemanusiaan, yaitu
adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak
kepadanya. Sifat yang ketiga inilah yang dinilai oleh banyak pihak sebagai sifat yang menonjol
dalam diri Joko Widodo schingga membentuk citra dirinya sebagai pemimpin yang memiliki
kepedulian tinggi kepada rakyat kecil.

Sementara itu, kepemimpinan seseorang akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan
(Leadership Style)-nya, yakni pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan
segenap filosofi, keterampilan dan sikapnya. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpan
bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk
melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa ataupun orientasi
terhadap tugas atau orang tertentu. Diantara beberapa gaya kepemimpinan, terdapat pemimpin yang
positif dan negatif. Pemimpin yang positif adalah pemimpin yang memiliki karakteristik yang baik,
sebaliknya pemimpin yang negatif adalah pemimpin yang dinilai memiliki karakteristik yang buruk.

KARAKTERISTIK PEMIMPIN YANG BAIK

Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Ludlow dan Panton,1996), masing-masing gaya
kepemimpinan hanya memadai dalam situasi yang tepat meskipun disadari bahwa setiap orang
memiliki gaya yang disukainya sendiri dan sering merasa sulit untuk mengubahnya meskipun
perlu. Kepemimpinan itu sendiri seringkali diartikan sebagai jabatan formal, yang menuntut untuk
mendapat fasilitas dan pelayanan dari konstituen yang seharusnya dilayani. Meskipun banyak di
antara pemimpin yang ketika dilantik mengatakan bahwa jabatan adalah sebuah amanah, namun
dalam kenyataannya sedikit sekali atau bisa dikatakan hampir tidak ada pemimpin yang sungguh-
sungguh menerapkan kepemimpinan yang berorientasi pada rakyat, tetapi justru berorientasi pada
kepentingan diri sendiri.

Kepemimpianan yang baik dimulai dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan menuntut
suatu transformasi dari dalam hati dan perubahan karakter. Menurut McGregor Burns dalam Gary
Yukl (2010), Kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral dari para pengikut
dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis dan untuk memobilisasi
energi dan sumber daya mereka untuk mereformasi institusi. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan
transaksional yang memotivasi para pengikut dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka,
seperti para pemimpin politis yang bertukar pekerjaan, subsidi dan kontrak pemerintah yang
menguntungkan dengan suara dan kontribusi kampanye.
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Pencitraan sebagai pemimpin yang transformasional melekat kuat dalam diri Joko Widodo yang
seringkali melakukan aksi terjun ke masyarakat lapisan bawah (blusukan) untuk mendengarkan
langsung keluhan dan harapan dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau
kemudian tingkat elektabilitas Joko Widodi sangat tinggi mengungguli kandidat-kandidat lainnya.
Sifat dan perilaku yang berhasil dicitrakan oleh Joko Widodo sebagai karakteristik kepemimpinannya
ini dinilai sangat mengena dan menyentuh masyarakat lapisan bawah, sehingga ia dinilai sebagai
pemimpin yang mau melakukan perubahan atau mereformasi Jakarta sebagai Ibukota, terutama
dengan jargon “Jakarta Baru” yang dikemukakannya dalam setiap kesempatan termasuk pada saat
kampanye Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 lalu.

Sementara itu, kandidat calon presiden lain pun berupaya mencitrakan diri sebagai pemimpin yang
peduli kepada rakyat kecil, seperti yang dilakukan oleh Prabowo Subianto melalui berbagai kegiatan
yang dilakukannya bersama para petani yang berada di bawah kepemimpinannya. Hal serupa juga
dilakukan oleh Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang rajin mengadakan kegiatan
di berbagai daerah dengan mengusung kebijakan ekonomi yang peduli pada rakyat kecil.

Hal yang menarik adalah hasil survei yang dilakukan oleh Litbang KOMPAS menunjukkan bahwa
pencitraan yang dilakukan oleh Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar selama ini
ternyata mampu meningkatkan elektabilitas Partai Golkar yang dipimpinnya, namun di sisi lain
justru meningkatkan penolakan atau resistensi masyarakat terhadap pencalonan dirinya sebagai
calon Presiden pada pemilu 2014 nanti. Artinya, apa yang dikomunikasikan oleh Aburizal Bakrie
sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui program-program partai yang pro-rakyat mampu
menumbuhkan citra positif di masyarakat terhadap partai politik yang dipimpinnya, namun tidak
demikian halnya dengan pencitraan terhadap pribadinya sebagai seorang pemimpin.

Berbagai kampanye politik yang dilakukan oleh kandidat calon presiden dalam upaya
mengkomunikasikan program-program yang dicanangkannya, tidak akan berhasil membentuk citra
positif di benak masyarakat tanpa diimbangi dengan sikap kepemimpinan yang dibutuhkan dan
diharapkan oleh masyarakat. Saat ini masyarakat Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang
tidak hanya pandai dan memiliki kemampuan manajerial yang baik, tetapi juga mampu melayani
masyarakat dengan hati dan memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang pemimpin.

Selain itu, rakyat Indonesia juga membutuhkan seorang pemimpin yang efektif dan responsif. Artinya
dia selalu tanggap terhadap setiap persoalan, kebutuhan, harapan, dan impian dari mereka yang
dipimpinnya. Untuk itu diperlukan adanya kearifan lokal yaitu spirit local genius yang disepadankan
maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam
pengambilan keputusan dan berkenaan dengan penyelesaian masalah yang relatif pelik dan rumit.
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KESIMPULAN

Menjelang Pemilu 2014, para kandidat calon presiden melakukan berbagai kegiatan dalam upaya
membangun citra positif di masyarakat. Politik pencitraan yang dilakukan oleh para kandidat ini
merupakan upaya penggambaran dirinya sebagai tokoh yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan
politik, sosial, budaya dengan harapan mendapat simpati masyarakat dan mendukungannya pada
Pemilu 2014 nanti. Namun, berdasarkan hasil survey Litbang KOMPAS menunjukkan bahwa
upaya pencitraan yang dilakukan oleh para tokoh politik tersebut tidak selalu berpengaruh terhadap
perolehan dukungan publik, terutama ketika tokoh tersebut sebelumnya sudah dicitrakan negatif di
masyarakat. Sebaliknya, ketika seorang tokoh sudah memiliki citra kuat sebagai pemimpin yang
baik, maka dia tetap akan memperoleh dukungan yang kuat kendati tidak (belum) melakukan
pencitraan sebagai kandidat calon presiden mendatang.

Situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini memerlukan seorang presiden yang memiliki kearifan
lokal dan mampu menjadi pemimpin transformasional, yaitu pemimpin yang berani menyerukan
nilai-nilai moral kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan untuk
memobilisasi energi dan sumber daya masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah bangsa yang
relatif pelik dan rumit serta mereformasi bangsa ini menuju bangsa yang lebih baik.
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KOMUNIKASI, KEPEMIMPINAN DAN
POLITIK KEKERABATAN DALAM
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ABSTRAK

Komunikasi politik yang dimotori partai politik belum mencerminkan mekanisme demokratisasi
dan kaderisasi yang transparan. Fenomena politik kekerabatan di Indonesia memiliki peluang untuk
tumbuh dan berkembang, seiring dengan lemahnya eksistensi partai politik baik secara institusional

maupun secara fungsional.

Praktik politik kekerabatan di Indonesia umumnya identik dengan pemusatan kekuasaan di keluarga
atau kerabat politik tertentu, sehingga menghambat akses dan kompetisi yang fair bagi kandidat

lain yang tidak memiliki kerabat petahana (incumbent), pengaruh, prestise, serta kekuatan finansial.

Melalui kekuatan komunikasi, kapabilitas dan elektabilitas seorang calon pemimpin publik, baik
sebagai kader partai politik atau calon independen sekalipun, akan muncul ke permukaan dan
dirasakan kehadiran serta peran kepemimpinannya secara nyata di kalangan rakyat pemilih. Melalui
penguatan institusi partai politik secara benar dengan regulasi yang jelas dan tegas, serta melalui
fungsi komunikasi dan pendidikan politik yang baik, diharapkan lahir pemimpin politik atau pejabat
publik yang benar-benar terpilih secara fair mengacu pada kapabilitas kepemimpinannya yang jejak

rekam kiprah politiknya sudah teruji.

Kepemimpinan yang terpilih secara kompetitif berdasarkan kapabilitas dan elektabilitas yang fair,

diharapkan akan melahirkan birokrasi ideal yang profesional, transparan dan akuntabel.

Kata kunci : komunikasi politik, kepemimpinan, politik kekerabatan, birokrasi ideal

64 Seminar Besar Nasional Komunikasi



Komunikasi @2014

PENDAHULUAN

Fenomena politik kekerabatan di Indonesia sudah sejak lama tumbuh dan berkembang, peluangnya
terbuka seiring dengan lemahnya eksistensi partai politik baik secara institusional maupun secara
fungsional. Lemah secara institusional, artinya keberadaannya seringkali hanya digunakan sebagai
“kendaraan” politik bagi kelompok kekerabatan tertentu. Lemah secara fungsional, artinya banyak
fungsi partai politik yang tidak bisa dijalankan dengan baik dan jauh dari optimal, terutama fungsi
melakukan rekrutmen politik atau kaderisasi kepemimpinan secara demokratis sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

Kepemimpinan politik yang berasas kekerabatan tidaklah keliru, apabila dalam prosesnya tetap
menerapkan prinsip equality of opportunity, sehingga pemilihan dan penunjukkan pemimpin
atau kader pemimpin dan jabatan publik lainnya, kompetisinya bersifat fair. Akan tetapi politik
kekerabatan di Indonesia umumnya identik dengan pemusatan kekuasaan di keluarga atau kerabat
politik tertentu, sehingga menghambat akses dan kompetisi yang fair bagi kandidat lain yang
tidak memiliki kerabat, pengaruh, prestise, serta kekuatan finansial yang bermuara pada aparatur
pemerintahan yang sedang berkuasa (petahana).

Isu politik kekerabatan kini memanas dan menjadi agenda utama di ruang publik dan berbagai media,
sehingga mendorong kalangan legislatif untuk segera membuat aturan main pemilu dan pemilukada,
terkait pembatasan praktik politik kekerabatan, yang dirasa akan menghambat proses demokrasi.
Meskipun banyak kalangan yang meragukan bahwa politik kekerabatan akan dapat dihentikan atau
dibatasi oleh peraturan perundangan, karena semuanya tergantung pada mekanisme kerja partai
politik, sebagai institusi yang mengusung seorang kandidat pemimpin atau pejabat publik.

Namun di sisi lain, kondisi problematis ini membuka kesadaran para pekerja politik untuk lebih
piawai mengemas dan menjalankan fungsi komunikasi dan pendidikan politik, untuk membangun
reputasi dan kepercayaan dari masyarakat pemilih, yang mungkin selama ini terabaikan karena
kuatnya pusaran arus politik kekerabatan di berbagai lini kekuasaan dan jabatan publik.

Melalui kekuatan komunikasi, kapabilitas dan elektabilitas seorang calon pemimpin publik,
baik sebagai kader partai politik atau calon independen sekalipun, akan muncul ke permukaan
dan dirasakan kehadiran serta peran kepemimpinannya secara nyata di kalangan rakyat pemilih.
Mengapa?, karena melalui komunikasi politik yang baik, kandidat atau kader politik akan
menyampaikan kinerja sebagai landasan reputasi dan kepercayaan publik, bukan hanya politik
pencitraan semu jangka pendek.

Kepemimpinan yang bersifat impersonal atau tidak berasas kekerabatan, sesungguhnya menjadi
salah satu ciri birokrasi yang ideal. Sehingga jika dianalisis dengan menggunakan perspektif teori
birokrasi ideal akan terlihat bagaimana sebenarnya politik kekerabatan itu harus disikapi dan apa
dampaknya bagi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan demokratis sebagaimana
yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Optimalisasi Fungsi Komunikasi dan Rekrutmen Partai Politik yang Demokratis dalam
Melahirkan Birokrasi yang Ideal (profesional, transparan dan akuntabel)?”.
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IDENTIFIKASI MASALAH :

1) Bagaimana realitas fungsi komunikasi dan rekrutmen partai politik di Indonesia ?;

2) Bagaimana realitas politik kekerabatan di Indonesia ?;

3) Bagaimana upaya pekerja politik dalam membangun kepemimpinan publik yang demokratis,
dalam bingkai birokrasi yang profesional, transparan dan akuntabel?.

KERANGKA PEMIKIRAN
KEPEMIMPINAN

Tugas seorang pemimpin adalah bagaimana mengelola sumber daya yang ada dan dapat
mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu teori kepemimpinan
yang menckankan pentingnya penguasaan berbagai strategi dan teknik komunikasi adalah teori
kontingensi. Teori ini dikemukakan oleh Fred Fiedler, dikenal sebagai Fiedler Contingency Model,
mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung kepada kesesuaian antara gaya
pemimpin dan sejauh mana situasi tersebut memberikan kendali kepada pemimpin. Kelompok yang
efektif bergantung pada kesesuaian gaya interaksi seorang pemimpin dengan bawahannya serta
sejauhmana situasi tersebut menghasilkan kendali dan pengaruh untuk pemimpin tersebut. Tiga
elemen kunci dari situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin yaitu kualitas hubungan pimpinan-
bawahan, struktur tugas dan kedudukan kekuasaan (Robins & Judge, 2008:58).

FUNGSI PARTAI POLITIK

Partai politik memiliki fungsi utama yaitu: 1) menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan
rakyat; 2) melakukan pendidikan politik kepada rakyat tentang hak dan kewajiban warga negara
bagi negaranya; 3) melakukan rekrutmen politik atau kaderisasi kepemimpinan secara demokratis
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4) memformulasikan dan menetapkan kebijakan
umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkat pemerintahan; 5) melakukan
pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif; 6)
menjadi penengah antara kepentingan atau aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakan-
kebijakannya; 7) menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil
rakyat maupun pejabat politik (dalam Budiardjo, 2001).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian makalah ini menggunakan metode deskriptif berdasarkan analisis dokumentasi
dan kajian literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

REALITAS FUNGSI KOMUNIKASI DAN REKRUTMEN
PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Fungsi komunikasi politik dan untuk menyampaikan kinerja dan untuk membangun proses input-
output-output politik yang optimal pada partai politik di Indonesia, umumnya belum berjalan baik.
Partai politik di Indonesia, saat ini umumnya masih berorientasi pada pemenangan pemilu atau
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pemilukada, kurang memikirkan efektivitas kekuasaan dalam jangka panjang. Padahal dalam sebuah
negara dengan sistem demokrasi perwakilan, fungsi partai politik sebagai motor penggerak utama
komunikasi politik dan pendidikan politik merupakan syarat mutlak bagi bekerjanya mekanisme
demokrasi. Demokrasi adalah suatu kondisi dimana setiap warga atau kader yang potensial dan
kapabel, memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan publik.

Fungsi partai politik lainnya yang juga sangat penting, namun masih belum memiliki pola dan
mekanisme yang jelas adalah fungsi rekrutmen, yakni fungsi partai politik dalam melakukan
kaderisasi kepemimpinan secara demokratis. Kaderisasi kepemimpinan di tubuh partai politik belum
memiliki mekanisme pengisian personal dengan baik, syarat dan peraturan perundangannya belum
mengatur secara rinci, ditambah kemampuan dan kemauan partai politik sendiri yang masih lemah
karena masih banyaknya permasalahan internal partai politik sendiri, baik permasalahan finansial,
maupun permasalahan struktural dan bahkan permasalahan konflik kepentingan yang tak pernah
kunjung reda.

Dampak dari kondisi real lemahnya fungsi komunikasi politik, fungsi pendidikan politik dan
terutama fungsi rekrutmen politik partai politik di Indonesia, adalah tumbuh realitas baru bahwa
partai politik seringkali dijadikan kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan bagi para petualang
politik, bagi sebuah klan atau kelompok kekerabatan, bahkan bagi sebuah kelompok bisnis. Kondisi
objektif kini juga bahkan lebih mengkhawatirkan, karena kelompok konglomerasi yang memiliki
media kini berlomba menggandeng partai politik untuk meraih kekuasaan yang lebih besar, atau jika
perlu membentuk partai politik baru demi membangun akselerasi perolehan “kue” kekuasaan yang
menggiurkan bagi kerajaan bisnisnya. Media massa yang berdasarkan fungsi idealnya (informatif,
edukatif dan kontrol sosial) mengharuskan tingkat independensi yang tinggi terhadap kekuasaan
politik, kini menjadi bagian dari pusaran kekuasaan itu sendiri. Mengapa demikian ? karena pemilik
media sadar, bahwa elektabilitas kandidat pemegang tampuk kekuasaan politik, kini bertumpu pada
pencitraan semu dan popularitas yang kesemuanya dengan mudah diraih serta direkayasa melalui
publisitas dan iklan politik di media massa yang dikelolanya sendiri.

REALITAS POLITIK KEKERABATAN DI INDONESIA

Apabila politik kekerabatan di Indonesia tetap dibiarkan, maka pucuk kekuasaan eksekutif dan
legislatif akan ada di satu keluarga atau klan tertentu, sechingga proses check and balances atau
mekanisme kontrol dan akuntabilitas kekuasaan politik akan sulit direalisasikan.

Politik kekerabatan di Indonesia, faktanya dapat ditelusuri dari zaman Orde Baru dan Reformasi.
Periode Orde Baru ditandai hadirnya patrimonial state, di mana negara berperan besar melahirkan
kepentingan bisnis tertentu dengan memanfaatkan fasilitas negara termasuk akses terhadap modal.
Pada periode Reformasi, liberalisasi ekonomi dan demokrasi telah mengurangi peran pemerintah
pusat, tetapi tercipta sentra-sentra kekuasaan baru yang lebih tersebar dengan jaringan yang semakin
beragam, tetapi sulit ditembus masyarakat awam. Putera-puteri kader negarawan yang handal dan
profesional, yang terlahir dari pendidikan politik yang baik, tidak akan memperoleh kesempatan dan
peluang yang adil dalam konstelasi politik kekerabatan, karena sulitnya perluasan akses kekuasaan
dan proses demokrasi yang sehat sebagai akibat kekerabatan yang bersifat ekslusif.

Oleh karenanya melalui pembenahan tata kelola partai politik, kelengkapan aturan-aturan yang
mendukung fungsi-fungsi kepartaian secara optimal, dan terbangunnya komitmen serta penegakan
aturan kepartaian oleh para pekerja politik (bukan petualang politik) di Indonesia, praktik politik
kekerabatan akan dapat diantisipasi sejak dini.
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Salah satu kuncinya adalah komunikasi dan pendidikan politik yang baik, yang dilakukan secara
berkesinambungan baik oleh partai politik itu sendiri maupun oleh pelaku-pelaku komunikasi
politik di seluruh penjuru tanah air.

UPAYA MEMBANGUN KEPEMIMPINAN PUBLIK YANG
DEMOKRATIS, DALAM BINGKAI BIROKRASI YANG
PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang diisi oleh personal yang profesional di bidangnya,
melalui serangkain uji kompetensi yang transparan dan adil. Pejabat publik yang naik ke posisi
puncak kekuasaan dengan berlandaskan kaderisasi dan seleksi yang transparan diharapkan akan
membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel, karena dia dibesarkan bukan dengan pola
karbitan dan kekerabatan.

Dengan demikian upaya membangun kepemimpinan publik yang demokratis hakikatnya merupakan
langkah strategis yang sangat vital dalam bingkai birokrasi yang ideal. Namun seiring dengan
maraknya praktik politik kekerabatan di berbagai wilayah di Indonesia, maka banyak terjadi
birokrasi yang dipolitisasi. Saat ini teridentifikasi munculnya raja-raja di daerah, yang mengalahkan
lawan politik dengan uang, massa, dan jaringan pemerintahan ditambah pemanfaatan anggaran
daerah serta mobilisasi dukungan finansial dari pengusaha-pengusaha daerah melalui pemenangan
proyek-proyek pembangunan yang ujungnya menjadi sumber modal kampanye dan pemenangan
pemilukada.

Tentu saja perlu dilakukan berbagai antisipasi dan mitigasi (pengurangan resiko) atas kecenderungan
maraknya praktek politik kekerabatan yang terbukti dapat melumpuhkan proses demokratisasi dan
pembentukan birokrasi ideal. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan adalah :

1. Menyusun tata kelola partai politik agar mengarah pada good corporate governance.

2. Melengkapi aturan-aturan (regulasi) yang mendukung fungsi-fungsi kepartaian secara
optimal, terutama fungsi komunikasi politik, pendidikan politik dan rekrutmen politik.

3. Membangun kohesivitas, komitmen dan penegakan regulasi kepartaian diantara para
pekerja politik, untuk mencegah gerakan para petualang politik memanfaatkan mekanisme
politik yang belum mapan untuk kepentingan diri dan keluarganya saja.

KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN

1. Realitas fungsi komunikasi dan rekrutmen partai politik di Indonesia pada umumnya belum
berjalan secara baik dan optimal, sehingga memberi peluang munculnya mekanisme rekrutmen
berasas kekerabatan, bukan berdasarkan kompetisi yang adil dan transparan.

2. Realitas politik kekerabatan di Indonesia, pada umumnya banyak terjadi terutama di wilayah-
wilayah pemilukada. Terdapat kecenderungan partai politik digunakan sebagai kendaraan bagi
kelompok kekerabatan tertentu untuk membangun kekuasaan melalui kekuatan finansial, serta
popularitas tokoh sentral parpol yang menjadi incumbent (petahana).

3. Upaya pekerja politik dalam membangun kepemimpinan publik yang demokratis, dalam
bingkai birokrasi yang profesional, transparan dan akuntabel perlu didukung melalui desain
kelembagaan dan pengorganisasian partai politik yang baik.
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SARAN

1.

Perlu segera dilakukan optimalisasi fungsi komunikasi dan rekrutmen partai politik, melalui
mekanisme rekrutmen dan regulasi penempatan atau pengisian personil kepemimpinan partai
politik yang diusung partai untuk menduduki jabatan publik. Artinya ada persyaratan dan
kriteria yang tegas tentang kader yang akan menduduki jabatan publik.

Untuk mengantisipasi semakin maraknya praktik politik kekerabatan di Indonesia, perlu segera
membangun kohesivitas, komitmen dan penegakan regulasi kepartaian diantara para pekerja
politik, untuk mencegah gerakan para petualang politik memanfaatkan mekanisme politik yang
belum mapan untuk kepentingan diri dan kerabatnya saja.

Untuk membangun kepemimpinan yang demokratis, perlu dilakukan penguatan partai
politik (SDM, finansial dan regulasi) agar mampu menjalankan demokrasi yang sehat untuk
melahirkan birokrasi ideal yang profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu kuncinya
adalah komunikasi dan pendidikan politik yang baik, yang dilakukan secara berkesinambungan
baik oleh partai politik itu sendiri maupun oleh pelaku-pelaku komunikasi politik di seluruh
penjuru tanah air.
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PEMIMPIN, KOMUNIKASI POLITIK DAN
PENGARUH SOSIAL MEDIA

Indiwan Seto Wahyu Wibowo
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara
indiwan@umn.ac.id

ABSTRAK

Menjadi seorang pemimpin di era reformasi ini memang gampang-gampang susah. Ibarat
berpakaian, pemimpin itu nampaknya harus sedap dipandang baik dari belakang, depan maupun
dari sudut-sudut yang tak terlihat. Apalagi terkait dengan peran media massa, sepak terjang sang

pemimpin akan menjadi sorotan empuk media massa.

Jejaring sosial media mengubah proses penyampaian informasi yang sebelumnya terpusat menjadi
terdesentralisasi. Kane mengatakan, seorang individu gara-gara ada sosial media dapat mengirimkan
informasi kapanpun dia mau baik lewat gaya formal maupun non formal. Artinya tidak ada lagi

batas-batas bahwa kebijakan informasi harus dikendalikan oleh pusat.

Menjadi pemimpin menjelang Pemilu 2014 mau tak mau harus bisa mengendalikan sosial media.
Sosial media sangat berperan dalam proses penciptaan image membutuhkan kepiawaian para
komunikator politik mengendalikan teknologi internet. Tak bisa lagi seorang pemimpin ‘bersembunyi’
dari kebenaran publik karena semua orang berpeluang mendapatkan informasi dari berbagai pihak
termasuk dari jurnalisme warga. Kemudahan perangkat handphne mengambil gambar, merckam

kejadian pada saat kejadian bisa mengubah siapa saja menjadi pelapor jurnalisme warga.

Keywords : sosial media, komunkasi politik, pemimpin, dan peranan sosial media
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PENDAHULUAN

Menjadi seorang pemimpin di era reformasi ini memang gampang-gampang susah. Ibarat
berpakaian, pemimpin itu nampaknya harus sedap dipandang baik dari belakang, depan maupun
dari sudut-sudut yang tak terlihat. Apalagi terkait dengan peran media massa, sepak terjang sang
pemimpin akan menjadi sorotan empuk media massa.

Contoh yang paling jelas dan masih baru adalah kasus yang menimpa Wakil Ketua Ombudsman
RI, Azlaini Agus. Dia akhirnya dibebastugaskan sementara dari jabatannya sebagai Wakil Ketua
Ombudsman RI terhitung sejak Rabu (30/10/2013). Hal ini terkait laporan polisi terhadap Azlaini
oleh Yana Novia yang mengaku staf maskapai penerbangan Garuda Indonesia. "Tidak memberi
penugasan kepada Azlaini terkait tugas-tugas Ombudsman terhitung sejak keputusan Rapat Pleno ini
sampai ada rapat yang menentukan keputusan lain," ujar anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian
Laporan atau Pengaduan, Budi Santoso, di kantornya, Rabu (30/10/2013).

Ombudsman meminta Azlaini untuk fokus menghadapi kasus hukumnya. Azlaini dilaporkan oleh
Yana ke Polsek Bukit Raya, Pekanbaru. Yana merasa ditampar oleh Azlaini. Ombudsman RI juga
telah membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etiknya. (www.
kompas.com, 31 oktober 2013).

Sebagai figur publik, Azlaini tak bisa mengelak menjadi bahan sorotan media massa mengingat
fungsinya sebagai tolok ukur bagaimana pemerintahan ini bekerja. Makalah ini hendak mengangkat
persoalan terkait dengan kepemimpinan dan komunikasi politik, khususnya terkait dengan
penggunaan dan pengaruh media baru dan sosial media.

Hal ini terkait dengan komunikasi politik yang dilakukan oleh para petinggi dan pemangku
kepentingan. Komunikasi politik adalah pembicaraan untuk mempengaruhi dalam kehidupan
bernegara, Komunikasi politik dapat juga merupakan seni mendesain apa yang mungkin dan bahkan
dapat merupakan seni mendesain yang tidak mungkin menjadi mungkin (Arifin, 2011:1).

Jauh sebelumnya, pemimpin atau paling tidak publik figur sudah dan sering memanfaatkan sosial
media sebagai sarana komunikasi politik mercka. Contohnya Presiden SBY, memiliki akun
facebook yang bisa menampilkan sosok presiden yang non formal dan tidak resmi kendati sering
juga menyampaikan informasi formal.

Paling tidak, akan sulit sekali didapatkan di media formal suasana keluarga SBY sehari-hari yang
mungkin bisa ditolak oleh redaktur media massa karena tidak memiliki unsur nilai-nilai berita
seperti significancy, magnitude atau important. Sebagai contoh, dalam akun facebooknya, SBY
menampilkan suasana non formal saat menyambut pemimpin Rusia yang sedang berulang tahun. Di
Facebook tersebut nampak jelas, SBY menyanyikan lagu selamat ulang tahun sambil memainkan
gitar.

Pencitraan yang coba dilakukan oleh Presiden SBY, seakan membuka mata bahwa seperti itulah
kehidupan sosial seorang presiden yang bisa meningkatkan posisi sosial di tengah masyarakat.
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Tokoh-tokoh politik yang lain seperti Prabowo, Wiranto (keduanya mencoba mencalonkan diri
sebagai Capres pada 2014 ), Gubernur Joko Widodo juga amat sering muncul di sosial media, dan
mempunyai pengikut yang cukup banyak.

Salah satu peserta Konvensi partai Demokrat, Pramono Edhi bahkan kemudian membuat sebuah
akun twitter melengkapi keiktsertaannya maju sebagai calon presiden untuk 2014. Twitter sebagai
salah satu media sosial dianggap bisa menjadi jembatan antara dirinya dengan para konstituen yang
bakal memilihnya nanti.

Bahkan dia siap menerima perlakuan tidak menyenangkan karena ‘kenekadannya’ terjun
memanfaatkan sosial media.

“.Kalau sudah masuk hutan rimba itu ya saya harus siap. Jangan sampai kata-kata saya berakibat
buruk ke orang lain. Andai kata saya dapat kata-kata buruk, itu saya terima sebagai kritik dan
akan lebih hati-hati," kata Pramono usai peluncuran akun twitter @edhiewibowo 55 di Jalan
Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013). Pramono mengakui dirinya adalah
pengguna baru media sosial. Hal ini karena waktu masih menjabat sebagai KSAD, Pramono berpikir
aktivitasnya di dunia maya bisa mempengaruhi putusannya sebagai petinggi militer. "Terus terang,
ini pengalaman pertama menggunakan twitter setelah saya tidak di militer. Saya berpendapat dulu
kalau menggunakan twitter, saat mengambil keputusan itu tidak mudah. Tapi satu, hutan rimba itu
bukan satu yang menakutkan. Kalau kita berpikir positif, tentu akan positif," ujar ipar SBY ini.”
(www.detik.com)

Tetapi persoalannya tidak hanya di situ, perkembangan teknologi informasi (dalam hal ini
perkembangan teknologi internet dan sosial media) membuat siapapun menjadi objek sekaligus
subjek perbincangan publik. Contoh SBY yang memanfaatkan Facebook sebagai bagian dari
pencitraan dirinya bisa berimbas pada keinginan publik untuk mengomentari bahkan melakukan
‘protes’ terhadap informasi yang disampaikannya, dan protes ini bisa dilakukan oleh siapa
saja —bahkan oleh orang biasa yang tidak akan mungkin terjadi dalam praktik hidup sehari-hari.
Masalahnya sekarang, apakah benar sosial media sangat berperan dan berpengaruh pada pencitraan
figur publik menjelang Pemilu 2014?.

Sebagai bahan perbincangan, penulis sertakan sejumlah contoh kasus yang menarik untuk dicermati,
pertama soal kontroversi kemacetan di Jakarta yang melibatkan SBY dan Gubernur Jokowi. Berita itu
menjadi pembicaraan menarik di Facebook. SBY yang seolah menyalahkan Jokowi soal kemacetan
menjadi bulan-bulanan komentar dari para pengguna Facebook yang kebanyakan membela
Jokowi, mengingat bahwa selama ini seakan-akan hanya Jokowi yang harus bertanggungjawab
soal kemacetan Jakarta, dan ini bukan tanggung jawab pemerintah pusat yang ikut andil karena
mengizinkan masuknya mobil murah.

Contoh kasus yang lain, menyangkut ‘Calon Presiden’ dari Golkar, Aburizal Bakrie yang menjadi
trending topik karena dianggap merugikan seorang penjual es tebu di Jambi. Berita kecil soal
rombongan Ketua Umum Golkar yang tidak membayar kepada seorang penjual es tebu di Jambi,
jadi bulan-bulanan di sosial media.
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KERANGKA PEMIKIRAN

Kegiatan para pemimpin politik tidak bisa dilepaskan dari kegiatan berpolitik. Disamping itu, para
pemimpin itu memanfaatkan segala jenis media massa baik media tradisional maupun media baru
(sosial media) seperti twitter, facebook, youtube.

Kata politik memang mengandung banyak arti, begitupula konsep komunikasi politik. Paling tidak
kita sependapat dengan Lasswell (1963) yang merumuskan formula bahwa politik adalah siapa
memperoleh apa,kapan dan bagaimana caranya ( who gets what,when how). Artinya siapa yang
melakukan aktivitas politik dengan maksud mencapai tujuan bersama pada waktu tertentu dengan
cara memanfaatkan pengaruh (influenze), wewenang, kekuasaan atau kekuatan. (Arifin, 2011:3).

Politik juga dipahami sebagai pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, berkuasa atau para
pemegang kekuasaan. Sedangkan pembicaraan politik menurut Bell ( dalam Arifin, 2013:5),
adalah pembicaraan tentang kekuasaan,pembicaraan tentang pengaruh dan pembicaraan tentang
otoritas. Sedangkan Dan Nimmo (1999:82) menambahkan satu lagi soal pembicaraan politik yaitu
pembicaraan tentang konflik, karena melalui pembicaraan para komunikator politik menyelesaikan
perselisihan mereka kendatipun tidak menyeluruh.

Sementara itu, Komunikasi politik sendiri memiliki multimakna dan multidefinisi, tergantung dari
sudut mana kita melihatnya. [lmuwan komunikasi A.Muis (1990) memberi penekanan komunikasi
politik pada pesan sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi
dan bukan pada politik.

Sedangkan, Astrid (1985) mengartikan komunikasi politik sebagai suatu komunikasi yang diarahkan
pada pencapaian pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas dapat mengikat semua
warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Dengan
begitu, melalui kegiatan komunikasi politik terjadi pembicaraan untuk mempengaruhi kehidupan
bernegara. (Arifin, 2011:12).

Persoalannya adalah di era saat ini, beragam media komunikasi bisa digunakan untuk menyampaikan
pesan-pesan politik, termasuk di dalamnya media baru dengan teknologi internet sebagai motornya.
Kemudahan akses internet di tanah air, dan makin terjangkaunya harga alat-alat komunikasi
(handphone, tab dan notebook) memungkinkan sosial media berperan besar dalam proses
pembicaraan politik. Sebenarnya, apa peranan penting dari sosial media bagi pencitraan pemimpin
politik? Merujuk pada sejumlah konsep tentang peranan sosial media, paling tidak sosial media bisa
menjadi sarana penyebar informasi sebagaimana diungkapkan oleh Ingmar De lange di bawah ini.

Sosial media selain bisa menjadi alat penyampaian informasi, bisa juga menjadi alat yang ampuh
untuk melakukan promosi dan distribusi ‘citra’ yang menjadi ‘jualan’ para komunikator politik.

“...New media technologies impact our life culture by offering new lifestyles, creating new jobs and
eliminating others, demanding regulations and presenting unique new social issues ... ’(Straubhaar,
2012).

Pernyataan Straubhaar ini sangat menjelaskan bahwa teknologi media baru yang biasa disebut
sebagai sosial media sangat penting. Sosial media amat berpengaruh pada kehidupan budaya kita
( dalam hal ini berlaku juga dalam bidang politik). Budaya politik berubah gara-gara teknologi
new media, sekarang orang tak lagi tergantung pada media-media tradisional. Semua orang sudah
terbiasa menggunakan sosial media bahkan dari handphone atau telepon genggam mereka.
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Menurut Kane dan Fichman ( dalam Journal of Computer-Mediated Communication
(2013: 38-55) sosial media mengubah proses penyampaian informasi yang sebelumnya terpusat
menjadi terdesentralisasi. Kane mengatakan, seorang individu gara-gara ada sosial media dapat
mengirimkan informasi kapanpun dia mau baik lewat gaya formal maupun non formal. Artinya
tidak ada lagi batas-batas bahwa kebijakan informasi harus dikendalikan oleh pusat.

“Social media allow the knowledge sharing process to move from intermittent to continuous, as
individuals can engage in ongoing conversations through organizational activity streams (Ellison
and Boyd, 2013; Kane et al., forthcoming; Treem& Leonardi, 2012). Finally, social media

allow the knowledge sharing process to shift from users consciously populating preconstructed
repositories to emergent knowledge contributions as unplanned connections evolve as individuals
use social media to share knowledge”

Sosial media akhirnya memungkinkan terjadinya proses berbagi pengetahuan dan informasi secara
terus menerus berselang-seling, setiap individu akan menanggapi komentar dan bisa menciptakan
diskusi baru terkait dengan persoalan aktual yang tengah menjadi topik pembicaraan hangat. Di
seluruh dunia, begitu banyak pengguna yang terlibat dalam facebook, dan setiap hari terjadi ‘banjir’
kiriman dan komentar yang sangat luar biasa.

“Today and every day, 500 million users log-in to Facebook and create 100 million "likes" on
Facebook pages. In fact, on a daily basis, there are 2 billions posts liked and commented on with
another 250 million photos uploaded. This is a living map of human connections never seen before
.(http://socialmediatoday.com/lindamfisk/385515/leveraging-power-facebook

Di bidang politik, sebagai contoh, sosial media twitter dimanfaatkan oleh Barak Obama saat maju
sebagai calon presiden Amerika . Mengapa Barak Obama memilih twitter sebagai bagian dari upaya
pencitraan dirinya? Ini wajar saja karena pengguna twitter bisa mengirim pesan sebanyak 140
karakter secara langsung kepada para ‘followers’ dengan beragam platform seperti teks, gambar dan
video. Sebagaimana twitter Barak Obama yang amat memanfatkan media ini untuk menyampaikan
gagasan, pendapat dan persuasinya agar para pemilihnya yakin saat memilih dia. Dan kemudahan
teknologi dan murahnya peralatan berkomunikasi, membuat 90% pengguna Twitter melakukan
interaksinya bukan lewat website twitter tetapi interaksi mereka lakukan lewat pesan teks mobile
lewat perangkat smartphone mereka . Di Amerika, para pengguna twitter sangat bervariasi, dan media
ini amat populer di kalangan ‘homeworkers’ dan para freelance, Sejumlah orang memanfaatkan
twitter sebagai cara yang paling gampang agar tetap terkoneksi dengan orang-orang yang menjadi
teman-teman atau kolega bisnisnya.

PEMBAHASAN

Menjadi pemimpin di era sekarang dimana sosial media sangat berperan dalam proses penciptaan
image membutuhkan kepiawaian para komunikator politik mengendalikan teknologi internet.

Tak bisa lagi seorang pemimpin ‘bersembunyi’ dari kebenaran publik karena semua orang berpeluang
mendapatkan informasi dari berbagai pihak termasuk dari jurnalisme warga. Kemudahan perangkat
handphne mengambil gambar, merekam kejadian pada saat kejadian bisa mengubah siapa saja
menjadi pelapor jurnalisme warga. Sebagai contoh dalam kasus penamparan terhadap staf lapangan
di bandara, kendati Wakil Ketua Ombudsman RI, Azlaini Agus membantah bahwa dirinya
menampar, adanya foto yang memperlihatkan bekas tamparan di pipi Yana ( korban penamparan)
tak bisa dipungkiri.
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Atau Aburizal Bakrie tak bisa begitu saja lepas dari ‘pantauan’ para pengguna sosial media seperti
pengguna facebook. Dia sendiri sebagai calon presiden dari Partai Golkar memiliki sejumlah akun di
sejumlah sosial media seperti gambar di samping. Tetapi, meskipun aktif menyampaikan gagasan di
twitter @aburizalbakrie atau menyebar gagasan di akun facebooknya, kejadian sederhana di Jambi
justru membuat pencitraannya sebagai pemimpin Golkar menjadi buruk. Meski akhirnya dibantah
dan dianggap fitnah, kejadian itu membuktikan bahwa apapun yag dilakukan oleh pemimpin bisa
menjadi sarana empuk untuk menjatuhkan dirinya dan sosial media merupakan salah satu alat efektif
untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disukai dan menyanjung pihak-pihak yang disukai.

Sebagai pemimpin politik atau komunikator bisa saja ‘menyulap’ kebenaran lewat siaran berita atau
bantahan yang dilakukan lewat media formal, tapi dalam kasus Azlaini Agus, bantahan tersebut jadi
tak bermakna apa-apa ketika masyarakat luas bisa mendapatkan informasi langsung dari lapangan,
sebagai konsekuensi adanya kemudahan berkomunikasi menggunakan handphone ‘“smart” yang
dilengkapi kamera dan internet.

Demikian pula, SBY sebagai aktivis sosial media, tak bisa lagi membatasi apakah semua
kirimannya lewat page atau halaman facebook harus ditanggapi serius atau positif oleh user yang
lain. Dalam banyak kasus, kiriman atau status yang dilontarkan SBY mendapatkan kritikan dan
kecaman dari banyak user, meski banyak juga yang melakukan pembelaan secara langsung pula.

Tampak dari gambar dibawah ini, betapa meningkatnya jumlah user facebook di Indonesia dari
tahun ke tahun.

Pertumbuhan pengguna
facebook di Indonesia

50.700.000

40.800.000

31.700.000

(Sumber http://beritagar.com/p/demografi-pengguna-facebook-di-indonesia)

Dengan begitu banyaknya pengguna facebook, demikian pula pengguna twitter, semakin cepat
berita tersebar dan mendapatkan tanggapan dan karena sifatnya interaktif, bisa saja berita atau
informasi tersebut diperbaiki, dikritik dan dilengkapi.

Terkait dengan ini, bisa saja aib seorang pemimpin atau calon pemimpin dirusak lewat pemberitaan

yang sebenarnya harus dikaji ulang apakah benar-benar berdasarkan fakta dan peristiwa nyata,
sebagaimana yang dialami oleh petinggi PPP yang dikulik persoalan pribadinya. Facebook menjadi
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ajang pertukaran pesan, sharing informasi yang kemudian mendapatkan tanggapan dan komentar
dari para pengguna. Para pengguna tersebut mungkin akan membagikan informasi tersebut ke
sejumlah teman mereka sehingga penyebaran informasi akan begitu cepat dan sulit dikendalikan.
Apabila informasi yang disampaikan benar dan sesuai dengan kenyataan tentu tidak masalah, tetapi
kalau ini fitnah dan tidak benar, maka informasi yang beredar di facebook akan semakin liar dan
pencitraan terhadap tokoh tersebut akan semakin buruk.

Dengam demikian para pemimpin politik, para komunikator politik di Indonesia harus

memperhitungkan peranan media sosial yang ada, bahkan harus bisa mengendalikan informasi yang
disampaikan lewat cara-cara yang non formal dan dekat dengan user lainnya.
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GAYA KOMUNIKASI PEMIMPIN
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ABSTRAK

Pemimpin merupakan komunikator utama dalam kelompok. Kemampuan berkomunikasi sangat
penting dalam kehidupan berkelompok maupun berorganisasi. Seorang pemimpin yang baik, tentu
mempunyai kemampuan berkomunikasi yang memadai, guna mempengaruhi dan menggerakkan
orang lain dan pengikutnya. Kepemimpinan muncul dan berkembang sebagai hasil interaksi
otomastis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin. Kepemimpinan ini berfungsi
atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang
lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu. Seorang pemimpin tidak hanya
terlihat dari perilaku, tetapi pikirannya, keyakinannya, sikap mentalnya. Jadi perilaku tidaklah
sederhana sebatas tindakan yang terlihat. Dalam konteks satu organisasi kepemimpinan bisa ada
pada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama mengendalikan atau mempengaruhi
sejumlah orang lain. Kemampuan pengetahuan, kecakapan serta keterampilan/keberanian yang
ditunjukan dalam sikap sosial harus menjadi sebuah kepribadian pemimpin dan ditanamkan, dibina
melalui pendidikan latihan agar seorang pemimpin secara ikhlas melaksanakan tugas yang luhur,
mengabdi semaksimal mungkin bagi kesejahteraan yang dipimpinnya. Pemimpin harus bersikap
lebih horizontal kepada rakyat dan bawahannya dibanding bersikap vertikal. Bersikap horizontal
yang dimaksud adalah mau mendekati masyarakat dan membangun komunikasi yang sejajar, bukan
top-down (vertikal). Tidak mudah mencari pemimpin yang ideal, yang memiliki tipe dan gaya
komunikasi yang baik. Namun, berusaha untuk mempercayai seseorang dalam memimpin yang itu
yang dibutuhkan. Proses menjadi menjadi seorang pemimpin yang yang sesuai dengan keinginan

yang dipimpinnya membutuhkan langkah yang panjang.

Kata Kunci : Gaya Komunikasi, Pemimpin
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PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Kemampuan berkomunikasi
sangat penting dalam kehidupan berkelompok maupun berorganisasi. Seorang pemimpin yang
baik, tentu mempunyai kemampuan berkomunikasi yang memadai, guna mempengaruhi dan
menggerakkan orang lain dan pengikutnya. Dalam sebuah perkumpulan yang dilakukan secara
bersama-sama akan membutuhkan kepemimpinan. Bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang
pemimpin di mata anggota, membutuhkan kharisma tertentu untuk menjadi seorang pemimpin
yang dapat memimpin suatu organisasi yang besar terlebih dalam satu negara.

Kata kepemimpinan membuat sebagian orang bertanya apakah masih ada pemimpin yang ideal?
Apakah pemimpin negara kita sekarang adalah pemimpin yang ideal dengan tipe dan gayanya?
Dalam memimpin dibutuhkan kecakapan dalam berbicara dan berbahasa yang baik. Setiap orang
memiliki gaya yang berbeda dalam berkomunikasi dengan orang orang lain atau bawahannya.
Menyampaikan suatu pesan kepada lawan bicara sehingga mudah dimengerti dan dipahami
dibutuhkan kemampuan yang lebih untuk mampu dipahami oleh lawan bicaranya.

Terlebih dalam satu negara besar dibutuhkan cara berkomunikasi yang benar-benar dapat dimengerti
sehingga dapat mengetahui respon dari orang yang diajak berkomunikasi. Masalah kepemimpinan
adalah masalah anatara pemimpin dan yang dipimpin. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh
kepemimpinan.

Seorang pemimpin tidak hanya terlihat dari perilaku, tetapi pikirannya, keyakinannya, sikap
mentalnya. Jadi perilaku tidaklah sederhana sebatas tindakan yang terlihat. Dalam konteks satu
organisasi kepemimpinan bisa ada pada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
mengendalikan atau mempengaruhi sejumlah orang lain.

Kemampuan pengetahuan, kecakapan serta keterampilan/keberanian yang ditunjukan dalam sikap
sosial harus menjadi sebuah kepribadian pemimpin dan ditanamkan, dibina melalui pendidikan
latihan agar seorang pemimpin secara ikhlas melaksanakan tugas yang luhur, mengabdi semaksimal
mungkin bagi kesejahteraan yang dipimpinnya.

Tidak mudah untuk mendapat sebuah kepercayaan dari orang yang dipimpin. Semua membutuhkan
proses dengan berbagai kriteria yang ada.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Aprilia, Wijaya & Wiyantol dalam Jurnal Manajemen perhotelan (2006; 86-96) gaya
komunikasi penting sebagai cara yang khas pada diri seseorang untuk menyampaikan maksudnya
dan untuk mengetahui respon dari orang yang diajak komunikasi.

Kepemimpinan (Kartini Kartono,1995) adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan
yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil interaksi otomatis
di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi interpersonal). Kepemimpinan
ini berfungsi atas dasar: kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan
orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan begitu
pemimpin tersebut ada bila terdapat kelompok atau satu organisasi. Maka keberadaan pemimpin itu
selalu ada ditengah-tengah kelompoknya (anak buah, bawahan, rakyat).
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Menurut H. Hadari Nawawi (2006) setiap dan semua organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan
memerlukan seorang pimpinan tertinggi (pimpinan puncak) atau manajer tertinggi (fop manager)
yang harus menjalankkan kegiatan kepemimpinan (leadership) atau managemen (management) bagi
keseluruhan organisasi sebagai satu kesatuan. Pemimpin tersebut merupakan orang pertama, ibarat
nahkoda kapal yang harus menjalankan jalannya kapal.

Tipe dan gaya kepemimpinan menurut Agus Dharma (Hadari Nawawi, 2006) adalah pola tingkah
laku yang ditujukkan seseorang pada saat ia mencoba mempengaryhi orang lain. Begitu juga yang
diketengahkan Paul Hersey dan Kenneth Blanchard gaya kepemimpinan adalah pola perilaku pada
saat seseorang mencoba mempengaruhi orang lain dan mereka menerimanya.

Dalam telaah tentang kepemimpinan, Etzioni (1961) membedakan ada tiga tipe pemimpin, yaitu:

a. Tipe officer, atau pemimpin yang memperoleh pengakuan hanya bersumber dari kekuasaan yang
diperoleh dari kedudukannya dalam sitem sosial (kelompok atau organisasi) yang bersangkutan.
Pemimpin tipe ini, boleh jadi tidak memiliki kepemimpinan yang baik, tetapi dia berhak
mempimpin orang lain karena memang memiliki jabatan yang diperolehnya.

b. Tipe Pemimpin Formal, atau pemimpin yang di samping memperoleh pengakuan atau hak/
kekuasaan memimpin yang bersumber dari kedudukannya dalam sistem sosial (kelompok
atau organisasi) yang bersangkutan, tetapi memiliki kemampuan pribadi untuk memimpin
(kepemimpinan) yang andal.

¢. Tipe Pemimpin —informal, atau pemimpin yang secara formal tidak memperoleh pengakuan atau
hak / kekuasaan memimpin yang bersumber dari kedudukannya dalam sistem sosial (kelompok
atau organisasi) yang bersangkutan, tetapi memiliki kemampuan pribadi untuk memimpin
(kepepimpinan) yang andal.

Pemimpin tipe ini, banyak sekali dijumpai dalam masyarakat, yaitu orang-orang yang memiliki
kemampuan menggerakkan atau disegani orang lain meskipun secara formal tidak memiliki jabatan
apapun di dalam sistem sosialnya yang memberi kekuasaan untuk memimpin orang lain.

Ada juga teori kisi kepemimpinan (Blake dan Mouton). Kisi ini berasal dari hal-hal yang
mendasari perhatian manajer perhatiannya pada tugas atau pada hal-hal yang telah direncanakan
untuk diselesaikan organisasi, dan perhatian kepada orang-orang dan unsur-unsur organisasi yang
mempengaruhi mereka. Sehingga menciptakan gaya pengelolaan dan kepemimpinan. Kelima jenis
gaya ekstrim yang dikemukakan model kisi disajikan secara singkat sebagai berikut :

a) Gaya pengalah (impoverished style). Gaya ini ditandai oleh kurangnya perhatian terhadap
produksi. Bila terjadi konflik, pemimpin jenis ini tetap netral dan berdiri di luar masalah.

b) Gaya pemimpin pertengahan (middle-of-the-road style). Gaya ini ditandai oleh perhatian yang
seimbang terhadap produksi dan manusia. Pemimpin dengan gaya ini berusaha untuk jujur tetapi
tegas dan mencari pemecahan yang tidak memihak dan berusaha untuk mempertahankan keadaan
tetap baik.

¢) Gaya tim (team style). Gaya ini ditandai oleh perhatian yang tinggi terhadap tugas dan manusia.
Pemimpin tim amat menghargai keputusan yang logis dan kreatif sebagai hasil dari pengertian
dan kesepakatan anggota organisasi. Bila terjadi konflik, pemimpin tim mencoba memeriksa
alasan-alasan timbulnya perbedaan dan mencari penyebab utamanya. Pemimpin tim mampu
menunjukkan kebutuhan akan saling mempercayai dan saling menghargai di antara sesama
anggota tim, juga menghargai pekerjaan.

d) Gaya santai (country club style). Gaya ini ditandai oleh rendahnya perhatian terhadap tugas
dan perhatian yang tinggi terhadap manusia. Ia menghindari terjadinya konflik, tapi bila ini tidak
dapat dihindari, ia mencoba untuk melunakkan perasaan orang, dan menjaga agar mereka tetap
bekerja sama. Pemimpin ini lebih banyak bersikap menolong daripada memimpin.
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e) Gaya Kerja (task style). Gaya ini ditandai oleh perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan
kerja tetapi amat kurang memperhatikan manusianya. Bila timbul konflik, pemimpin jenis ini
cenderung menghentikannya atau memenangkan posisinya dengan cara membela diri, bekerja
pada pendiriannya, atau mengulangi konflik dengan sejumlah argumentasi baru.

Menurut Blake dan Mouton, gaya tim merupakan gaya kepemimpinan yang paling disukai.
Kepemimpinan gaya tim berasumsi bahwa orang akan menghasilkan sesuatu yang terbaik bilamana
mereka memperoleh kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang berarti. Serta melibatkan anggota
organisasi dalam pengambilan keputusan, dengan maksud mempergunakan kemampuan mereka
untuk memperoleh hasil terbaik yang mungkin dicapai.

Menurut Siagian (1985), keberhasilan seseorang untuk memimpin organisasi sangat dipengaruhi
ciri-ciri kepemimpinannya yaitu: 1) mempunyai pengetahuan yang luas, terutama yang meyangkut
hal yang ada hubungannnya dengan sifat dan jenis tujuan yang hendak dicapai; 2) kemampuan
bertumbuh dan berkembang secara mental; 3) kemampuan berpikir secara konsepsional; 4)
kemampuan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang strategis serta pengaruhnya terhadap organisasi;
5) kemampuan berperan selaku integrator berbagai unsur dan komponen organisasi; 6) obyektivitas
dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan; 7) cara berpikir dan bertindak rasional; 8)
kemampuan berperan sebagai guru dan penaschat yang efektif; 9) pola dan gaya hidup yang dapat
dijadikan teladan oleh bawahan; 10) keterbukaan terhadap bawahan, dan 11) gaya kepemimpinan
yang demokratis.

FENOMENA

Pada masa pemerintahan Socharto tidak dipungkiri bahwa Socharto seringkali menekankan
untuk memperhatikan rakyat kecil. Saat memberikan pengarahan dalam berbagai rancangan
proyek pembangunan ia selalu berpesanagar nasib rakyat benar-benar diperhatikan, ditegaskan
pembangunan ini tidak berarti apa-apa jika tidak membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
(Adian Husaini, 1998).

Selama berkuasa 32 tahun dengan gaya kepemimpinan Jawa, Socharto menciptakan birokrasi
yang tumbuh di tengah-tengah lembaga yang harusnya melayani rakyat. Para birokrat orde baru
banyak yang memiliki jiwa “pangreh praja”, bukan “pamong praja”. Mereka bukannya bertindak
sebagai pelayan masyarakat , tetapi justru minta dilayani oleh masyarakat, mental seperti ini sudah
cukup merata. Belum lagi budaya suap dalam penangan berbagai urusan masyarakat.(Adian
Husaini, 1998;57).

Pada gaya kepemimpinan Habibie lebih keilmuwan dari pada praktisi cukup mengagetkan
ketika pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Habibie memberikan opsi merdeka dengan
melakukan jajak pendapat Timor-Timur. Kekecewaan rakyat pada pemerintahan Habibie adalah
lepasnya Timor-Timur dari Indoensia akibatnya adanya campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan di wilayah tersebut paska lepas dari Indonesia.
(Ahmad Watik,1999).

Habibie juga membuka kebebasan berpendapat dengan menghapus Surat Izin Usaha Penerbitan
Pers (SIUPP) yang pada era Soeharto menjadi ancaman bagi media massa yang vokal terhadap
pemerintah. Media massa banyak bermuncullan. Euforia demokrasi betul-betuldirasakan paska
kejatuhan Soeharto.

Gaya kepemimpinan Gus Dur lebih kepada gaya yang sangat komunikatif kepada masyarakat
melalui media massa. Sehingga banyak sekali komentar yang kemudian menjadi parodi dikalangan
masyarakat dan juga media massa dengan kalimat “Kok Gitu aja repot”. Pada saat pemerintahan
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Gus Dur sangat mengayomi perbedaan bangsa, baik keturunan Cina dan agama. Gus Dur juga
memfasilitasi pembicaraan lintas agama yang ada pada saat pemerintahannya terdapat keleluasaan
berpendapat termasuk melalui media massa. (Abdurahman Madjirie,2000).

Gaya komunikasi Megawati cukup unik. Ada yang menyebutnya “Diam itu emas” karena kala itu
Mega seringkali kehilangan kata-kata atau lebih banyak diam dari pada mengkomentari hal-hal yang
ditujukan padanya. Dalam buku Biografi Politik Megawati Putri 1993-1996, Megawati mengatakan
bahwa kepentingan rakyat adalah kepentingan yang harus didahulukan. Mengingat kepentingan
rakyat banyak biasanya dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang yang secara kebetulan
memiliki “kekuasaan” dan “kekuatan” mengalahkan mereka itu. (Ahmad Bahar,1996). Dalam
mengemukakan pemikirannya mengenai hakekat demokrasi Pancasila, Megawati mengatakan
sebagai berikut: Harus kita lihat sumber dan sejarahnya. Atas dasar pengalaman pahit dari sejarah
perjuangan rakyat Indonesia terutama dalam masa pergerakan nasional meraih kemerdekaan, telah
terbukti dari dahulu hingga sekarang dan masa mendatang, kita tidak dapat lagi menerima sistem atau
tatanan masyarakat yang menganut paham kolonialisme, feodalisme, komunisme dan kapitalisme”.

Jika masih ingat bagaimana saham indosat dijual sebagai aset negara yang menimbulkan pro dan
kontra. Seperti yang diungkapkan Prabowo dalam buku Kembalikan Indonesia Haluan baru Keluar
dari Kemelut Bangsa.

Gaya pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono dengan merebut rasa simpati dari masyarakat
membawa SBY menjadi menjadi presiden dalam dua periode. Namun, pada masa pemerintahan
SBY terjadi pergolakan yang sangat luar biasa mulai dari kenaikan BBM yang bertahap sampai
penurunan harga BBM diakhir masa periode pertama. Tidak hanya itu dengan simpatinya SBY juga
menyoroti dunia pendidikan dengan menganggarkan 20% dari RAPBN untuk dana pendidikan. SBY
juga membuat kebijakan melalui wajinb belajar 9 tahun dengan memberikan kebijakan pendidikan
gratis yang dimulai dari ibukota serta perbaikan nasih guru.

PEMBAHASAN

Melihat fenomena yang terjadi tampak jelas bahwa tipe kepimpinan Tipe officer, atau pemimpin
yang memperoleh pengakuan hanya bersumber dari kekuasaan yang diperoleh dari kedudukannya
dalam sitem sosial (kelompok atau organisasi) yang bersangkutan. Pemimpin tipe ini, boleh jadi
tidak memiliki kepemimpinan yang baik, tetapi dia berhak mempimpin orang lain karena memang
memiliki jabatan yang diperolehnya.

Hampir semua pemimpin di negara ini bersumber dari kekuasaan yang diperoleh dari kedudukannya
dalam sebuah partai. Meskipun tidak memiliki kepemimpinan yang baik,tetap dia berhak memimpin
orang lain karena memiliki jabatan yang diperolehnya.

Tidak menjadi masalah sebenarnyajikaitu bersumber dari kekuasaan yang diperoleh dari sistem sosial
yang bersangkutan tetapi harus tetap dalam memperhatikan yang dipimpin dalam berkomunikasi
yang baik dan mudah dipahami. Karena sulit untuk mencari Tipe Pemimpin — informal, atau
pemimpin yang secara formal tidak memperoleh pengakuan atau hak / kekuasaan memimpin yang
bersumber dari kedudukannya dalam sistem sosial (kelompok atau organisasi) yang bersangkutan,
tetapi memiliki kemampuan pribadi untuk memimpin (kepepimpinan) yang andal. Meski, pemimpin
tipe ini, banyak sekali dijumpai dalam masyarakat, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan
menggerakkan atau disegani orang lain meskipun secara formal tidak memiliki jabatan apapun di
dalam sistem sosialnya yang memberi kekuasaan untuk memimpin orang lain.
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Dalam gaya dan pengelolaan kepemimpin yang lebih muncul Gaya kerja (task style), gaya ini
ditandai oleh perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan kerja tetapi amat kurang memperhatikan
manusianya. Bila timbul konflik, pemimpin jenis ini cenderung menghentikannya atau memenangkan
posisinya dengan cara membela diri, bekerja pada pendiriannya, atau mengulangi konflik dengan
sejumlah argumentasi baru.

Sedangkan dibutuhkan dalam gaya dan pengelolaan gaya tim yang muncul lebih kepada Gaya tim
(team style), gaya ini ditandai oleh perhatian yang tinggi terhadap tugas dan manusia. Pemimpin
tim amat menghargai keputusan yang logis dan kreatif sebagai hasil dari pengertian dan kesepakatan
anggota organisasi. Bila terjadi konflik, pemimpin tim mencoba memeriksa alasan-alasan timbulnya
perbedaan dan mencari penyebab utamanya. Pemimpin tim mampu menunjukkan kebutuhan
akan saling mempercayai dan saling menghargai di antara sesama anggota tim, juga menghargai
pekerjaan.

Apakah sudah ada pemimpin yang ideal dalam berkomunikasi? Sulit untuk dijawab. Karena setiap
manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam berkomunikasi, baik dia sebagai pemimpin
atau pun yang dipimpin. Namun, bagaimanapun seperti Seperti yang diungkapkan oleh Joko Widodo
dalam tempo.co yang dalam perannya sebagai seorang Gubernur DKI "Salah satunya, pemimpin
sakarang harus bersikap lebih horizontal kepada rakyat dan bawahannya dibanding bersikap
vertikal. Bersikap horizontal yang dimaksud adalah mau mendekati masyarakat dan membangun
komunikasi yang sejajar, bukan fop-down (vertikal). Pemimpin juga harus mau mendekati masalah
untuk dipelajari, bukan menjauhinya. Sikap horizontal menjadi salah satu kriteria paling sering
dilupakan oleh pemimpin sekarang. Kebanyakan pemimpin atau pejabat cenderung bersikap
eksklusif. Alhasil, kedekatan dengan masyarakat atau tempat masalah bersumber tak terbentuk.
"Kalau korporasi, pemimpin atau pejabat, masih bertahan dengan model vertikal, dijamin masa
kepemimpinannya tak akan bertahan lama. Jokowi mencontohkan jatuhnya Mubarak atau Morsi
di Mesir. Tak cuma sikap horizontal saja. Jokowi menganggap inti dari pemimpin yang baik adalah
mampu mendengar keluhan masyarakat. Usai mendengarkan masyarakat, seorang pemimpin
harus mampu mendekatkan masyarakat, sedekat mungkin dengan harapannya. Terakhir, blusukan
merupakan cara dia untuk bersikap horizontal. Di situlah, kata Jokowi, dia mendapat gambaran rill
masyarakat dan mengerahkan bawahannya untuk mencari solusi.

KESIMPULAN

Tidak mudah mencari pemimpin yang ideal, yang memiliki tipe dan gaya komunikasi yang baik.
Namun, berusaha untuk mempercayai seseorang dalam memimpin yang itu yang dibutuhkan.
Proses menjadi menjadi seorang pemimpin yang yang sesuai dengan keinginan yang dipimpinnya
membutuhkan langkah yang panjang.

Harapan ke depan terlebih menjelang PEMILU 2014 memang diharapkan pemimpin harus bersikap
lebih horizontal kepada rakyat dan bawahannya dibanding bersikap vertikal. Bersikap horizontal
yang dimaksud adalah mau mendekati masyarakat dan membangun komunikasi yang sejajar,
bukan top-down (vertikal). Pemimpin juga harus mau mendekati masalah untuk dipelajari, bukan
menjauhinya. Sikap horizontal menjadi salah satu kriteria paling sering dilupakan oleh pemimpin
sekarang. Kebanyakan pemimpin atau pejabat cenderung bersikap eksklusif. Alhasil, kedekatan
dengan masyarakat atau tempat masalah bersumber tak terbentuk.
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QUA VADIS KOMUNIKASI KEPRESIDENAN ?

Doddy Salman,
Fakultas Komunikasi Universitas Tarumanagara
doddy90@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini ingin menyoroti komunikasi kepresidenan secara umum di dunia dan secara khusus di
Indonesia. Melalui studi kepustakaan diperbandingkan komunikasi kepresidenan secara empiris
di Amerika dan Perancis. Analisis pidato Presiden SBY tentang Bunda Putri membawa kesadaran
bahwa presiden adalah pesan sekaligus pembawa pesan. Kesadaran sebagai pesan dan pembawa
pesan menentukan reputasi Presiden di mata media.Alasan kapan seorang presiden berpidato kepada
masyarakatnya menjadi sangat penting.Studi ini juga menyimpulkan bahwa peran media massa
sangat penting dalam rangka memelihara presiden sebagai simbol nasional. Tak kalah pentingnya

peran staf kepresidenan dalam merancang, melakukan startegi komunikasi kepresidenan.

Kata Kunci: Komunikasi, Presiden, Pidato, Media Massa
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PENDAHULUAN

Bagaimana seharusnya seorang presiden berkomunikasi? Tidakkah pidato seorang presiden
seharusnya memiliki dampak yang besar?Kapan seharusnya seorang presiden berpidato? Bagaimana
seharusnya kita memandang seorang presiden berkomunikasi? Pertanyaan-pertanyaan ini meluncur
sejalan berbagai peristiwa komunikasi yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY). Peristiwa komunikasi terbaru adalah pidato SBY yang menyatakan Gubernur DKI Joko
Widodo sebagai penanggungjawab kemacetan lalu lintas Jakarta (http://www.tempo.co/read/
news/2013/11/04/078527106/Jakarta-Macet-SBY-Lempar-Tanggung-Jawab-ke-Jokow1).

Sejatinya seorang presiden seharusnya memiliki sistem, aturan,tata cara berkomunikasi. Posisinya
yang istimewa seharusnya menjadikan dirinya komunikator handal.Pesan yang disampaikan seorang
presiden menjadi pesan berskala nasional bahkan internasional. Presiden menjadi representasi sebuah
bangsa.Bahkan bagi rakyat Amerika seorang presiden adalah simbol pemersatu:

Anda adalah citra nasional (nasional secara ideal berdasarkan fakta pseudo). Anda selayaknya
menjadi simbol persatuan nasional, keberlangsungan nasional dan simbol pemerintahan federal.
Anda haruslah seorang relijius dan menegaskan nilai-nilai relijius dengan seperangkat contoh moral.
Kepemimpinan adalah kualitas utama orang Amerika tuntut. Mereka ingin seorang presiden teguh
dalam pendirian. Anda sudah menyelesaikan pemilu, namun anda belum selesai dengan citra anda
(Kryzhanovsky, 2007,hal. 6).

Itulah hukum besi (Iron-Clad) seorang presiden Amerika versi Mikhail Kryzhanovsky. Melalui
bukunya White House Special Handbook, mantan agen rahasia KGB itu menjelaskan apa yang harus
dan tidak boleh dilakukan seorang presiden negara terkuat di dunia. Bagi Kryzhanovsky siapapun
yang menjadi presiden Amerika haruslah sadar dirinya adalah citra nasional. Semua tindak tanduk
presiden, diam maupun bicara, adalah pesan yang dapat dimaknai komunikan (Kryzhanovsky,
2007,hal.6).

Presiden sebagai pesan (message) dan pembawa pesan (messenger) ditegaskan Martha Joynt Kumar
lewat bukunya The White House World.Tak ketinggalan hubungan antara presiden dan media ikut
menentukan pesan yang akan dikomunikasikan.Menurut Kumar (2000) sebagai pesan, kepribadian
presiden, kebiasaan dan kehidupan pribadinya adalah fokus perhatian organisasi berita.Kondisi
ini memaksa presiden secara positif menggunakan kepentingan tersebut untuk mengembangkan
perhatian publik terhadap kebijakan dan sasarannya. Sedangkan sebagai pembawa pesan maka
seorang presiden harus mengintegrasikan ke dalam kepemimpinannya kapasitas untuk menyampaikan
programnya kepada publik melewati Washington. Jelasnya kemampuan untuk menarik kepentingan
dan ketertarikan media menjadi penting untuk kesuksesan pelaksanaan keberhasilan kebijakannya
(hal.408).

Proses komunikasi presiden dalam suasana politik yang termediasi itulah yang disebut komunikasi
kepresidenan (Ryfe,2005,hal.1).Hubungan antara media dengan presiden pun menjadi penting. Setelah
media massa tradisional (cetak, penyiaran, film) kini jagat informasi digandrungi media baru (new
media). Presiden sebagai pesan dan pembawa pesan muncul dalam ruang media sosial (facebook,
twitter, instagram dll) dengan segala fasilitas dan aturan tersendiri. Presiden harus memahami media
(media literacy) dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan media tersebut.
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KONSEP

Perubahan menghadapi perkembangan teknologi media telah terjadi di era Presiden Perancis
Charles de Gaulle. De Gaulle berkuasa sejak 1958 hingga 1969 atau pasca perang dunia kedua. Saat
itu para pemimpin negara eropa harus melakukan berbagai reformasi aturan media sekaligus tetap
memastikan kemerdekaan pers (Chalaby,2002, hal. 3).

Selama 11 tahun berkuasa de Gaulle tercatat 79 kali melaksanakan pidato politik kenegaraan
(national addressed) termasuk di antaranya 52 pidato melalui televisi dan radio, empat kali khusus
pidato khusus melalui radio, lima kali wawancara dan 18 jumpa pers.Kehadiran media televisi
mendorong presiden untuk tampil ke hadapan publik (Chalaby,2002,hal.151).

Meskipun demikian alasan seorang presiden berkomunikasi melalui pidato politik kepada publik
menarik untuk menjadi perhatian. Setidaknya ada 5 pertimbangan alasan seorang presiden harus
berpidato:

1) Dampak pidato presiden terhadap kelompok partisan, wakil rakyat, dan publik konstituen;

2) persoalan perdamainan dan kesejahteraan;

3) peristiwa dan situasi krisis yang membuat masyarakat mengharapkan presiden memberikan jalan
keluar;

4) jelang berakhirnya masa jabatan presiden; dan

5) saat presiden mengalami kelebihan atau kekurangan ekspose.
(Smith,2000, hal. 82).

Sedangkan pidato politik adalah bagian dari dan atau hasil politik, memiliki nilai sejarah dan
secara budaya terdeterminasi. Pidato politik memiliki beragam fungsi bergantung pada beragam
aktivitas politik. Ciri khas lainnya adalah pidato politik ditujukan untuk konsumsi publik
(Scheftner,1997,hal.2).

Sebagai komunikator, politisi biasanya tidak berpidato sebagai individu, namun lebih sering sebagai
representasi partai politik, pemerintah atau bangsa.(Scheffner,1997, hal.3).

METODE PENELITIAN

Ada berbagai macam cara saat melakukan studi kepresidenan (Watson,2009).Misalnya dari sisi
tradisional yang lebih menyorot aspek konstitusi dan hukum. Studi yang lebih populer adalah
menganalisis dari aspek kekuatan politik (political power).Studi ini fokus pada otoritas formal
berkaitan dengan kemampuan berpolitik presiden. Studi yang lain mencoba mendekati kepresidenan
secara ilmiah melalui lembaga kepresidenan. Lembaga yang mendukung presiden selama menjabat
diuji dari sudut kelembagaan dan strukturnya. Studi yang tak kalah menariknya adalah pendekatan
melalui psikologi kepresidenan atau karakternya. Para peneliti ikut terlibat dalam berbagai kegiatan
politik untuk mengetahui karakter presiden (hal. xv).

Tulisan ini mencoba melakukan studi kepresidenan dengan menganalisa teks pidato politik tokoh
politik. Topik pidato politik umumnya berkaitan dengan politik dan diperuntukkan untuk publik
luas (Schaffner,1997,hal. 2). Tokoh politik dalam studi ini tentunya adalah presiden sebagai tokoh
politik. Dengan menggunakan analisis linguistik wacana politik maka akan ada dua perspektif yang
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menjadi penekanan.Yaitu tingkat mikro linguistik (pilihan kata, struktur sintaksi dll) serta tingkat
makro linguistik yang berkaitan dengan situasi komunikasi dan fungsi teks . Kedua perspektif,
situsi politik dan proses-prosesnya dapat dikaitkan dengan jenis wacana dan wacana organisasi
(Schaffner,1997, hal.3).

HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

Salah satu pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dianalisis adalah pidato berkaitan
dengan seorang bernama Bunda Putri. Peristiwanya terjadi Kamis malam 10 Oktober 2013 di
Pangkalan Militer Halim Perdana Kusuma. Presiden yang baru saja menghadiri acara East Asia
Summit di Brunei Darussalam mengadakan jumpa pers. Awalnya pidato presiden berkaitan dengan
hasil pertemuan dengan para pemimpin Asean. Namun topik bergeser ketika Presiden SBY bicara
sebagaimana dilaporkan situs detik.com:

"Kedua, atas permintaan dari banyak pihak terutama para wartawan yang dilaporkan kepada saya
beberapa saat lalu, saya ingin sampaikan penjelasan langsung atas isu yang beredar di masyarakat
luas agar rakyat Indonesia mengetahui duduk persoalan dan kebenaran yang hakiki," imbuhnya.
(http://news.detik.com/read/2013/10/11/060208/2384139/10/1/ketika-presiden-sby-marah-
dituding-kenal-bunda-putri-oleh-luthfi-hasan).

Nada bicara Presiden SBY sedikit meninggi pada kalimat berikutnya. "Tidak boleh bermain dengan
kebenaran, fitnah bisa hancurkan negeri ini, belum tentu 3 tahun saya bicara seperti ini, saya pandang
perlu kita belajar menegakkan kebenaran demi keadilan dan bertindak secara ksatria," tuturnya.
(http://news.detik.com/read/2013/10/11/060208/2384139/10/1).

Kutipan pidato presiden SBY mengungkap alasan mengapa topik hasil kunjungan ke Brunei
Darussalam disejajarkan dengan topik yang diklasifikasikan oleh presiden sebagai belajar
menegakkan kebenaran demi keadilan dan bertindak secara ksatria. Bagi presiden SBY topik yang
ia angkat (selain hasil kunjungan di Brunei) adalah respon sekaligus jawaban atas persoalan yang
bermain dengan kebenaran dan fitnah.

Jika dikaitkan dengan 5 pertimbangan alasan seorang presiden harus berpidato kepada publiknya
maka kita tidak menemukan pertimbangan atau alasan mengapa presiden SBY mengangkat isu
perihal kebenaran dan fitnah? Jika pertimbangan ketiga yaitu:peristiwa dan situasi krisis yang
membuat masyarakat mengharapkan presiden memberikan jalan keluar, maka pertanyaanya adalah:
benarkah terjadi situasi krisis yang membuat masyarakat mengharapkan presiden memberikan jalan
keluar? Lalu apa alasan presiden berpidato?.

Dari situs setkab.go.id yang memuat transkrip pidato lebih lengkap maka kita dapat mengetahui
pertimbangan presiden melakukan pidato:

Singkatnya, ada yang mengaitkan seseorang dalam persidangan di KPK, dan konon segera saya
kumpulkan ada apa sih siapa orang itu, apa kaitannya seseorang yang diadili itu supaya jelas. Jadi
saudara Lutfi Hasan Ishak mengatakan, yang namanya Bunda Putri katanya orang dekatnya Presiden.
Begitu. Saya akan komentari langsung, tapi begini saya minta tegakkanlah di negeri tercinta ini
kebenaran dan keadilan. Kalau ada kejahatan dan kejahatan itu sedang diusut dan ditegakkan secara
hukum, yang melibatkan Lutfi Hasan Ishaq, saya minta tegakkan benar. Ungkap secara tuntas
tegakkan hukum seadil-adilnya, kesatriahttp://www.setkab.go.id/pidato-10668-inilah-tanggapan-
lengkap-presiden-sby-soal-bunda-putri-jakarta-kamis-10-oktober-2013.html).
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Dengan menggunakan analisis linguistik level-mikro maka dapat kita temui fakta bahwa dalam
teks pidato Presiden Kamis 10 Oktober 2013(yang dimuat di situs setkab.go.id ) maka kata yang
paling banyak digunakan adalah:saya (53 kali),orang(14 kali),bunda putri (10 kali),kebenaran (8
kali), adil (8 kali), presiden (7 kali), kejahatan (5 kali), bohong (5 kali),hukum (4 kali), kabinet (4
kali),komentar (4 kali),rakyat (3 kali), KPK (2 kali), Indonesia (1 kali).

Jika diasumsikan makin banyak suatu kata digunakan makin penting kata tersebut maka dapat
ditafsirkan pusat kepentingan pidato presiden SBY dalam pidato 10 Oktober 2013 adalah saya,
atau lebih tegasnya presiden SBY sendiri. Kondisi ini tentunya menjadi ketidaklaziman mengingat
politisi cenderung tidak berpidato sebagai individu, namun lebih sering sebagai representasi partai
politik, pemerintah atau bangsa.(Scheftner,1997, hal.3).Ketika berpidato 10 Oktober 2013 tersebut
Presiden SBY lebih menonjolkan keindividuannya daripada sebagai simbol nasional.

Dalam analisis makro-level, maka situasi komunikasi dan fungsi komunikasi menjadi bagian utama
dalam analisis. Lokasi saat berpidato soal Bunda Putri tersebut adalah Pangkalan Militer Halim
Perdana Kusuma yang merupakan simbol negara. Hanya peristiwa yang bersifat kenegaraan yang
boleh dilakukan oleh pejabat publik (dalam hal ini presiden) di tempat itu. Fungsi presiden sebagai
citra nasional, simbol persatuan nasional, dan keberlangsungan nasional seharusnya terwakili dalam
pidato-pidato yang dilaksanakan di tempat itu.

Hal yang seharusnya diingatkan juga dalam komunikasi kepresidenan adalah kesuksesan
komunikasi bergantung pada sistem organisasi sebagai pemegang kunci perencanaan strategis
untuk mengoordinaiskan orang, program dan lembaga. Di gedung putih organisasi itu bernama
Kantor Komunikasi (The Office of Communications) yang mengurus dan bertindak atas nama
presiden dan seluruh program kepresidenan (Kumar,2003,hal.252). Termasuk juga merancang
strategi komunikasi presiden, pemilihan isu, dan mengatur jumpa pers. Menurut sekretaris pers
era presiden Clinton,Mike McCurry, kesuksesan Kantor Komunikasi menjadi penyebab utama
kesuksesan kepresidenan (hal.253). Dapat disimpulkan ketidaksuksesan komunikasi seorang
presiden dikarenakan ketidaksuksesan Kantor Komunikasi merancang strategi komunikasi presiden,
pemilihan isu dan mengatur jumpa pers.

KESIMPULAN

Komunikasi kepresidenan menjadi bagian penting untuk seseorang yang bertindak sebagai
simbol negara. Presiden sebagai komunikator politik dalam lingkup komunikasi kepresidenan
sudah seharusnya menjadi bagian dari strategi komunikasi yang mampu mengangkat citra positif
pemimpin suatu negara. Kesuksesan komunikasi mendorong lahirnya reputasi di mata awak media
massa. Di era politik termediasi maka tafsir media atas pesan dan pembawa pesan menjadi penentu
dominan upaya mempengaruhi publik. Sudah seharusnya komunikasi kepresidenan diilhami
semangat kalimat “Anda adalah citra nasional (nasional secara ideal berdasarkan fakta pseudo).
Anda selayaknya menjadi simbol persatuan nasional, keberlangsungan nasional dan simbol NKRI.
Anda haruslah seorang relijius dan menegaskan nilai-nilai relijius dengan seperangkat contoh moral.
Kepemimpinan adalah kualitas utama orang Indonesia tuntut. Mereka ingin seorang presiden teguh
dalam pendirian. Anda sudah menyelesaikan pemilu, namun anda belum selesai dengan citra anda”.
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BIODATA PENULIS

Doddy Salman adalah staf pengajar Fakultas [lmu Komunikasi Universitas Tarumanagara sejak
2011. Sebelumnya lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini berkecimpung sebagai jurnalis
televisi di salah satu televisi swasta di Jakarta. Di layar kaca pernah bekerja sebagai reporter, asisten
produser hingga produser. Jabatan terakhir adalah Koordinator Liputan Daerah. Pertama kali terjun
di ruang kelas tahun 2007 dengan mengampu mata kuliah Teknik Penulisan Berita TV. Untuk
melengkapi pengetahuan dan pemahaman dunia komunikasi ayah dua anak ini menimba ilmu di
Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dengan program kekhususan Komunikasi
Politik. Berbagai seminar nasional maupun internasional pernah dihadiri baik sebagai pemakalah
maupun peserta. Minat utama penelitian berkaitan dengan Komunikasi Politik, Studi Media dan
Komunikasi Massa.
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GAYA KOMUNIKASI JOKOWI SEBAGAI
PEMIMPIN INDONESIA

: H.H. Daniel Tamburian
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara
Hp 0818 0864 1973, tamburian@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah negara besar yang rakyatnya terdiri dari beragam latar belakang budaya, agama,
dan suku. Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik.
Pemimpin yang mampu memberikan solusi karena tak ada solusi tanpa komunikasi.

Aristoteles mengemukakan bahwa seorang komunikator haruslah memiliki Ethos, Logos, dan Pathos.
Ethos adalah kredibilitas. Pathos berarti emosional. Dalam berkomunikasi seorang pemimpin harus
mampu membujuk rakyat dengan menyentuh sisi emosi mereka. Logos secara harafiah berarti “kata”
bisa juga diartikan sebagai pengetahuan. Maksudnya adalah dalam meyakinkan atau membujuk
rakyat seorang pemimpin hendaklah memiliki pengetahuan yang luas. Melalui pengetahuan yang
dimilikinya pemimpin mampu membangun argumen yang baik di atas alasan-alasan (reasoning)
yang logis disertai dengan bukti.

Dunia sudah memasuki era Informasi yang ditandai dengan information booming. Ruang, jarak, dan
waktu tak mampu lagi menghambat manusia untuk berkomunikasi dan mencari atau mendapatkan
informasi. Komunikasi menjadi lebih mudah dan khalayak semakin pintar.

Pemimpin Indonesia di masa datang adalah model pemimpin era Informasi yang mensyaratkan
keterbukaan sebagai karakter yang wajib dimiliki. Kabar baiknya ternyata ada beberapa gubernur,
bupati, dan walikota di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan Jokowi. Pemimpin yang memiliki

ethos, pathos, dan logos.

Kata kunci: Gaya Komunikasi, Komunikasi Politik, Retorika, Jokowi
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PENDAHULUAN

Tidak terasa masa pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera
berakhir. Pada masa awal pemerintahannya masyarakat menaruh harapan besar di pundak SBY
untuk melakukan pembaruan di Indonesia. Figur SBY diharapkan juga mampu berkomunikasi dan
memahami keinginan masyarakat Indonesia yang pada era Megawati tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Pada saat menjadi presiden, Megawati tidak mampu membangun jembatan komunikasi
yang baik dengan masyarakat dan dengan media massa. Ia lebih banyak diam dan menangis sesekali
juga mengeluh melalui media massa.

Figur SBY diharapkan menjadi antitesa dari gaya komunikasi Megawati. Tepat setahun sebelum
pelaksanaan pemilu 2004 yaitu pada tanggal 15 Oktober 2003, SBY mendapat penghargaan dari
Kongres Bahasa Indonesia ke-8 sebagai figur yang berbahasa Indonesia lisan terbaik. Didukung
dengan bahasa tubuh yang baik saat berpidato dan gelar Doktor yang disandangnya, SBY tampil
sebagai komunikator yang ulung dan santun dibanding Megawati.

Sembilan tahun berlalu sejak SBY terpilih jadi presiden, namun ternyata figur SBY hanya bagus
di awal yaitu pada saat kampanye presiden. Kekecewaan masyarakat mulai muncul ketika SBY
tidak mampu lagi berkomunikasi dan memahami kehendak rakyat. SBY lebih banyak marah-marah
bahkan “curhat” di media massa. Di tahun-tahun akhir masa jabatannyaini SBY lebih sering marah,
“curhat” dan menyalahkan media massa atau orang lain. Komunikasi yang dia lakukan hanya
berpusat pada dirinya, partainya, dan keluarganya. Gaya komunikasi SBY di akhir masa jabatannya
bertolak belakang dengan gaya komunikasinya di awal-awal pemerintahannya.

Di tengah kejenuhan masyarakat dengan gaya komunikasi para pemimpin saat ini, muncul sosok
Joko Widodo (Jokowi), mantan walikota Solo yang sckarang menjabat gubernur DKI Jakarta.
Penampilan Jokowi dengan gaya komunikasinya sungguh kontras dengan para pemimpin yang
ada saat ini. Penampilan Jokowi yang bersahaja terkesan sangat merakyat. Gaya bicaranyapun
tidak dibuat-buat, apa adanya tapi mengalir layaknya masyarakat umum yang sedang berbicara,
namun memiliki ketegasan, hasrat untuk memahami masalah dan kemauan yang kuat untuk
menyelesaikannya diiringi sikap untuk melayani.

Pada saat kampanye pemilihan gubernur Jokowi menerapkan strategi tiki-taka ala Spanyol begitu
pengakuannya pada Tempo. “Kalau Spanyol operan pendek, kami umpan manis ke kampung-
kampung...Kami ajak warga minum teh atau kopi sambil mengobrol soal Jokowi” begitu kata Boy
Sadikin, tim sukses Jokowi.

Terpilihnya Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta menunjukkan bahwa rakyat tidak bisa lagi
dikelabui oleh pemimpin melalui iklan di media massa, mematahkan dukungan koalisi partai-partai
partai politik beserta pemimpin-pemimpin lainnya, dan tentunya mengalahkan kekuatan uang yang
selama ini menjadi andalan partai politik saat kampanye. Dana kampanye Jokowi hingga pekan
terakhir sebelum pencoblosan hanya sembilan miliar rupiah. Sementara biaya kampanye mencapai
Rp 15 juta per hari. Bandingkan dengan Fauzi Bowo (Foke) yang memiliki dana kampanye hingga
Rp 70 miliar dengan iklan di semua TV, radio, spanduk, dan baliho. Foke juga didukung oleh koalisi
partai-partai besar dan pemimpin-pemimpin seperti Sutiyoso (mantan gubernur DKI Jakarta),
Wiranto (Ketua Umum Partai Hanura), dan Ryaas Rasyid.

Jakarta sebagai ibukota negara merupakan miniatur Indonesia, berbagai suku bangsa dan bahasa,

agama, dan budaya berbaur. Memimpin Jakarta seperti memimpin Indonesia dalam skala yang kecil.
Kondisi masyarakat Jakarta yang heterogen dengan permasalahan yang sangat kompleks tentunya
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menyulitkan orang daerah seperti Jokowi dalam membangun komunikasi. Kemenangan Jokowi
pada pemilukada Jakarta 2012 lalu merupakan sebuah kemenangan komunikasi. Kemenangan
tersebut juga menjadi tanda kerinduan masyarakat akan model seorang pemimpin Indonesia masa
depan, pemimpin di abad informasi.

Indonesia sebagai negara yang sangat besar dengan kekayaan melimpah dan beragam suku bangsa
dan bahasa, agama dan ras membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menyatukan seluruh
komponen bangsa yang ada, tidak dengan kekerasan atau “tangan besi” tetapi melalui sebuah
komunikasi yang persuasif. Bangsa ini membutuhkan juga pemimpin yang mampu menjawab
kebutuhan dan tantangan jaman. Pemimpin yang mampu memberikan solusi. Semua itu dapat
dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat, karena tak ada solusi tanpa komunikasi.
Gaya Komunikasi Pemimpin Indonesia di Abad Informasi

Dunia sudah memasuki era Informasi yang ditandai dengan information booming. Ruang, jarak, dan
waktu tak mampu lagi menghambat manusia untuk berkomunikasi dan mencari atau mendapatkan
informasi. Bahkan, sekarang ini dunia sudah seperti berada dalam genggaman tangan melalui sebuah
sentuhan di ujung jari kita. Kemajuan yang dicapai dalam teknologi komunikasi dan informasi telah
mengubah seluruh sendi-sendi kehidupan manusia secara radikal, khususnya dalam berkomunikasi.

Dalam berkomunikasi seorang pemimpin tidak lagi dapat berbohong atau bersikap pura-pura untuk
mengelabui masyarakat. Dapat dikatakan hampir semua informasi tentang pemimpin bisa ditemukan
di media online dan atau media sosial. Sebuah komunikasi yang baik haruslah dilandaskan pada
trust (kepercayaan), seperti yang dikatakan oleh Gay dan Donald Lumsden: “Other people will
want to listen to you because they trust you and believe in you. Your credibility is critical in all
forms of communication, whether you're talking to one person or a thousand” (Lumsden, 2006:
xvii). Kredibilitas menurut Lumsden merupakan persepsi yang ada dalam diri komunikan tentang
komunikator, sebuah penilaian yang ada dalam diri pendengar atas karakter pembicara dan
memengaruhi respon pendengar terhadap pesan yang disampaikan (Lumsden, 2006: 27).

Aristoteles (384-322 SM) dalam bukunya De Arte Rhetorica mengemukakan bahwa seorang
komunikator haruslah memiliki Ethos, Logos, dan Pathos. Ethos adalah kredibilitas. Seorang
pemimpin akan mampu meyakinkan rakyatnya melalui karakter yang ia miliki. Masyarakat
tentunya cenderung memercayai orang yang mereka hormati (respect). Berbagai kasus korupsi
yang menimpa banyak pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, bahkan yang terakhir yudikatif
telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemimpinnya. Bahkan beberapa
pemimpin korup tersebut adalah pemimpin agama, dan bukan hanya tersandung kasus korupsi tapi
juga kasus pelanggaran moral dan etika. Pemimpin yang kehilangan kredibilitas berakibat pada
hilangnya kepercayaan dan rasa hormat masyarakat atas diri mereka. Pemilu 2014 sudah di depan
mata dan Indonesia berada dalam kondisi krisis pemimpin yang memiliki kredibilitas.

Pathos berarti emosional. Dalam berkomunikasi seorang pemimpin harus mampu membujuk rakyat
dengan menyentuh sisi emosi mereka. Kondisi pempimpin Indonesia saat ini sangat memprihatinkan
dan jauh dari harapan rakyat. Sikap egosentris merasuk ke dalam jiwa para pemimpin negeri ini.
Hal ini terlihat jelas sekali dari setiap pernyataan yang terlontar dari mulut mereka. Ucapan yang
keluar dari mulut mereka benar-benar tidak menyentuh emosi rakyat yang saat ini membutuhkan
keadilan dan tingkat kesejahteraan yang baik serta pemerataan pembangunan. Para pemimpin
lebih sibuk mengurus partai politik dan kepentingannya masing-masing. Emosi masyarakat saat ini
mendambakan figur pemimpin yang jujur, tulus, dan mau bekerja keras.

Logos secara harafiah berarti “kata” bisa juga diartikan sebagai pengetahuan. Maksudnya adalah

dalam meyakinkan atau membujuk rakyat seorang pemimpin hendaklah memiliki pengetahuan
yang luas. Melalui pengetahuan yang dimilikinya pemimpin mampu membangun argumen yang
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baik di atas alasan-alasan (reasoning) yang logis disertai dengan bukti. Menarik untuk disimak
setiap ucapan dan tindakan dari para pemimpin Indonesia saat ini. Berbagai pernyataan yang keluar
dari mulut mereka menggambarkan betapa naif dan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki.
Bahkan, beberapa diantaranya tidak sesuai nalar dan merusak akal sehat manusia.

Keberhasilan komunikasi seorang pemimpin tidak hanya terletak pada kemampuan retoriknya saja
— ethos, pathos, dan logos — yang adalah sebuah komunikasi verbal, tetapi juga pada komunikasi
nonverbal pemimpin tersebut. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, postur, gerak, atau
bahkan sesuatu yang dikenakan oleh pemimpin yang memperlihatkan komitmen dia pada orang lain.
Pemberitaan tentang keluarga Atut, Gubernur Banten, yang hidup mewah dan suka mengendarai
mobil-mobil super mahal di tengah kemiskinan masyarakat Banten menunjukkan bahwa komunikasi
nonverbal pemimpin berperan penting dalam proses komunikasi. Dedy Gumilar berujar: “Jalanan di
Banten rusak bukan karena truk kontainer tapi oleh Lamborghini”.

FENOMENA JOKOWI

Harian Kompas pada Kamis, 7 November 2013 di halaman dua menurunkan berita dengan judul
Jokowi Dinilai Komunikatif. Kompas mengutip hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga
Demokrasi Bertanggungjawab yang menilai Jokowi memiliki komunikasi politik terbaik di antara
sebelas tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden oleh sejumlah partai politik. Urutan kedua
ditempati oleh Jusuf Kalla, dan seterusnya adalah Prabowo, Anies Baswedan, Surya Paloh, Gita
Wirjawan, Aburizal Bakrie, Wiranto, Dahlan Iskan, Megawati, dan Pramono Edhie Wibowo.
Dikatakan bahwa Jokowi unggul dalam bahasa tubuh dan ia juga selalu mengemukakan hal-hal
yang mampu menuntaskan masalah. T.B. Hasanuddin dalam kesaksian berkata: “Kata-kata Jokowi
jujur hingga lebih mudah dipahami masyarakat biasa”.

Dalam berbagai survey dan jejak pendapat tentang calon presiden RI 2014 Jokowi juga selalu
menduduki peringkat teratas. Survey yang dilakukan sejak awal tahun 2013 menyebutkan tingkat
keterpilihan Jokowi untuk menjadi presiden di atas 20%. Wartawan Tempo dalam wawancaranya
bertanya kepada Jokowi tentang pernyataan banyak orang bahwa Jakarta cuma pemanasan Jokowi ke
istana. Jawaban Jokowi saat itu adalah: “Pemanasan apanya? Jakarta itu sudah panas masalahnya.
Disitulah pemimpinnya harus menguasai medan, mendesain kebijakan, dan mendengar kemauan
warganya. Kalau duduk terus di belakang meja, enggak ngerti hati masyarakat seperti apa. Saya
tidak peduli orang ngomong apapun soal itu. Saya hanya mau kerja menjalankan semua” (Tempo,
5-11 Agustus 2013: 39).

Tak dapat disangkal lagi, Jokowi adalah figur pemimpin masa depan yang didambakan oleh
masyarakat Indonesia. Keberhasilannya merebut hati rakyat ia dapatkan melalui sebuah komunikasi
yang terjalin dengan baik dengan rakyatnya. Hal ini ia buktikan ketika masih menjabat sebagai
walikota Solo.

Ada satu kalimat yang menjadi kalimat ajaib atau magic word bagi setiap auditor dalam menjalankan
tugasnya. Kalimat itu adalah “show me” atau tunjukkan pada saya. Seorang yang diaudit (auditee)
bisa saja berbicara banyak tentang keberhasilan yang ia capai selama ia memimpin atau menjalankan
fungsi dan tugas yang diembannya. Melalui omongannya bisa saja auditee mengelabui orang lain,
tetapi tidak bagi seorang auditor yang cakap karena pada akhirnya ia akan berkata pada auditee:
“Show Me”, tunjukkan pada saya apa yang telah Anda kerjakan. Mana buktinya hasil pekerjaan
Anda. Bila pertanyaan ini diajukan kepada Jokowi maka kita akan mendapatkan buktinya dari apa
yang ia capai selagi masih menjadi walikota Solo dan selama satu tahun ia menjabat gubernur DKI
Jakarta. Lihat saja bagaimana ia mengubah wajah Satpol PP yang terkesan garang dan kasar kepada
masyarakat menjadi lebih manusiawi dengan pendekatan komunikasi persuasif.
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Dari sudut pandang retorika Aristoteles, Jokowi adalah seorang yang memiliki kredibilitas. Rakyat
menaruh hormat pada dirinya karena ia memiliki karakter yang melayani, tidak seperti pemimpin
Indonesia lainnya yang ingin dilayani dan minta dihormati. Minggu ini kita dikejutkan oleh peristiwa
penembakan yang dilakukan oleh seorang anggota Brigade Mobil (Brimob) terhadap salah seorang
satpam hingga tewas. Anggota Brimob bernisial WA menembak mati Bachrudin, petugas satpam
Ruko Galaxy, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa, 5 November 2013 pukul 18.30. WA menembak
mati satpam tersebut hanya karena ia menolak memberi hormat sebagaimana yang diminta oleh
WA. Kasus ini mencerminkan perilaku pemimpin di lembaga kepolisian RI. Ada adagium yang
mengatakan bahwa tidak ada prajurit yang brengsek, yang ada adalah komandannya yang brengsek.

Ciri melayani Jokowi terlihat pada saat ia melakukan kegiatan blusukan ke kampung-kampung
atau tempat-tempat yang ia anggap penting untuk mendapatkan informasi atau gambaran utuh dari
masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam setiap kesempatan menjawab pertanyaan wartawan
Jokowi selalu mengatakan bahwa tujuan dari blusukan yang ia lakukan adalah untuk lebih
memahami kondisi masyarakat yang sebenarnya, apa yang mereka rasakan, apa yang sesungguhnya
terjadi guna menghindari laporan anak buah yang asal bapak senang. Blusukan adalah cara
Jokowi berkomunikasi dengan rakyat melalui kegiatan mendengar. Mendengar keluhan msyarakat,
mendengar aspirasi mereka. Kegiatan mendengar merupakan bentuk komunikasi yang langsung
menyentuh emosi (pathos) masyarakat.

Abraham Lincoln adalah presiden Amerika Serikat yang sering melakukan kegiatan blusukan
model Jokowi. Setiap sore bersama ajudannya Lincoln menemui masyarakat, berbicara dengan
mereka dan mendengar setiap cerita dan keluhan yang keluar dari mulut mereka. Topik obrolannya
macam-macam dan terdengar sepele di telinga banyak orang. Obrolan tentang kehidupan wong cilik
sehari-hari, ada ibu rumah tangga, supir, tukang jahit, dan lain-lain. Pada satu kesempatan, ajudan
Lincoln yang berpangkat Letkol menghardik Lincoln karena menyediakan waktu untuk mengobrol
dengan wong cilik tersebut. Lincoln kemudian memarahi ajudannya dan mengatakan bahwa
justru kegiatannya itu menjadi masukan bagi dirinya dalam memahami kondisi masyarakat yang
sesungguhnya. Mendengar merupakan kegiatan riset yang paling sederhana, begitu kata Hillary
Clinton. Aktivitas mendengar membutuhkan kesabaran dan pengorbanan karena si pendengar rela
membuang sikap egoisnya demi kepentingan orang lain.

Latar belakang Jokowi yang lulusan Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa ia memiliki
pengetahuan yang cukup untuk menjadi pemimpin. Ditambah dengan profesinya sebagai pengusaha
meubel dan seorang birokrat, Jokowi membuktikan dirinya bahwa dalam berkomunikasi ia selalu
memberikan solusi dan mampu meyakinkan masyarakat untuk setuju dengan pendapat dan kebijakan
yang ia buat.

Cara Jokowi memecahkan masalah lewat diplomasi di meja makan memberikan warna tersendiri
dalam komunikasi politik Indonesia. Gaya komunikasi Jokowi yang mengedepankan pendekatan
persuasif mampu mengubah sikap masyarakat yang menolak (tidak setuju) dengan kebijakan
pemerintah daerah DKI menjadi setuju. Komunikasi menurut Miller bukan sekedar upaya memberi
tahu, tetapi juga upaya mempengaruhi agar seseorang atau sejumlah orang melakukan kegiatan atau
tindakan tertentu (Effendy, 1992: 49).

Setahu penulis, belum pernah ada pemimpin di Indonesia yang melakukan cara-cara penyelesaian
masalah seperti yang dilakukan Jokowi. Selama ini cara-cara penyelesaian masalah yang dilakukan
pemerintah adalah melalui pemaksaan dan mengarah pada tindakan kekerasan. Penggunaan kekerasan
dalam menyelesaikan masalah adalah bukti ketidakcerdasan pemerintah dan merendahkan martabat
manusia. Dengan melakukan diplomasi di meja makan Jokowi berhasil menyentuh sisi kemanusiaan
manusia, menyentuh bagian yang paling tinggi (luhur) dari manusia, yaitu akal budi (logos).
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“Goodman speaks well” begitu kata Cicero. Pemimpin yang baik menunjukkan kemampuan
dan kebaikannya melalui tindakan. Perbuatan yang dilakukannya berbicara tentang siapa dia
sesungguhnya. Hasil karya sang pemimpin dan apa yang ia kenakan schari-hari merupakan
bentuk komunikasi nonverbal yang memberitahu rakyat seperti apa pemimpin mereka. Jokowi
jarang menggunakan mobil dinas, juga tidak suka menggunakan voorijder sekalipun ia berhak
mendapatkannya. Bagi Jokowi dan istri bunyi sirene voorijder sangat mengganggu dan bikin
pusing kepala. Selalu mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan sikap yang memberi
kesan siap bekerja kapan saja dan di mana saja, jauh dari sikap formal yang selama ini melekat
pada diri pemimpin atau pejabat birokrat. Dan satu lagi yang menarik untuk disimak, Jokowi tidak
menggunakan jam tangan kontras dengan gubernur DKI sebelumnya Fauzi Bowo dan Sutiyoso yang
menggunakan jam tangan mewah yang harganya sampai ratusan juta. Tindakan dan ucapan memang
harus sejalan karena itu akan mengomunikasikan pribadi sang pemimpin.

“Action speaks louder than words " kata pepatah. Ternyata seorang Jokowi dikenal sebagai pribadi
yang lebih suka bekerja daripada berbicara (verbal communication). Setiap tindakan Jokowi menjadi
pusat perhatian masyarakat, diliput selalu oleh media massa. Sejak ia terpilih sebagai gubernur DKI
Jakarta berita tentang dirinya memenuhi halaman surat kabar dan majalah serta media-media online,
dalam dan luar negeri. Tindakan Jokowi adalah berita dan berbicara jauh lebih keras dibanding
ucapan yang keluar dari mulutnya. Media massa secara tidak langsung mengomunikasikan kepada
masyarakat tentang kepemimpinan Jokowi yang terbuka, transparan, jujur, adil, tulus, anti korupsi,
dan mau bekerja dengan sikap yang melayani.

Kepada Tempo yang meminta tanggapannya tentang permasalahan kota Jakarta, Jokowi menjawab:
“Komunikasi dan kerjasama enggak nyambung. Saya memilih mengejar di mana letak tidak
nyambungnya. Yang penting masalah clear dan terselesaikan, jelas arahnya mau ke mana” (Tempo,
5-11 Agustus 2013:39)

Keterbukaan adalah salah satu faktor yang membentuk pribadi yang kredibel. Keterbukaan juga
adalah syarat pengelolaan pemerintahan yang baik di sebuah negara demokrasi. Keterbukaan adalah
ciri khas masyarakat di yang hidup era informasi. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan atau ditutup-
tutupi. Tidak ada tempat untuk berpura-pura apalagi berbohong karena semua informasi bisa dicari
dan didapatkan dengan mudah melalui teknologi informasi dan komunikasi.

KESIMPULAN

Pemimpin Indonesia di masa datang adalah model pemimpin era Informasi yang mensyaratkan
keterbukaan sebagai karakter yang wajib dimiliki. Pemimpin yang mau bekerja keras dan punya
sikap melayani, yang mau mendengar kemauan rakyatnya. Memiliki pengetahuan global tapi
mampu bertindak dengan kearifan lokal. Pemimpin yang memiliki ethos, pathos, dan logos.

Jokowi menjadi sosok yang berbeda dibanding dengan pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya.
Sangat kontras dengan mereka yang punya mental ingin dilayani dan dihormati. Jokowi berusaha
memahi kemauan rakyat, sementara pemimpin yang ada saat ini ingin rakyat lebih dimengerti
kemauannya.

Untuk lebih memahami kemauan rakyat Jokowi melakukannya melalui sebuah komunikasi yang
dikenal dengan blusukan, berbicara langsung dengan masyarakat (komunikasi interpersonal), dan
melakukan diplomasi meja makan (komunikasi persuasif). Jokowi juga membangun komunikasi
melalui kerja nyata. Action speaks louder than words.
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PEMILIH PEMULA, MEDIA SOSIAL, DAN
PEMIMPIN LOW POWER DISTANCE

Yugih Setyanto & Riris Loisa
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara
riris@tarumanagara.ac.id & yugih s@yahoo.com

ABSTRAK

Perubahan masyarakat yang menginginkan figur pemimpin yang lebih membumi- seakan tanpa
jarak- jauh dari kesan formal dan birokratif. Perkembangan teknologi khususnya media sosial
dapat menjadi salah satu penyebab perubahan tersebut. Para kandidat pemimpin Indonesia harus
menyadari perubahan ini. Satu hal yang patutuntuk diperhitungkan adalah data yang mengungkapkan
bahwa pengguna media sosial di Indonesia sebagian besar adalah anak muda yang juga diantaranya
adalah sebagai pemilih pemula. Menarik bila ditarik hubungan bagaimana media sosial yang dapat
mengaburkan jarak antara pemimpin dan masyarakat serta pengguna media sosial yang sebagian

besar adalah pemilih pemula.

Kata kunci: media sosial, pemilih pemula, low power distance
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PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun menjadi agenda politik besar yang rutin
dilaksanakan di Indonesia. Pemilu yang tidak hanya memilih para wakil rakyat yang akan duduk di
parlemen juga yang penting memilih bakal pemimpin negara untuk lima tahun kedepan. Pemilihan
presiden yang merupakan jabatan tertinggi di Indonesia akan menentukan arah kebijakan pemerintah
selanjutnya.

Jika mengamati gaya kepemimpinan presiden di Indonesia, masing-masing memiliki ciri sendiri.
Namun secara umum gaya kepemimpinan di Indonesia cenderung mengarah pada memberi jarak
dengan masyarakat. Gaya elitis dan tidak jarang arogan, adalah bentuk komunikasi berjarak dengan
masyarakat. Hal ini merupakan ciri komunikasi kepemimpinan sebelum era reformasi, yang sarat
dengan pesan-pesan implisit multi tafsir, yang pantang dipertanyakan apalagi dikritik.

Membangun jarak antar kelas sosial merupakan indikasi dari masyarakat yang - di dalam studi -
dikategorikan dalam high power distance, yaitu budaya yang menempatkan anggota masyarakat
berdasarkan prinsip ketidaksetaraan (inequality), dimana status seseorang merupakan keistimewaan
seperti yang tercermin dalam konsep priyai dan masyarakat jelata. Penelitian Hofstede tentang
Indonesia pada tahun 2001 menunjukkan bahwa pada saat itu Indonesia merupakan masyarakat
yang menerima keistimewaan berdasarkan statusnya (Hofstede, 2010:114).

Penelitian yang dilakukan Geert Hofstede mengenai perbedaan budaya didasari penekanan
bahwa manusia membawa suatu program di dalam benaknya yang berperan sebagai “sotware of
the mind”. Program mental ini memuat berbagai ide mengenai suatu budaya dan diekspresikan
melalui nilai-nilai dominan. (Lustig & Kester, 2010: 113-123). Satu hal yang kembali perlu menjadi
catatan, adalah bahwa meskipun ada nilai-nilai dominan, tetapi tidak berarti bahwa semua anggota
masyarakat memiliki perangkat nilai dan identitas yang sama dengan nilai-nilai budayanya.

Gaya komunikasi seorang pemimpin tentu memberi pengaruh bagi cara pandang masyarakat
terhadap pimpinannya. Namun seiring perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan didorong
makin berperannya media sosial sebagai media baru yang turut membantu pembentukan opini
public tentu mengubah pandangan masyarakat terhadap pimpinan yang diharapkannya. Topik yang
mengomentari bagaimana cara Presiden Susilo B. Yudhoyono dalam berkomunikasi selalu ramai
dikomentari melalui media sosial. Komentar melalui media sosial selalu lebih informal, sangat
terbuka, terkadang menjurus ke personal dan kasar bila dibandingkan melalui media konvensional.
Cara ini pulalah yang membuat media sosial menjadi populer digunakan dalam membentuk opini
yang sangat diperlukan bagi siapapun kandidat presiden yang ingin ikut dalam Pemilu 2014.

Komunikasi melalui media sosial ini pula salah satu penyebab berkurangnya jarak antara khalayak
dan komunikator. Berarti membuktikan adanya pergeseran masyarakat dari high power distance
— seperti penelitian Hofstede- menjadi low power distance. Contoh yang paling nyata adalah saat
pilkada DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan indikasi yang berbeda dengan analisis Hofstede
11 tahun yang lalu. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai budaya tidak kaku, tetapi dinamis
sejalan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Makalah ini ingin membahas bagaimana
pengguna media sosial yang sebagian besar adalah anak muda dan pemilihan pemula membawa
perubahan dalam memupuskan jarak kekuasaan.
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KEPEMIMPINAN DI JAKARTA: SEBUAH CATATAN
PEMIMPIN YANG LOW POWER DISTANCE

Pemilihan gubernur Jakarta menjadi sebuah pembuktian akan aspirasi masyarakat yang majemuk.
Saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu, mungkin sebagian masyarakat “terkaget” dengan gaya
kampaye yang dilakukan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama (Jokowi-Ahok).
Tidak sampai disitu, setalah mereka terpilihpun gaya kepemimpinannya seakan memberi nuansa
baru dalam system pemerintah di Indonesia ini. Jakarta sebagai ibukota negara merupakan etalase
dan indikator sekaligus menjadi sebuah titik perhatian masyarakat Indonesia terkait dengan segala
aktivitas dan derap politik, sosial bahkan pemerintahan. Media menjadi “lapar” dengan berita-berita
terkait dengan gubernur dan wakil gubernur. Hampir setiap hari aktvitas mereka menjadi bahan
berita bagi awak media.

Budaya masyarakat Jakarta pada saat itu tidak berada di dalam kategori jarak kekuasaan tinggi (high
power distance) seperti penelitian Hofstede, tetapi justru mengarah pada masyarakat low power
distance yang bersifat egaliter. Hal ini memperlihatkan bahwa pandangan esensialisme tentang nilai
budaya berkaitan dengan power distance masyarakat Jakarta bersifat dinamis. Populeritas Jokowi-
Ahok bila dikaitkan dengan hasil penelitian Hofstede menurut kami tidak terlepas dari keberhasilan
mereka mengurangi jarak antara pemimpin dan masyarakat. Ada perubahan masyarakat Jakarta
yang tidak lagi sesuai dengan penelitian Hofstede.

Pandangan egaliter ini yang menjadi kekuatan Jokowi-Ahok dalam berkomunikasi dengan
masyarakat. Terlebih karena Jakarta juga merupakan tempat pemerintah pusat berada, masyarakat
(baca:media) tergiring untuk membandingkan gaya komunikasi dengan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang terkenal formal. Sifat formalitas ini seperti menciptakan jarak dengan masyarakat.
Tentu kapasitas sebagai presiden tidak sebanding dengan gubernur namun perkembangan sosial
dan denyut dinamika masyarakat saat ini menuntut pemimpin —dari tingkatan apapun- yang punya
kedekatan nyata bukan sekedar untuk pencitraan.

MEDIA SOSTAL MENCIPTAKAN LOW POWER DISTANCE
DAN PENGARUHNYA PADA PEMILIH PEMULA

Jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang sangat besar adalah sebuah potensi kekuatan yang
dapat membentuk opini di luar media konvensional. Hampir semua tokoh-tokoh politik memiliki
akun twitter tak terkecuali orang nomor satu di Indonesia. Ciri media sosial yang terbuka, langsung,
dan interaktif merupakan sarana yang tepat untuk menjangkau khalayak tanpa jarak, menggugurkan
segala kerumitan birokrasi dan protokoler. Para penganut aliran determinisme teknologi mungkin
semakin yakin akan kekuatan teknologi media, bahwa jenis media yang populer di suatu masyarakat
berdampak besar terhadap individu maupun struktur sosial (Littlejohn, 2008: 291).

Fenomena ini sangat menarik bila dihubungkan dengan jumlah pengguna media sosial di Indonesia.
Jumlah ini sangat berpengaruh dalam peraihan suara bagi para peserta Pemilu. Riset mengenai
media sosial mendapatkan bahwa umur dimana orang —orang masih rajin dan senang menggunakan
Jariangan Social adalah antara 18 — 29 tahun (http://artikelinformasi.com/riset-pengguna-social-
media-2013/). Mereka ini adalah generasi yang hidup dalam zaman dimana media sosial menjadi
bagian dari hidup mereka.
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Sedangkan menurut data BPS tahun 2010, kelompok umur berusia 10-14 tahun berjumlah 22.677.490
dan kelompok umur berusia 15-19 tahun 20.871.086. Jika diasumsikan kelompok umur 10-14 tahun
pada tahun 2014 nanti separuhnya berusia 17 tahun dan kelompok umur 15 -19 tahun semuanya
menjadi pemilih, maka ada 32 juta jutaan potensi suara pemilih pemula pada Pemilu 2014 (http://
news.liputan6.com). Bawono Kumoro dalam tulisannya di Koran Tempo (19/11) mengungkapkan
bahwa diperkirakan jumlah pemilih pemula mencapai 20-30 persen dari total pemilih dalam pemilu.
Pada Pemilu 2004, jumlah pemilih pemula mencapai 27 juta orang. Sedangkan pada Pemilu2009,
jumlah pemilih pemula sekitar 36 juta orang.

Jika mengamati data pemilih mula dan pengguna media sosial di atas, ada titik temu yang menjadi
hal menarik untuk ditelaah. Titik temu tersebut adalah usia pengguna media sosial dan pemilih
pemula. Beradasarkan data, usia yang senang menggunakan media sosial dan pemilih pemula
berada dalam usia yang sama. Keduanya menjadi potensi perolehan suara dalam Pemilu 2014.
Para kandidat harus memaksimalkan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak khusunya pemilih
pemula dengan memanfaatkan penyampaian pesan melalui media sosial.

Komunikasi melalui media sosial dalam berbagai format memiliki beberapa ciri khusus yang
membedakannya dari proses komunikasi konvensional, ciri-ciri tersebut meliputi (http:/www.
icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What is Social Media iCrossing_ebook.pdf, Antony
Mayfield):

1. Partisipasi.
Media sosial mendukung kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal
ini mengaburkan garis batas antara media dan khalayak.

2. Keterbukaan.
Kebanyakan pelayanan media sosial terbuka bagi umpan balik, partisipasi, memberikan
pilihan, pendapat dan berbagi informasi.

3. Percakapan.
Berbeda dari media konvensional yang cenderung mentransmisikan pesan kepada khayalak,
media sosial lebih bersifat komunikasi dua arah.

4. Komunitas.
Media sosial memungkinkan komunitas dengan minat yang sama untuk berkomunikasi
dengan cepat dan efektif.

5. Keterhubungan.
Kebanyakan media sosial sangat berkembang dalam hal keterhubungan, bertautan dengan
situs lain, sumber dan orang-orang lain.

Berdasarkan pendapat di atas, pemanfaatan media sosial bukan semata pada tujuan khalayak yang
ingin dicapai sebagai basis mendapatkan suara namun juga sebuah media interaksi langsung yang
mengaburkan batas media dan khalayak. Khalayak dapat berkomunikasi dengan para kandidat
melalui akun media sosial mereka. Ini pula yang mengaburkan jarak antara para kandidat dan
khalayak. Komunikasi seperti ini yang diinginkan oleh khalayak. Terbukti saat Pilkada DKI Jakarta.

Bila melihat kembali kampanye politik yang dilakukan Jokowi-Ahok, pemanfaatan media sosial
berperan besar dalam mendapatkan suara dari anak muda. Kampanye dilakukan melalui internet,
khususnya berbagai media sosial seperti facebook, twitter, youtube (http://techno.okezone.com.),
bahkan game online (http://tekno.kompas.com).
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Pada kenyataannya, Jokowi banyak menggunakan relawan dari kalangan anak muda dan dukungan
media baru, khususnya media sosial. Seperti yang pernah dibahas di dalam salah satu artikel
Republika versi online. Artikel tersebut mengangkat satu dari ratusan simpul pendukung Jokowi,
yaitu Jasmev (singkatan dari Jokowi-Ahok Social Media Volunteer). Jasmev, dapat diakses melalui
website www.jasmev.com., atau melalui jejaring sosial lainnya seperti Twitter, Facebook dan
kaskus. Jokowi akun-akun Twitter seperti @jokowicenter, @jakarta bangkit, akun dengan nama
pribadi yang terang-terangan mendukung pasangan itu, ditambah akun pribadi Jokowi @jokowi
do2, (http://jakarta.tribunnews.com).

Bila para kandidat presiden berusaha menggarap pemilih pemula melalui media sosial dengan
serius untuk dapat mengurangi jarak maka bukan tidak mungkin cara ini sangat efektif dalam
berkomunikasi dengan mereka. Seperti diungkapkan Ros Brown (2009) “The internet provided us
with far more tools for monitoring and evaluating an election than ever before”.

KESIMPULAN

Perubahan masyarakat yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang semakin
pesat. Media sosial sebagai salah satu hasil dari perkembangan tersebut menciptakan masyarakat
baru yang lebih terbuka, kritis dan memangkas hambatan komunikasi yang selama ini terkadang
menjadi permasalahan. Lebih menariknya lagi bila dikaitkan dengan data bahwa pengguna media
sosial di Indonesia adalah anak muda. Sedangkan pemilih tahun 2014 nanti akan diikuti hampir
32 juta pemilih pemula yang range umurnya hampir sama dengan sebagian besar pengguna media
sosial. Seorang kandidat harus melakukan komunikasi yang dapat mengurangi jarak dengan calon
pemilihnya. Politicians will come to learn that they need to do far more than pay lip service to their
promises of listening to and respecting the opinions of their electorate (Brown, 2009). Cara seperti
ini dapat dilakukan salahsatunya melalui media sosial yang pengguna terbanyaknya adalah pemilih
pemula.
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DINAMIKA BERITA POLITIK MENJELANG
PEMILU 2014
(Studi Analisis Framing Berita Verifikasi Partai
Politik Peserta Pemilu Tahun 2014
di Suratkabar Kompas dan Republika)

Dedeh Fardiah, Ferry Darmawan
FIKOM UNISBA-dedehfardiah@gmail.com)
FIKOM UNISBA- ferrydarma 1@yahoo.com

ABSTRAK

Pemilu merupakan wacana yang selalu menarik untuk dibicarakan dan menjadi pembincangan sakral
diberbagai lapisan masyarakat. Menjelang proses pemilu munculkontestasi-kontestasi partai politik
dalam melakukan agenda politik merebut suara rakyat untuk memenangkan pemilu. Menjelang
pemilu 2014ada fenomena politik yangurgen yakni proses verifikasi partai politik peserta pemilu
2014, proses seleksi dan rekrutmen calon anggota legislatif dan menjelang pemilu dilaksanakan,
pola pemberitaan media perihal kecenderungan dinamika politik yang terjadi menjelang pemilu
2014 terutama pada saat proses verifikasi partai politik sangat menarik. Dalam kajian ini penulis
mengkaji cara media memberitakan dan menguraikan peristiwa tersebut dengan menggunakan

analisis framing Murray Edelman pada suratkabar Kompas dan Republika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan Kompas dan Republika dalam melakukan
kategorisasi Berita Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014di mana Kompas lebih
mendudukan KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang memutuskan proses verifikasi partai
peserta pemilu 2014 sesuai jenjang hirarki birokrasi dan partai sebagai pihak harus tunduk pada
wewenang KPU. Sedangkan Harian Republika melakukan frame dengan memposisikan lebih
menonjolkan KPU sebagai pihak yang menyalahgunakan wewenang dan partai sebagai pihak yang

menjadi korban penyalahgunaan wewenang tersebut.

Perbedaan Kompas dan Republika dalam melakukan rubrikasi Berita Verifikasi Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2014 Kompas menitikberatkan pada ruang lingkup berita ini sebagai permasalahan
yang menyangkut politik dan hukum, sehingga menempatkan pada posisi halaman suratkabar secara
netral Sedangkan Republika lebih menganggap berita ini sebagai berita yang memiliki nilai tinggi
dengan menempatkannya sebagai headline news dan juga memposisikan berita ini sebagai berita

yang bersifat nasional

Kata Kunci : Berita Politik, Pemilu, Framing
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PENDAHULUAN

Menjelang tahun 2014 trend politik di Indonesia makin dinamis dan cenderung memanas.
Kecenderungan dinamis dan memanasnya suhu politik Indonesia setidaknya dapat dianalisis dengan
memahami enam area sensitif politik Indonesia saat ini. Enam area sensitif tersebut meliputi problem
Etika elit politik, problem Amandemen UUD 1945, aksi Evaluasi Pemerintahan, aturan Pemilu 2014
dan Serangan politik antar kontestan Presiden dan Partai Politik peserta pemilu. Enam area sensitif
inilah yang akan memicu dinamika politik hingga tahun 2014 dan menentukan perubahan politik
baik sebelumnya maupun sesudahnya. Dalam suasana dinamika politik itulah pertarungan politik
nasional akan terjadi secara lebih intensif.

Media massa dan politik memiliki kaitan yang erat sehingga memiliki peranan strategis sebagai
saluran penunjang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Media massa memiliki peran yang sangat
penting dalam kancah politik sebagai saluran komunikasi yang paling dekat dengan politik dan
sering dijadikan corong pemberitaan. Netralitas media diperlukan dalam hal ini namun keberpihakan
media massa sulit dihindari, seyogyanya mediatetap bertanggung jawab sebagai clearing house
terhadap pemberitaan.

Dalam tulisan ini akan dikaji bagaimana pola pemberitaan media perihal kecenderungan dinamika
politik yang terjadi menjelang pemilu 2014 dengan melihat dinamika proses verifikasi partai politik
peserta pemilu melalui analisis framing untuk mengetahui bagaimana cara media memberitakan
dan menguraikan peristiwa tersebut. Berdasarkan fenomena di atas, maka fokus kajian ini adalah
:”Bagaimana Berita Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dikonstruksi oleh Suratkabar
Kompas dan Republika?”.

KAJIAN TEORITIS
TEORI KONSTRUKSI SOSIAL MEDIA MASSA

Istilah konstruksi sosial atas realitas (social construction of reality) menjadi terkenal ketika
diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan ThomasLuckmann. Kedua pemikir ini hanya meneruskan
apa yang digagas olehGiambitissta Vico yang kemudian banyak disebut sebagai cikal
bakalkonstruktivisme. Kalau kita mau menelaah, gagasan konstruktivisme ada jauhsebelum Berger
yaitu ketika dalam aliran filsafat Socrates menemukan jiwa dalamtubuh manusia, atau sejak Plato
menemukan akal budi serta ide (Bungin, 2001 :10).

Pada konteks media massa pemaknaan terhadap realitas seringkali didasarkan pada kerangka berpikir
dan kerangka pengalaman pembaca yang bersifat interaktif. Sebagai hasilnya, pengetahuan yang
dimiliki oleh pengelola media massa sangat berpengaruh pada hasil karya jurnalistiknya. Interaksi
satu orang pengelola media dengan sebuah realitas sosial tentu akan berbeda dengan interaksi
pengelola media lain terhadap realitas itu.

Realitas tidak dibentuk secara ilmiah. Tidak juga merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan.
Tetapi sebaliknya, ia juga dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas
berwajah ganda atau plural. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu
realitas. Dengan demikian wajar bila seseorang akan mentafsirkan realitas sesuai kerangka berpikir
(frame of reference) dan kerangka pengalamannya (frame of experience).
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Pembuatan berita di media massa pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas atas peristiwa-
peristiwa yang terjadi hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna (Hamad,
2004: 11). Realitas-realitas dalam pemberitaan tersebut hadir lewat proses konstruksi wartawan
berdasarkan sudut pandang tertentu dan tidak terlepas dari subjektif wartawan (Eriyanto, 2002: 19).

MEDIA MASSA DAN BERITA

Dalam kaitan pendefinisian, berbagai buku teks jurnalisme umumnya memiliki kesamaan dalam
merumuskan berita secara teknis, yaitu mencantumkan konflik sebagai unsur dalam kelayakan
berita. Konflik dipandang sebagai penggalan dari proses sosial yang dianggap penting dan menarik
bagi khalayak (Siregar, 2006: 265). Mengenai konflik, Joe Kelly menyebutkan,

“Conflict is inevitable, often determined by structural factors in the organization or group, and an
integral part of process of change. In fact, some degree of conflict is helpful. Conflict is natural
part of any communication relationship. Not all conflicts have the some outcomes. Generally, the
outcomes of conflict can be perceived of destructive or constructive (Mayers dkk, 1980: 227-229).

Saat persiapan pemilu, partai-partai peserta pemilu melakukan kampanye besar-besaran untuk
menggaet suara pemilih. Redaksi surat kabar akan menempatkan berita kampanye lebih banyak
sebagai hardnews dari pada features karena berita-berita tersebut yang menjadi daya tarik bagi
khalayak untuk membaca surat kabar. Pemilih yang terdidik akan memperhatikan isi kampanye
dengan seksama untuk mengetahui kebijakan partai sebelum merecka memilih. Dan kelompok
pemilih seperti ini akan menggunakan surat kabar untuk membantunya menentukan pilihan.

BERITA POLITIK

Berita politik adalah berita yang soal dan masalah yang diangkatnya tentang politik. Karim Suryadi
(1999 : 54) mendefinisikan berita politik adalah berita yang mengandung unsurpolitik dan laporan
bermakna mengenai peristiwa politik (a report of political event). Sedangkan menurut Dan Nimmo
(1999) membatasi berita politik sebagai berita terkait dengan kerja pemerintah (eksekutif) saja.Pusat
maupun daerah.Termasuk persinggungannya dengan lembaga legislatif dan yudikatif.

Dalam tataran ideal, berita politik (maupun non-politik) yang tersebarluaskan oleh media harus
ditujukan untuk kepentingan publik. Hal ini karena media menjadi perpanjangan indera masyarakat.
Karena mewakili publik, maka kerja wartawan dilindungi.Karena mewakili publik, wartawan boleh
meliput di area tertentu yang tidak semua orang boleh memasukinya.Karena mewakili publik,
terbuka akses wartawan atas pejabat publik dan sejumlah kelompok elit kekuasaan.

Selain untuk kepentingan publik, khususnya dalam konteks berita politik, wartawan sesungguhnya
bekerja untuk memantau kekuasaan dan menyuarakan kaum yang tak bersuara.Kovach dan
Rosenstiel (2004 : 72) menggarisbawahi pentingnya peran pers sebagai “penjaga” (watchdog).
Mereka tidak hanya membatasi perhatian wartawan untuk memantau pemerintah semata. Tetapi juga
meluas hingga pada semua lembaga yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat.

Berita politik dengan karakternya yang kaya akan konflik dan keluarbiasaan ini kerap menjadi
godaan buat media. la dijadikan komoditas oleh media untuk memperoleh keuntungan semata. Untuk
meningkatkan penjualan koran/majalah atau untuk meningkatkan rating acara. Pada derajat tertentu,
praktik ini sah-sah saja karena media membutuhkan sumber dana untuk kelangsungan operasionalnya.
Tapi di sisi lain, ketika batas kepentingan publik telah terabaikan, kita dapat mengatakan bahwa pers
telah membajak peran “wakil publik untuk tahu” dan “penjaga” yang diembannya. Setiap hak selalu
disertai kewajiban. Hak khusus para jurnalis, tentu tidak dapat terpisahkan dengan kewajibannya
yang lain. Itulah yang membuat profesi wartawan menjadi sesuatu yang mulia dan istimewa.
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KERANGKA PEMIKIRAN

Alur pemikiran kajian ini adalah sebagai berikut :

MEDIA MASSA
A 4

BERITA VERIFIKASI PARPOL
9
KONSTRUKSI a TEORI FRAMING
MEDIA MASSA \ EDELMAN
KATEGORISASI RUBRIKASI IDEOLOGI

FRAME MEDIA /

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

/ I\

Berdasarkan analisis penulis dapat menangkap bagaimana media memberikan penekanan (framing)
pada berita yang diturunkannya, selain itu juga dapat membedah sejauhmana keberpihakan kedua
media nasional yakni suratkabar Kompas dan Republika dalam melihat polemik verifikasi peserta
pemilu 2014.Berdasarkan kajian yang penulis lakukan hasilnya menunjukkan bahwa :

PERBEDAAN KATEGORISASI SURATKABAR KOMPAS
DAN REPUBLIKA DALAM BERITA VERIFIKASI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014

Kategorisasi pada dasarnya merupakan upaya mengklasifikasikan dan menyederhanakan realitas
dan dunia yang kompleks menjadi sederhana, mengerucut, dan dapat dipahami dengan mudah.
Dunia yang diabstraksikan adalah dunia yang kompleks dan seringkali membingungkan.Hal ini
disederhanakan dalam kategorisasi tertentu yang menolong seseorang untuk mengerti dan memahami
dunia tersebut. Menurut Edelman, seringkali terjadi kesalahan dalam kategorisasi dimana kata atau
kategorisasi yang keluar bukanlah menggambarkan realitas, melainkan lebih menunjukan pada apa
dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.Edelman yakin, khalayak hidup dalam dunia
citra.Bahasa politik yang dipakai dan dikomunikasikan kepada khalayak lewat media memengaruhi
pandangan khalayak dalam memandang realitas.Kata-kata tertentu memengaruhi bagaimana realitas
atau seseorang dicitrakan dan pada akhirnya membentuk pendapat umum mengenai suatu peristiwa
atau masalah.

Kompas dan Republika yang memiliki ideologi berbeda tentu memiliki kategorisasi berbeda ketika
mengangkat isu yang diturunkan dalam sajian beritanya.Pada suratkabar Kompas dan Republika
yang menjadi fokus bahasan adalah pihak KPU, Bawaslu, Partai dan Mahkamah Konstitusi. Keempat
pokok bahasan ini disajikan secara berbeda oleh kedua media ini. Kompas lebih mendudukan
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KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang memutuskan proses verifikasi partai peserta pemilu
2014 sesuai jenjang hirarki birokrasi dan partai sebagai pihak harus tunduk pada wewenang KPU.
Sedangkan Harian Republika melakukan frame dengan memposisikan lebih menonjolkan KPU
sebagai pihak yang menyalahgunakan wewenang dan partai sebagai pihak yang menjadi korban
penyalahgunaan wewenang tersebut.

PERBEDAAN RUBRIKASI SURATKABAR KOMPAS DAN
REPUBLIKA DALAM BERITA VERIFIKASI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014

Pada rubrikasi, kedua media memiliki perspektif yang berbeda ketika memposisikan isu dengan
cara penempattan halaman, jumlah kolom dan jenis rubrik. Kompas lebih konsisten dengan
memposisikan berita tentang verifikasi partai politik dengan cara meletakannya pada rubrik politik
dan hukum yang tersebar pada halaman 2,3,4 dan 5 dengan rata-rata kolom 2-4 kolom. Sedangkan
Republika mengelompokkan berita pada aneka ragam rubrik baik rubrik nasional, halaman utama
dan juga rubrikasi khusus pesta demokrasi. Republika lebih beragam dalam menempatkan halaman
mulai dari halaman utama, halaman tengah maupun halaman khusus.

Perbedaan yang mencolok kedua media ini dalam hal rubrikasi terletak pada faktor nilai berita, di
mana Kompas berargumentasi melalui bahasa beritanya dengan menitikberatkan pada ruang lingkup
berita ini sebagai permasalahan yang menyangkut politik dan hukum, sehingga menempatkan pada
posisi halaman suratkabar secara netral Sedangkan Republika lebih menganggap berita ini sebagai
berita yang memiliki nilai tinggi dengan beberapa kali menempatkannya sebagai headline news dan
juga memposisikan berita ini sebagai berita yang bersifat nasional yang perlu diketahui oleh segenap
bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Suratkabar Kompas dan Harian Republika menkonstruksi berita verifikasi partai politik dengan
melakukan framing dengan cara kategorisasi dan rubrikasi. Berdasarkan temuan penelitian maka
dapat disimpulkan bahwa :

Perbedaan Kompas dan Republika dalam melakukan kategorisasi Berita Verifikasi Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2014 Kompas lebih mendudukan KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang
memutuskan proses verifikasi partai peserta pemilu 2014 sesuai jenjang hirarki birokrasi dan partai
sebagai pihak harus tunduk pada wewenang KPU. Sedangkan Harian Republika melakukan frame
dengan memposisikan lebih menonjolkan KPU sebagai pihak yang menyalahgunakan wewenang
dan partai sebagai pihak yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang tersebut.

Perbedaan Kompas dan Republika dalam melakukan rubrikasi Berita Verifikasi Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2014 Kompas menitikberatkan pada ruang lingkup berita ini sebagai permasalahan
yang menyangkut politik dan hukum, sehingga menempatkan pada posisi halaman suratkabar secara
netral Sedangkan Republika lebih menganggap berita ini sebagai berita yang memiliki nilai tinggi
dengan menempatkannya sebagai headline news dan juga memposisikan berita ini sebagai berita
yang bersifat nasional.
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ABSTRAK

Media massa begitu menjadi terasa penting di dunia politik, terutama selama periode kampanye
pilkada Selama periode pilkada tersebut media masa membanjiri khalayak dengan laporan-laporan
kampanye, pidato politik para calon, poling pendapat umum, dan hingga urusan rumah tangga
para tokoh politik yang sedang berkompetisi. Selama periode kampanye media massa berusaha
mempengaruhi khalayak dan menjadi bagian dari proses pilkada. Adapun tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemilih dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda
memahami dan menafsirkan berita-berita kampanye melalui media elektronik televisi dalam periode
pilkada 2013. Dari hasil penelitian kecenderungan yang menunjukkan persoalan yang paling banyak
didiskusikan oleh partisipan dari semua kelompok adalah konvoi, yakni model kampanye dengan
pengerahan atau arak-arakan massa yang menggunakan sepeda motor dan mobil. Jawaban yang
berbeda-beda menunjukkan kecenderungan bahwa kelompok yang berbeda-beda memiliki persepsi
yang berbeda-beda pula mengenai pemberitaan kampanye pilkada. Dengan kata lain perbedaan latar

belakang sosio-kultural pemilihan mempengaruhi persepsi mereka terhadap pemberitaan kampanye.

Kata Kunci: Media Massa Cetak, Komunikasi Politik, Persepsi Masyarakat Terhadap Kampanye
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PENDAHULUAN

Media massa, yakni surat kabar,radio dan televisi merupakan bagian yang vital dalam sistem
politik demokrasi. Media massa dalam hal ini dapat memainkan perannya yang signifikan, seperti
memberikan informasi pada khalayak mengenai berbagai isu penting, menyediakan diri sebagai
forum untuk terselenggaranya debat publik, dan bertindak sebagai saluran untuk mengartikulasikan
aspirasi-asspirasi.

Strategi politik, terutama dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah tidak dapat dipisahkan
dari strategi media massa, sebab strategi politik membutuhkan media massa supaya publik
mengetahui dan mendukungnya. Sepanjang massa kampanye berlangsung, media massa menjadi
terasa penting, dan selama periode itu pula media massa membanjiri khalayak dengan laporan-
laporan kampanye, pidato politik para calon, poling pendapat umum, dan hingga urusan rumah
tangga para tokoh politik yang sedang berkompetisi. Selama periode kampanye media massa
berusaha mempengaruhi khalayak dan menjadi bagian dari proses pilkada.

Hal ini wajar terjadi karena dalam sistem politik demokrasi, biasanya ada jaminan konstitusional
untuk kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan pers selama periode kampanye media massa
berusaha mempengaruhi khalayak dan menjadi bagian dari proses pilkada.

Pilkada 2013 di Kota Padang merupakan pilkada yang bukan suatu pilkada yang pertama kali
dilaksanakan. Salah satu isyarat penting yang menandai berkembangnya nilai-nilai demokrasi di
Indonesia dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kota Padang 2013, banyaknya bakal calon
kepala daerah yaitu sepuluh pasangan calon (paslon) yang berkompetisi. Hebatnya lagi, hanya tiga
dari sepuluh paslon yang diusung oleh partai politik. Tujuh paslon lainnya maju dari jalur independen.
Sebelumnya, belum ada sejarahnya pemilihan kepala daerah di Indonesia yang diikuti oleh paslon
sebanyak itu. Paling tinggi hanya diikuti oleh tujuh pasangan calon. Ini kembali membuktikan
betapa demokratisnya masyarakat Ranah Minang.

Untuk mengetahui bakal calon (Balon) kepala daerah, maka ketergantungan khalayak terhadap
media massa begitu tinggi, tidak hanya televisi saja sebagai media yang ampuh, namun media cetak
harian pun laris manis menjadi santapan berita yang menarik untuk dibaca setiap hari.

Penelitian ini mengambil titik fokus pada persoalan bagaimana pemilih dari kelompok masyarakat
yang berbeda-beda memahami dan menafsirkan berita-berita kampanye di media cetak harian
melalui periode pilkada 2013. Hasil penelitian ini akan diharapkan menjadi pengetahuan ilmiah yang
bersifat awal yang dapat dikonfirmasi atau diintegrasikan ke dalam penelitian lain demi kesimpulan-
kesimpulan yang lebih valid.

Adapun permasalahan yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini adalah, peneliti ingin melihat:

1. Bagaimana isu dan persoalan yang banyak dibicarakan di media massa cetak lokal dan nasional
tentang persepsi Pemilih terhadap Berita Kampanye.
2. Bagaimana Persepsi terhadap Pemberitaan Kampanye di media massa cetak lokal dan nasional.

3. Bagaimana Persepsi Pemilih terhadap Pengaruh Pemberitaan Pemberitaan Kampanye di media
massa cetak lokal dan nasional.
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KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai media massa terkait dengan politik sudah sejak lama menarik perhatian banyak
kalangan ilmuwan dari berbagai disiplin , seperti politik, sosiologi, antropologi dan komunikasi.
Hal ini dikarenakan informasi dan komunikasi merupakan hal yang bersifat sentral dan politik, dan
media massa merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi politik. Laswell menyatakan
bahwa politik bukan hanya merupakan persoalan who gets what, when and how (siapa, memperoleh
apa, kapan, dan bagaimana), melainkan juga who says what ini which channel to whom with what
effect (siapa menyatakan apa melalui saluran mana, kepada siapa, dengan pengaruh apa) (Thomas
R.Dye dan Harmon Zeigler. 1986).

Dengan bertolak dari pandangan diatas, bahwa proses politik dapat diasosiasikan dengan komunikasi
massa, dan karenanya juga dapat dikaitkan dengan media massa tampak sangat berperan ketika
proses pilkada berlangsung, terutama selama periode kampanye. Oleh karena itu peran media massa
selama periode pilkada sebenarnya bersifat kompleks. Bagi banyak orang, media massa, mungkin
dengan memberikan informasi-informasi penting kepada khalayak atau publik maka kemudian akan
tumbuh pengetahuan-pengetahuan tentang politik, pendapat, sikap dan penilaian-penilaian. Dalam
hal ini Martin mengemukakan penegasan bahwa media massa do not cover the campagin; they are
compaign (Martin Harrop. 1987).

Penelitian ini mengambil fokus pada persoalan persepsi pemilih terhadap berita kampanye di media
cetak. Konsep pokok dari penelitian ini adalah persepsi. Persepsi merupakan proses psikologis
dalam penerimaan dan pemaknaan pesan. Dalam konteks komunikasi masssa, persepsi menentukan
pemahaman khalayak terhadap pesan-pesan media massa, termasuk berita-berita kampanye yang
dimuat di media cetak. Pemahaman ini pada gilirannya dapat mempengaruhi keyakinan-keyakinan
pendapat, dan sikap.

Persepsi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk menginterpretasikan data
sensoris. Data sensoris sampai pada penikmat media massa melalui lima indera dalam tubuh manusia
normal , yaitu indera pendengaran, indera penciuman, indera penglihatan, indera perasa, dan indera
peraba. Ada dua jenis pengaruh dalam persepsi yaitu pengaruh structural dan pengaruh fungsional.
Pengaruh struktural pada persepsi berasal dari aspek-aspek fisik rangsangan yang terpapar pada
penikmat media massa. Pemberitaan media massa, baik ataupun buruk, akan tersampaikan kepada
masyarakat penikmat media massa sebagai sebuah pesan yang diterima oleh otak. Pesan inilah
yang kemudian menjadi persepsi. Pengaruh fungsional merupakan faktor-faktor psikologis yang
mempengaruhi persepsi, dan karena itu membawa pula subyektivitas kedalam proses penilaian
(Severin dan tankard Jr. 1988).

Sementara itu, teori Dependensi yang dikembangkan Melvin L. DeFleur dan Sandra Ball-
Rokeach (1976) memfokuskan teorinya pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur
kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Teori ini pada dasarnya merupakan suatu
pendekatan struktur sosial yang berangkat dari gagasan mengenai sifat suatu masyarakat, di mana
media massa dapat dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses
pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok atau individu dalam
aktivitas sosial. Pemikiran terpenting dari teori ini adalah bahwa dalam masyarakat modern, audience
menjadi tergantung pada media massa sebagai sumber informasi bagi pengetahuan, tentang dan
oreintasi kepada, apa yang terjadi dalam masyarakatnya.
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Salah satu media yang sering digunakan dalam membentuk persepsi realitas sebagaimana disebutkan
di atas adalah surat kabar. Surat kabar telah lama dipergunakan untuk penyebaran informasi. Sejalan
dengan berjalannya waktu, surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi saja, tetapi
banyak fungsi yang dapat diberikan oleh surat kabar. Suwardi (1993) menjelaskan bahwa fungsi-
fungsi dari surat kabar adalah sebagai fungsi menyiarkan informasi. Berbagai informasi dengan cepat
dan akurat dapat disampaikan oleh surat kabar. Pembaca menjadi pembeli ataupun berlangganan
surat kabar karena ingin mengetahui informasi apa yang terjadi di berbagai tempat di dunia.

Kendatipun peran media massa dalam pilkada bersifat kompleks, terutama selama periode kampanye,
namun bukan tidak mungkin kita meninjau kajian-kajian yang sudah ada mengenai hal ini. Ralph
Negrine mengamati peran media massa dalam kampanye pada dasarnya dapat dibedakan menjadi
dua jenis: (a) apa yang dilakukan media massa (termasuk pemberitaan, talkshow dan iklan) dapat
mempengaruhi perilaku dan pilihan khalayak, dan (b) kerja para jurnalis (misalnya membanjiri
khalayak dengan liputan mengenai hiruk-pikuk kampanye) dapat memberikan dampak pada sifat
dari kampanye yang berlangsung, seperti perjuangan politik (political struggle) serta debat politik.

Berikut alur pikir Persepsi Pemilih terhadap berita kampanye Pilkada Pada tahun 2013:

Peristiwa:PILKADA Kota Padang
Penyelenggaraan Kampanye

Media Massa Cetak Lokal -
(Padek,Singgalang dan Haluan) \

Analisis Persepsi Masyarakat terhadap
Pemberitaan kampanye

Analisis Berita Koran

Persepsi Masyarakat terhadap
Pemberitaan di Koran dan televisi
(Isu dan masalah Kampanye di Kota
Padang)

Penelitian ini lebih dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana khalayak,
dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan kelompok sosial yang ada, mempersepsi (memahami
dan menafsirkan) pesan-pesan media, khususnya pemberitaan media cetak harian mengenai
kampanye pilkada 2013. Karena tujuan demikian maka jenis penelitian kualitatif dengan metode
focus group discussion dapat diyakini sesuai untuk penelitian ini. Metode focus group discussion
sering disebut focus group interview pada dasarnya merupakan metode ilmiah kualitatif bersifat
class procedure dengan kehadiran seorang moderator yang memfasilitasi jalannya diskusi atau
interview (Watt dan Van den Berg. 1995).

Penelitian ini melibatkan empat kelompok khalayak, yakni kalangan pekerja (empat orang
partisipan) pegawai negeri (lima orang), mahasiswa (empat orang) dan akdemisi (lima orang).
Kalangan pekerja yang menjadi partisipan dalam penelitian ini terdiri dari kalangan kelas bawah
secara sosial dan ekonomi, muda usia. Partisipan pegawai negeri pada umumnya berusia dewasa
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dan mereka lebih mendukung golongan karya, sedangkan mahasiswa adalah kalangan muda dengan
status sosial ekonomi lebih mapan, dana pada umumnya tidak memiliki ikatan dengan partai politik
manapun. Begitu pula kalangan akademisi, mereka adalah orang-orang dewasa dengan kemampuan
penalaran tinggi dan status ekonomi-sosial yang mapan.

Keempat kelompok partisipan ini diundang pada waktu dan tempat yang berbeda, dan seorang
moderator dihadirkan untuk kepentingan ini. Fokus grup dilakukan saat menjelang akhir kampanye,
yakni tanggal 28 Oktober 2013. Periode kampanye berlangsung mulai tanggal 7 sampai dengan
28 Oktober 2013. Sementara itu pemberian suara (pencoblosan) dilaksanakan 30 Oktober 2013.
Sebelum diskusi dimulai, kepada masing-masing kelompok partisipan disajikan gambar serta berita
kampanye full dari beberapa harian cetak yang telah dirandom sebelumnya. Berita dan gambar
kampanye tersebut diambil dari Harian Lokal Sumatera Barat yakni harian pagi Padang Ekspress,
Haluan, dan Singgalang, yang kesemuanya diterbitkan pada tanggal yang sama, yakni 7 sampai 28
Oktober 2013. Gambar dan berita yang disajikan tersebut berisi tiga item, yakni pertama jalannya
kampanye di Padang yang diberitakan bahwa terjadi adu mulut antara pendukung Golkar dan PKS
yang terjadi saat kampanye di beberapa daerah di Padang dan beredarnya sms gelap yang berisi
adu-domba dan provokasi antara masing-masing pendukung calon walikota yang mengikuti pilkada
Kota Padang periode 2014-2018. /tem kedua laporan berita dari koresponden Padang Ekspress yang
berada di Lubuk Buaya mengenai kerusuhan saat kampanye calon walikota nomor urut 1. Item
pemberitaan ketiga, berisi laporan kampanye Demokrat yang berlangsung tertib di Kota Padang.

Setelah melihat berita dan gambar tersebut, partisipan dipersilahkan mendiskusikan masalah-
masalah kampanye dan pilkada selama 20 menit, dan setelah itu baru interview dilakukan. Interview
guide dipersiapkan untuk kepentingan ini dan hanya jawaban partisipan atas pertanyaan-pertanyaan
peneliti yang direkam dengan menggunakan mp4 (sejenis recorder digital mini).

Kelompok partisipan dalam Penelitian yang menjadi Sampel : buruh, pegawai negeri, mahasiswa,
akademisi.

PEMBAHASAN

ISU ATAU PERSOALAN YANG PALING SERING
DIDISKUSIKAN

Persoalan yang paling banyak di diskusikan oleh partisipan dari semua kelompok adalah konvoi,
yakni model kampanye dengan pengerahan atau arak-arakan masa yang biasanya menggunakan
sepeda motor dan mobil, kendati demikian kelompok yang berbeda cendrung memiliki pandagan
yang berbeda pula mengenai konvoi.

Konvoi biasanya terkait penyelenggaraan kampanye rapat umum di lapangan atau alun-alun
kota. Sejak pagi hingga sore hari dijadwalkan para pendukung partai politik melakukan konvoi
berkeliling kota sambil meneriakkan yel-yel dan memberikan isyarat untuk meminta dukungan.
Untuk itu dilapangan atau di alun-alun tempat diselenggarakannta rapat umum, biasanya dibangun
sebuah panggung untuk penyampaian pidato politik para kandidat serta hiburan musik gratis dengan
mendatangkan artis-artis papan atas.
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa partisipan dalam semua kelompok pemilih mendiskusikan
konvoi. Kendati demikian, tampak ada kecendrungan perbedaan pandangan mengenai konvoi
ini di antara partisipan dari kelompok yang berbeda. Bagi kalangan pekerja, konvoi adalah suatu
keharusan dalam kampanye. Sementara itu dari kalangan mahasiswa, tidak semua setuju dengan
penggunaan konvoi sebagai model kampanye. Ketidak sepakatan mereka mengenai konvoi dapat
dimaknai sebagai refleksi dari kompleksitas cara mereka berpikir mengenai kampanye.

Sementara itu dari kalangan pegawai negeri cendrung tidak dapat menerima konvoi sebagai model
kampanye. Pada umumnya mereka selalu mengaitkan konvoi dengan bentrok fisik seperti yang
terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Menariknya partisipan dari kalangan pegawai negeri adalah
orang-orang dengan status ekonomi mapan. Mereka memiliki penghasilan lebih tinggi, pendidikan
yang lebih baik, serta menikmati tempat tinggal yang lebih layak dibanding dengan kelompok
partisipan pekerja. Karena pegawai negeri memiliki Ikatan Organisasi dalam Korp Pegawai Repuplik
Indonesia (KORPRI) maka sejak awal kelompok ini lebih berafiliasi dengan GOLKAR dan masih
memiliki kesan yang bagus dan kuat tentang GOLKAR.

Lain halnya dengan partisipan kelompok akademisi, lebih mendiskusikan agen provakator. Mereka
beranggapan bahwa semua kerusuhan diyakini disebabkan oleh adanya provaktor. Istilah provakator
menurut kelompok ini diartikan sebagai konsekuensi dan ketidakmampuan pemerintah menangkap
dalang kerusuhan sebenarnya.

PERSEPSI TERHADAP PEMBERITAAN KAMPANYE

Berkenaan dengan persepsi terhadap pemberitaan dimedia cetak mengenai kampanye maka
partisipan diminta untuk mengemukakan padangan-pandangannya mengenai hal tersebut. Jawaban
yang ada menunjukkan kecendrungan bahwa kelompok yang berbeda-beda memiliki persepsi yang
berbeda-beda pula mengenai pemberitaan kampanye pilkada, dengan kata lain perbedaan latar
belakang sosio-kultural pemilih mempengaruhi persepsi mereka terhadap pemberitaan kampanye.

Hasil analisis menunjukkan bahwa bagi kalangan pekerja pemberitaan mengenai kampanye
partai politik dapat memberikan informasi dan hiburan, karena mereka menyenangi sesuatu yang
bersifat keramaian. Kalangan pegawai negeri memiliki persepsi yang berbeda, mereka menanggap
pemberitaan kampanye lebih menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan tersendiri. Sementara itu
kalangan mahasiswa, menyatakan pemberitaan kampanye di media cetak dapat meningkatkan
pengetahuan tentang politik dikalangan pemilih.partisipan dari kalangan akademisi pada umumnya
memiliki persepsi yang lebih kompleks dan lebih kritis mengenai pemberitaan kampanye melalui
media massa. Sebagian mereka ada yang mengangkat persoalan bias reporting.

PENGARUH PEMBERITAAN KAMPANYE

Dalam hal ini semua kelompok partisipan diminta untuk mengemukakan secara terpisah ada atau
tidaknya pengaruh (effect) kampanye, terutama dalam kaitan keputusan memilih. Dari jawaban yang
masuk diperoleh kesan bahwa laporan kampanye tidak mempengaruhi keputusan pemilihan. Namun
dalam hal ini terlihat pula perbedaan-perbedaan dalam meliha pengaruh pemberitaan kampanye
melalui media cetak harian.

Kalangan pekerja lebih melihat pengaruh pemberitaan di media massa cetak dalam hal peningkatan
pengetahuan tentang politik, tertuma terkait dengan pilkada, namun tidak mempengaruhi keputusan
memilih. Partisipan dari kalangan pegawai negeri memiliki pandagan yang sama dengan kalangan
pekerja mengenai pengaruh pemberitaan kampanye melalui media cetak.
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Sementara itu kalangan mahasiswa dan akademisi memiliki pandagan yang sangat mirip mengenai

pemberitaan kampanye di koran. Pada umumnya mereka melihat tiga pengaruh penting dalam

pemberitaan kampanye di media cetak, yakni peningkatan pengetahuan, mengartikan pendapat

umum dan mempengaruhi agenda publik.

Berikut tabel yang rangkuman hasil pembahasan secara valid dari hasil wawancara dengan partisipan

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 1:Persoalan Yang Banyak Dibicarakan

No Kelompok Partisipan Persoalan Yang dibicarakan
1. Pekerja (Buruh) = Arak-arakan (Konvoi)
= Konvoi
2. Pegawai Negeri =  Konflik Antar Pendukung partai Politik yang
Bertikai
. = Konvoi
3. Mabhasiswa «  Provakator
= Konvoi
4. Dosen = Provakator
=  Pers bawah Tanah
Tabel 2:Persepsi Terhadap Pemberitaan Kampanye
No Kelompok Partisipan Persoalan Yang dibicarakan
. Berita-berita tentang kampanye selama ini dapat
L Pekerja (Buruh) memberikan informasi dan dapat menghibur
) Pecawai Negeri Berita-berita ~ kampanye  dapat  menimbulkan
' £ & kekhawatiran dan ketakutan dikalangan PNS
. Berita-berita kampanye selama ini dapat meningkatkan
3 Mahasiswa pengetahuan khalayak tentang politik.
4 Dosen Berlta.—berlta kampanye lebih mengarah pada bias
reporting.
Tabel 3:Persepsi Terhadap Pengaruh Pemberitaan
No Kelompok Partisipan Pandangan Tentang Pengaruh Pemberitaan
Memberikan pengetahuan dan informasi tentang
1. Pekerja (Buruh) politik, tetapi tidak memberikan pengaruh terhadap
keputusan pemilih.
5 Pegawai Negeri Memberikan p?n.geta}hual'l' tentang politik dan
mendorong partsisipasi politik.
=  Memberikan pengetahuan tentang politik
terkait dengan pilkada. Mempengaruhi
. khalayak untuk berpatisipasi dalam pilkada.
3 Mahasiswa = Mengartikulasikan pendapat umum.
=  Mempengaruhi  agenda  perbincangan
khalayak.
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=  Memberikan pengetahuan tentang politik
terkait dengan pilkada. Mempengaruhi
khalayak untuk berpatisipasi dalam pilkada.

=  Mengartikulasikan pendapat umum.

= Mempengaruhi  agenda  perbincangan
khalayak.

4, Dosen

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pemilih dari kelompok sosial yang berbeda-beda cendrung
memiliki persepsi yang berbeda-beda pula terhadap pemberitaan kampanye melalui media massa
cetak. Dapat dikatakan bahwa konteks pilkada 2013, pemilih cendrung mempersepsi pemberitaan
kampanye, berdasarkan latar belakang sosial dan psikologis mereka. Dalam hal ini kalangan
pekerja, mereka yang notabene kalangan pemuda, relatif termarjinalkan secara ekonomi dan sosial
terutama dalam pendidikan dan berpenghasilan rendah yang karena nya menginginkan perubahan
dalam pilkada. Bagi mereka pemberitaan kampanye di media massa, tidak mempengaruhi
keputusan mereka untuk memilih, dan pemberitaan kampanye merupakan peningkatan pengetahuan
dan hiburan.Mereka juga sangat menyenangi arak-arakan dan konvoi, sebab hal itu lebih menjadi
perhatian penting sepanjang kampanye pilkada setiap lima tahun sekali digelar.

Sementara itu dari pemilih pegawai negeri, pemberitaan kampanye di media massa lebih menimbulkan
kekhawatiran dan ketakutan karena pemberitaan selalu menulis bentrok fisik dan kerusuhan antar
pendukung partai yang dapat memprovakasai timbulnya hal serupa di daerah-daerah di Indonesia.
Mereka pada dasarnya adalah pemilih dengan status ekonomi dan sosial mapan yang relatif juga
mengingkan perubahan. Mereka tidak menyenangi konvoi, karena menurut mereka dapat menjurus
pada bentrok fisik dan kerusuhan.

Pemilih dari kalangan mahasiwa dan akademisi, cendrung memiliki persepsi yang lebih kompleks
terhadap pemberitaan kampanye melalui televisi. Kelompok ini pada dasarnya merupakan kelompok
yang tingkat pengetahuan politiknya relatif tinggi karena memiliki pemahaman serta interpretasi
yang lebih kompleks, termasuk agenda setting dan bias reporting yang disebut-sebut oleh kedua
kelompok pemilih ini.

120 Seminar Besar Nasional Komunikasi



Komunikasi @2014

DAFTAR PUSTAKA

Dye, Thomas.R.dan Harmon Zeigler, 1986. American politics in the Media Age.Brooks/Cole
Publishing Company: Monterey, Californea

Lasswell, Harold D, 1970. Power and Society, New Haven, Yale University Press. 1971. A Review
of the Policy Sciences. New York: Elsevier. Latunreng

Littlejohn, Stephen& Foss, A,Karen, 2009, Teori Komunikasi, Salemba Humanika, Jakarta
Mulyana, Deddy dan Solatun, 2007, Metode Penelitian Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya:
Bandung.

McQuail, Denis. (1987). Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengandar. Edisi Kedua. Jakarta.
Erlangga.

McCombs, Maxwell E.(1981). The Agenda Setting Approach, dalam Dan D Nimmo dan, Keith R.
Sander (eds). Handbook Of Polotical Communication. Beverly Hills: Sage Publication.

Pawito. (2001). Voters, Perception Of Television Campaign Reporting, dalam berita IPTEK No.1,
Tahun ke 42, 2001-LIPI Jakarta.

2001. Media massa dan Pengembangan Demokrasi di Indonesia di Sekitar Periode Pemilu 1999.
Dalam Jurnal Penelitian Pers dan Pendapat UmumVol 5 No 1. 2001.

Saverin, Werner J. & Saverin Tankard Jr. (1988). Communication THEORIES: Origin, Methods, Uses
2" ed New York: Longman.

Severin, Werner J., James W. Tankard Jr.. 2005. Teori Komunikasi : Sejarah, Metode, & Terapan Di
Dalam Media Massa, Edisi kelima. Jakarta : Prenada Media

Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.

Suwardi. (1993) Media Massa Cetak: Surat Kabar Sebuah Realita. Jakarta:Sinar Agung.

Watt, James H.dan Sjef A. Van den Berg. (1995). Research Methods For Mass Communication
Science. Boston: allyn and Bacon.

White, Louise G. Robert P. Clark. (1990). Political Analysis Tehnique and Practice 2" .ed. Pacifik
Grove, CA: Brooks Cole Publishing Company.

Harian Padang Ekspress, Edisi 7 — 28 Oktober 2013.

Harian Singgalang, Edisi 7 — 28 Oktober 2013.

Harian Haluan, Edisi 7 — 28 Oktober 2013.

Seminar Besar Nasional Komunikasi 121



Komunikasi @2014

BIODATA PENULIS

Dr. Asmawi, MS lahir di Kota Pasaman pada tanggal 06 Juli 1953. S1 pada Fakultas Keguruan
IKIP Bandung. Sementara S2 dan S3 pada Universitas IPB. Saat ini peneliti merupakan dosen tetap
dari Universitas Andalas pada Jurusan [lmu Komunikasi Fisip serta memilki jabatan sebagai Ketua
Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas Padang periode 2013-2017.

Yuliandre Darwis Ph.D.lahir di Kota Jakarta pada tanggal 21 Juli 1980. S1 pada Fakultas [lmu
Komunikasi Jurusan Jurnalistik Universitas Padjadjaran Bandung dan S2 serta S3 pada Fakultas
Komunikasi Kajian Media UiTM. Saat ini peneliti merupakan dosen tetap dari Universitas Andalas
pada Jurusan [lmu Komunikasi Fisip.

Elva Ronaning Roem, M.Si. lahir di Kota Pekan Baru pada tanggal 30 Maret 1980. S1 pada
Fakultas I[lmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik Universitas Islam Bandung dan S2 pada Fakultas
Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini peneliti
merupakan dosen tetap dari Universitas Andalas pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip.

122 Seminar Besar Nasional Komunikasi



Komunikasi @2014

STRATEGI KOMUNIKASI TANGSEL POS DAN
CALON LEGESTATIF
DALAM MENGKONSTRUKSI ISU KRUSIAL

Armawati Arbi
Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan [lmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, armaarbi@
gmail.com

ABSTRAK

Partai-partai memilih dan menetapkan merek dari jualan mereka kepada calon pemilihnya dalam
menetapkan isu krusialnya masing-masing. Calon legislatif (Caleg) pusat dan caleg daerah apakah
mereka memiliki visi dan misi yang senada dalam penetapan isu krusial utama partainya. Sedangkan
caleg daerah memilih isu krusial di wilayah pemilihannya. Kenyataannya, sebagian mereka memilih
isu krusial yang memiliki abstraksi yang tinggi, seperti kata transparansi dan terlalu umum, seperti
kata bekerja untuk rakyat.

Wartawan dan calon dewan bersama membingkai dan menetapkan dua kata saja, isu krusial yang
tepat sebagai strategi signing. Kata atau foto diletakkan pada di halaman pertama atau halaman
empat, besar atau kecilnya sebagai strategi priming. Calon dewan bersama wartawan mengangkat
fakta di dunia pekerjaannya atau kondisi fakta masalah-masalah di wilayah daerah pemilihannya
sebagai strategi framing. Bagaimana kedua pihak membingkai realitas sosial atas Isu Krusial?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut diterapkan pendekatan kualitatif dan paradigma Konstruktivis.
Analisis framing terhadap teks Pemberitaan Caleg-Caleg di Tangsel Pos. Metode ini mengamati
pemberitaan caleg-caleg di Tangerang Pos/ Tangsel Pos dan unit of observation nya adalah rubrik
Kontestan (halaman 4). Isu krusial tersebut ditemukan pada penelitian ini adalah beragam. Isu

krusial tersebut sesuai dengan kondisi setiap Dapil dan latar belakang caleg tersebut.

Kata Kunci: Isu Krusial, Strategi Komunikasi
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PENDAHULUAN

Wartawan dan calon dewan bersama membingkai dan menetapkan beberapa kata dari topik isu
krusial, isu krusial yang tepat sebagai strategi signing. Kata atau foto diletakkan pada di halaman
pertama atau halaman empat, besar atau kecilnya sebagai strategi priming. Calon dewan bersama
wartawan mengangkat kondisi fakta masalah-masalah di wilayah daerah pemilihannya sebagai
strategi framing. Bagaimana kedua belah pihak membingkai realitas sosial atas isu Krusial?

Pada penelitian ini akan ditemukan peta isu krusial dari caleg-caleg di Tangsel. Isu krusial menjadi
perhatian caleg atau perhatian masyarakat. Isu krusial perlu dibingkai agar mudah diingat oleh calon
pemilih.

Wilayah daerah pemilihan Dapil 1 (Serpong dan Setu) disebut Dapil neraka. Beberapa tokoh politik
dan masyarakat memperebutkan kuota delapan kursi di dapil ini. (Tangsel Pos, Jumat, 6 September
2013, p.4). Dapil 6 kecamatan Pamulang disebut Dapil Seksi. Zaki Mubarok menjelaskan bahwa
Pamulang akan menjadi wilayah Basah, ke depannya menjadi daya tarik investor. Ada rencana
Pamulang masih dalam wacana menjadi Pusat Pemerintahan Kota/ PUSPEMKOT. Zaki yakin
dapil seksi ini menjadi rebutan 120 caleg untuk memperebutkan kuota 12 kursi DPRD Tangsel.
(Tangsel Pos, Jumat, 30 Agustus 2013, p.4). Dengan kondisi demikian, caleg dapil 1 dan 6 harus
jelas pesannya, apa yang mereka perjuangkan atau apa merek dan fakta produk kerja nyatanya yang
caleg-caleg mereka akan jual atau fakta sosial, dan realitas sosial yang akan dikonstruksikan? DPC
PKB, Ade Indra Wijaya menyebut wilayah Pondok Aren (11 kursi) dan Pamulang (12 kursi) sebagai
Dapil gemuk. Wilayahnya disebut Dapil 3 dan 6 yang gemuk.

KERANGKA TEORI

Kampanye saat ini makin berpusat pada kandidat, bahkan di negara-negara yang menganut system
pemilihan daftar partai, bukan daftar orang. Mughan (2000) menyebutkan hal ini sebagai fenomena
Presidensialisasi kampanye di negara-negara yang menganut system pemerintah parlementer
seperti Inggris, yaitu berpindahnya kampanye yang berbasis partai (party-based campaigning) ke
perlombaan kepribadian di media (media-based personality contest).

Sorensen (2003: p.15-16) menganggap bahwa gaya kampanye Amerika ditiru dan diadopsi tanpa
mempertimbangkan konteks-konteks nasional negaranya. Plasser (2000, p. 35-37) menjelaskan ini
terjadi proses difusi budaya karena 5 pintunya adalah konsultan politik impor, seminar, bantuan,
kunjungan ke AS, organisasi professional, dan program-program akademik. Adapun Gilboa dan
Katz (1999: p. 11) mengatakan bahwa menjual calon dan gagasannya sama dengan menjual jasa
atau produk.

Robert Baukus dalam Combs (1993) membagi iklan politik atas empat macam, yakni iklan
Serangan, Iklan argument, iklan ID, dan iklan resolusi. Pertama, iklan serangan memojokkan lawan.
Kedua, iklan argumen memperlihatkan kemampuan kandidat dalam mengatasi masalah-masalah
yang mereka hadapi. Ketiga, iklan ID memberi pemahaman mengenai siapa sang kandidat kepada
para pemilih. Ke empat, iklan resolusi, para kandidat menyimpulkan pemikiran mereka untuk para
pemilih.
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Ibnu Hamad (2011, p. 35) membahas cara mengonstruksi realitas melalui strategi komunikasi
dalam membangun suatu wacana; yakni strategi Signing dalam memilih kata, strategi framing
dalam mengangkat fakta, dan strategi priming dalam meletakkan pemikiran kita ke dalam lead
melalui media atau non-media, seperti di Baligo. Caleg harus memilih ke tiga hal tersebut dalam
membingkai dirinya di rubrik Konfestan di Tangsel pos. Juga menggunakan media lain, seperti
baligo, kartu nama, atau di poster.

METODE PENELITIAN

Pawito (2009, p. 166) menjelaskan kajian mengenai media massa dalam konteks kampanye a).
dampak media terhadap strategi dan jalannya kampanye, b) pengaruh media terhadap pemilih, c)
Iklan kampanye, d) reportase kampanye, dan isu-isu berkaitan dengan teori demokrasi.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan paradigma Konstruktivis. Analisis framing
terhadap teks Pemberitaan Caleg-Caleg di Tangsel Pos. Metode ini mengamati pemberitaan caleg-
caleg di Tangerang Pos, Tangsel Pos dan unit of observation nya adalah rubrik Kontestan (halaman
4). Sampel Sampel surat kabar diambil dari bulan Mei- 16 Oktober 2013 ditemukan 6 caleg PPP, 2
Golkar, 5 PDIP, 4 PAN, 8 PKS, 1 PKB, 7 Hanura, 1 Gerinda, 4 PKPI, 3 Demokrat, 8 Nasdem, dan
4 caleg Independen mempromosikan isu krusialnya. Sedangkan caleg Tangsel secara keseluruhan
Daftar Caleg belum tetap, yakni terdiri dari 51 PPP, 51 PDIP, 50 Golkar, 48 PAN, 41 PKB, 51
Hanura, 47 PKPI, 51 Nasdem, 44 PKS, 50 Demokrat, 49 Gerinda, dan 42 Bulan Bintang (Daftar
Caleg di Tangsel Pos, Jumat, tanggal 23 Agustus 2013 dan Senin, 26 Agustus 2013). Jadi diambil
dari bulan Mei- 21 Oktober 2013 sebanyak 6,2,5,4,8,1,7,1,4,3,7, dan 4 independen= 48 caleg. Caleg
secara keseluruhan berjumlah 50,50,51, 48, 44, 41, 51, 49, 47, 50, dan 51= 532 caleg di Tangsel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Calon Legislatif dan Tangsel Pos Mengontruksi Isu Krusial

Denver (1992: 414) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kampanye

meliputi:

a). semakin bertambahnya jumlah pemilih, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, b).
semakin beragam dan meluasnya media massa,

c). pergantian atau perubahan peraturan perundangan yang mengatur pemilihan dan kampanye
pemilihan,

d). pesatnya perkembangan televisi,

e). penggunaan polling pendapat umum,

f). pesatnya perkembangan teknologi computer yang kini nyaris tak terpisahkan dengan internet,
dan

g). semakin mahalnya biaya kampanye.

Penggunaan media bervariasi, seperti Harun.center2014@yahoo.co.id, HRZcenter, dan www.

HRZCENTER.COM, SMS, dan konsultasi 021.83844432. Namun sayang isu krusial tidak
dibingkai dengan kekuatan bahasa, kekuatan fakta, dan kekuatan peletakkannya.
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Tabel 1. Strategi Komunikasi Caleg Tangsel dalam Mengonstruksi Realitas Sosial atas Isu Krusial

Wllay a h Kekuatan Kata sebagai strategi Kekuatan Fakta sebagai Kekuatan Tatg
Pemilihan Sionin strateei Framin Letak sebagai
Caleg gring & g Priming
Nasdem lebih
Pelayanan RSUD (PDIP), Pendd banyak tampil
Layak, money politic no, blusukan . di berbagai
DPRRI yes. Dan amankan aset daerah Fakta masalah nasional halaman( Wawan
(Nasdem) Iriawan dan
Taslim)
Fakta masalah Banten, | Buktikan
. . apa yg dimajukan? kemajuannya?
DPRD Maju Tangsel(golkar), kerja (Golkar), mau kerja Kerjanya? Dana
utk rakyat (PAN), Dana .
Banten . apa?(PAN), PKS yg dikawal?
dikawal(PKS), .
sekarang mengawal Laporkan di
dana? Tangsel pos.
Sosialisasi Obat gratis/RSUD
(golkar), jaringan massa dan
DPRD peduli kaki lima (PDIP),
Musrembang dan pejuang politisi | Fakta masalah Tangsel | h.4 saja
Tangsel
Perempuan (Hanura), Pengelolaan
Sampah (Gerinda), cegahTeror,
UU utk rakyat, kerja nyata (PKPI)
SMA gratis, kontrol kes anak (P3),
Dapil 1 kampung bisnis (PKS), Awasi Isu Krusial Serpong? h. 4 saja
SKPD (Hanura),
Ternak Lele (PAN), SDM tepat .
Dapil 2 (PKS), honor Pegawai desa Isu krusial Serpong h.4 saja
Utara?
(Hanura)
Ekonomi rakyat (PDIP), aktif
pemuda (PAN), ketahanan
. keluarga, daur ulang sampah Isu krusial Pondok .
Dapil 3 (PKS), ikon ukiran kayu Aren? h4 saja
(Demokrat), CSR dan Banjir di
Mahaka (Nasdem)
. Pend kes (P3), C o .
Dapil 4 kewiraswastaan(Demokrat) Isu krusial Ciputat? h.4 saja
Musrembang(PDIP), Isu krusial Ciputat
transparan(PAN), Proaktif masy Timur?
Dabil 5 dan dakwah(PKS), SDM Pemuda | Musrembang betul h4 saia
p dan Polres Ciputat timur (Hanura), | penting apakah PDIP o
Pencerdasan politik Perempuan sudah mengawalnya
dan fungsi dewan (Nasdem), 2013?
Tagih Janji, awasi proyek jalan ;S;mklﬂl;rllalqdl
(P3), manaj. RSUD (PKS), ymuiang:
1 . Dialog apa Hanura?
subsidi ustad (PKB), Dialog Usune tombak apa
Dapil 6 (Hanura), ujung tombak (PKIP), Jung P h.4 saja
.. PKIP? Kenapa
optimis menang(Demokrat), Tata . .
. . optimis? Apa yg dijual-
ruang (Nasdem), Basic santri .
(PKB) belikan Demokrat?
Santri mau apa PKB?
Strategi Umumnya kata Caleg, panjang . 10 Tata letak kata
komunikasi | (Peta Isu krusial Caleg Tangsel) Fakta wilayah Dapil’ dan fotonya
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Kata-kata di atas disingkat oleh penulis. Sebagian besar caleg sudah mengangkat fakta di wilayah
Dapilnya, namun masih ada caleg belum menggali masalah di wilayah Dapilnya, alasan mereka
(caleg PKIP dan PKB) adalah tidak mau mengumbar janji-janji. Caleg lupa memperhatikan cost
and rewardnya (Taylor, 1974) pada komunikasi politik antara wakil rakyat dan pemilihnya.

BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF PPP
MELALUI TANGSEL POS

Enam Caleg dari 50 caleg PPP di Tangsel menetapkan isu krusial, mengenai SMA gratis, tagih
Janjinya, pendidikan, kesehatan, persatuan janda, awasi proyek jalan, dan kontrol kesehatan anak.
Isu-isu tersebut perlu dibingkai, seperti Awas-Pro bagi Ahmad, Kon KesA bagi Dina.

Ketua DPC PPP kurang bekerjasama dengan media dalam membingkai pemberitaannya, hanya
memasang foto yang besar, empat pengurus yang mengarahkan calegnya. Namun visi, misi, dan isu
krusialnya tidak disampaikan dalam pemberitaan Koran Tangsel dan pada rubric Kontestan (Tangsel
Pos, Senin, 19 Agustus 2013, p.4). Sebenarnya, mereka pasti memiliki isu krusial nasional dan
lokal, seperti Tangsel Bersatu dari ketua DPC PPP Kota Tangsel. Berdasarkan, pengumuman KPU
memberitakan Caleg PPP di Tangsel Pos/Tangerang Pos yang berjumlah 50 caleg pada dapil 1-6.
Firdaus dari Setu mengangkat fakta kondisi Setu yang membutuhkan SMA gratis. Sedangkan Dina
Ayu melihat kondisi kesehatan anak di Serpong sebagai strategi framingnya. la akan bekerjasama
dengan IBI Ikatan Bidan Indonesia untuk mengontrol kesehatan anak. Nana Suryana tidak ada
kata kuncinya. Tagih janjinya adalah kesimpulan dari penulis. Nana bekerja pada Dapil seksi akan
menghadapi warganya yang kritis.

BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF
GOLKAR MELALUI TANGSEL POS

Dugaan korupsi Dinasti Atut akan mempengaruhi caleg dari keluarganya dan caleg lainnya. Apalagi
KPK bisa membuktikannya, pemenang proyek selalu perusahan yang sama, banyak anggota
DPRD di Banten kurang menjalankan fungsi pengawasannya. Masa depan politik Airinpun akan
terpengaruh. (Tangsel Pos, Senin, 19 Agustus 2013, p.1 dan 7).

Kontestan Golkar berani menampilkan diri di Koran Tangsel adalah Yulianti Boy dan Harun. Yuli
masih percaya diri dan berani mengkritik RSUD yang kurang sosialisasi dan sosialisasi obat gratis
sebagai fakta sosial. Sedangkan Harun kurang mengangkat fakta sosial, hanya bicara orang Tangsel
asli, mau jual apa? Sikap etnosentrisme Harun apakah laku dijual? Isu krusial dari caleg Golkar
mengenai obat gratis di RSUD dan memajukan Tangsel. (terlalu umum). Namun. Harun menulis di
baligonya Bangkit dan maju bersama. Harun tidak jelas, apa kontrak sosialnya,apa yang akan ia
maju dan bangkitkan.

BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF PDIP
MELALUI TANGSEL POS

Isu krusial diungkap 5 caleg dari 51 caleg PDIP membahas jaringan massa, realisasi Musrembang,
ekonomi rakyat, RSUD, dan peduli pedagang kecil. Isu-isu ini dijadikan merek jualan caleg yang
disusun ke dalam bahasa yang singkat dan menarik perhatian.

Caleg-caleg di atas pandai mengangkat dan membingkai fakta sosial di wilayah dapilnya, kecuali
Undang Kasi tidak jelas isu krusial yang diusung. Caleg PDIP menjangkau di wilayah dapil seksi,
dapil 6. Namun mereka kurang mampu memilih dua kata, sebagai merek. Undang Kasi kurang
memperhatikan ke tiga strategi komunikasi dalam membangun wacana dalam iklan politiknya,
strategi signing dalam memilih kata, priming dalam menempatkan merek. Dan fakta sosial dari
permasalahan di dapilnya kurang jelas apa yang menjadi isu krusial.
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BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF PAN
MELALUI TANGSEL POS

Isu-isu krusial dari 4 caleg PAN dari 48 caleg PAN mulai mempromosikan iklan politiknya, mengenai
aktifkan kepemudaan, transparan, tambak Lele, dan bekerja untuk rakyat. Nuriyadin berada di
Dapil gemuk, sebaiknya menjual merek yang jelas, seperti Caleg Ngablak/transparan.....Caleg Lele
bagi caleg Mansyur.. caleg Beker..R bagi M. Ali Taher. Kata-kata tersebut menjadi merek/brand bagi
dirinya. Kata-kata tersebut mudah diingat dan menarik perhatian pemilih. Kekuatan kata-kata perlu
diperhatikan, word is power. Caleg PAN sudah sadar memilih fakta sosial, namun mereka belum
mampu mengemas kata-katanya dan meletakkannya di /ead pada rubrik Kontestan. Strategi signing
dan priming belum menjadi perhatian khusus.

BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF PKS
MELALUI TANGSEL POS

Empat puluh empat (44) caleg-caleg PKS berada pada Dapill yang neraka, dapil6 yang seksi, dan
dapil 3 yang gemuk. Mereka dituntut bekerja keras dalam menerapkan strategi komunikasi dalam
memilih fakta sosial sebagai strategi framing, mengemasnya ke dalam dua kata sebagai strategi
signing, meletakkan di pemberitaan di lead dan tease dalam rubric Kontestan atau pemberitaan
lainnya sebagai strategi priming.

Ke delapan caleg di atas menetapkan isu krusial mengenai kampung bisnis, warga proaktif, dana
dikawal, ketahanan keluarga, SDM yang tepat, dakwah, manajemen RSUD, dan daur ulang sampah.
Isu krusial ini belum menggigit mereknya, misalnya Kamp..., Bis bagi Lilis, Kawal..D bagi Ahmad,
Tepat..S dan Tnya bagi Siti, Dakwah K dan S bagi Hasanih, Manaj..Snya bagi Dadang, DAUS...
bagi Eni....Ingat DAUS.(Daur ulang sampah).

BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF PKB
MELALUI TANGSEL POS

Mahmud adalah satu dari 41 caleg PKB, ia sudah mengangkat fakta sosial dari masalah dan nasib
ustad-ustad di pendidikan informal sebagai isu krusial di Dapil Pamulang. Namun ia belum bisa
mengemas ke dalam dua kata, seperti Hidup Ust....Ia tidak meletakkannya di /ead dalam pemberitaan.
PKB memprotes ketua NU Tangsel membiarkan masyarakat yang Golongan Put (Tidak memilih
caleg) diperbolehkan. Isu krusialnya masalah Gol Put. Tangsel Pos, Rabu, 24 Juli 2013, p.4).

BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF
HANURA MELALUI TANGSEL POS

Isu krusial di wilayah dapil, 7 caleg dari 51 caleg Hanura, mercka memperhatikan peduli tenaga
honor, SKPD, membentuk Polres di Ciputat Timur, perempuan pejuang, dialog, Musrembang di
Rempoa, dan SDM pemuda Ciputat Timur. Isu krusial ini perlu dikemas ke dalam dua kata dan
ditempatkan agar menjadi perhatian. Cuntoko mengatakan bahwa isu krusialnya adalah pegawai
kelurahan PNS. Ia menjelaskan bahwa sejak perubahan dari desa ke kelurahan, hanya sekretaris
menjadi PNS, sedangkan lainnya masih honorer dan minim.( Jumat, h. 4). Mispan adalah mantan
pegawai eselon III di Pemerintah Kota Tangsel. Ia mengkritisi dan mengevaluasi pelaksanaan SKPD
yang tidak tepat sasaran karena melanggar ketetapan dalam memberikan ke sub tender ke pihak
ketiga dan sulit meminta pertanggung jawabannya. (Rabu, h. 4).
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Saleh Asnawi sekt DPC Hanura Tangsel mendapat anugerah dari kasus Atut. Hanura berharap
memperoleh 6 kursi agar mendapat meraih pimpinan di DPRD Tangsel. (Tangsel Pos, Hanura
dapat Berkah dari Kasus Atut, Senin, 14 Okt 2013,h. 4). Saleh Asnawi menjadi caleg dapil 1
kecamatan Serpong mengontrol CSR dan menyentuh kebutuhan masyarakat. (Tangsel Pos, CSR
harus Menyentuh Kebutuhan Masyarakat, Jumat, 18 Okt 2013,h. 4)

BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF
GERINDA MELALUI TANGSEL POS

Sofyan berada di wilayah dapil gemuk dari jumlah 49 caleg Gerinda. Isu krusial daur ulang sampah
yang sama dengan caleg PKS dari dapil yang sama. Ia memilih dua kata untuk membedakan dia
dengan ENI PKS, yaitu manaj lo Sam.....bagi Sofyan sedangkan DAUS...bagi Eni....Ingat DAUS.
(Daur ulang sampah).

BINGKAI ISU KRUSIAL CALON LEGISLATIF PKPI
MELALUI TANGSEL POS

su-isu krusial 4 caleg PKPI dari 47 caleg PKPI membingkai isu kerja nyata caleg, cegah teror di
Tangsel, caleg sebagai ujung tombak, UU berpihak rakyat. Isu ini sebaiknya dikemas ke dalam kata
yang singkat dan mudah diingat, seperti Ujung Tom..bagi caleg Samiun.

PKPI lebih suka dan partai pada umumnya membahas strategi kemenangan daripada membahas isu
krusial partainya, namun pengurus partai kurang membahas visi dan misinya, lebih suka membahas
khawatir digembosi, suara hilang, ukuran atribut, dan zona atribut caleg. Kartian Dadang lebih suka
sosialisasi setelah DCT (daftar Calon Tetap) untuk memperkenalkan dirinya.

BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF
DEMOKRAT MELALUI TANGSEL POS

Isu-isu krusial 3 caleg dari 50 caleg Demokrat membingkai masalah Ukiran kayu dan kewiraswastaan.
Sedangkan Media Warman bagaikan pedagang tidak memiliki merek, ia optimis laku jualannya.
Apa yang ia jual ya? Mana lebih efektif, apakah kampanye system paket atau masing-masing? Zaki
mengatakan jika system paket caleg DPRD takut lupa menulis isu krusial di Dapilnya. Sebaliknya
Arwan Simanjuntak bacaleg Simanjuntak memberikan pendidikan kepada masyarakat memilih
DPRD Tangsel, DPRD Banten, dan DPR RI. (Tangsel Pos, Rabu, 14 Agustus 2013,h. 4).

BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF
NASDEM MELALUI TANGSEL POS

Isu-isu krusial 8 caleg dari 51 caleg NASDEM membingkai isu Tangsel: investasi nasional, CSR,
Tata Ruang, pendidikan, fungsi dewan, banjir Maharta, asset daerah, politik perempuan, Money
politics No, blusukan Yes. Nasdem paling sering mengonstruksikan Haram Politik Uang. (Tangsel
Pos dan Tangerang Pos, Kamis, 10 Oktober 2013).

Wawan Iriawan mengganti iklan politiknya, dari isu Pendidikan yang Layak menjadi Money
Politics No, haram hukumnya. Blusukan Yes. Ia masih mencari isu krusial dan karakter dari Isu
dari partai Nasdem. la mengajak masyarakat agar mereka menghindar system transaksional. Wawan
menyatakan bahwa Ketua umum mengarahkan kadernya. Surya Paloh siap membubarkan Nasdem
jika ada kadernya terindikasi ke arah korupsi.! (Tangsel Pos, Selasa, 8 Okt 2013, h. 4). Hermawi
F Taslim memimpin deklarasi Front Caleg anti Korupsi dan Politik Uang. Ia menyampaikan isu
krusial tersebut di setiap kesempatan blusukannya di Serpong dan Cipondoh. Kantor wilayah
Banten NASDEM mengharamkan politik uang agar mereka tetap komitmen atas haramnya politik
uang. (Tangsel Pos, Kamis, 16 Okt 2013,h. 4).
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BINGKAI ISU KRUSIAL DARI CALON LEGISLATIF
INDEPENDEN MELALUI TANGSEL POS

Bionaris membuat sampah di perumahannya, ia menjadi aktivis cinta lingkunga sejak ia kuliah.
Ia mengangkap percuma membangun, tanpa memperhatikan lingkungan. Rusaknya lingkungan
mengakibatkan dan mengalami buruknya kesehatan (Jumat, h. 4). Sedangkan Rasud Syakir demo ke
PEMDA dan DPRD kurang menjembatani aspirasi mereka dan lambat ditangani maka dia mencoba
masuk ke dalam hubungan komunikasi PEMDA dan DPRD (Kamis, h. 4). M. Zaki adalah seorang
pengamat politik di Tangerang Selatan. la mencoba mempraktekkan teorinya. (Rabu, h.4).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN

Isu krusial paling jelas kata dan faktanya, paling bervariasi tataletaknya, dan paling cepat
diperkenalkan ke publik oleh caleg tingkat DPR RI, DPR Banten, dan DPRD Tangsel adalah bingkai
dari Caleg Nasdem. Yang kedua adalah bingkai PDIP, Hanura dan PAN. Isu krusial tingkat DPR-
RI dan DPR Banten dari partai PPP, PKS, Demokrat, Golkar, PKPI, Gerinda, PKB kurang berani
ditampilkan isu krusial di surat kabar Tangsel Pos.

Isu krusial tersebut sesuai dengan kondisi setiap Dapil dan latar belakang caleg tersebut. Caleg
Nasdem dari tingkat DPR RI, DPRD Banten, dan DPRD Tangsel paling semangat promosi
iklan partainya, isu krusialnya dibahas di berbagai kesempatan, seperti Caleg Taslim Serpong,
Cipondoh dan caleg H. Wawan Iriawan SH,MH memberikan penghargaan kepada guru. Namun,
caleg sebaiknya pandai membingkai citra dirinya dan pemikirannya bersama wartawan. Wartawan
kadang-kadang salah mengangkat anglenya.

Sebaliknya, justru caleg tingkat lokal memiliki Isu krusial di tingkat wilayahnya. Umumnya, caleg
sudah mampu mengangkat fakta di wilayah dapilnya sebagai strategi framing. Kekurangan caleg
pada umumnya kurang mampu mengemas isu krusialnya ke dalam dua kata menarik, mudah diingat,
dan ringkas sebagai signing. Mereka kurang mampu bekerja sama dengan wartawan meletakkan
pemikirannya, menjadi lead sebagai strategi priming.

Para caleg lebih banyak memilih iklan argument dalam mengatasi masalah di wilayah dapil, dan
iklan resolusi menawarkan pemikiran. Iklan ID caleg memperkenalkan pekerjaannya sebagai aktivis
buruh, lingkungan, pengamat politik, bidan, pensiunan pemerintah Tangsel, dan guru. Caleg yang
tidak berani berjanji, apa yang sedang, dan akan diperjuangkannya. Dengan demikian, pemilihnya
akan sukar menuntutnya, tanpa kontrak sosial. Caleg independen membingkai isu krusialnya, ke
masalah manajemen sampah, cinta lingkungan, buruh.
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REKOMENDASI

Caleg bagaikan pedagang, mereka akan menjual produk pemikiran atau kontrak sosial
yang akan diperjuangkan tingkat DPR RI, DPRD Banten, dan DPRD Tangsel. Bagi Caleg wilayah
dapil 1-6 disarankan, memantau isu krusial yang lalu pada Musrembang (Musyawarah Rencana
Pembangunan) di kelurahan- kelurahan Dapilnya masing-masing setiap tahun. Perencanaan
pembangunan di kelurahan apakah berjalan? Apakah yang diusulkan oleh para RW sudah
direalisasikan? DPRD Tangsel bertanggung jawab atas Musrembang ini dan melaporkannya ke
pemilihnya.

Isu krusial di Tangsel, menurut Penulis, mengenai masalah lingkungan, terutama mengelola sampah
dan menghindar dari polusi air, tanah, dan udara. Beberapa caleg Tangsel sudah ada memperhatikan
bank sampah. Pemerintah Tangsel menerima berbagai bantuan dan pembangunan pengelolaan
sampah dari berbagai dana dari Eropa dan Korea Selatan. Caleg Tangsel yang berhasil akan
mengawal proyek-proyek besar di Tangerang Selatan.
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TELEVISI DAN INTERNET DALAM
KOMUNIKASI POLITIK PEMILU 2014

Isnawijayani
Universitas Baturaja, ISKI Palembang Sumsel
Email: isna_wi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia menghadapi permasalahan yang hampir sama setiap
pelaksanaannya. Seperti sosialisasi tentang proses pemilu, daftar pemilih tetap yang jumlahnya
dipertanyakan, pengawasan, perhitungan, serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Karena
semua calon peserta pemilu ingin menang. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang menjamin
keamanan pemilu, semuanya perlu diterangkan kepada masyarakat. Sehingga pesta demokrasi ini
menyenangkan. Disinilah perlunya media televisi dan internet sebagai media cepat dan berpengaruh
dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan komunikasi politik seperti yang dikatakan
McLuhan (2005), (Anwar, 2003:3) (Aubrey.1990: 10). Dan (Rakhmat, 1999:240) Disisi lain dengan
media pemerintah perlu memberikan Undang-Undang dan Peraturan untuk menjamin pemilu 2014
seperti Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan pemerintah
mempersiapkan peralatan mesin pengaduan publik yang bertaraf internasional. Juga ada UU No. 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi yang dapat mewujudkan transparansi informasi public.

Dengan demikian golongan putih dapat diminimalkan.

Kata kunci : Televisi, Internet, Komunikasi Politik
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PENDAHULUAN

Indonesia pada tahun 2014 menghadapi Pemilihan Umum. Pesta rakyat ini tidak jarang selalu
menimbulkan masalah, mulai dari sosialisasi agar masyarakat tidak menjadi golongan putih yang
tidak mau memilih, daftar pemilih tetap yang jumlahnya dipertanyakan, pelaksanaan, pengawasan,
perhitungan, serta pelanggaran-pelanggaran yang banyak ditemukan. Semuanya berujung pada
keinginan perhitungan jumlah yang lebih banyak agar unggul dan menjadi pemenang. Yang terjadi
sering menimbulkan konflik dan kerusuhan bahkan menimbulkan korban jiwa.

Melihat kondisi diatas, tentu saja pesta rakyat ini memerlukan dana, waktu dan tenaga yang besar.
Begitu juga diperlukan komunikasi yang besar juga secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk
memperkecil permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Pemilu 2014. Terutama golongan
putih (golput) yang selalu meningkat.

Walaupun Golput diharamkan, dianggap tak bertanggung jawab, aneh, atau bodoh atau tidak
mengerti haknya tetap saja meningkat. Mungkin juga golongan golput ini tahu kalau dirinya dapat
dimanfaatkan untuk parpol yang menjadi sponsor. Disisi lain ada warga yang mengaku enggan
mengurusi apakah dia dan keluarga masuk daftar pemilih tetap (DPT) atau tidak (wijaya, 2013). Dari
pengalaman sampai hari pemilihan Pilkada sejumlah masyarakat tidak mendapatkan undangan untuk
memilih sehingga mereka enggan memilih. Menurut pengamatan penulis ada mahasiswa mengaku
tidak menggunakan hak pilihnya. Ada juga mahasiswa yang terdaftar dalam DPT di kampungnya
memilih pulang kampung sebelum hari pencoblosan. Kendati tidak sedikit pula mahasiswa yang
terdaftar di kampungnya yang tidak pulang. Keadaan ini dimungkinkan akan terjadi juga dalam
pemlu 2014.

Disisi lain adanya kisruh dalam partai politik, kisruh diantara calon, pelanggaran, kecurangan,
dan ketidak percayaan masyarakat akan lembaga hukum Negara yang banyak menerima suap
dan korupsi, menjadikan meningkatnya golput. Pemilu dinilai sama saja dari tahun ketahun ada
politikus negatif, banyaknya kekisruhan politik di intern partai pendukung calon dan masyarakat
menilai tidak adanya perubahan dalam setiap pemilihan dan tidak ditemukannya calon yang visioner
berpihak kepadanya. Sebagian besar masyarakat mengetahui waktu pemungutan suara. Akan tetapi,
pihak penyelenggara kurang mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Terutama
untuk kalangan apatis seperti kalangan akademis dan kaum muda. Begitu juga the man in the street.
KPU kurang mensosialisasikan kapan harus mencoblos. Meningkatnya golput menunjukkan tingkat
kepercayaan publik terhadap dunia politik kian menurun. Banyaknya politikus yang tersandung
berbagai persoalan sehingga mempengaruhi animo masyarakat untuk memilih.

TELAAH PUSTAKA
TELEVISI DAN PEMILU 2014

Pada saatnya nanti tentu kita menginginkan Pemilu 2014 sebagai pesta rakyat menjadi menyenangkan
bagi masyarakat, lebih baik prosesnya karena berhadapan dengan penggunaan teknologi komunikasi
dan informasi. Terutama dalam proses dan dalam hal perhitungan suara elektroniknya. Menurut
McLuhan (2005), media elektronik kembali membuat manusia modern menjadi manusia tribal.
(Komunikasi instan membuat manusia mundur ke masa pra-alfabetik, di mana suara dan sentuhan
menjadi lebih penting dibandingkan dengan penglihatan). Kini manusia merupakan anggota global
village. Televisi dan internet membawa kita berhubungan dengan semua orang, di mana pun, kapan
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pun. Sebagai contoh ketika Akil Muchtar Ketua Mahkamah Konstitusi tertangkap tangan menerima
uang suap dapat segera diketahui karena informasi itu muncul di ruang keluarga di Seluruh
Indonesia. Terutama melalui televisi dan Internet (International Networking) sebagai media baru.
Saat ini internet menjadi media yang cepat untuk berhubungan dengan siapa saja dibelahan dunia
dalam bentuk berbagi informasi. Begitu juga untuk komunikasi politik.

Kini tayangan dalam tv telah menjadi bagian kehidupan manusia. Tidak jarang mulai dari anak-
anak, remaja, dewasa dan orang tua kehidupannya sangat dipengaruhi televisi. Mereka percaya
secara positif. Kebanyakan pemirsa percaya dengan apa yang ditayangkan. Hal ini sesuai dengan
Model Komunikasi Laswell, yang mengatakan

Who What Channel @ Vghat - Effect
; — — i —> udience B
(pembicara) (Pesan) (Medium) Pendengar) (Pengaruh)

Lasswell mendefinisikan medium pesan dalam arti yang lebih luas yakni media massa. Sebagian
kritikus bahkan menilai teori Lasswell melampaui teori Aristoteles. Jika Aristoteles hanya
mendefinisikan tujuan komunikasi sebagai proses membangun citra positif agar ucapan seseorang
didengar orang lain, maka Lasswell mendefinisikan tujuan komunikasi sebagai penciptaan pengaruh
dari pesan yang disampaikan. Disinilah pesan yang dimaksud dapat berupa tayangan televisi.

Teori-teori lain penyiaran sebagai Komunikasi Massa, disampaikan oleh Shannon — Weaver
yang mengatakan, sumber menyandi pesan, lalu menyalurkan melalui channel kepada penerima.
Sementara Berlo, melihat sumber menyandi dan menyalurkan informasi kepada penerima yang
menginterpretasikan informasi tersebut tergantung pada bagaimana ia mengartikan. Bagaimana
mengartikan inilah yang sangat tergantung siapa yang menonton, anak-anak, remaja, dewasa, atau
orang tua.

Televisi sebagai Lembaga penyiaran adalah salah satu perangkat dalam komunikasi massa yang
dapat menjangkau publik secara luas. Kehadiran televisi memberikan pengaruh terhadap publik
karena efek yang ditimbulkan oleh perangkat suara dan gambar yang ditampilkannya.

Akibatnya banyak warga masyarakat ingin tampil dalam bentuk apapun seperti menjadi nara sumber
atau menjadi orang yang bermanfaat atau berguna bagi masyarakat luas dan atau menjadi objek
pemberitaan agar masyarakat luas mengetahuinya. Jika diketahui orang banyak, usaha yang dilakukan
akan laku dan terkenal, dan sukses. Bahkan kini calon-calon pemimpin dalam Pemilukada telah
mulai mempromosikan dirinya melalui televisi. Siapa yang tidak ingin popular dan bangga siaran
di televisi. Di Indonesia jika ada tayangan yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran
dan Standar Program Penyiaran harus diperbaiki agar pada akhirnya berfungsi memberi informasi,
mendidik, menghibur, dan control social serta media promosi yang bermoral bagi pemirsanya.

Kini dalam perkembangannya masyarakatpun dapat menonton acara televisi berbasis internet. di
banyak negara memperlihatkan minat masyarakat yang meningkat terhadap layanan Internet tv
jelas mengubah gaya hidup menonton televisi, dari yang tadinya pasif menjadi interaktif. Peserta
pemilu dapat mensosialisasikan segala sesuatunya untuk mendapat respon dari masyarakat.

Sosialisasi (socialization) yaitu proses pembelajaran atau pewarisan nilai-nilai kelompok dalam

rangka menyiapkan setiap anggota kelompok untuk dapat melaksanakan perannya sesuai dengan
kedudukannya dalam kelompok sehingga mampu berprilaku dan dapat melaksanakan kegiatan
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demi pencapaian tujuan kelompok. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk penyebaran informasi
kepada khalayak/masyarakat dengan pola komunikasi interpersonal, dialog interaktif atau melalui
media lainnya (Mardikato, 1992). Materinya tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan
umum.

Respon, merupakan reaksi atau tanggapan balik seseorang atau sejumlah orang terhadap stimulus
atau rangsangan yang datang atau diterima. Respon terhadap stimulus ini bisa dinyatakan dalam
beragam bentuk seperti sikap kejiwaan, ucapan, pemikiran, tindakan, prilaku. Dalam ilmu
komunikasi respon ini bisa positif dan negatif. Respon positif adalah tanggapan atau reaksi
komunikan yang menyenangkan komunikator, sechingga komunikasi berjalan lancar. Sedangkan
respon negatif, berarti tanggapan komunikan yang tidak menyenangkan komunikator dan akan
menghambat komunikasi selanjutnya. Di sini akan dilihat sejauhmana respon/tanggapan masyarakat
terhadap pemilihan umum tersebut. Biasanya apakah mereka memilih atau menolak calon-calon
yang ditampilkan. Respon ini tidak terlepas dari tayangan yang disajikan oleh televisi.

Dalam Wahyudi (1996:5) filosofi pengolahan dan penyajian karya jurnalistik, baik berita maupun
penjelasan masalah hangat, adalah cepat, tepat dan aman. Masalah aman perlu diperhatikan, karena
bangsa Indonesia sedang dalam proses menuju ke sistem demokrasi yang lebih matang. Televisi
sebagai Lembaga penyiaran adalah salah satu perangkat dalam komunikasi massa yang dapat
menjangkau publik secara luas. Kehadiran televisi memberikan pengaruh terhadap publik karena
efek yang ditimbulkan oleh perangkat suara dan gambar yang ditampilkannya.

INTERNET

Dalam Teori Komunikasi (207:7) menjelaskan bahwa terdapat tiga fitur utama internet (International
Networking), yaitu:

1. Email: jutaan orang kini berkomunikasi dengan pesan elektronik atau email. Tidak perlu menjadi
pengguna internet yang canggih agar dapat mengirimkan pesan email. Orang awampun dapat
menggunakannya.

2. Newsgroup dan Mailing List, merupakan system berbagi pesan secara elektronik yang
memungkinkan orang-orang tertarik pada masalah yang sama untuk saling bertukar informasi dan
opini. Newsgroup yang terdiri dari berbagai jenis topic dan masalah apapun dapat ditemukan.
Disini memungkankan orang merespon langsung terhadap suatu berita. Hal ini berbeda dengan
berita di di Koran dan majalah yang tidak dapat langsung direspon.

3. World Wide Web. Dikenal dengan www atau web sebuah system lain yang dapat diakses melalui
computer lain secara cepat dan tepat. Sekarang ini, Web menggunakan metafora halaman dan
orang dapat membuka halaman per halaman dengan mengklikletak halamannya. Halaman yang
berbeda tersebut dapat muncul di computer yang berbeda di seluruh dunia. Perpindahan dalam
web dibuat lebih sederhana bagi penggunanyasejalan dengan perkembangannya software untuk
membaca Web seperti Mozaik dan Netscape.

Menurut pengamatan penulis, ketiga fitur ini, yang paling banyak digunakan, terutama di kota-kota
besar. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan penggunaan internet terus meningkat di Indonesia.
Nampaknya menjadi tren. Internet terasa menjadi kebutuhan pokok. Hampir semua keluarga yang
merasa modern dan maju berlangganan internet. Sehingga semua anggota keluarga dengan mudah
dapat mengakses internet. Internet dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, oleh siapa saja
dengan adanya handphone yang smart.

Dengan adanya jejaring sosial seperti facebook dan twitter, membuat orang kecanduan internet.
Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapat pengalaman baru yang tidak didapatkan

dalam dunia nyata.
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Di dunia maya, seseorang bisa menjadi lebih demokrasi dapat mengekspresikan apa saja yang ada
dalam benaknya, seakan ia lahir menjadi orang lain yang berbeda dari yang sebenarnya. Seorang
dapat lebih agresif, percaya diri karena dapat berkomunikasi tanpa bertemu secara langsung.
Pengguna internet dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkannya.

Apalagi Penggunanya adalah anak-anak muda dan orangtua yang masih produktif dan kreatif. Hal
ini jika diambil sisi positifnya maka internet dapat dijadikan media sosialisasi bagi KPU dan peserta
pemilu.

Oleh karena itu agar Pemilu 2014 berjalan lancar, maka KPU dan peserta pemilu, yang sudah
menjadi orangtua jangan gagap teknologi, jangan menganggap diri terlalu tua untuk memiliki akun
facebook agar masuk dalam dunia anak muda yang baru menjadi pemilih pemula. Apalagi banyak
area memberikan internet gratis, membuat makin tingginya orang untuk mengakses internet.

KOMUNIKASI POLITIK

Televisi dan internet disamping dapat mempromosikan barang dan jasa dan pribadi-pribadi
seseorang, juga dapat menjadi alat yang ampuh dalam mempromosikan atau mengkampanyekan
calon peserta pemilu. Secara tidak langsung apa yang disajikan televisi dan internet seakan—akan
itu merupakan perintah agar orang mengikuti apa yang diinginkan.

Rogers dan Storey dalam Venus (2004) mengatakan kampanye adalah serangkaian tindakan
komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar
khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Menurut Kirana
(2001:21), berkampanye itu berkomunikasi dengan definisi kampanye advokasi adalah komunikasi
antar manusia yang direncanakan dengan sangat teliti dan strategi untuk menumbuhkan kesadaran
memberi informasi, memberi informasi, dan mengubah perilaku sasaran supaya mereka mendukung
suatu perubahan kebijakan. Dalam kampanye itulah pesan komunikasi politik disalurkan melalui
media yang tepat. Dalam hal ini media yang dilihat adalah televisi. Dalam pandangan Miriam
Budiardjo (2008:405) peranan komunikasi politik dapat menghasilkan partisipasi politik yaitu
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.
Dipilihnya televisi, karena apapun yang diberitakan di suratkabar dan radio ataupun media lain,
biasanya disiarkan juga melalui televisi.

Peristiwa Pemilu, tidak lepas dengan peran dan fungsi komunikasi politik. Suatu jaringan
(komunikasi) mampu memperbesar dan melipatgandakan ucapan-ucapan (pembicaraan) dan pilihan-
pilihan individual sehingga dalam hal ini tidak akan ada suatu politik yang dapat merentangkan
suatu bangsa (Anwar, 2003:3). Sementara Schrater menuliskan, komunikasi adalah mekanisme
untuk melaksanakan kekuasaan sehingga komunikasi politik berisi pembicaraan mengenai politik
(Aubrey.1990: 10)

Komunikasi sebagai sebuah proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi,
sikap, dan perilaku orang lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, atau sikap
perilaku dan perasaan sehingga seseorang membuat reaksi terhadap informasi, sukap dan perilaku
tersebut berdasarkan pada pengalaman yang pernah dia alami. Bungin (2006) mengatakan fenomena
komunikasi dipengaruhi pula media yang digunakan sehingga media terkadang ikut mempengaruhi
isi dan penafsiran terhadap informasi tersebut. Media yang mudah diakses dan lengkap dengan
gambarnya yang hidup adalah televisi.

Peserta pemilu yang terdiri dari partai politik dan masyarakat pada saat ini tidak akan bertahan
keberadaannya tanpa televisi. Televisi tempat menciptakan karisma dan pencitraan. Sekarangpun

beberapa pemimpin partai besar mulai berbicara di televisi. Dan mereka yang mengetahui dampak
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televisi memanfaatkannya untuk menanamkan nilai diri dalam masyarakat. Misalnya, beberapa
pimpinan partai besar di Indonesia saat ini menayangkan citra dirinya yang bermanfaat bagi
masyarakat Indonesia meraih simpati dan berperan sebagai tokoh pembangunan yang seakan
menjadi artis sinetron di televisi. Hal ini sesuai dengan demokrasi seseorang untuk mengekspresikan
keinginan dalam pandangan hidupnya. Pandangan hidup terdiri atas cita-cita, kebajikan dan sikap
hidup yang tak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Prasetya, 2004:173).

Gejala yang nampak, sekarang ini muncul calon peserta pemilu yang datang dari luar pulau Jawa, hal
ini menjadi warna baru bagi perpolitikan di Indonesia. Ketika kita berkomunikasi dengan orang dari
suku, agama, atau ras lain dihadapkan pada sistem nilai dan aturan yang berbeda. sukar memahami
komunikasi mereka bila kita sangat etnosentrik, kelekatan ini disebut stereotip, yaitu generalisasi
atas sekelompok orang dengan mengabaikan perbedaan kelompok- kelompok orang (Sihabudin,
2011: 121). Keadaan ini menjadi sirna ketika kita melihat tayangan yang diberikan dalam televisi
ataupun media internet, karena banyak unsur daya tariknya.

Sementara gaya/sikap pelaku yang ditampilkan dapat ditiru oleh yang menontonnya yaitu
masyarakat, disinilah proses belajar yang rumit berlangsung. Bandura (Rakhmat, 1999:240)
menjelaskan proses belajar sosial dalam empat tahapan; proses perhatian, peringatan, reproduksi
motoris dan proses motivasional. Permulaan proses belajar ialah munculnya peristiwa yang dapat
diamati secara langsung ataupun tidak langsung. Peristiwa itu dapat berupa tindakan tertentu. Dalam
tayangan televisi calon nampak bersahabat, gambaran pola pemikiran yang disebut Bandura sebagai
abstract modeling. Masyarakat meniru perilaku-perilaku dalam tayangan televisi ataupun menjadi
suatu ketertarikan.

Secara tidak langsung sebagian dari tugas mendidik sudah dilakukan oleh televisi, sesuai dengan
fungsinya yang mendidik sebagai media komunikasi massa. Hasil ini sesuai dengan McQuail dalam
Teori Komunikasi Massa (1996:13), bahwa televisi berperan sebagai sarana baru yang menyebarkan
tontonan yang dapat diikuti. Dari televisi terjadi proses pemberian stimuli yang dapat dijadikan
teladan (modelling stimuli). Komunikasi dalam hal pembelajaran politik dapat diberikan melalui
televisi dan internet.

Berkaitan dengan pemilu 2014, adanya e-rekapitulasi dapat disosialisasikan melalui televisi dan
internet karena mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dan atau dokumen elektonik dan atau hasil
cetaknya adalah bukti hukum yang sah. Untuk mengantisipasi pada masyarakat yang memberikan
kecurigaan pada teknologi yang digunakan. Begitu juga UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik yang mewajibkan pemerintah mempersiapkan peralatan mesin pengaduan publik yang bertaraf
internasional. Dan menyiapkan serta melatih Sumber Daya Manusianya yang dapat mengoperasikan
peralatan tersebut. Juga ada UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi yang dapat
mewujudkan transparansi informasi publik.
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KESIMPULAN

Televisi dan internet dapat dijadikan sebagai media komunikasi politik pemilu 2014, dengan
mensosialisasikan semua informasi tentang pemilu mulai dari proses hingga pencoblosan,
perhitungan, serta pengawasan schingga jelas dan transparan. Mengkapanyekan diri untuk
membangun citra. Masyarakat juga mengetahui undang-undang dan peraturannya, yang isinya
dapat mempersuasif masyarakat agar tidak menjadi golput.

Berkaitan dengan gejala ini, masih sangat diperlukan komunikasi tatap muka yang intens frekuensinya
dari pihak yang berperan dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.
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ABSTRAK

Pro-kontra mewarnai digitalisasi penyiaran di Indonesia. Perdebatan sengit terjadi di berbagai forum
yang melibatkan pemerintah (Kominfo), penyelenggara penyiaran televisi, organisasi masyarakat
sipil, dan akademisi. Beberapa isu utama yang menjadi perdebatan adalah persoalan izin penyiaran
digital, penyelenggara multipleksing, eksistensi lembaga penyiaran publik dan komunitas, posisi dan
kewenangan regulator penyiaran, serta proses transisi dari analog ke digital. Posisi payung hukum
yang tidak jelas dan posisi pemerintah yang cenderung bias pada pelaku penyiaran televisi swasta
yang saat ini telah established menyebabkan peralihan penyiaran ke digital hanya memperkuat
dominasi kekuasaan yang ada. Isu-isu yang menjadi perdebatan tersebut seharusnya menjadi
perhatian serius di parlemen saat ini, sehingga perubahan sistem penyiaran dari analog ke digital
akan benar-benar memenubhi prinsip demokrasi dan memberikan kontribusi bagi Indonesia @ 2014

dan masa depan.

Kata kunci: penyiaran, digitalisasi, televisi terrestrial, dominasi, dan demokrasi
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PENDAHULUAN

Digitalisasi penyiaran di Indonesia dimulai sejak pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika, mengeluarkan Permen 22/2011 tentang “Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital
Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air)”. Pro-kontra di seputar Permen tersebut
hingga kini masih berlangsung hangat dengan melibatkan pemerintah (Kominfo), penyelenggara
penyiaran televisi nasional berjaringan, televisi lokal, televisi publik dan komunitas, serta organisasi
masyarakat sipil. Uniknya, masing-masing pihak yang terlibat dalam perdebatan ini memiliki
argumentasi yang sama-sama mengaitkan digitalisasi dengan isu demokrasi. Di satu sisi, pemerintah
dan pelaku penyiaran televisi swasta di Jakarta (sepuluh televisi swasta yang bersiaran secara
nasional), menyatakan bahwa digitalisasi merupakan solusi untuk mengatasi keterbatasan alokasi
frekuensi, menjamin diversity of content dan diversity of ownership, dan meningkatkan pelayanan
kualitas siaran. Di sisi lain, pelaku penyiaran televisi lokal dan komunitas, dan organisasi masyarakat
sipil dan sejumlah akademisi, menilai bahwa kebijakan digitalisasi yang diterapkan oleh pemerintah
tidak adil bagi penyelenggara televisi lokal dan komunitas, karena hanya menguntungkan lembaga
penyiaran yang saat ini telah established dan karenanya mengancam diversity of content dan
diversity of ownership.

Tahun lalu (2012), penulis beserta tim peneliti dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media
(PR2Media) didukung oleh Yayasan Tifa melakukan studi untuk melihat secara lebih jernih peta
persoalan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Serangkaian interview dan focus group discussion
dilaksanakan di berbagai tempat (Jakarta, Makassar dan Yogyakarta) serta melibatkan sejumlah
pihak yang memahami persoalan penyiaran digital. Pihak-pihak tersebut antara lain: pemerintah,
penyelenggara penyiaran televisi, asosiasi lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia, dan
akademisi. Studi pun mencakup studi pustaka dan dokumentasi yang mengkaji kebijakan penyiaran
digital di negara-negara demokrasi dan membandingkannya dengan kebijakan yang berlaku di
Indonesia. Perbandingan ini dinilai penting untuk menyajikan sebuah referensi, bagaimana Indonesia
sebagai negara demokrasi seharusnya mengembangkan sistem penyiaran digital. Hasil studi ini telah
dituangkan dalam sebuah buku berjudul “Digitalisasi Televisi Di Indonesia” dan juga positioning
paper yang dirumuskan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil untuk memperjuangkan
demokratisasi penyiaran.

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan mengontektualisasikannya dengan
Indonesia @2014, dan juga memprediksi situasi penyiaran televisi di Indonesia ke depan, setelah
2014. Secara garis besar, artikel ini akan membahas empat pokok bahasan. Pertama tentang
tinjauan teori, prinsip scarcity dan penyelenggaraan penyiaran digital terrestrial. Kedua tentang
hasil komprasi kebijakan digitalisasi antara negara-negara demokrasi dan Indonesia. Ketiga tentang
dampak kebijakan penyiaran digital bagi Indonesia @2014 dan masa depan. Keempat merupakan
penutup dan rekomendasi.

TINJUAUAN TEORI: PRINSIP SCARCITY DAN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN DIGITAL
TERRESTRIAL

Di era digital, prinsip scarcity, yang selama ini mendasari pengaturan sistem penyiaran, dinilai
oleh sejumlah pihak (seperti Berresford, 2005) sebagai tidak relevan. Ada dua argumentasi yang
dipaparkannya, pertama, prinsip scarcity dianggap tidak memiliki basis baik fisik maupun ekonomi.
Spektrum frekuensi radio dianggap tidak memiliki ciri-ciri fisik. Keberadaannya telah ada di
sekitar kita sejak dulu dan teknologi menyebabkannya dapat digunakan untuk penyiaran. Oleh
karena spektrum frekuensi radio bukan merupakan a tangible thing maka logika tentang jumlah
yang terbatas, menjadi tidak valid. Kedua, spektrum yang dinilai oleh teori scarcity sebagai terbatas
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adalah tidak terbukti, karena pemakaiannya yang terus menerus tidak menyebabkan spektrum
frekuensi menjadi langka atau habis. Bahkan, prinsip scarcity dianggap telah binasa sejak teknologi
baru, seperti WiFi dan WiMax, ditemukan yang menyebabkan arus penyebaran dan akses konten
melalui internet berlangsung cepat dan luas.

Pandangan yang mengkritik prinsip scarcity seperti tersebut di atas dinilai oleh sejumlah pihak yang
lain (seperti dalam Dominick, 2011) sebagai tidak tepat dan dapat berakibat fatal jika dianut untuk
pengambilan kebijakan penyiaran, terutama bagi pengaturan penyiaran televisi digital terrestrial.
Pihak ini berpandangan, pertama, spektrum frekuensi radio adalah milik publik (citizen) dan negara
memiliki kewenangan mengaturnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran publik. Spektrum di sini
tidak dilihat sebagai “barang” bebas yang siapa saja dapat mengambilnya untuk kepentingan diri-
sendiri. Ini dikarenakan jumlah spektrum frekuensi radio, yang dapat dimanfaatkan untuk penyiaran,
memiliki keterbatasan dalam suatu kurun waktu tertentu, seiring dengan teknologi yang berkembang
dan dapat memanfaatkannya. Jumlahnya yang terbatas ini membutuhkan pengaturan yang adil dan
bijaksana dalam penggunaannya. Meskipun teknologi digital saat ini dapat melipatgandakan jumlah
spektrum frekuensi radio, namun jumlah tersebut tetap terbatas. Salah satu bukti, pengaplingan
spektrum frekuensi masih terus dilakukan oleh regulator untuk mengontrol pendistribusian dan
pemanfaatannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Inilah bukti “fisik” adanya spektrum
frekuensi. Kedua, tidak benar jika spektrum frekuensi tidak memiliki basis ekonomi. Pemakaian
spektrum frekuensi memang tidak menyebabkan kelangkaan atau kehabisan namun penggunaan
spektrum tersebut telah terbukti memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan menggunakan
spektrum frekuensi radio, para penyelenggaraan jasa penyiaran mencetak uang. Nilai ekonomi
yang tinggi ini telah menyebabkan spektrum frekuensi menjadi “rebutan”, banyak kapitalis ingin
menyelenggarakan penyiaran televisi komersial karena keuntungan yang besar dapat diraih.

Selain prinsip scarcity, pervasive presence theory yang menyatakan konten penyiaran menyebar
secara luas dan cepat juga masih relevan untuk dilihat dalam menentukan kebijakan digitalisasi
penyiaran terrestrial. Teknologi digital yang dapat melipatgandakan spektrum frekuensi juga berarti
melipatgandakan konten. Bagi mereka yang mengandalkan penyiaran digital terrestrial- free fo air,
akan mengalami banjir informasi dan hiburan yang kehadirannya akan muncul di mana-mana dalam
ruang dan waktu yang tidak terbatas, tanpa mereka sanggup mengontrol arus konten yang datang.
Di sini peran negara sangat penting untuk mengatur konten melalui penggunaan teknologi penyiaran
digital agar arus informasi dan hiburan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan publik serta
memberikan manfaat bagi publik. Marshall McLuhan (1964) telah mengingatkan bahwa teknologi
merupakan kekuatan dominan dalam mengubah segala aspek kehidupan dalam masyarakat, untuk
itu perlu diatur sebaik mungkin. Di samping itu, William (2003) mengungkapkan bahwa kompetisi
dan tawar-menawar selalu mewarnai proses pengembangan dan pendefinisian suatu teknologi.
Kehadiran televisi digital dianggapnya sebagai suatu hasil kompromi atau kemenangan pihak-
pihak tertentu yang berkepentingan. Lebih fokus lagi, Preston dan Kerr (2001) berpandangan
bahwa digitalisasi televisi pada dasarnya mempromosikan “hegemonic industrial and policy elites”.
Pengaturan yang tegas menjadi syarat mutlak agar digitalisasi bermanfaat bagi publik (citizen).

Prinsip scarcity dan pervasive presence theory ini diacu oleh negara-negara demokrasi dalam
membangun sistem penyiaran yang demokratis, termasuk dalam menentukan kebijakan digitalisasi
televisi. Prinsip bahwa spektrum frekuensi adalah milik publik menyebabkan pembahasan tentang
alokasi dan penggunaan spektrum selalu melibatkan publik dan parlemen (Rahayu, 2012). Seperti
terjadi di Perancis, debat sengit rencana digitalisasi terjadi di parlemen sejak tahun 1996 sebelum
gagasan tersebut diterima dan diundangkan tahun 2000. Prinsip scarcity dan pervasive presence
theory ini juga melandasi keputusan peralihan dari sistem penyiaran analog ke digital di negara-
negara demokrasi diarahkan untuk menjamin pluralisme dan menekan munculnya dominasi dan
diskriminasi.
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KEBIJAKAN DIGITALISASI: SEBUAH KOMPARASI

Secara garis besar, ada persamaan prinsip dalam pengaturan penyiaran digital di negara-negara
demokrasi baik di Eropa, Amerika Serikat, Australia dan Asia. Pertama, penerapan teknologi
digital dalam penyiaran bertujuan memperbaiki atau mengisi kekurangan dari sistem penyiaran
yang telah ada sebelumnya, seperti, meningkatkan diversitas kepemilikan dan konten siaran. Di
Perancis, penerapan televisi digital terrestrial diproyeksikan dapat menambah jumlah channel free
to air, termasuk di sini penambahan jumlah saluran untuk penyiaran publik dan komunitas, dan
masuknya pemain baru dalam industri penyiaran televisi. Di negara ini, tujuh puluh persen (70%)
rumah tangga hanya dapat mengakses lima saluran free fo air, sementara jumlah rumah tangga yang
menggunakan satelit dan mampu berlangganan televisi masih terbatas Oleh karena itu, penambahan
jumlah saluran memiliki arti penting untuk menyajikan keberagaman konten.

Kedua, asas pluralisme dijunjung tinggi dalam menentukan kebijakan digitalisasi untuk menekan
munculnya dominasi, diskriminasi dan eksploitasi. Negara-negara demokrasi menjamin pluralisme,
antara lain, dengan mengatur izin penyelenggaraan penyiaran digital dan pengelolaan multipleksing.
Inggris yang kuat dengan tradisi public service broadcasting melakukan kontrol ketat terhadap
market entry melalui mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran digital untuk menghindari
dominasi televisi komersial (Smith, 1999). Negara ini memisahkan secara tegas antara lembaga
penyelenggara penyiaran dan lembaga penyelenggara multipleksing untuk menjamin diversity of
content dan ownership. Dinegara ini pun distribusi program di setiap multipleksing diatur berdasarkan
genre untuk menjamin ketersediaan variasi isi siaran. Di Perancis, untuk menjamin kebebasan
berekspresi dan akses publik terhadap penyiaran digital, regulator mendikte penempatan channel
ke dalam kelompok multipleksing. Di Jerman, proporsi alokasi frekuensi digital untuk penyiaran
komersial dan untuk penyiaran publik menjadi perhatian serius untuk menghindari sentralisasi
penyiaran. Bahkan untuk melindungi pluralisme, pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran digital
mensyaratkan adanya komitmen untuk mewujudkan diversitas dengan memberikan perhatian pada
kepentingan lokal dan juga minoritas.

Ketiga, kebijakan digitalisasi diorientasikan untuk melindungi dan menjaga eksistensi lembaga
penyiaran publik, lokal dan komunitas di pasar digital. Negara-negera demokrasi memberikan alokasi
multipleksing secara berimbang (proprorsional) antara lembaga penyiaran publik dan komersial. Di
Inggris, tiga multipleksing dialokasikan untuk public service broadcasting dan tiga multipleksing
yang lain dialokasikan untuk penyiaran komersial. Negara yang memiliki tradisi kuat dalam hal
penyiaran publik ini berkeinginan untuk menjamin keberlangsungan hidup publik broadcasting dan
juga menjaminan akses bagi publik terhadap lembaga penyiaran tersebut. Di Swedia, public service
television (yaitu SVT —Sveriges Television) dan juga educational broadcasting (yaitu UR) yang
memproduksi dan menyiarkan program pendidikan, termasuk program budaya dan program khusus
untuk kelompok minoritas tidak memerlukan izin baru untuk melakukan penyiaran digital. Kedua
lembaga penyiaran ini pun mendapatkan prioritas dalam pembagian jatah multipleksing. Di Kanada,
adopsi digital dimandatkan bagi dua puluh delapan stasiun. Keduapuluh delapan stasiun tersebut
adalah stasiun yang bersiaran di wilayah ibu kota negara atau provinsi, stasiun yang target pasarnya
dilayani oleh berbagai stasiun, dan stasiun yang memiliki pasar di atas 300.000. Stasiun-stasiun lain
(diluar 28 stasiun) bersifat sukarela dalam menerapkan teknologi digital dalam penyiarannya.

Keempat, parlemen dan bukan pemerintah (menteri) yang memutuskan peralihan dari sistem
penyiaran analog ke digital. Parlemen juga memegang kendali dalam penyusunan perundang-
undangan tentang digitalisasi. Meskipun secara umum gagasan digitalisasi datang dari pemerintah
(didukung oleh teknokrat dan juga pelaku industri penyiaran), keputusan untuk mengadopsi teknologi
tersebut dilakukan oleh parlemen. Hal ini dikarenakan, perubahan penyiaran dari analog ke digital
menyangkut kepentingan umum dan berhubungan dengan hak asasi manusia dalam memperoleh
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dan mendistribusikan informasi. Parlemen menyusun undang-undang tentang digitalisasi untuk
memberikan payung hukum bagi realisasinya. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah
(eksekutif) membuat perencanaan dan pelaksanaan digitalisasi. Di Jerman, parlemen mengatur
sistem penyiaran untuk menjamin terwujudnya sistem penyiaran yang demokratis, berprinsip
pada diversitas dan keadilan sosial. Parlemen memegang kendali untuk membuat peraturan yang
menyangkut human rights —termasuk di sini peraturan tentang penyiaran- dan membuat larangan
untuk mendelegasikan keputusan ini kepada lembaga yang lebih rendah (di level eksekutif).

Kelima, independent regulatory body memegang tugas yang cukup kompleks dan peran penting
dalam digitalisasi terutama dalam pemberian izin penyiaran digital dan seleksi pengelola
multipleksing. Lembaga ini pun memiliki tanggung jawab melakukan komunikasi dengan publik
tentang digitalisasi, menampung keluhan/kritikan tentang pelaksanaan digitalisasi termasuk
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menjatuhkan sanksi jika terdapat pelanggaran.
Di beberapa negara, independent regulatory body mengalami reorganisasi dan perluasan tugas
dan tanggung jawab sebagai konsekuensi dari adanya penggabungan sejumlah lembaga yang juga
memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang penyiaran. Penggabungan ini dimaksudkan untuk
menghindari ketumpangtindihan tugas dan tanggung jawab serta untuk tujuan efisiensi kerja. Di
Inggris, Ofcom (The Office of Communication) dibentuk untuk menggabungkan tugas dan tanggung
jawab lima independent regulatory body sebelumnya, yaitu: BSC (The Broadcasting Standards),
ITC (The Independent Television Commission), Oftel (The Office of Telecommunication), The Radio
Authority dan The Radiocommunications Agency. Dari gabungan lembaga-lembaga tersebut Ofcom
memiliki tugas dan tanggung jawab: (1) memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio secara
optimal, (2) memastikan bahwa berbagai pelayanan komunikasi elektronik —termasuk pelayanan
data berkecepatan tinggi- tersedia di seluruh Inggris/UK, (3) memastikan berbagai layanan televisi
dan radio berkualitas tinggi dan memiliki daya tarik yang luas bagi masyarakat, (4) menjaga
kemajemukan dalam penyediaan jasa penyiaran, (5) menerapkan perlindungan yang memadai untuk
pemirsa terhadap materi dianggap berbahaya, (6) menerapkan perlindungan yang memadai untuk
pemirsa terhadap ketidakadilan atau pelanggaran privasi. Secara terperinci tugas dan tanggung
jawab Ofcom diatur dalam the Communication Act 2003. Di Perancis, CSA (Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel) merupakan independent regulatory body yang memiliki tanggung jawab untuk
memastikan kualitas dan keberagaman program dalam penyiaran digital. Lembaga ini bertanggung
jawab mengembangkan produksi program nasional dan juga mempromosikan kebudayaan Perancis.
Lembaga ini pun memiliki tanggung jawab dalam distribusi multipleksing dan melakukan seleksi
yang ketat terhadap pengajuan izin penyiaran digital.

Keenam,komunikasi publik seperti sosialisasi digital televisi dan penjadwalan switch off direncanakan
dengan baik dan memperhatikan kemampuan publik dan lembaga penyiaran lokal. Regulator dan
aktivis penyiaran di negara-negara demokratis menyadari bahwa keputusan digitalisasi merupakan
keputusan politik dan membawa konsekuensi yang sangat besar dalam kehidupan publik. Di satu sisi
publik memang diuntungkan dengan hadirnya banyak channel free to air dan program dengan kualitas
audio-visualyang bagus, namun publik pulalah yang menanggung beban biaya peralihan teknologi
dan resiko kegagalan dalam mengontrol sistem penyiaran digital terutama yang diakibatkan oleh
konsentrasi kepemilikan dan meningkatnya komersialisasi. Di negara-negara demokratis, kegiatan
kampanye sosial yang bertujuan untuk menyosialisasikan digitalisasi digalakkan, pemberian subsidi
pengadaan set box juga dilakukan, saluran komunikasi dan informasi dibangun dan berdasarkan
perencanaan yang matang baik oleh pemerintah, independent regulatory body, broadcasters,
dan juga penyelenggara multipleksing. Kesemua aktivitas tersebut dilakukan agar publik dapat
berpartsipasi semaksimal mungkin dalam digitalisasi. Di samping itu, perencanaan atau penjadwalan
switch off juga mempertimbangkan kepentingan/kesiapan publik dan lembaga penyiaran lokal. Di
Swedia, parlemen membuat ketentuan bahwa deadline switch off hanya dilakukan secara nasional
ketika 99,8% masyarakat (sama dengan persentase coverage area untuk penyiaran analog). Untuk
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mengejar deadline tersebut, publikasi tentang digitalisasi dilakukan secara gencar oleh pemerintah
melalui berbagai saluran, seperti iklan dan diskusi interaktif di media, membangun call centre,
website, komunikasi melalui mail dan short message service (SMS), dan sebagainya. Di negara ini,
seperti juga negara-negara lain, memberikan pelayanan simulcast dalam proses transisi ke digital
agar masyarakat yang belum mampu mengakses program penyiaran digital masih bisa menangkap
siaran analog. Di Kanada, tidak ada waktu yang pasti kapan switch off dilakukan, karena semua
tergantung pada kesiapan publik dan pelaku penyiaran di dalam negeri.

Bagaimana dengan Indonesia? Nampaknya Indonesia menganut prinsip yang berbeda dari keenam
prinsip yang disebutkan di atas. Di Indonesia, digitalisasi diterapkan di tengah karut-marutnya
kondisi pertelevisian di mana pemusatan kepemilikan dan pemindahtanganan spektrum frekuensi
radio terjadi dan merajalela, tanpa pemerintah (dan juga Komisi Penyiaran Indonesia) mampu
menghentikan dan menindak pelanggaran tersebut. Apakah benar digitalisasi diterapkan untuk
meningkatkan diversity of content dan ownership masih menjadi tanda tanya besar, karena kebijakan
digitalisasi tidak mengarah ke sana, namun justru melanggengkan status quo. Seperti misalnya,
pemerintah cenderung berpihak pada kapital (yaitu pemilik televisi swasta di Jakarta yang saat ini
telah established) dalam menentukan pengelola multipleksing. Sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 5 ayat (1) Permen 22/2011, lembaga penyelenggara mutipleksing adalah lembaga penyiaran
publik TVRI dan lembaga penyiaran swasta. Ini berarti bahwa hanya lembaga penyiaran yang sudah
mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran tetap yang berhak mengikuti tender untuk mengelola
multipleksing. Ketentuan ini tidak memberikan peluang bagi lembaga-lembaga lain yang juga
memiliki potensi menjadi pengelola multipleksing seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan koperasi. Di samping itu, tidak ada ketentuan bagaimana
pengaturan multipleksing memberikan jaminan bagi keberlangsungan hidup penyiaran lokal dan
komunitas yang memiliki kemampuan finansial yang terbatas. Berdasarkan pada kebijakan ini,
pemusatan kepemilikan dalam industri penyiaran di Indonesia tidak akan berubah bahkan akan
semakin menguat.

DiIndonesia, pembatasan multipleksing untuk penyiaran publik terjadi. Hanya ada satu multipleksing
yang dialokasikan untuk penyiaran publik dan ini pun masih harus dibagi-bagi untuk penyiaran
komunitas. Di samping itu, untuk dapat melakukan penyiaran digital, lembaga penyiaran harus
memiliki izin penyiaran digital dari menteri dan ini berlaku untuk lembaga penyiaran yang telah
mengantongi izin penyiaran analog. Hal ini cukup memberatkan bagi lembaga penyiaran lokal,
karena dalam mengurus izin penyiaran analog saja mereka telah banyak mengeluarkan dana.

Persoalan lain, di saat Dewan Perwakilan Rakyat sedang mendiskusikan perubahan undang-
undang penyiaran (No. 32/2002), pemerintah melalui Kominfo membuat keputusan sepihak tentang
peralihan dari sistem penyiaran analog ke digital. Tanpa adanya payung hukum (undang-undang
yang mengatur digitalisasi televisi terrestrial), pemerintah mengeluarkan Permen 22 tahun 2011
tentang “Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar
(Free to Air)”. Dengan Permen tersebut, pemerintah menunjukkan dominasi dan sifat otoriternya.
Fakta tentang persoalan ini dapat dengan jelas dilihat dalam Permen 22/2011 pasal 9 ayat (1) dan
(2) tentang izin penyelenggaraan penyiaran, pasal 10 ayat (1) dan (2) tentang izin penyelenggaraan
multipleksing, pasal 19 tentang evaluasi pengawasan, dan pasal 20 tentang sanksi-sanksi. Semuanya
menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya regulator yang berwenang mengatur digitalisasi
penyiaran di Indonesia. Ini berarti kewenangan dan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai
independent regulatory body dalam pengaturan penyiaran digital diabaikan.
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DAMPAK KEBIJAKAN PENYIARAN DIGITAL BAGI
INDONESIA @2014 DAN MASA DEPAN

Tidak ada yang dapat diharapkan dari kebijakan digitalisasi yang melanggengkan status quo untuk
meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (@ 2014 dan masa depan. Saat ini, menjelang pemilihan
umum, kita telah melihat bagaimana pemilik media yang ternyata juga berambisi memperoleh
kekuasaan politik telah memanfaatkan medianya untuk tujuan pencintraan dan menyebarkan
pengaruh. Berdasarkan catatan Komisi Penyiaran Indonesia, pada saat Hary Tanoesoedibyo, pemilik
RCTI dan MNC group, masih di Partai NasDem, antara bulan Oktober sampai dengan November
2012, stasiun televisi swasta tersebut telah menayangkan sebanyak 127 iklan partai tersebut.
Kemudian, ketika Hary Tanoesudibyo berpindah ke partai Hanura, dalam periode yang sangat
singkat, yaitu 2-15 April 2013, KPI mencatat adanya 11 berita tentang Hanura yang muncul tidak
hanya di RCTI, tapi juga di seluruh grup MNC (MNC TV dan Global TV). Pemberitaan tentang
Aburizal Bakrie yang mencalonkan diri sebagai presiden RI juga banyak bermunculan di 7V One.
KPI mencatat 10 pemberitaan dan 143 kali tayangan iklan politik tentang Si Pemilik sepanjang
April 2013. Bukan hanya dalam iklan dan berita, program-program hiburan pun dimanfaatkan
oleh pemilik untuk mengampanyekan diri dan partai politiknya. Data-data ini menunjukkan bahwa
kepemilikan media dan keterlibatan pemilik dalam partai politik hampir selalu mempunyai korelasi
positif dengan iklan dan pemberitaan politik mengenai si pemilik. Media yang seharusnya berperan
dalam menampilkan kepentingan publik justru menjadi alat propaganda yang menampilkan wajah-
wajah pemiliknya. Sudah dapat ditebak dan dibayangkan, bagaimana jika para pemilik media ini
kemudian menguasai penyiaran digital.

Fenomena pemanfaatan media oleh pemilik membuktikan pernyataan William (2003) dan juga
Preston dan Kerr (2001) bahwa keberadaan teknologi penyiaran dasarnya mempromosikan
“hegemonic industrial and policy elites”. Di sini, publik tidak mendapatkan tempat yang layak,
karena kepentingan pemilik modal (pemilik teknologi) mendominasi penggunaan teknologi.
Seperti dinyatakan Hartley (2009), teknologi tidaklah bersifat netral oleh karena itu skeptisme
selalu mengiringi pengembangan dan penerapan teknologi baru, karena teknologi membawa
konotasi lokus dan kontrol kekuasaan, agenda tersembunyi, ideologi dan moralitas. Dalam kasus
penggunaan spektrum frekuensi radio, secara historis telah terbukti, di Indonesia, frekuensi selalu
menjadi rebutan dan digunakan sebagai mesin kekuasaan (Dahlan, 2012). Selama masa penjajahan
Jepang, pemerintah Jepang menggunakannya untuk memanipulasi opini publik tentang kekuasaan
mereka dan kemajuan perang. Pada masa awal kemerdekaan, tentara Indonesia merebut frekuensi
dari penjajah Jepang untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Selama rezim Orde Lama,
Soekarno, menggunakan frekuensi sebagai alat komunikasi politik untuk mengembangkan budaya
nasional yang menekankan pentingnya keseragaman dan kesatuan (Kitley, 2001). Pada masa Orde
Baru, pemerintah Soeharto melakukan kontrol terhadap frekuensi untuk mengembangkan dan
memperkuat budaya nasional dan mesin hegemoni politik (Sen & Hill, 2001). Selama periode ini,
pemerintah dan kapitalis yang memiliki koneksi ke Suharto sebagian besar menguasai frekuensi
untuk tujuan politik dan ekonomi (Gazali, 2004). Setelah Reformasi (1998), persaingan sengit terjadi
dalam perebutan frekuensi. Konsolidasi bisnis merajalela untuk dapat menguasai dan mengontrol
frekuensi. Pada tahun 2011, ketika digitalisasi mulai diterapkan, kolaborasi kekuatan politik dan
ekonomi pun terjadi untuk dapat menguasai frekuensi digital (Siregar & Rahayu, 2012).

Dalam konteks situasi seperti ini, peran independen regulatory body sangatlah vital untuk mengatur
digitalisasi penyiaran. Ada beberapa alasan kuat mengapa pengaturan ini tidak diserahkan ke
pemerintah (Rianto, dkk., 2012) . Pertama, selama implementasi Undang-Undang Penyiaran No.
32/2002 yang masih analog, pemerintah sebagai regulator tidak mampu menegakkan peraturan
yang ada. Sistem siaran berjaringan yang diamanatkan undang-undang tidak pernah dilaksanakan,
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pemindah tanganan dan pemusatan kepemilikan tidak pernah ditangani. Kedua, ketidakpercayaan
berikutnya berangkat dari kenyataan bahwa birokrasi masih dihinggapi oleh penyakit korupsi.
Birokrasi masih banyak dihinggapi oleh para pemburu rente sehingga proses digitalisasi penyiaran
yang disetting melalui Permen tak pelak menimbulkan kecurigaan ini. Di samping itu, untuk
mengatasi persoalan ini agar tidak berlarut-larut, kebijakan digitalisasi perlu direvisi dan diubah.
Kebijakan seharusnya menganut prinsip-prinsip demokrasi, yaitu mempertimbangkan kepentingan
dan melibatkan partisipasi publik yang luas, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, menjaga
kemajemukan masyarakat, dan berkeadilan sosial.

PENUTUP

Digitalisasi penyiaran di Indonesia masih perlu pembenahan serius, terutama menyangkut pengaturan
soal izin penyiaran digital, penyelenggara multipleksing, eksistensi lembaga penyiaran publik dan
komunitas, posisi dan kewenangan regulator penyiaran, serta proses transisi dari analog ke digital.
Pengaturan ini seharusnya menganut prinsip demokrasi yaitu mempertimbangkan kepentingan dan
melibatkan partisipasi publik yang luas, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, menjaga
kemajemukan masyarakat, dan berkeadilan sosial. Tanpa pembenahan yang serius, digitalisasi
hanya memperkuat status quo, melanggengkan dominasi kekuasaan ekonomi dan juga politik, yang
pada akhirnya mengancam demokrasi Indonesia @2014 dan masa depan.
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ABSTRAK

Menurut UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik
Indonesia adalah lembaga penyiaran publik, yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
Hingga tahun 2013, proses transformasi kedua lembaga Negara tersebut menghadapi berbagai
problem internal dan eksternal. Dalam prakteknya, kedua lembaga masih menghadapi krisis identitas
apakah mewakili kepentingan publik atau pemerintah karena masih kuatnya intervensi eksternal,
tidak bebas intervensi pemerintah yang sedang berkuasa, problem internal terkait profesionalisme

SDM dan anggaran.

2014 adalah tahun Pemilu legislatif dan Pemilu presiden-wakil presiden yang begitu penting bagi
proses demokratisasi di Indonesia. Ada tuntutan konstitusional memperkuat partisipasi publik
melalui saluran media yang bebas, terbuka dan independen dan media penyiaran publik serta
komunitas menempati posisi strategis. Namun demikian, agar lebih siap dalam memainkan peran
pada Pemilu 2014, lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI memerlukan jaminan hukum yang

kuat. Independensi dan proses transformasi keduanya memerlukan UU khusus diluar UU Penyiaran.

Kata Kunci: Publik, Penyiaran, Transformasi, RRI, TVRI
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PENGANTAR

Diskusi awal masyarakat sipil di Yogyakarta yang antara lain dilakukan PR2Media pada sepanjang
Mei-Agustus 2013 mengupas topik membedah draft RUU Penyiaran versi pemerintah. Dalam draft
ini, ada tiga isu penting terkait lembaga penyiaran publik (LPP). Pertama, LPP —menurut draft
pemerintah—didirikan oleh Pemerintah, bukan oleh Negara. Kedua, LPP berbentuk badan layanan
umum (BLU) dibawah kementerian, bukan lembaga Negara yang langsung bertanggungjawab
kepada Presiden. Ketiga, LPP diusulkan akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah (PP),
bukan dalam UU tersendiri sebagaimana kehendak Komisi I DPR selaku representasi publik.

Peserta diskusi termasuk penulis sepakat bahwa pemerintah, yang tercermin dari draft RUU
Penyiaran baru, cenderung berpikir pragmatis jangka pendek: menghadirkan kembali pemikiran
otoriter untuk menjadikan ‘LPP sebagai bukan LPP’, akan tetapi corong kekuasaan sentralistik,
sebuah langkah mundur dibanding UU Penyiaran No. 32/2002. Sikap ini berbeda 180 derajat
dengan gagasan DPR yang melompat jauh ke depan: mengusulkan UU khusus LPP. Draft versi
pemerintah sekaligus mengkonfirmasi sikap klasik dan keliru pemerintah setelah reformasi 1998
yang bermuara pada marginalisasi dan intervensi tak berkesudahan terhadap LPP. Riset yang
dilakukan PR2Media didukung Yayasan Ifa tahun 2010-2012 menyimpulkan terjadinya marginalisasi
sistimatis terhadap LPP. Tulisan ini hendak menguraikan kembali stand point LPP secara universal,
dan merckomendasikan masyarakat sipil mendorong dibahasnya UU khusus LPP sebagai solusi
transformasi LPP terutama menghadapi Pemilu 2014.

PILIHAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Wacana tentang lembaga penyiaran publik atau public service broadcasting telah berkembang di
Amerika dan Inggris sejak awal tumbuhnya lembaga penyiaran tahun 1920an. LPP bukan sebagai
alternatif atau pilihan diantara berbagai bentuk lembaga penyiaran, akan tetapi adalah bentuk asli
dari lembaga penyiaran itu sendiri, sebelum bertransformasi dan membiak menjadi fenomena yang
menggobal sekarang. Untuk pertamakalinya, ketika British Broadcasting Corporation (BBC) lahir
adalah sebagai lembaga penyiaran melayani kepentingan publik. Tokoh dibalik sukses BBC adalah
John Reith yang memperkenalkan berbagai pemikiran substansial tentang nilai-nilai LPP. Banyak
negara demokratis di dunia kemudian menjadikan BBC sebagai model LPP yang sukses berjaringan,
termasuk Indonesia.

Model lain adalah National Public Radio (NPR) di Amerika Serikat, jaringan antar radio publik lokal
yang beroperasi sejak tahun 1970-an dibawah regulasi khusus Public Broadcasting Act of 1967. UU

ini juga memayungi keberadaan CPB atau Corporation for Public Broadcasting. Melalui teknologi

satelit, distribusi program berkualitas dilakukan radio anggota jaringan NPR dan dideseminasi
kepada publik disamping masing-masing anggota jaringan memproduksi program lokal untuk
menjamin lokalitas dan berkompetisi dengan radio swasta. Dari segi manajemen konten, model
NPR bersifat buttom up, otonom dan dinilai tepat bagi negara berbasis kepulauan seperti Indonesia.

Pemikiran lembaga penyiaran publik telah berakar kuat pada prinsip negara demokratis,
mengakomodasi kondisi empirik dan ideal diversitas publik dari beragam sisi: kebutuhan dasar,
etnisitas, aspirasi politik, geografis dan sosial budaya. Siaran LPP bertujuan memperbaiki kualitas
hidup masyarakat melalui berita dan informasi (transmit programming that aims to improve society
by informing viewers), sebuah misi yang kontras dibanding lembaga penyiaran komersial yang
hanya memberikan suguhan siaran atraktif, menghibur, mengundang budaya konsumtif agar relevan
bagi bisnis periklanan. Karena tujuan itu, maka status hukum, bentuk lembaga, sumber pendanaan
dan standar sumber daya manusia yang dimiliki LPP harus pula mencerminkan sifat demokratis,
terbuka, kesukarelaan dan kesetaraan (Mendel, 2000).
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Tiga ciri penting LPP dari segi eksistensi dan konten adalah: Pertama, geographic universality:
stasiun siarannya harus menjangkau secara teknis dan konten ke seluruh wilayah negara tanpa
kecuali, melayani semua kepentingan (catering for all interests and tastes), termasuk kelompok-
kelompok minoritas melalui saluran dan program khusus. LPP juga harus peduli dan menjadi cermin
identitas nasional sebuah negara beserta keragaman komunitasnya. Kedua, LPP membangun budaya
kompetisi berbasis program berkualitas, mengabaikan rating kuantitas dari pemirsa/ pendengarnya.
Jumlah khalayak tetap penting akan tetapi kualitas program lebih penting yang secara rasional
semestinya menciptakan khalayak cerdas, karena ia berkorelasi dengan tidak hanya minat tetapi
kebutuhan khalayak. Ketiga, independen dari campur tangan pemerintah yang sedang berkuasa
dan kepentingan bisnis. Program siaran sebagai output LPP harus mencerminkan kesetaraan, oleh
karena itu institusinya harus bebas tekanan komersial dan atau kontrol rezim politik yang sedang
berkuasa (Mendel, 2000).

Penting dicatat, terdapat perbedaan signifikan kondisi ideal yang dikonsepsikan LPP, pengalaman
di Inggris dan Amerika dengan kondisi historis-empirik perkembangan LPP di Indonesia. Ini bisa
dimengerti karena penyiaran publik TV dan radio adalah sebuah sistem operasi media yang tidak
berada di ruang hampa. Media massa termasuk LPP adalah institusi sosial yang kompleks apalagi
di Indonesia.

BELAJAR DARI SEJARAH

Memasuki tahun 1990-an, terdapat fenomena global tergerusnya keberadaan LPP di negara-negara
penganut eckonomi liberal seperti Inggris, termasuk berdampak sampai ke Indonesia. Bahkan di
Indonesia, tergerusnya posisi dan relevansi LPP tidak hanya sebagai dampak dari menguatnya
ekonomi pasar, privatisasi badan public, akan tetapi diakibatkan pula oleh faktor stigma historis
agen penguasa Orde Baru yang belum hilang, baik di benak broadcaster LPP sendiri maupun
kalangan pengambil keputusan.

Stigma dan romantisme sebagai agen pemerintah bahkan cenderung dipelihara secara sistimatis
melalui budaya birokrasi yang kental feodalisme dalam rutinitas kerja dan penentuan jabatan.
Ketentuan dalam UU Penyiaran No. 32/2002 yang menegaskan posisi dan keberadaan LPP hingga
tahun 2013 menunjukkan perubahan signifikan pada akses publik berkiprah di manajemen dan
konten siaran, akan tetapi belum mampu mengubah secara radikal pola pikir pathernalisme dan
membendung hasrat pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakannya sebagai media propaganda.
Liberalisasi ekonomi penyiaran di Indonesia menyebabkan tidak imbangnya proporsi jumlah
lembaga penyiaran antara publik, komersial dan komunitas. Kondisi ini dapat dicermati pada
rekapitulasi lembaga penyiaran sampai bulan Juni 2013:

Tabel 1 : Perkembangan Media Penyiaran di Indonesia

Media Bentuk Jumlah
Televisi Swasta 439
Publik 11
Komunitas 11
Berlangganan 182
Radio Swasta 1828
Publik 75
Komunitas 129
TOTAL 2675

Sumber: KPI Pusat, 2013
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Ditengah kuatnya cengkraman penyiaran komersial, LPP TVRI kerapkali tergoda untuk
mengakomodasi model kemasan dan konten siaran yang kemudian menjauhkannya dari misi
kepublikan. Muncul persepsi, siaran TVRI hampir mirip dengan siaran TV swasta. Fenomena ini
bisa dipahami, karena setelah modernisasi media global di tahun 1980-an, maka muncul pemikiran
alternatif model baru LPP yang disebut a mixed commercial and public model. Di Kananda,
model ini diadopsi secara terbatas oleh the CBC yang membuka peluang pendapatan melalui
iklan komersial ---karenanya harus menyajikan program yang populer, rendah mutunya---, untuk
melengkapi subsidi pemerintah yang terbatas. Fenomena serupa kemudian diadopsi RRI dan TVRI
yang mendapat ruang alokasi 15 persen iklan komersial.

Sebagai negara yang memilih menganut sistem demokrasi, termasuk kebebasan pers, maka pilihan
menjadikan RRI dan TVRI sebagai LPP yang bersifat non-profit dan independen adalah konsekuensi
darinya. Secara historik, RRI-TVRI mengalami perubahan kelembagaan yang berbeda jauh dengan
pola kelahiran BBC di Inggris, NPR di Amerika, ABC di Australia. Mungkin hanya di Indonesia
institusi penyiaran mengalami metamorfosa hingga tiga kali. Reformasi politik tahun 1998 merubah
drastis status kelembagaan dan orientasi operasional RRI dan TVRI. Identitas sebagai stasiun radio
dan televisi plat merah tamat secara yuridis seiring keluarnya UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.

Meskipun akhirnya TVRI dan RRI menjadi media penyiaran publik, namun dalam masa transisi antara
1998-2004 bahkan hingga tahun 2013, pemerintah telah menerapkan beragam model kelembagaan,
melakukan akrobat ‘tarik ulur’ atas TVRI dan RRI, mulai dengan pilihan menjadi perseroan terbatas
untuk TVRI dan RRI sebagai perusahaan jawatan hingga mendorong kembali menjadi unit pelaksana
teknis dibawah kementerian Kominfo. Kebijakan yang menunjukkan kebingungan sikap atas status
lembaga tersebut, apakah akan secara murni diliberalisasi, diotorianisasi atau publikisasi.

Hampir 50 tahun lebih, RRI dan TVRI menjadi media propaganda politik elit yang berkuasa sejak
rezim Soekarno berkuasa penuh dan diteruskan hingga era Orde Baru. Panjangnya masa kooptasi
ini membuat stigma dan keyakinan yang sejati, melekat kuat di kalangan broadcasternya. Sejarah
RRI dan juga TVRI sesungguhnya adalah sejarah sebagai medium untuk propaganda kekuasaan dan
proteksi kekuasaan. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemilihan program, penekanan
fokus isu, diskusi lewat orang terseleksi kekuasaan, hingga menghindari penyiaran yang bersifat
kritis. Ini terjadi karena status dan perannya di bawah Departemen Penerangan.

Riset Philip Kitley terhadap televisi tahun 2000 antara lain menyimpulkan, sejarah media penyiaran
Indonesia senantiasa berkait dengan dua karakter utama yakni radio dan TV swasta dan publik.
Televisi dan radio swasta senantiasa berkait dengan perspektif sejarah kapitalisme, yakni suatu sistem
produksi komoditas yang menjadikan korporasi swasta mampu memaksimalisasikan keuntungan
mereka lewat sistem sponsor program-program yang sesuai dengan target pasar komoditasnya.
Sedang TVRI di masa transisinya masih belum bergerak signifikan sebagai ’cermin budaya ala
pemerintah’ (Kitley, 2000).

Pilihan menjadikan RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik merupakan keputusan
strategis dan tepat bagi Indonesia. Namun demikian, belajar dari sejarah diatas, ternyata tidak hanya
perubahan status yang dibutuhkan, tetapi perubahan manajemen dengan mengadopsi model yang
sudah berkembang di luar negeri, memformulasikannya dengan karakter lokal Indonesia yang
multikultur. Rancangan UU Penyiaran pemerintah jelas akan menarik kembali posisi RRI-TVRI
menjadi media otoriter, sebuah pilihan balik ke masa lalu yang mengingkari kehendak sejarah
demokratisasi.
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Dua agenda pokok yang semestinya teratasi sepanjang tahun 2002-20013 adalah, pertama bagaimana
merubah stigma buruk di publik dan pejabat pemerintah pusat-daerah bahwa RRI dan TVRI media
organik pemerintah dengan segala peran propagandisnya. Ini harus dilakukan dengan mengelola
partisipasi publik untuk mengisi program siaran tanpa tendensi untuk akumulasi kebutuhan modal
atau akumulasi kebutuhan akses politik oleh elit pengelola LPP. Kedua merubah budaya kerja dari
pejabat Negara menjadi broadcaster. Penuntasan agenda ini ternyata tidak mudah, perlu paying
hukum. Menghadapi Pemilu 2014, kondisi ini jelas mengkhawatirkan kalangan aktifis demokrasi.
Semua pihak yang peduli LPP harus bertemu dan menemukan solusi komprehensif bersama.

URGENSI UU KHUSUS LPP

Setelah 12 tahun UU Penyiaran No. 32/2002 diberlakukan, persoalan di lembaga penyiaran publik
ternyata semakin kompleks, yang antara lain justru bersumber dari rumusan tentang LPP yang ada
pada UU tersebut. Dalam prakteknya, TVRI dan RRI sebagai lembaga negara tidak sepenuhnya
bisa diakomodasi model kelembagaan negara struktural dan non-struktural yang telah tersedia.
Akibatnya, secara internal upaya penataan SDM dan pengelolaan keuangan terhambat. Secara
eksternal, riset yang dilakukan Retno Intani menemukan masih kuatnya intervensi pemerintah dan
parlemen terhadap manajemen TVRI. Proses rekruitmen dan pengambilan keputusan manajemen
puncak TVRI: Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, kerapkali mendapat campur tangan kekuatan
politik dan ekonomi yang menggerus independensinya sebagai LPP (Intani, 2012).

Transformasi sumber daya manusia di kedua lembaga dari aparatus pemerintah menjadi broadcaster
profesional tidak berjalan mulus karena regulasi yang menjadi payung kebijakan tidak bersifat
tunggal dan final. Status mayoritas pekerja RRI dan TVRI sebagai pegawai negeri sipil dengan
paradigma kinerja administratif yang melindungi mereka melalui UU Kepegawaian Negara,
tidak sinkron dengan tuntutan budaya kerja kreatif, model reward and punishment yang harusnya
dianut RRI dan TVRI selaku institusi penyiaran. Semua ini bersumber dari teks regulasi pada UU
32/2002 yang masih terlalu umum, abstrak. Diperlukan regulasi yang lebih rinci dan tidak membuka
peluang interpretasi oleh institusi yang dapat memengaruhi prinsip dasar LPP, misalnya oleh adanya
ketentuan peraturan pemerintah dibawah UU.

Memasuki masa-masa Pemilu 2014, terdapat kondisi krusial yang patut dicermati: privatisasi dan
‘kolonialisasi baru’ ruang publik oleh kepentingan politik dan ekonomi pragmatis yang diperagakan
kekuatan-kekuatan dominan yang berselingkuh: kekuatan pemodal besar/konglomerat media dengan
hasrat/ambisi politik Pemilu 2014. Akibatnya, bukan hanya penyempitan ruang publik yang egaliter,
tetapi peminggiran posisi publik selaku stakeholders utama media penyiaran. Mereka terdegradasi
menjadi komoditas dan konstituen pasif yang dijejali informasi manipulatif.

Siaran pers Rumah Perubahan LPP, organisasi non-protif yang dikelola aktifis penyiaran, akademisi
dan jurnalis bulan Mei 2013 menyebutkan, keberadaan lembaga penyiaran publik dan penyiaran
komunitas di pusat dan daerah yang belum sepenuhnya kuat, independen dan profesional. Perhatian
para pihak atas transformasi kelembagaan, isi dan SDM sangat kurang padahal kedua jenis lembaga
penyiaran berpeluang menjadi ruang publik yang memberi pencerahan politik dalam jangka pendek
(menyongsong Pemilu 2014) dan menjadi ruang interaksi seluruh kepentingan publik yang setara
dalam jangka panjang (RPLPP, 2013). UU Penyiaran No. 32/2002 baru berhasil menata arsitektur
penyiaran di ranah kelembagaan dan regulator independen. Sistem kerja, kewenangan, road map
transformasi media penyiaran menuju terbangunnya iklim penyiaran demokratis belum diatur rinci,
menjadi ‘ruang kosong’ yang membuka peluang intervensi kepentingan liberalistik atas nama free
market.
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Dalam kondisi yang tidak imbang antara penyiaran komersial dengan penyiaran publik dan
komunitas, maka perhatian serius perlu ditujukan kepada penyiaran publik dan komunitas, melalui
kewenangan regulasi UU yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Seirama dengan proses
pergantian UU Penyiaran 32/2002, maka gagasan untuk membuat Undang-undang tersendiri bagi
lembaga penyiaran publik di Indonesia perlu diwujudkan dengan langkah-langkah nyata: drafting
RUU khusus LPP versi publik.

PENUTUP

Hingga bulan Oktober 2013, draft RUU Penyiaran sudah memasuki tahap diskusi daftar inventarisasi
masalah (DIM) antara pemerintah dengan DPR. Perbedaan yang mencolok antara draft dan DIM
RUU versi pemerintah dengan RUU-DIM versi DPR sangat mengkhawatirkan, terutama sikap
pemerintah (Kemenkominfo) untuk menutup peluang adanya RUU khusus bagi LPP, bersikukuh
agar LPP cukup diatur dalam PP. Pada tahap ini, suara dan sikap publik selaku pihak ketiga dan
paling berkepentingan harus mendapat tempat yang layak, sikap masyarakat sipil harus jelas, fokus
dan komprehensif. Untuk itu sangat diperlukan draft dan DIM RUU Penyiaran versi publik.

Urgensi regulasi khusus LPP di Indonesia harus dipahami dalam dua konteks. Pertama, Proteksi dan
garansi atas keberadaan LPP, meliputi RRI, TVRI dan penyiaran publik lokal sebagai sistem media
massa yang menggunakan ranah publik. Kedua, kejelasan road map transformasi, revitalisasi RRI
dan TVRI, integrasi keduanya ke dalam ranah manajemen media yang berstandar internasional.
Kendala-kendala internal dan eksternal di tubuh RRI dan TVRI hingga menjelang akhir 2013
harus bisa dikanalkan resolusinya pada regulasi khusus tersebut. Untuk melahirkan regulasi yang
mengandung kedua hal tersebut, maka semua pihak harus mau belajar, memberikan atensi yang
mendalam terhadap LPP, khususnya RRI dan TVRI sebagai asset bangsa yang strategis di masa
mendatang.
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ABSTRAK

Tulisan ini mengemukakan beberapa hal yang perlu dicermati dan memperoleh catatan penting
tentang RUU Penyiaran hasil inisiatif DPR yang saat ini sedang dibahas antara DPR dan Pemerintah.
Pertama, tentang RUU Inisiatif DPR itu sendiri yang dinilai oleh banyak kalangan secara umum
telah sesuai dengan harapan untuk mempertahankan gagasan filosofi demokratisasi penyiaran.
Kedua, RUU Pemerintah (yang merupakan tanggapan terhadap RUU DPR), yang dinilai penulis
sebagai tidak demokratis, tidak berorientasi pada publik, dan menempatkan pemerintah sebagai
regulator penyiaran. Ketiga, mengenai Komisi Penyiaran Indonesia yang dalam RUU Pemerintah
diganti menjadi Komisi Pengawas Isi Siaran dan kewenangannya dibuat sangat terbatas menjadi
hanya mengawasi isi siaran. Keempat, mengenai ketentuan iklan rokok dalam RUU (baik pada RUU
DPR dan Pemerintah) yang tidak melindungi kepentingan publik dan berlawanan dengan ketentuan
perundangan lain. Penulis mencermati tentang perubahan ketentuan mengenai iklan rokok dalam
proses penyusunan di Badan Legislasi (Baleg DPR). Terakhir, penulis menyoroti peran masyarakat
sipil dan akademisi yang kurang terlihat pada proses penyusunan RUU ini, yang berbeda dengan
kondisi lahirnya UU Penyiaran 2002.

Kata kunci: RUU Penyiaran, regulator penyiaran, sistem stasiun jaringan, Komisi Pengawas Isi

Siaran
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PENDAHULUAN

Saat ini di DPR sedang berlangsung pembahasan antara DPR dan Pemerintah mengenai RUU
Penyiaran. RUU ini merupakan perubahan atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Proses
penyusunannya di DPR telah dimulai sejak tahun 2010. RUU ini dinyatakan sebagai satu dari
sekitar enam puluhan RUU yang diprioritaskan tahun 2010 (www.hukumonline.com/berita/baca/
1t4b7e550d5701e/revisi-uu-penyiaran). Nyatanya, walau di awal dinyatakan sebagai RUU yang

diprioritaskan, DPR sendiri baru mengeluarkan draft RUU pada Oktober 2012. Pemerintah kemudian
menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sandingan RUU tersebut pada sekitar Juni 2013.

Komisi 1 DPR menyatakan UU No 32 Tahun 2002 perlu direvisi karena pada pelaksanaannya sering
muncul kontroversi dan masih mengandung kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling kentara
adalah tentang kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang kurang bergigi (pernyataan

anggota Komisi I Ramadhan Pohan, Februari 2010; lihat www.hukumonline.com/berita/baca/

1t4b7e550d5701¢e/revisi-uu-penyiaran). Komisi 1 DPR juga menyatakan bahwa keberadaan UU

Penyiaran baru sangat penting sebagai payung hukum. Saat ini terjadi kekosongan payung hukum,
padahal dinamika yang terjadi di dunia penyiaran menuntut segera adanya aturan lainnya (pernyataan
anggota Komisi I Tantowi Yahya, Mei 2013; lihat http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/23-

berita-daerah/31382-ruu-penyiaran-pemerintah-dinilai-tidak-serius).

Terkait dengan RUU Penyiaran hasil inisiatif DPR ini, ada beberapa hal yang perlu dicermati dan
memperoleh catatan penting.

1. RUU INISIATIF DPR

RUU Penyiaran Inisiatif DPR lahir dari proses yang tidak mudah. Perubahan terhadap isi UU
No. 32/2002 cukup banyak, mencapai lebih dari lima puluh persen. DPR membentuk Tim Pakar
beranggotakan tujuh orang untuk menyusun draft perubahan tersebut. Dalam perjalanannya, tujuh
orang tersebut tidak memperoleh titik temu dalam sejumlah isu penting, misalnya soal pembatasan
kepemilikan, keharusan sistem siaran rjaringan, dan iklan rokok. Setelah berjalan beberapa lama,
akhirnya disepakati bahwa Tim Tujuh tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing
kelompok menyusun draft yang berbeda. Dilihat dari isi dua draft yang dirancang, dapat dikatakan
draft pertama lebih bertujuan melindungi kepentingan yang berorientasi pada publik, sementara
draft kedua lebih mengakomodasi kepentingan industri. Sebagai contoh, dalam draft kelompok
pertama termuat larangan kepemilikan sejumlah stasiun televisi di satu tangan, sementara larangan
serupa tidak terdapat dalam draft kelompok kedua. Berdasarkan dua draft RUU tersebut, Panitia
Kerja (Panja) RUU Penyiaran bekerja menyusun draft RUU versi DPR yang akhirnya disetujui oleh
Badan Legislasi DPR.

Banyak kalangan menilai RUU DPR yang disetujui Badan Legislasi tersebut secara umum telah
sesuai dengan harapan untuk mempertahankan gagasan filosofi demokratisasi penyiaran. Dalam
RUU DPR, daulat penyiaran diletakkan di tangan publik dan sistem penyiaran yang berlaku bersifat
demokratis karena menekankan pada berjalannya sistem stasiun jaringan.

KPI sendiri, sebagai lembaga yang mewakili aspirasi publik di bidang penyiaran, menyambut RUU
DPR ini dengan positif. RUU DPR ini dipandang mengembalikan penyiaran Indonesia ke jalan yang
seharusnya. Kepentingan utama KPI terhadap revisi UU Penyiaran adalah mengembalikan hakikat
regulasi penyiaran ke dalam marwah awal pembentukan UU Penyiaran. Bagi KPI, momentum revisi
UU Penyiaran adalah kesempatan bagi publik untuk “merebut kembali” kedaulatan publik terhadap
ranah publik (Judhariksawan, 2013).
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2. RUU PEMERINTAH

Setelah RUU versi DPR itu diserahkan kepada pemerintah, pemerintah membuat tanggapan dalam
bentuk Daftar Inventarisasi Masalah/DIM terhadap RUU. Naskah pemerintah ini terdiri atas 858
item yang dikelompokkan. Dari jumlah ini, 106 masalah masuk kelompok sama antara pemerintah
dan DPR, 122 DIM berupa perubahan rumusan redaksional, 331 DIM yang diusulkan dihapus
oleh pemerintah, dan 299 DIM adalah usulan baru (http://www.suarapembaruan.com/home/dpr-
pemerintah-bahas-masalah-ruu-penyiaran/42685).

Dalam pandangan penulis, berlawanan dengan RUU DPR yang membawa semangat demokratisasi
penyiaran dan berorientasi pada publik, DIM (yang selanjutnya disebut saja sebagai RUU
Pemerintah) secara umum tidak demokratis, tidak berorientasi pada publik, dan menempatkan
pemerintah sebagai regulator penyiaran.

RUU Pemerintah menyatakan spektrum frekuensi radio dikuasai oleh negara dan dikelola oleh
Pemerintah. Padahal RUU DPR menyatakan spektrum frekuensi radio adalah milik publik dan
merupakan sumber daya alam terbatas dikuasai oleh negara.

RUU Pemerintah menyatakan bahwa penyelenggara penyiaran adalah Pemerintah. Adapun RUU
DPR menyatakan bahwa penyelenggara penyiaran meliputi Pemerintah dan KPI.

RUU Pemerintah mengatur bahwa izin penyelenggaraan penyiaran sepenuhnya berada di tangan
Pemerintah. Mengenai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), RUU Pemerintah menyatakan: IPP
adalah izin yang diberikan oleh pemerintah. Bandingkan dengan RUU DPR yang menyatakan
bahwa IPP adalah izin yang diberikan oleh negara.

Keinginan Pemerintah untuk mengendalikan penyiaran makin diperkukuh dengan adanya usulan
baru dalam DIM, yakni Bab Pembinaan, sbb: (1) Penyiaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah, dan (2) Pembinaan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyiaran.

RUU Pemerintah dapat dikatakan mengkhianati demokratisasi penyiaran, karena menjadikan
ketentuan tentang sistem stasiun jaringan hanyalah sebuah pilihan (sementara RUU DPR membuat
ketentuan tentang sistem stasiun jaringan sebagai sebuah kewajiban). Dengan menjadikannya pilihan,
bukan kewajiban, kita tahu bahwa stasiun-stasiun televisi nasional tidak akan menjalankannya.
Padahal sistem penyiaran desentralistik —dengan sistem stasiun jaringan di dalamnya-- adalah
hal yang selama ini diperjuangkan. Sistem stasiun jaringan adalah sebuah sistem yang jauh lebih
demokratis, adil, dan lebih membawa manfaat bagi seluruh daerah di Indonesia (Armando, 2011).

Dengan demikian tidak heran jika Siregar (2013) mengatakan bahwa RUU Penyiaran versi
pemerintah bersifat chauvinis dan otoritarian. Pemerintah menjadi regulator utama yang dominan:
sebagai pembuat kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. RUU ini juga dinilai oleh
Siregar tidak jelas menggambarkan sistem apa yang akan dibangun.
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3. KOMISI PENYTARAN INDONESIA VS KOMISI PENGAWAS
ISI STARAN

RUU Penyiaran versi DPR secara tegas memberikan kewenangan pengaturan penyiaran kepada
regulator utama penyiaran, yakni KPI. Pemahaman konsep “ranah publik” bagi penyiaran tidak
hanya berkonotasi pada ketergantungan terhadap spektrum frekuensi radio, tetapi juga karena
publik adalah sasaran utama penyiaran. Oleh karena itu, pengawasan dan pengaturan penyiaran
sangat wajar jika diserahkan sepenuhnya kepada publik, yang dalam hal ini diwujudkan pada KPI
(Judhariksawan, 2013). RUU DPR menyatakan bahwa KPI adalah lembaga negara independen
yang bertugas mengatur penyelenggaran penyiaran. Kewenangan KPI adalah: (a) memberikan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran, (b) membentuk peraturan penyelenggaraan penyiaran, (¢) menyusun
dan menetapkan Standar Program Siaran, dan (d) mengawasi penyelenggaraan penyiaran.

Dalam DIM usulan Pemerintah, KPI hilang, digantikan oleh Komisi Pengawas Isi Siaran (KPIS).
Kewenangannya pun diperkecil, hanya mengawasi isi siaran. DIM Pemerintah menyatakan bahwa
KPIS adalah lembaga independen yang bertugas dan berfungsi mengawasi isi siaran. Tugasnya
adalah: (a) mengawasi isi siaran, (b) menjamin masyarakat supaya memperoleh informasi yang
layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, dan (c) menjamin masyarakat supaya menerima
isi siaran yang sehat dan bermartabat, (d) menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan,
sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap isi siaran, dan (e) menyelesaikan sengketa
jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Kewenangan KPIS adalah: (a) menyusun dan menetapkan
Standar Program Siaran, (b) mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran, (¢) melakukan audit
terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemirsaan yang diselenggarakan oleh lembaga
pemeringkatan, (d) memberi sanksi administratif terhadap pelanggaran Standar Program Siaran, (e)
merekomendasikan pencabutan Izin penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri atas pelanggaran
Standar Program Siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, dan (f) menyelesaikan sengketa
jurnalistik khusus di bidang penyiaran.

4. KETENTUAN TENTANG IKLAN ROKOK

Walaupun secara umum dinilai mengusung semangat demokratisasi penyiaran, RUU DPR tidak
sepenuhnya melindungi kepentingan publik dan khususnya anak. Hal ini terutama dilihat dari
ketentuan mengenai iklan rokok. Ketentuan tentang iklan rokok dalam RUU DPR tidak mengubah
ketentuan yang terdapat dalam UU 32/2002, yakni tetap membolehkan disiarkannya iklan rokok
dengan pembatasan, yakni tidak menampilkan wujud rokok.

Dilihat dari sejarah proses penyusunannya, draft awal revisi UU yang disiapkan oleh Komisi I
DPR memuat ketentuan tentang pelarangan total iklan rokok. Ketentuan ini berasal dari draft
RUU yang diajukan oleh kelompok Tim Pakar yang lebih berorientasi kepada publik. Hal ini tentu
saja menggembirakan kalangan masyarakat sipil yang selama ini memperjuangkan pengendalian
tembakau dan perlindungan anak. Namun, ketika draft RUU ini masuk dalam pembahasan di Badan
Legislasi (Baleg) DPR, terjadi perubahan. Ketentuan yang awalnya melarang segala bentuk iklan dan
promosi rokok berubah menjadi pembatasan, sehingga akhirnya aturan mengenai iklan rokok tidak
berbeda dengan ketentuan pada UU 32/2002. Dengan demikian larangan total iklan dan promosi
rokok urung dicantumkan dalam RUU DPR (lihat http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-
dalam-negeri/31471-larangan-iklan-rokok-batal-dimuat-dalam-revisi-uu-penyiaran,  http://www.
kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/3 1407-ruu-penyiaran-diharapkan-larang-iklan-
rokok, dan health.detik.com/read/2013/07/04/190956/2293033/763/larangan-iklan-rokok-batal-
dimuat-dalam-revisi-uu-penyiaran).
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Harus diingat bahwa rokok termasuk zat adiktif, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 36/2009
tentang Kesehatan Pasal 113. Apalagi, pada 2012 uji materi mengenai Pasal 113 dan 116 UU
Kesehatan mengenai tembakau sebagai zat adiktif telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tembakau tetap digolongkan sebagai zat adiktif. Dengan
demikian maka iklan rokok seharusnya dilarang secara total dari media penyiaran, karena zat adiktif
dilarang untuk diiklankan.

Di satu sisi, walau RUU DPR memuat ketentuan tentang dibolehkannya iklan rokok asalkan tidak
menampilkan wujud rokok, di sisi lainnya RUU ini dalam salah satu pasalnya melarang penyiaran
periklanan yang mempromosikan zat adiktif. Sejak awal, ketentuan terakhir ini sudah termuat dalam
draft RUU yang diajukan oleh kelompok Tim Pakar yang lebih berorientasi kepada publik. Dalam
prosesnya di Baleg, ketentuan ini tidak diubah.

KPI sendiri memiliki sikap yang sama dengan kelompok masyarakat sipil yang mengusulkan
pelarangan total iklan rokok. Sejak 2010, KPI sudah memberikan masukan mengenai ketentuan
pelarangan total iklan rokok kepada DPR, terakhir melalui RDP dengan Komisi 1 DPR pada 9 April
2013.

Pemerintah menyepakati RUU DPR dalam hal pembatasan iklan rokok. Walaupun dalam DIM-
nya Pemerintah mengubah redaksi aturan mengenai iklan rokok, RUU Pemerintah jelas sekali
menunjukkan sikap setali tiga uang dengan DPR, yakni pembatasan iklan rokok, bukan pelarangan.
Bahkan lebih jauh, Pemerintah menghapus ketentuan tentang larangan mengenai iklan zat adiktif
yang ada dalam RUU DPR.

5. PERAN MASYARAKAT SIPIL DAN AKADEMISI

Berbeda dengan kondisi lahirnya UU Penyiaran 2002 (pengganti UU Penyiaran 1997), penyusunan
RUU Penyiaran kali ini tampaknya jauh lebih “senyap”. Pada RUU Penyiaran kali ini, kelompok
masyarakat sipil dan akademisi tidak memberi perhatian sebesar saat proses melahirkan UU
Penyiaran 2002.

Sejarah mencatat, masyarakat sipil berperan besar dalam melahirkan UU Penyiaran 2002. Jantung
pertarungan pada saat itu adalah pada dua kubu. Kubu pertama, DPR didukung masyarakat sipil
yang percaya diri memperjuangkan sebuah UU yang lebih demokratis. Kubu lainnya, pemerintah
yang berusaha keras mempertahankan kepentingannya atau setidaknya tidak kehilangan otoritasnya
dalam dunia penyiaran; dalam hal ini pemerintah seringkali tampak sejalan dengan industri (lihat
Armando, 2011, hal. 150 — 183).

Padahal, dilihat dari subtansi yang terkandung dalam RUU ini, baik pada RUU Pemerintah maupun
pada RUU DPR, ada beberapa hal yang masih harus diperjuangkan, seperti prinsip demokratisasi
penyiaran (dengan segala turunannya, antara lain: sistem stasiun jaringan, siapa regulator utama
penyiaran dan apa kewenangannya, izin penyiaran, kepemilikan, dll) dan aspek perlindungan publik
(termasuk dari muatan zat adiktif).

Masyarakat sipil dan akademisi memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses mewujudkan
penyiaran Indonesia menjadi lebih baik. Ini tentu saja sebuah pilihan. Dan pilihan untuk tidak
menyia-nyiakan peluang untuk memperjuangkan penegakan prinsip demokratisasi dan perlindungan
kepada publik adalah pilihan untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat, bahkan bagi kemanusiaan.
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MEMPERJUANGKAN HAK PUBLIK:
PELANGGARAN KAMPANYE DI TELEVISI
DAN KETIDAKBERDAYAAN KPI
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ABSTRAK

Tulisan ini membahas isu kampanye dalam medium televisi, termasuk penggunaan frekuensi publik
untuk kepentingan politik pemilik dan ketidakberdayaan KPI dalam mencegah hal itu. Tulisan ini
berargumen bahwa kandidat dan partai politik telah melakukan kampanye secara terang-terangan
di media televisi, tanpa KPI bisa mencegahnya. Hal ini disebabkan oleh persoalan-persoalan
struktural dan kultural. Persoalan struktural berangkat dari undang-undang penyiaran yang saling
beririsan dengan undang-undang lain dimana undang-undang penyiaran tak pernah dilihat sebagai
undang-undang lex specialis. Sementara itu, pendekatan komisioner KPI yang sangat formalistik,
membuat beragam pelanggaran itu tidak bisa dijangkau oleh KPI. Persoalan kampanye selalu
dilihat perdefinisional dalam peraturan perundangan tanpa adanya kesadaran bahwa mereka sendiri
pembuat peraturan. Padahal, jika pelanggaran tersebut terus dibiarkan maka akan mengancam
kualitas pemilu karena sulitnya masyarakat mendapatkan informasi yang fair dan adil dari televisi.
Berkaitan dengan hal itu, tulisan ini merekomendasikan dua hal. Pertama, mendorong KPI untuk
lebih berani dalam menegakkan demokratisasi penyiaran sebagaimana tugas dan kewajiban yang
diemban KPI. Kedua, mendidik masyarakat berkait dengan hak-hak publik di bidang penyiaran,
penyalahgunaan media penyiaran demi kepentingan pemilik, dan sikap kritis terhadap iklan dan isi

berita.

Kata kunci: kampanye, televisi, KPI, kendala struktural dan kultural
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LATAR BELAKANG

Dunia penyiaran Indonesia saat ini menghadapi dua persoalan pokok, yang keduanya bisa dikatakan
sebagai ‘racun’ demokrasi. Pertama, hiperkomersialisasi produk media sebagai akibat neoliberalisasi
dalam industri penyiaran. Saat ini, ada sepuluh stasiun televisi swasta yang siaran nasional dan
satu stasiun televisi publik, TVRI. Ini berakibat pada dominasi tv swasta yang sangat komersial
dalam sistem penyiaran di Indonesia. Masalahnya, lembaga penyiaran swasta sangat berorientasi
pada keuntungan dengan rating sebagai pijakan utama. Maka, komodifikasi isi siaran dan khalayak
pun dilakukan sedemikian rupa (lihat Mosco, 1996) yang berimbas pada pendangkalan isi siaran,
sensasionalisme, dan beragam program yang kurang memenuhi kebutuhan khalayak. Market-
driven journalism (McManus, 1997) menjadi semakin kuat sehingga masyarakat tidak mendapati
informasi yang benar-benar dibutuhkan demi keterlibatan dan partisipasi politik. Persoalan kedua
berangkat dari kenyataan bahwa para pemilik media terlibat aktif dalam dunia politik praktis seperti
Surya Paloh, Abu Rizal Bakrie, dan juga Hary Tanoesoedibjo. Keterlibatan pemilik dalam politik
praktis ini akan menciptakan distorsi komunikasi yang berasal dari ‘keberpihakan’ liputan dan
iklan pemilik. Distorsi informasi terutama berangkat dari munculnya rivalitas politik dalam ruang
redaksi. Rivalitas politik akan membuat liputan terhadap pesaing dalam pemilu tidak mendapatkan
proporsi yang seharusnya, dan berita yang benar-benar ‘objektif” tidak akan pernah terjadi. Padahal,
objektivitas dan kualitas informasi menjadi prasyarat penting bagi kualitas demokrasi. Para pemilih
akan mampu melakukan pilihan tepat terhadap kandidat politik jika mereka mendapatkan informasi
yang fair. Sebagaimana disitir Bobbio (McNair, 2003), masyarakat yang terinformasi dengan baik
akan membuat masyarakat mampu memilih pemimpin yang paling jujur, cerdas, dan bijaksana.
Begitu sebaliknya.

Distorsi informasi itu tampaknya bukan asumsi semata jika dilihat kenyataan berikut. Berdasarkan
catatan Komisi Penyiaran Indonesia, pada saat Hary Tanoesoedibjo, pemilik RC77 dan MNC group,
masih di Partai NasDem, antara bulan Oktober sampai dengan November 2012, stasiun televisi
swasta tersebut telah menayangkan sebanyak 127 iklan partai tersebut. Kemudian, ketika Hary
Tanoesudibyo berpindah ke partai Hanura, dalam periode yang sangat singkat, yaitu 2-15 April 2013,
KPI'mencatat adanya 11 berita tentang Hanura yang muncul tidak hanya di RCTT, tapi juga di seluruh
grup MNC (MNC TV dan Global TV). Pemberitaan tentang Aburizal Bakrie yang mencalonkan diri
sebagai presiden RI juga banyak bermunculan di 7V One. KPI mencatat 10 pemberitaan dan 143 kali
tayangan iklan politik tentang Si Pemilik sepanjang April 2013.

Mendekati pemilu, intensitas pemilik menggunakan media televisi untuk kampanye akan
semakin signifikan. Ini jelas menjadi persoalan karena media-media tersebut menggunakan public
domain sehingga para elit politik itu-meskipun mereka pemilik tv yang bersangkutan-tidak dapat
menggunakan begitu saja media televisi demi tujuan-tujuan politik. Di sisi lain, Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) sebagai regulator penyiaran tidak mampu berbuat banyak. Beragam persoalan
menghadang mereka, baik struktural maupun kultural.

Tulisan singkat ini akan mengkaji berbagai persoalan yang menghimpit KPI sehingga kurang
mampu menjadi ‘penjaga gawang’ bagi banyak pelanggaran kampanye di televisi sebagai media
yang menggunakan public domain. Lalu, sebagai upaya memperjuangkan hak publik untuk
mendapatkan informasi yang fair, tulisan ini juga akan berusaha mendiskusikan langkah-langkah
apa yang seharusnya untuk memperjuangkan hak publik, terutama dalam konteks pemilu 2014.
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DASAR HUKUM KEBERADAAN KPI

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 menjadi landasan hukum bagi keberadaan KPI. Pasal 6
ayat (4) UU Penyiaran menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk komisi
penyiaran. Kemudian, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa komisi penyiaran yang dimaksud dalam
pasal 6 ayat (4) adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat KPI; yang mengatur hal-hal
mengenai penyiaran (ayat (2)). Tugas dan wewenang KPI juga jelas diatur dalam undang-undang
penyiaran. Kewenangan KPI disebutkan dalam pasal 8 secara jelas, yakni menetapkan Standart
Siaran, menyusun, mengawasi, dan memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan dan pedoman
perilaku penyiaran. KPI juga berwenang dalam melakukan koordinasi dan atau kerja sama dengan
lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga penyiaran. Sementara itu, mengenai tugas dan
kewajiban KPI disebutkan pula dengan jelas-yang terpenting dalam konteks ini-, yakni menjamin
masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia,
ikut membantu pengaturan infrastruktur penyiaran, dan memelihara tatanan informasi yang adil,
merata, dan seimbang. Dalam konteks wewenang, tugas dan kewajiban inilah, KPI diharapkan
mampu memperjuangkan hak publik untuk informasi yang fair dan adil dalam pemilu 2014. Namun
sayangnya, beragam persoalan yang menghimpit KPI membuat harapan itu sulit diwujudkan.

PERSOALAN KPI

Poin-poin sebagaimana dikemukakan di atas, menjadi hal yang krusial bagi usaha penataan sistem
media penyiaran yang demokratis dan fair demi terciptanya pemilu yang adil dan demokratis.
Namun, beragam pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan pemilik sepertinya
membuat usaha membangun tatanan informasi yang adil sulit dilakukan.

PR2Media telah melakukan studi terhadap regulator media dan komunikasi di Indonesia (lihat
Wahyono, dkk, 2011), salah satunya KPI. Khusus mengenai lembaga regulator bidang penyiaran
ini, penelitian tersebut menemukan bahwa KPI memang menghadapi persoalan-persoalan yang bisa
dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yakni persoalan struktural dan kultural. Dalam konteks
pemilu, persoalan-persoalan struktural muncul dari dua hal yang satu sama lain saling berkait.
Pertama, keberadaan KPI hanya sebagai pengawas isi siaran (media wacth) telah membuatnya tidak
cukup kuat dalam menegakkan peraturan siaran. Beragam sanksi yang diberikan KPI pada akhirnya
tidak membuat jera industri penyiaran karena hanya bersifat administratif, tidak sampai pencabutan
ijin siaran. Di sisi lain, media penyiaran bisa melakukan siasat untuk menghindari hukuman tanpa
KPI mampu berbuat lebih jauh. Perubahan program Empat Mata menjadi Bukan Empat Mata yang
tayang di Trans7 menjadi contoh yang paling gamblang mengenai hal ini. Demikian juga, perubahan
Silet menjadi Intens di RCTI. Kedua, tidak diakuinya UU Penyiaran sebagai lex specialis sehingga
dalam hal monitoring siaran, KPI harus ‘berbagi’ kewenangan dengan regulator lain, terutama
dengan Lembaga Sensor Film (LSF), Dewan Pers, dan, dalam konteks Pemilu, KPU. Persoalan ini
terefleksi dengan sangat baik, misalnya, dalam P3SPS untuk sensor film dan iklan.

Pasal 55 Standart Program Siaran (SPS), misalnya, menyebutkan sebagai berikut. 1) Program siaran
dalam bentuk film wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor berupa pernyataan lulus
sensor dengan bukti nomor surat atau registrasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan
ditayangkan sebelum disiarkan; 2) Program siaran dalam bentuk promo film dan/atau iklan wajib
memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum disiarkan;
3) Tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana yang diatur
pada ayat (1) dan (2) di atas tidak serta-merta membuktikan kesesuaian program siaran dengan
peraturan ini.
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Sementara itu, dalam kaitannya dengan pemilu, pasal 50 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
menyebutkan bahwa: 1) Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan
Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah; 2) Lembaga penyiaran wajib bersikap
adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala
Daerah; 3)Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan
Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah; 4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan
program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan
Umum Kepala Daerah; dan 5) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada Peraturan Perundang-
Undangan serta Peraturan dan Kebijakan Teknis tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan
Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Dua contoh peraturan di atas menjadi indikasi paling jelas betapa sebagai lembaga regulator
penyiaran, KPI tidak bisa bertindak secara independen terlepas dari beragam peraturan lain dan
regulator. Terlepas bahwa peraturan itu bertentangan dengan visi demokrasi penyiaran seperti
dalam kasus penyensoran. Undang-Undang No.33 tahun 2009 tentang Perfilman menjadi satu-
satunya undang-undang di bidang media yang masih otoriter. Namun, KPI bukannya mereduksi
film yang disiarkan dalam medium televisi sebagai ‘ranah’ spesifik undang-undang penyiaran, tapi
tetap mengacu pada undang-undang film yang otoriter sehingga visi demokratis lembaga penyiaran
menjadi kabur. Padahal, mestinya, jika ok UU Perfilman tetap berlaku, ia hanya mengatur film yang
di bioskop, sedangkan film yang masuk ke tv tetap harus menjadi ranah KPI, dan karenanya tetap
mengacu pada P3SPS.

Selain beragam irisan undang-undang yang tidak mengakui sifat lex specialis UU Penyiaran,
persoalannya lainnya adalah pada persoalan kultural. Sebagaimana diungkapkan oleh Idy Muzayad
(Komisioner KPI) dalam suatu diskusi terfokus yang diselenggarakan PR2Media, tidak ada yang
dilanggar oleh pemilik media itu karena memang tidak ada aturan kampanye yang dilanggar. Di
sini, persoalannya tentu saja pada definisi kampanye itu sendiri, yang memang bias politik. Namun,
‘kemandulan’ KPI dalam konteks iklan kampanye sebenarnya lebih pada kultur yang berkembang
dalam komisioner KPI itu sendiri. Pertama, pendekatan yang dilakukan sangat formalistik.
Akibatnya, persoalan kampanye pemilik dalam ruang publik media sebatas dilihat apakah ada
pelanggaran ataukah tidak menurut definisi formal. Dalam kaitan ini, rezim administrasi menjadi
jauh lebih berkembang dibandingkan dengan budaya perubahan yang digerakkan oleh daya kritis
dan nalar. Komisioner lebih cenderung bertindak sebagai seorang birokrat yang melihat persoalan
sebatas apakah ada peraturan yang dilanggar ataukah tidak? Jika tidak ada, maka ungkapan yang
sering muncul adalah “belum ada aturan yang mengatur hal itu.” Celakanya, ketika peraturan
perundangan tidak mampu menjaring pelanggaran-pelanggaran itu, Komisioner KPI justru beramai-
ramai mencari alasan pembenar atas apa yang sebenarnya terjadi. Komentar Agatha Lily dalam
konteks Kuis Kebangsaan yang tayang di RCTI berikut merefleksikan hal tersebut.

“Ketika orang bertanya kepada KPI (apakah tayangan ini) melanggar atau tidak, (saya akan jawab)
mungkin (tayangan ini) lebih ke masalah etika saja ya, karena memang di P3SPS tidak ada pasal
yang mengatur soal itu.”

Lebih lanjut, Agatha Lily mengemukakan (sebagaimana dikutip Remotivi.or.id), bahwa tayangan
yang dikategorikan sebagai kampanye adalah yang mengandung visi, misi, dan program
pengampanye. “Satu saja tidak terpenuhi, tidak bisa disebut (tayangan) kampanye.” Di sini, tentu
saja, definisi kampanye masih sangat mungkin diperdebatkan. Misalnya, tujuan-tujuan kampanye
tidak selalu harus mengajak pemilih untuk memilih kandidat melalui penyampaian program.
Namun, kampanye bisa juga dilakukan sebatas menyosialisasikan kandidat, dan ini tampaknya
yang paling mungkin karena waktu pemilu dan kampanye pemilu masih lama. Namun, dari sisi
praktik kehumasan, apa yang dilakukan oleh tim Win-HT dengan menampilkan Kuis Kebangsaan
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adalah kampanye dengan target memperkenalkan siapa sebenarnya sosok Win-HT. Ini salah satu
perdebatan yang bisa dibuka, hal lainnya masih bisa diperdebatkan. Namun, poin pokoknya adalah
menguatnya kultur birokrat pada komisioner dalam melihat persoalan. Ada tidaknya aturan menjadi
ukuran utama. Padahal, aturan itu bisa dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu. Peraturan bukan kitab
suci agama yang tidak bisa diubah kecuali ditafsirkan. Dengan demikian, KPI mestinya membuat
terobosan-terobosan yang berani mengingat kerugian-kerugian yang dialami publik sudah sangat
jelas, yakni penggunaan frekuensi demi keuntungan politik pemilik.

Kedua, berkait dengan yang pertama, anggota komisioner pada akhirnya menjadi sosok yang
kurang gigih dalam memperjuangkan visi lembaga penyiaran yang seharusnya mereka perjuangkan.
Akibatnya, mereka gagal mencari terobosan yang bermakna bagi publik. Ini bisa dilihat ketika
mereka harus berhadapan dengan LSF dan Dewan Pers. Mestinya, mereka bisa memperjuangkan
suatu visi lembaga penyiaran yang lebih spesifik sifatnya (lex specialis) sehingga segala yang
berurusan dengan lembaga siaran harus merujuk kepada, misalnya, P3SPS dan peraturan KPI
lainnya, dan bukannya sebaliknya. Ini karena kampanye-kampanye dalam media televisi menjadi
ranah yang sangat berbeda dibandingkan dengan kampanye bentuk lain. Sejauh itu berada dalam
media penyiaran, KPU beserta perangkat undang-undang di bawahnya, harus merujuk ke KPI dan
P3SPS, bukan sebaliknya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kampanye pemilu harus merujuk
pada undang-undang pemilu dan peraturan KPU sehingga tidak ada yang dilanggar. Padahal, secara
terang dan jelas, para pemilik itu menggunakan media televisi yang mereka miliki dengan beragam
teknik kampanye dan iklan politik yang sangat canggih. Singkatnya, menguatnya kultur birokrat
membuat KPI tidak mampu membuat terobosan berarti di tengah ekspekstasi publik yang sangat
tinggi. Sebaliknya, komisioner KPI terkungkung dalam aturan-aturan yang dibuat sendiri atau pihak
lain tanpa mampu berbuat lebih banyak.

PENUTUP

Berbagai persoalan sebagaimana telah diuraikan di atas kiranya memberikan gambaran yang jelas
betapa sulitnya mewujudkan hak publik untuk mendapatkan informasi yang fair dari televisi.
Padahal, televisi telah menjadi sumber informasi dan hiburan yang paling populer dalam masyarakat
Indonesia. Oleh karena itu, apa yang diungkapkan Herman dan Chomsky (1988) bahwa media akan
digunakan untuk me-manufaktur pikiran masyarakat masih akan sangat terbuka. Persoalannya
bahwa KPI sebagai lembaga regulator bidang penyiaran tidak mampu membuat terobosan yang
bermakna dalam memperjuangkan tatanan informasi yang adil sehingga para pemilik akan tetap
menggunakan media televisi yang mereka miliki demi tujuan politik. Pendekatan KPI yang sangat
formalistik, dan tidak adanya keberanian dari komisioner untuk membuat terobosan akan membuat
tatanan penyiaran menjadi sangat tidak demokratis. Padahal, demokratis tidaknya sistem penyiaran
akan menentukan kualitas pemilihan umum. Untuk itu, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama,
mendorong KPI untuk lebih berani dalam menegakkan demokratisasi penyiaran sebagaimana tugas
dan kewajiban yang diemban KPI. Hasil penelitian Bayu Wahyono dkk (2011) membuktikan bahwa
tekanan publik akan lebih mendorong komisioner untuk bekerja lebih berani. Kedua, mendidik
masyarakat berkait dengan hak-hak publik di bidang penyiaran, penyalahgunaan media penyiaran
demi kepentingan pemilik, dan sikap kritis terhadap iklan dan isi berita. Dengan cara demikian,
diharapkan publik akan semakin cerdas dan mampu membuat gerakan dalam skala yang lebih luas.
Jika ini terjadi, maka masyarakat yang kritis akan terbentuk dan pemilu akan jauh lebih berkualitas.
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ABSTRAK

Tulisan ini membahas migrasi teknologi penyiaran di Indonesia dari sistem analog menuju digital
yang secara prinsip bukan hanya persoalan alih teknologi. Proses transisi ini melibatkan relasi
ekonomi politik yang kompleks sehingga tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa
persiapan matang. Pertanyaan pokok yang mengemuka antara lain bagaimana proses migrasi
dari analog ke digital tersebut tidak hanya menguntungkan segelintir pelaku industri penyiaran
yang selama ini cenderung memusat di Jakarta, tapi juga lembaga-lembaga penyiaran publik dan
komunitas yang dalam praktiknya terpinggirkan meski keberadaanya selama ini telah diatur dalam
UU Penyiaran. Pemusatan kepemilikan televisi dalam bentuk digital bagaimanapun tetap berpotensi
menggiring penyelahgunaan frekuensi dan membentuk opini publik yang seragam. Dengan kata
lain, digitalisasi tetap harus menjamin diversity of ownership dan diversity of content. Transisi ini
dalam praktiknya juga sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur, teknologi, regulasi, dan kondisi
sosial ekonomi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pemilihan jenis atau standar
teknologi yang tepat, pemahaman atas kelebihan dan kekurangan teknologi digital, serta kesiapan
aspek nonteknologis seperti kondisi sosial-ekonomi-literasi masyarakat dan payung regulasi yang
memadai akan menjamin semua stakeholder yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan
siaran, dan terutama masyarakat, tidak akan dirugikan oleh proyek digitalisasi penyiaran. Sebaliknya,
digitalisasi penyiaran diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi dunia penyiaran dan

demokratisasi di Indonesia.

Kata-kata kunci: digitalisasi penyiaran, migrasi analog ke digital, teknologi penyiaran digital,

televisi digital, demokratisasi penyiaran.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan roadmap Kominfo mengenai digitalisasi penyiaran di Indonesia, siaran televisi di
Indonesia direncanakan seluruhnya beroperasi dengan sistem digital pada tahun 2018. Sedangkan
Peraturan Menteri Kominfo menyatakan selambat-lambatnya tahun proses migrasi ini sudah
dimulai pada tahun 2012. Keputusan pemerintah dengan berbagai argumentasi untuk mengadopsi
teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog secara logis dapat dipahami
sebagai sebuah keniscayaan. Digitalisasi menjadi alternatif solusi untuk mengatasi keterbatasan
dan inefisiensi pada penyiaran analog, baik radio maupun televisi. Efisiensi dan optimalisasi yang
paling nyata dalam penyiaran di antaranya adalah kanal siaran dengan jumlah yang lebih banyak
dan infrastruktur penyiaran, seperti menara pemancar, antena, dan saluran transmisi yang masing-
masing cukup menggunakan satu alat untuk banyak siaran. Alasan yang mengemuka adalah
kenyataan bahwa teknologi penyiaran digital saat ini telah menjadi tren teknologi global sehingga
perlu dipertimbangkan apabila bangsa Indonesia tidak ingin tertinggal dengan negara lain. Selain
itu, diperkirakan pada masa mendatang, siaran televisi analog tidak akan lagi beroperasi. Peralatan
analognya pun akan jarang diproduksi lagi, termasuk suku cadangnya. Di sisi lain, karena format
digital kaya akan transformasi data dalam waktu bersamaan, maka digitalisasi televisi dapat
meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil, sehingga kualitas penerimaan oleh
penonton akan lebih baik. Dengan kata lain, teknologi penyiaran televisi berbasis digital menjanjikan
tampilan gambar lebih bersih dan suara yang lebih jernih.

Penelitian yang dilakukan Wibawa, Afifi, dan Prabowo (2010, pp. 117-130), menyimpulkan bahwa
migrasi penyiaran televisi analog ke teknologi penyiaran televisi digital membawa perubahan yang
radikal dalam industri penyiaran. Konvergensi media dalam penyiaran televisi digital menjadi
semakin tajam dan intensif. Konvergensi media ini mengakibatkan berkembangnya model bisnis
yang sama sekali baru. Dalam model bisnis yang baru ini akan banyak terlibat pemain-pemain baru.
Di samping itu, penyiaran digital akan membawa banyak dampak pada aspek politik, ekonomi, sosial
dan bahkan budaya. Regulasi penyiaran juga akan banyak mengalami perubahan seiring dengan
meningkatnya kapasitas bisnis penyiaran. Seiring dengan banyaknya manfaat yang dijanjikan
dari hasil migrasi ini, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kontribusi digitalisasi penyiaran ini
terhadap kehidupan politik di Indonesia?

Migrasi teknologi penyiaran dari analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-
buru tanpa persiapan matang. Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan
infrastruktur dan teknologi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pemilihan jenis atau standar
teknologi yang tepat, pemahaman atas kelebihan dan kekurangan teknologi digital, serta kesiapan
aspek nonteknologis seperti kondisi sosial-ekonomi-literasi masyarakat dan payung regulasi yang
memadai akan menjamin semua stakeholder yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan
siaran, dan terutama masyarakat, tidak akan dirugikan oleh proyek digitalisasi penyiaran.
Sebaliknya, digitalisasi penyiaran diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi dunia
penyiaran di Indonesia. Monopoli dan juga persaingan yang tidak sehat pada media penyiaran dapat
terjadi dan dapat mengganggu pelaksanaan demokrasi. Di sisi lain, yang tidak kalah pentingnya
adalah bagaimana proses migrasi tidak memunculkan ketimpangan dan hilangnya rasa keadilan di
masyarakat. Digitalisasi penyiaran yang tidak bisa dilepaskan dari cengkeraman pola kepemilikan
media konglomerasi tidak akan memberikan kontribusi signifikan bagi demokrastisasi politik di
Indonesia sebagaimana televisi analog selama ini yang dikooptasi oleh kepentingan sekelompok
pemodal.
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Dalam kaitan ini, seharusnya televisi dapat memainkan berbagai macam peran, antara lain
melaksanakan peran ‘pengawasan’ dengan cara menyiarkan berbagai macam bentuk penyimpangan,
baik yang terjadi di tingkat masyarakat, lembaga pemerintah, maupun dalam birokrasi pemerintahan.
Selama ini, persoalan terburuk yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah persoalan korupsi
yang telah membuat kinerja birokrasi tidak efisien, menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga
menjadikan Indonesia tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh
karenanya, media dapat terus menyajikan realitas seperti ini kepada masyarakat. Jika televisi dan
jaringannya dikooptasi oleh kelompok politik tertentu yang kadernyaterlibat kasus korpasi maka
penyajian berita tentag kasus tersebut menjadi bias dan tidak transparan.

Dalam konteks Indonesia, jika sistem penyiaran yang diinginkan adalah sistem penyiaran demokratis
sebagaimana sering dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, maka harus ada
jaminan terhadap freedom of expression, freedom of speech, dan freedom of the press. Dalam
perspektif yang lebih umum, ketiga jenis jaminan tersebut dibutuhkan sebagai hak dasar sosial dan
politik warga negara. Tanpa adanya jaminan tersebut, tak akan ada demokrasi. Lebih dari itu, agar
demokrasi berjalan secara baik, jaminan tersebut memerlukan jaminan tambahan secara setara, yaitu
jaminan terhadap hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Bila tidak, demokrasi akan lenyap
dalam dekapan kapital dan lahirlah otoritarianisme kapital. Dari perspektif komunikasi dan media,
jaminan terhadap kebebasan dan kemerdekaan berekspresi, berbicara, dan pers memerlukan jaminan
lain, yaitu adanya keanckaragaman (diversity) isi dan kepemilikan media. Bila tidak, akan terjadi
monopoli informasi dan monopoli media yang memunculkan otoritarianisme baru oleh modal dan
segelintir orang, yang pada gilirannya akan memasung demokrasi (Siregar, pp. xiii-Xiv) .

Media sesunggguhnya merupakan bagian dari ruang publik (public sphere) yang memungkinkan
terjadinya pertukaran informasi dan pandangan yang berkait dengan kepentingan orang banyak
sehingga dapat menyuarakan opini publik. Ruang publik akan terjadi ketika warga masyarakat
menggunakan haknya untuk berkumpul atau mengeluarkan pendapatnya yang mercka anggap
penting. Sebuah ruang publik semestinya dijaga dari berbagai pengaruh dan kepentingan. Dalam
konteks public sphere, media selayaknya menjadi the market places of ideas, tempat penawaran
berbagai gagasan.

Lebih lanjut, keberadaan lembaga penyiaran publik di banyak negara dipercaya mampu membangun
democratic culture. Potensi demikian dapat terwujud jika media penyiaran dikelola dengan
memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi, debat terbuka, peluang akses yang adil serta
menjadi arena negosiasi bagi publiknya (Golding & Murdock, from Curran, Gurevitch, & Woollacott
eds. 1997, p. 95). Dalam konteks keterlibatan publik ini, seharusnya, penyelenggaraan penyiaran
digital berorientasi pada publik secara luas. Keterjangkauan siaran di seluruh lapisan masyarakat
merupakan hal penting yang harus diwujudkan. Selaras dengan esensi dari pembentuhan sistem
sosial dan politik negara demokratis, lembaga penyiaran publik dapat menghapuskan ketimpangan
sosial khususnya bidang informasi di masyarakat. Prinsip tersebut memberikan jaminan bagi
ketersediaan ruang komunikasi dan informasi bagi seluruh warga negara sehingga membuka peluang
bagi mereka untuk dapat berpartisipasi ke dalam sistem politik yang ada (Rahayu, Jurnal Kebijakan
dan Administrasi Publik, p. 25).

Di Indonesia, digitalisasi penyiaran sudah mulai dibahas dan menjadi perdebatan publik. Bahkan,
DPR sendiri telah merancang undang-undang penyiaran baru sebagai ganti dari undang-undang
penyiaran lama dengan memasukkan pengaturan penyiaran digital. Sementara pemerintah lebih
maju dengan membuat Permen tentang penyiaran digital. Namun sayangnya, permen itu kurang
mengadopsi kepentingan publik karena lebih kuat ke pasar dan lembaga-lembaga penyiaran yang
sudah ada sebelumnya (exsisting).
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KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PENYIARAN
DIGITAL

Penerapan teknologi penyiaran digital diharapkan memberikan efisiensi penggunaan spektrum
frekuensi yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program siaran yang
berlipat kali lebih banyak dibandingkan penyiaran analog. Dengan demikian, teknologi digital
untuk penyiaran televisi dan radio memberikan peluang yang besar terhadap ketersediaan ruang
bagi penyelenggaraan penyiaran, baik pengembangan dari yang ada sekarang maupun permintaan
penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung pada masterplan penyiaran analog.
Tidak kalah pentingnya, teknologi penyiaran digital memungkinkan penggunaan menara pemancar
bersama untuk menyalurkan semua program siaran pada suatu wilayah layanan. Sehingga akan
tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang sangat baik dan penerimaan siaran yang sampai di
masyarakat pun akan lebih merata.

Di sisi lain, digitalisasi penyiaran ini dalam praktinya juga tidak sepenuhnya menguntungkan
sebagaimana teori di atas kertas. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam praktik digitalisasi
penyiaran (Yusuf, 2012, Jurnal IPTEKKOM, pp. 177-190). Pertama, kendala operasional dalam
proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas
penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog (receiver konvensional).
Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulcast (siaran
berbarengan antara analog dan digital) harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka
waktu simulcast harus dibedakan antara daerah “ekonomi maju” dan daerah “ekonomi kurang
maju” sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga
jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru.
Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus
dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian perlu dikaji alternatif yang bisa
dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off, tentunya dengan melihat kondisi
masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang
tidak seragam. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog pada
tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharuskan toftal switch off tahun 2018,
dikhwatirkan setelah ”analog switch oft” dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman
yang tidak terjangkau digitalisasi, akibatknya komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima
siaran televisi. Padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Repotnya para pemegang keputusan di Indonesia sering menggunakan pandangan simplistik. Mereka
senantiasa mengira bahwa kehadiran teknologi secara otomatis mendatangkan kesejahteraan, tanpa
mempertimbangkan tuntutan prasyarat sosio kulturalnya. Padahal, bagaimana mungkin sebuah
negara akan berhasil mengadopsi teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, jika
struktur sosialnya non egaliter? Belum lagi karakter kultural masyarakatnya masih patrimonialistik
(Rianto, et.al, 2013. P 10).

Kedua, bagi lembaga pengelola penyiaran, dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan
kerugian secara teknis. Seperti dilansir Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 kerugian justru
berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan. Pascamigrasi digital, seluruh materi
siaran akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran multipleksing. Alhasil, pemancar televisi lokal
otomatis tidak digunakan lagi. Bambang Santoso, Ketua ATVIJSI, mengatakan televisi lokal dan
jaringan akan menangguk kerugian jika migrasi dilaksanakan. ATVJSI kini memiliki anggota 143
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stasiun televisi. Usia operasional stasiun televisi beragam, mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun. “Kalau
diibaratkan kami ini dulunya kos, lalu berusaha keras untuk membeli rumah. Nah, sekarang kami
di minta untuk meninggalkan hunian dan kembali kos,” ujar Bambang (Harian Bisnis Indonesia,
Selasa, 10/04/2012 ).

Ketiga, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam
mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini
sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan
digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus
dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan
teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti
kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya akan
tersisih dan tidak terpakai. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan
kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap
mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Jika tenaga operator lama
bertahan dengan kemampuan teknologi analog, maka teknologi digital tidak akan berfungsi optimal.
Dengan demikian kelemahan fungsi teknologi digital salah satunya adalah ketergantungan yang
tinggi terhadap ketrampilan operatornya.

Keempat, Kesiapan akses Set Top Box sebagai Teknologi Transisi. Dalam pelaksanaan siaran
digital, diperlukan teknologi bernama Set Top Box (STB), yakni sebuah perangkat tambahan berupa
rangkaian konverter untuk menerima sinyal digital yang dipancarkan oleh sistem DVB-T2 yang
kemudian diubah ke dalam sinyal analog agar dapat ditampilkan pada monitor TV analog. Dengan
biaya yang tidak terlalu besar (jika dibandingkan membeli pesawat televisi digital baru) masyarakat
dapat menikmati siaran digital melalui penambahan STB untuk mengubah sinyal digital ke analog
sehingga dapat dilihat dengan menggunakan TV receiver biasa (konvensional).

Selama masa transisi (bahkan seterusnya), masyarakat dapat menerima siaran televisi digital dengan
alat bantu yang dihubungkan ke pesawat penerima TV analog yang sudah dimiliki. Konsekuensinya,
masyarakat yang menggunakan televisi analog seperti sekarang, mau tidak mau harus mengeluarkan
biaya untuk untuk membeli set top box atau membeli televisi digital, sementara digitalisasi ini
di satu sisi bukan kemauan masyarakat, sehingga perlu dipikirkan mekanisme untuk membantu
masyarakat sehingga tidak membebani, bahkan menghambat program digitalisasi. Dalam kaitan
ini, pemerintah perlu membantu masyarakat yang tidak mampu membeli perangkat televisi digital
dengan mengupayakan insentif harga untuk set fop box.

Terkait dengan pemasok infrastruktur dan teknologi, digitalisasi penyiaran membutuhkan berbagai
peralatan teknis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia. Hadirnya teknologi
baru ini akan merugikan jika hanya menjadi “karpet merah” bagi pemodal asing yang memiliki
kapasitas modal dan teknologi lebih unggul. Sebaliknya, digitalisasi ini bisa menjadi momentum
untuk membangkitkan dan menata teknologi nasional, khususnya di bidang infrastruktur dan
teknologi penyiaran.

Industri teknologi dan dalam negeri harus dikondisikan untuk siap mendukung migrasi sistem
penyiaran dari sistem analog ke sistem digital. Cara yang paling mudah salah satunya adalah
kebijakan pemerintah yang mendorong dan memberikan insentif agar industri dalam negeri dapat
memproduksi STB standar dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya pengadaan dan
pemasangan pemancar secara bertahap bisa sepenuhnya menggunakan sumber daya dari dalam
negeri.
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PENUTUP

Infrastruktur dan teknologi digital dalam sistem penyiaran memiliki banyak keunggulan dibanding
infrastruktur dan teknologi analog. Kelebihan tersebut adalah efisiensi penggunaan frekuensi
sechingga dapat meningkatkan jumlah channel program, kualitas gambar dan suara yang lebih baik,
penambahan jenis ragam layanan (audio, video, data), serta dukungan konvergensi televisi dengan
berbagai perangkat teknologi informasi lain.

Migrasi teknologi penyiaran dari analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru
tanpa persiapan matang. Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur
dan teknologi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pemilihan jenis atau standar teknologi
yang tepat, pemahaman atas kelebihan dan kekurangan teknologi digital, serta kesiapan aspek
nonteknologis seperti kondisi sosial-ekonomi-literasi masyarakat dan payung regulasi yang memadai
akan menjamin semua stakeholder yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan
terutama masyarakat, tidak akan dirugikan oleh proyek digitalisasi penyiaran. Sebaliknya, dengan
terpenuhinya keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi, digitalisasi penyiaran diharapkan
dapat memberikan manfaat maksimal bagi dunia penyiaran di Indonesia.

Sebagai rekomendasi, proyek digitalisasi penyiaran harus menjadi momentum untuk membangkitkan
dan menata infrastuktur dan teknologi nasional, khususnya di bidang penyiaran. Dalam kaitan ini,
perlu kebijakan teknologi penyiaran yang jelas di Indonesia. Arah kebijakan teknologi penyiaran
setidaknya menjadi panduan semua stakeholder untuk mengantisipasi teknologi global sekaligus
mendorong pertumbuhan produksi perangkat infrastruktur penyiaran buatan dalam negeri.
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ABSTRAK

Menjelang pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden 2014, kuantitas pemberitaan
tentang pemilu akan meningkat. Tuntutan agar media massa menyajikan berita yang baik dan benar
sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Wartawan harus menyajikan berita sesuai dengan pedoman yang

mereka sepakati bersama.

Semua wartawan, baik yang bekerja di media cetak, radio, televisi, maupun di media siber harus
tunduk dan patuh pada Kode Etik Jurnalistik. Bagi wartawan yang berkerja di lembaga penyiaran
(radio dan televisi), selain mematuhi Kode Etik Jurnalistik, mereka juga harus mamatuhi Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Ptogram Siaran (P3 dan SPS). Sedangkan bagi wartawan yang
bekerja di media Siber, selain mematuhi Kode Etik Jurnalistik, mereka pun harus menaati Pedoman

Pemberitaan Media Siber.

Dalam kaitannya dengan pemberitaan media massa mengenai pemilu 2014, ada beberapa hal penting
terkait dengan Etika Jurnalistik yang perlu dikaji. Misalnya, tentang independensi wartawan, berita
yang akurat, berimbang, profesionalisme, tidak membuat berita bohong, fitnah, menghormati
privacy, dan sebagainya. Pedoman tentang siaran pemilu yang terdapat di P3 dan SPS pun harus
menjadi acuan bagi wartawan radio dan televisi. Bagi wartawan media siber, persolan verifikasi juga

menjadi penting untuk dipatuhi.
Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemberitaan di media massa, baik di media
cetak, televisi, radio, dan media siber, terkait dengan pemberitaan pemilu 2004 ditinjau dari

perspektif etika jurnalistik.

Kata Kunci: Berita Pemilu, Etika Jurnalistik
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PENDAHULUAN

Sudah bisa dibayangkan, mendekati Pemilihan Umum (pemilu) 2014, baik pemilu legistalif
maupun pemilu presiden, media massa semakin rutin memberitakan tentang peristiwa dan pendapat
mengenai pemilu tersebut. Misalnya, tetang calon presiden dari masing-masing partai peserta pemilu,
konvensi calon presiden, kampanye, pidato politik para calon presiden, hasil poling pendapat umum,
pelaksanaan pemilu, penghitungan suara hasil pemilu, dan sebagainya.

Pemberitaan di media massa tidak menjadi masalah ketika wartawan menyajikan berita dengan
baik dan benar. Namun, permasalahan akan muncul jika para wartawan menyajikan berita tidak lagi
mengacu pada ketentuan yang seharusnya menjadi pedoman. Acuan yang dimaksud adalah Undang-
Undang Republik Indonesia No. 40/Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Undang-Undang Republik
Indonesia No. 32/Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), Kode Etik Jurnalistik, Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), serta Pedoman Pemberitaan Media
Siber.

Menurut Dahlan (2005:231), etik adalah kewajiban moral dan bukan persyaratan hukum. Etika
lebih terkait dengan masalah kepatutan dan tanggung jawab hati nurani dalam perikehidupan
bermasyarakat antarmanusia, bukan tanggung jawab formal warga negara dalam perikehidupan
bernegara. Masih banyak yang memandang etik sekadar sebagai pernyataan verbal. Kode etik
seolah-olah hanya merupakan slogan untuk dibangga-banggakan, bukan komitmen untuk dipegang
teguh atau pedoman profesional yang harus diterapkan dan ditegakkan.

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemberitaan di media massa, baik di media
cetak, televisi, radio, dan media siber, terkait dengan pemberitaan pemilu 2004 ditinjau dari
perspektif etika jurnalistik.

TINJAUAN TEORITIS

Dalam UU tentang Pers, Pasal 7 (2) dinyatakan, “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik
Jurnalistik.” Penafsiran pasal 7 Ayat (2) adalah “Yang dimaksud dengan ‘Kode Etik Jumalistik’
adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Lalu, pada
Pasal 1, ayat 14 dijelaskan, “Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.”
Kode Etik Jurnalistik ini berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan
menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Hal senada juga terdapat dalam UU Penyiaran. Pada Pasal 42 dijelaskan, “Wartawan penyiaran
dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

PERS BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Penerapan etika jurnalistik tentulah sangat bergantung pada integritas moral para wartawan. Selain
itu, penaatan etika jurnalistik berkaitan juga dengan hati nurani mereka. Jika perspektif etika
jurnalistik digunakan untuk mengkaji pemberitaan tentang pemilu 2014 di media massa, tidak bisa
terlepas dari konsep kebebasan dan tanggung jawab.

Aristoteles mengatakan, kebebasan harus ada dan tidak bisa diabaikan. Kant bahkan menegaskan,
tidak akan ada penalaran dan moralitas tanpa ada kebebasan. Bahkan Sartre menjelaskan, etika
merupakan realisasi dari kebebasan melalui tindakan (dalam Solomon, 1984:88-89).
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Mengenai kebebasan dan tanggung jawab ini, Magnis (1979:56) mengatakan, kebebasan manusia
baru ditantang dan berkembang sungguh-sungguh kalau berhadapan dengan kewajiban moral.
Kewajiban merupakan tantangan agar secorang mengatasi kemalasan dan kekhawatiran tentang
kepentingannya dan berani untuk mencapai sesuatu yang baik atau bernilai pada dirinya. Jadi,
melakukan kewajiban bukan karena sesuatu itu diwajibkan, tetapi untuk mencapai kebaikan yang
bernilai bagi dirinya dan orang lain. Dengan demikian, kebebasan dan tanggung jawab tersebut erat
hubungannya. Tak mungkin ada tanggung jawab tanpa kebebasan, dan baru dalam sikap bertanggung
jawab kebebasan mencapai pelaksanaannya yang menyeluruh.

Magnis (1979) menyebut tiga kesadaran moral. Pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk
melakukan tindakan yang bermoral itu ada, dan terjadi dalam setiap hati nurani manusia, siapa
pun, di mana pun, dan kapan pun. Kewajiban tersebut tidak dapat ditawar-tawar karena sebagai
kewajiban maka andaikata dalam pelaksanaannya tidak dipatuhi berarti terjadi suatu pelanggaran
moral.

Kedua, rasional. Maksudnya, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum dan
terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Rasionalitas berlaku pada setiap waktu dan tempat
bagi setiap orang yang berada dalam situasi sejenis. Dalam rasionalitas, manusia meyakini akan
sampai pada kesamaan pendapat sebagai suatu masalah moral, asal manusia bebas dari paksaan dan
tekanan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak berpihak, bersedia bertindak sesuai dengan kaidah
yang berlaku umum, dan mengetahui informasi.

Ketiga, kebebasan. Atas kesadaran moralnya, seseorang bebas untuk menaatinya. Bebas dalam
menentukan perilakunya dan di dalam penentuan itu sekaligus terpampang pula nilai manusia itu
sendiri.

Jadi, dapat dikatakan, yang menyertai kebebasan adalah tanggung jawab. Ada beberapa macam
tingkatan tanggung jawab. Pertama, melakukan sesuatu dengan efektif terlepas dari diharapkan atau
tidak. Kedua, dalam pengertian yang lebih bersifat moral, tanggung jawab karena adanya kebebasan.
Ketiga, dalam pengertian etika, tanggung jawab mempunyai pengertian moral yang melebihi konsep
kebebasan. Orang bertanggung jawab karena melakukan atau tidak melakukan apa yang mestinya
dia kerjakan (Solomon, 1984:88-89).

Dalam makalah ini, tanggung jawab yang dimaksud adalah pada level ketiga, yakni tanggung jawab
wartawan untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang mestinya mereka kerjakan. Wartawan
dituntut mempunyai tanggung jawab moral karena dalam kajian etika, tanggung jawab mempunyai
pengertian moral yang sangat jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Merril (dalam Hirst dan Patching,
2005:5) bahwa jurnalistik berkaitan dengan konsep kebebasan dan tanggung jawab.

David Broder (dalam Rivers dan Mathews, 1988:19) menegaskan, sebagai wartawan, tanggung
jawabnya adalah kepada pembaca/pendengar/ pemirsanya. Segala yang ia ketahui, atau yang ia
pikirkan, pertama-tama adalah milik pembaca/pendengar/pemirsa.

ETIKA PROFESI WARTAWAN DAN IDEOLOGI WARTAWAN

Berdasarkan penerapannya, pada umumnya etika dibagi menjadi dua yaitu etika umum dan etika
khusus. Etika umum membahas antara lain: masalah norma dan nilai moral, kondisi manusia untuk
bertindak secara etis, keputusan manusia saat mengambil keputusan etis, teori etika, dan sebagainya.
Sedangkan etika khusus merupakan penerapan dari norma-norma moral dalam bidang kehidupan
yang khusus. Etika khusus menentukan aturan sebagai pedoman atau acuan praktis bagi setiap orang
dalam bidang yang ditekuninya.
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Etika khusus dapat dikatakan sebagai etika terapan karena aturan normatif yang bersifat umum
diterapkan secara khusus sesuai dengan kekhususan dan kekhasan bidang kehidupan dan kegiatan
khusus tertentu. Jadi, etika khusus merupakan kontekstualisasi aturan moral umum dalam bidang
dan situasi konkret.

Menurut Keeble (2001:1), masalah etika penting sekali bagi pekerja media dan manager. Etika
mendorong wartawan untuk menguji hubungan mereka dengan atasannya, audiens mereka, dan
tujuan akhir mereka.

Dalam makalah ini, etika terapan menjadi fokus kajian karena menarik dan aktual untuk dikaji. Etika
yang dimaksud adalah etika profesi wartawan. Yang dimaksud wartawan adalah semua orang yang
bekerja di bidang redaksi, baik di media cetak, radio, televisi, dan media siber. Hirst dan Patching
(2005:29) menegaskan, wartawan merupakan profesi. Konsep-konsep ectika yang agak bias dari
ideologi wartawan antara lain tentang kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebenaran, objektivitas,
akurasi, berimbangan, dan kejujuran.

Terkait dengan profesinya, wartawan harus menaati Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman
untuk semua wartawan di media massa mana pun, baik wartawan media cetak, radio, televisi, dan
media siber. Khusus untuk wartawan yang bekerja di lembaga penyiaran (radio dan televisi), selain
menaati Kode Etik Jurnalistik, mereka juga menaati P3 dan SPS. Sedangkan bagi wartawan yang
bekeja di media siber, selain menaati Kode Etik Jurnalistik, mereka pun harus patuh pada ketentuan
yang tertera pada Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Berkaitan dengan etika profesi ini, Kovach dan Rosenstiel (2001) menguraikan dengan lengkap
apa yang seharusnya diketahui wartawan dan yang diharapkan publik. Tujuan utama jurnalistik
adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat agar masyarakat bisa hidup merdeka
dan mengatur diri sendiri. Kovach dan Rosenstiel mengemukakan prinsip-prinsip penting yakni
sembilan elemen jurnalistik:

1) kewajiban pertama jurnalistik adalah pada kebenaran;

2) loyalitas pertama jurnalistik kepada masyarakat;

3) intisari jurnalistik adalah disiplin dalam verifikasi;

4) wartawan harus menjaga independensi terhadap sumber berita;

5) wartawan harus bertindak sebagai pemantau kekuasaan;

6) jurnalistik harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun komentar masyarakat;
7) wartawan harus membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan;

8) wartawan harus menjaga agar berita yang disajikan komprehensif dan proporsional; dan
9) wartawan diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka.

Jika membahas tentang etika profesi wartawan, tentu ada hubungannya dengan ideologi wartawan.
Menurut Hirst dan Patching (2005:29), ideologi wartawan berpengaruh langsung pada etika
jurnalistik, tidak hanya antara berita di media massa dan masyarakat yang dilayaninya, tetapi
juga dalam argumentasi di antara reporter tentang pendirian seseorang, partisipasi politik, dan
loyalitasnya.

Dengan demikian, pemberitaan tentang pemilu 2014 di media massa dipengarahi oleh ideologi
wartawan, baik ideologi individu maupun ideologi medianya. Namun, jika wartawan tunduk dan
patuh pada etika profesinya, maka wartawan akan mendahulukan kepentingan publik dibandingkan
kepentingan lainnya.
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ETIKA JURNALISTIK

Setiap profesi biasanya mempunyai kode etik. Kode etik merupakan sekumpulan aturan, patokan,
atau pedoman perilaku harus ditaati oleh semua anggota profesi tersebut. Menurut Gordon
(1996:69), kode etik media bermanfaat bagi media massa dan masyarakat. Hirst dan Patching
(2005:29) mengatakan, konsep-konsep etika yang agak bias dari ideologi wartawan antara lain
tentang kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebenaran, dan objektivitas.

Hampir semua negara mempunyai Kode Etik Jurnalistik. Ada beberapa elemen yang sama dari kode
etik di semua negara. Keeble (2001:14) mengemukakan beberapa elemen yang sama dalam kode
etik jurnalistik di seluruh dunia, yaitu: 1) kejujuran dan keadilan; 2) memisahkan fakta dan opini;
3) akurasi yang berhubungan dengan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan, mengutuk jika
dengan sengaja memutarbalikkan fakta dan melakukan penindasan terhadap informasi; 4) menjaga
kerahasiaan sumber berita; 5) menegakkan tanggung jawab wartawan dan melindungi hak asasi
warga negara untuk kebebasan berekspresi; 6) mengenali tugas untuk mempertahankan martabat
dan independensi profesi; 7) melindungi privasi orang; 8) menghormati dan mencari kebenaran;
9) berjuang menentang penyensoran; 10) menghindari diskriminasi dengan alasan ras, orientasi
seksual, gender, bahasa, agama, atau opini politik; dan 11) menghindari konflik kepentingan.

Sedangkan ahli etika, Cooper (1989:20-21) mengidentifikasi tiga bidang utama mengenai etika
komunikasi yang meliputi seluruh dunia, yakni: 1) kebenaran; 2) tanggung jawab; dan 3) kebebasan
berekspresi. Rivers dan Mathews (1988:342-343) mengatakan, kode etik televisi menekankan tugas
televisi untuk menyajikan berita yang berimbang, faktual, adil, dan tanpa prasangka. Para penyiar
televisi harus menyampaikan pandangan yang bertanggung jawab pada masyarakat luas. Berita
yang disajikan di televisi harus mempertimbangkan moral publik.

Mengenai pelaksanaan kode etik, menurut Chris (2000:98), kode etik mudah diingat dan digunakan
wartawan. Mereka dapat mengukur secara langsung apakah pelaksanaannya bertentangan dengan
prinsip-prinsip yang dikandung kode etik dan mereka juga dengan cepat menyadari ketika
menyimpang dari yang sebenarnya. Jadi, persoalannya, di Indonesia, apakah para wartawan sudah
menaati semua kode etik yang berlaku.

Makalah ini mengkaji tentang pemberitaan pemilu 2014 di media massa dari tinjauan etika jurnalistik.
Etika jurnalistik yang dimaksud adalah Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran, serta Pedoman Pemberitaan Media Siber.

PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan literatur, semua wartawan scharusnya menjadi wartawan yang “sebenarnya”.
Wartawan harus melakukan pekerjaannya secara baik dan benar sehingga dapat dikatakan menjadi
wartawan yang etis. Wartawan tidak akan mendahulukan kepentingan pribadinya, keluarganya,
kelompoknya, daripada kepentingan masyarakat umum.

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pemberitaan pemilu 2014 di media massa, baik di media cetak, radio, televisi, dan media siber
harus sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers pada 16 Maret 2006. Dari
11 pasal yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut, ada beberapa hal penting yang harus
diperhatikan oleh semua wartawan dalam menyajikan pemberitaan pemilu 2014. Wartawan harus
bersikap independensi. Artinya, wartawan harus memberitakan peristiwa atau fakta tentang pemilu
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2014 sebagaimana adanya, tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik media. Mungkin hal
ini yang paling sulit dilakukan oleh wartawan mengingat beberapa calon presiden, calon wakil
presiden, dan calon anggota legislatif merupakan pemilik media. Ada juga pemimpin redaksi televisi
menjadi calon anggota legislatif atau terlibat dalam badan pemenangan pemilu dalam partai. Ada
kemungkinan, independensi wartawan di media tersebut tergadaikan.

Begitu juga dengan penerapan ketentuan akurat. Sulit dipercaya bahwa para wartawan betul-betul
menyajikan berita sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi, jika atasannya menjadi calon
presiden, calon wakil presiden, atau calon anggota legislatif. Mengenai unsur berimbang, juga
harus dilakukan wartawan ketika menyajikan berita pemilu 2014. Semua pihak harus mendapat
kesempatan yang sama atau setara. Lalu, wartawan tidak boleh beritikad buruk baik secara sengaja
atau tidak, ketika menyajikan berita yang merugikan pihak lain.

Kemudian, semua wartawan ketika menyajikan berita pemilu 2014 harus menempuh cara-cara yang
profesional dalam melaksanakan tugasnya. Wartawan harus menghasilkan berita yang faktual dan
jelas sumber beritanya.

Wartawan juga harus melakukan cek dan ricek tentang kebenaran informasi terkait dengan pemilu
2014. Jangan hanya mengutamakan kecepatan, tapi lebih mengedepankan ketepatan. Beritanya pun
harus berimbang. Artinya, media massa harus memberikan ruang atau waktu pemberitaan yang sama
atau proporsional pada masing-masing partai, calon presiden, dan calon anggota legislatif. Selain
itu, tentu saja wartawan tidak boleh menyajikan berita bohong dan fitnah terkait dengan rangkaian
pelaksanaan pemilu 2014 tersebut.

Lalu, yang tidak kalah pentingnya adalah, wartawan tidak boleh menerima uang suap dalam bentuk
apa pun untuk memberitakan sesuatu yang tidak punya nilai berita atau sebaliknya, tidak menyajikan
berita yang mempunya nilai berita. Suap yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi
bisa juga dalam bentuk benda, atau fasilitas lainnya dari partai tertentu, anggota legislatif tertentu,
serta dari calon presiden atau calon wakil presiden. Suap tersebut akan mempengaruhi independensi
wartawan tersebut. Hal ini dilarang.

Wartawan juga harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya (privasinya),
kecuali untuk kepentingan publik. Tidak jarang terjadi, pemberitaan tentang pemilu dibumbui
dengan unsur black campaign dengan melanggar privasi sumber berita, Ini pun dilarang.

PENERAPAN P3 DAN SPS

Khusus untuk wartawan yang bekerja di lembaga penyiaran, baik di televisi maupun di radio, selain
harus menaati Kode Etik Jurnalistik, mereka juga harus mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Dalam makalah ini, dikemukakan beberapa hal penting yang
harus ditaati oleh wartawan televisi dan radio.

Wartawan harus membedakan antara program faktual dan non faktual. Program faktual adalah
program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi. Sedangan program nonfaktual adalah program
siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi
dari pengalaman individu dan/atau kelompok. Lalu, program siaran jurnalistik adalah program yang
berisi berita dan/atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan P3 dan SPS.
Pada pasal 1 ayat 26 P3 dan SPS dikemukan bahwa Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum
Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan
tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah
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Mengenai peliputan dan pemberitaan/siaran pemilu 2014, wartawan televisi dan radio harus
menaati apa yang dicantumkan pada BAB XXIX Pasal 50. Intinya, wartawan dan tim redaksi
wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilu. Wartawan wajib bersikap adil dan
proporsional terhadap para peserta pemilu.

Selain itu, wartawan tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta pemilu. Wartawan
dan tim redaksi tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta
pemilu. Walaupun sulit melaksanakannya, namun wartawan harus mematuhinya.

PENERAPAN PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Bagi wartawan yang bekerja di media siber, selain wajib menerapkan Kode Etik Jurnalistik, mereka
juga harus menaati Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan pada 26 Maret 2012.

Dari semua ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut, yang perlu disoroti terkait pemberitaan
pemilu 2014 adalah tentang verifikasi dan keberimbangan berita. Pada prinsipnya, setiap berita harus
melalui verifikasi, termasuk berita tentang pemilu 2014. Jangan sampai berita tersebut merugikan
pihak-pihak yang diberitakan. Verifikasi dilakukan pada berita yang sama, untuk memenubhi prinsip
akurasi dan keberimbangan.

Ada pengecualian. Wartawan diperbolehkan menyajikan berita di media siber sebelum melakukan
verifikasi jika berita tersebut benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak
dan tidak bisa ditunda pemuatannya. Jika subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui
keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai, wartawan diperkenankan tidak melakukan
verifikasi. Tetapi, media massa tersebut memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita
tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.
Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan
huruf miring.

Walaupun diberi keringanan, pemberitaan tentang pemilu tidaklah terlalu sulit bagi wartawan media
siber mencari sumber berita. Dengan demikian, tidak ada rintangan bagi wartawan media siber
untuk melakukan verifikasi sebelum disajikan di medianya.

Hal lainnya, jika wartawan media siber menyajikan berita yang tidak akurat, mereka harus
melakukan ralat atau koreksi. Tentang hak jawab, kewajiban media siber sama dengan media
lainnya, yakni mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab
yang ditetapkan Dewan Pers.
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KESIMPULAN

Salah satu peran media massa dalam konteks pemberitaan tentang pemilu 2014 adalah memberikan
informasi tentang peristiwa dan pendapat dari sumber berita sesuai dengan fakta, dan disajikan
dengan baik dan benar. Media massa harus memberitakan semua hal tentang pemilu dengan jujur
dan adil. Mulai dari masa kampanye sampai pada pelaksanaan pemilu, bahkan pascapemilu. Media
massa semacam inilah yang dapat mencerdaskan masyarakat.

Wartawan harus bekerja dan menghasilkan pemberitaan di media massa sesuai dengan aturan yang
mereka sepakati bersama, yaitu Kode Etik Junalistik. Kode Etik Jurnalistik berlaku secara nasional
untuk semua wartawan yang berkerja di media massa cetak, radio, televisi, dan media siber. Bagi
wartawan yang bekerja di radio dan televisi, selain mematuhi Kode Etik Jurnalistik, mereka harus
tunduk dan patuh pada P3 dan SPS. Sedangkan wartawan media siber, selain mematuhi Kode Etik
Jurnalistik, harus pula menaati Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Dengan begitu, media massa berjalan sesuai dengan landasan moral dan etika profesi sebagai

pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menegakkan integritas serta

profesionalisme wartawan. (Netti Syas)
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KEPEMILIKAN MEDIA DAN INDEPENDENSI
WARTAWAN

Turnomo Rahardjo
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro
turnomor@yahoo.co.id

ABSTRAK

Aksioma second law of journalism menyatakan bahwa isi media selalu merefleksikan kepentingan
dari pihak-pihak yang memberikan dukungan finansial terhadap keberadaan media. Aksioma
tersebut menemukan “kebenarannya” dalam praktik media di Indonesia. Praktik yang berlangsung
memperlihatkan kecenderungan terjadinya penetrasi oleh pihak-pihak yang memiliki media. Pemilik
memanfaatkan waktu dan ruang dari media yang dimilikinya untuk melakukan aktivitas dalam upaya
untuk mengekspresikan kepentingan (politik) mereka menjelang pemilihan umum 2014. Praktik
media di Indonesia selama ini tidak cukup memberi ruang bagi wartawan untuk mengekspresikan
independensi mereka dalam menjalankan kebijakan redaksional. Kondisi ini terjadi karena posisi

tawar (bargaining position) wartawan dihadapan pemilik media cenderung lemah.

Kata kunci: kepemilikan media, independensi wartawan, kebijakan redaksional.
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PENDAHULUAN

Hal yang mendasar untuk memahami struktur media adalah pertanyaan tentang kepemilikan
(ownership) dan bagaimana kekuatan dari kepemilikan tersebut diimplementasikan (McQuail,
2010: 226). Keyakinan bahwa kepemilikan pada akhirnya akan menentukan sifat dari media tidak
saja dijelaskan oleh Teori Marxist, tetapi juga aksioma yang dikemukakan Altschull tentang second
law of journalism. Aksioma tersebut menyatakan bahwa isi media selalu merefleksikan kepentingan
dari pihak-pihak yang memberikan dukungan finansial terhadap keberadaan media.

Pemikiran teoritik tentang relasi antara isi media dengan pihak-pihak yang memberikan dukungan
finansial menjadi relevan ketika kita mencoba mengamati praktik media di Indonesia, terutama media
penyiaran televisi. Praktik-praktik yang berlangsung memperlihatkan kecenderungan terjadinya
penetrasi oleh pihak-pihak yang memiliki media. Pemilik memanfaatkan waktu dan ruang dari
media yang dimilikinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk mengekspresikan
kepentingan (politik) menjelang pemilihan umum 2014.

Secara konseptual, ruang dan waktu yang digunakan oleh pemilik media untuk menyampaikan
kepentingan politik seharusnya bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih
bermanfaat dan relevan dengan kepentingan publik, karena media merupakan ruang publik, sebuah
ruang yang sedikit banyak memberi otonomi dan arena terbuka bagi perdebatan publik (McQuail,
2000: 157). Wartawan dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya seharusnya perlu memiliki
independensi, karena tugas wartawan adalah melindungi ekspresi gagasan publik yang bebas
dan terbuka. Asumsi dalam Teori Liberal (McQuail, 2010: 227) menegaskan bahwa kepemilikan
(ownership) dapat secara efektif dipisahkan dari kendali keputusan-keputusan editorial. Keputusan
yang lebih besar tentang sumber daya, strategi bisnis dan lain-lain menjadi kewenangan pemilik,
sedangkan wartawan diberi kebebasan untuk membuat keputusan-keputusan profesional tentang isi
media yang menjadi keahlian khusus mereka. Kajian tentang kepemilikan media dan independensi
wartawan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan kebijakan redaksional
yang dilakukan oleh suatu institusi media dan bagaimana kedudukan wartawan terkait dengan
independensi mereka dalam menjalankan kebijakan redaksional.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemikiran teoritik yang menjadi landasan berpikir dalam studi ini terkait dengan relasi antara
media dengan kepentingan publik (public interest). Media dipahami lebih dari sekadar mekanisme
sederhana dalam diseminasi informasi. Media adalah sebuah organisasi yang komplek, institusi
sosial yang penting dalam masyarakat (Littlejohn & Foss, 2005: 292). Kepentingan publik memiliki
makna bahwa media membawa tugas-tugas penting dalam masyarakat yang meliputi 1) pluralitas
dalam kepemilikan media, 2) kebebasan menyampaikan informasi, 3) keragaman informasi yang
tersedia untuk publik, 4) keragaman ekspresi pendapat, 5) pencapaian yang ekstensif, 6) kualitas
informasi dan budaya yang tersedia untuk publik, 7) dukungan yang memadai bagi sistem politik
yang demokratis, 8) menghormati sistem yudisial, dan 9) menghormati hak-hak individu dan hak
orang pada umumnya (McQuail, 2000: 144; McQuail, 2010: 165). Salah satu gagasan penting dalam
Teori Tanggung Jawab Sosial Media menyatakan bahwa media mempunyai kewajiban kepada
masyarakat dan kepemilikan media merupakan kepercayaan yang diberikan kepada publik (public
trust).
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Usaha yang dilakukan oleh media untuk mengekspresikan kepentingan publik bukanlah persoalan
yang sederhana, karena kebanyakan media memang “tidak dipersiapkan” untuk melayani kepentingan
publik. Dalam praktiknya, media mengikuti pilihan-pilihannya sendiri dalam lingkup kultural, politik,
atau ekonomi. Teori Classical Marxism menjelaskan bahwa media dipahami sebagai instrumen dari
kelas dominan dan sarana dimana para kapitalis mempromosikan kepentingan-kepentingan mereka.
Media menyebarkan ideologi dari kelas berkuasa dalam masyarakat dan karenanya menindas
kelompok-kelompok marjinal (Littlejohn & Foss, 2005: 292).

Secara metodologis, studi tentang kepemilikan media dan independensi wartawan bersifat deskriptif
yang berupaya menguraikan praktik pelaksanaan kebijakan redaksional dan posisi wartawan terkait
dengan independensi mereka dalam menjalankan kebijakan redaksional. Subyek dari penelitian
ini adalah wartawan (pemimpin redaksi, anggota redaksi, reporter) media massa cetak dan media
penyiaran. Mereka diharapkan bisa memberikan informasi tentang pengalaman mereka dalam
menjalankan kebijakan redaksional.

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan (wartawan) media
cetak dan penyiaran di tingkat lokal maupun nasional. Data yang diperoleh dianalisis dengan
mengikuti langkah-langkah dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, pengorganisasian data, dan
interpretasi (Sarantakos, 1993: 300-301).

Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena menitikberatkan pada kajian perilaku dari dalam, yaitu
bagaimana independensi wartawan dalam menjalankan kebijakan redaksional. Penelitian ini tidak
berusaha mengkaji faktor eksternal (kepemilikan media) yang secara langsung maupun tidak langsung
bisa memengaruhi independensi wartawan. Kepemilikan media dan intervensi terhadap kebijakan
redaksional merupakan isu yang sensitif.

TEMUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menemukan beberapa hal yang terkait dengan independensi wartawan
dalam menjalankan kebijakan redaksional. Secara langsung maupun tidak langsung, kepemilikan
media menjadi faktor penting yang ikut menentukan independensi wartawan dalam menjalankan
kebijakan redaksional. Dalam catatan pengalaman para informan, kepentingan-kepentingan pemilik
media, terutama kepentingan politik dan pertemanan pemilik dengan kolega politik dan ekonomi
memberi pengaruh terhadap kebebasan mereka dalam melaksanakan kebijakan redaksional.

Reporter yang menjadi informan penelitian ini menuturkan pengalamannya bahwa sebelum
melaksanakan liputan ia diberi arahan oleh koordinator liputannya untuk berhati-hati dan tahu diri
terkait dengan isu yang akan disampaikan kepada publik, terlebih isu yang berhubungan dengan
kepentingan pemilik. Jika ada masalah yang terkait dengan kepentingan pemilik atau kolega dekatnya,
media tempat ia menjalankan profesi kewartawanannya berusaha untuk tidak memberitakan sepanjang
memungkinkan. Namun, ketika media yang lain memberitakannya, maka cara yang ditempuh adalah
memberitakan dengan sudut bidik (angle) yang sengaja dirancang agar tidak merugikan kepentingan
pemilik atau kolega dekatnya.

Produser sebuah program berita beberapa kali pernah dilarang untuk memberitakan persoalan yang
menyangkut kepentingan pemilik atau kawan-kawan baik pemilik. Larangan untuk tidak memberitakan
disampaikan secara langsung oleh pemimpin redaksi kepada pimpinan di bawahnya dan berlanjut
sampai reporter. “Kepentingan pemilik dan kawan-kawan baik pemilik bisa “memaksa” redaksi untuk
merubah arah kebijakan redaksionalnya”, kata informan (produser) menuturkan pengalamannya.
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Pengalaman lain tentang independensi wartawan disampaikan oleh wakil pemimpin redaksi sebuah
media cetak lokal. Dalam menjalankan kebijakan editorial, ia tidak pernah mendapat arahan
dari pemimpin redaksi, tetapi justru arahan langsung dari pemilik, terutama pemberitaan yang
menyangkut isu-isu lokal. Jika masalah-masalah yang diberitakan termasuk dalam klasifikasi isu
nasional seperti misalnya kasus korupsi anggota DPR, kasus Bank Century, dan lain-lain, maka
wartawan memiliki kebebasan dalam menjalankan kebijakan redaksionalnya. Namun, bila masalah
yang disampaikan kepada publik menyangkut kepentingan kolega dekat pemilik secara politik atau
ekonomi, maka pemilik merasa perlu untuk melakukan intervensi atau penetrasi terhadap kebijakan
redaksional dalam bentuk “membatasi” pemberitaan atau tidak memberitakan sama sekali.

Dalam catatan informan (wakil pemimpin redaksi), intervensi yang dilakukan pemilik terhadap
kebijakan redaksional menjadikan masalah yang diberitakan menjadi tidak tuntas. Masalah yang
dirancang untuk diberitakan secara berkesinambungan menjadi terhenti karena campur tangan
pemilik terhadap kebijakan tentang isi media. Namun demikian, untuk menyiasati agar publik masih
bisa mengetahui masalah tersebut, maka isu itu ditulis dalam halaman opini (tajuk rencana). Tajuk
rencana, menurut pendapat informan, adalah sikap yang sesungguhnya dari media atas masalah
yang sedang menjadi perbincangan publik.

Temuan lain dalam studi ini terkait dengan persoalan idealisme wartawan. Dalam catatan
pengalaman seorang informan (produser program berita televisi), idealismenya sebagai wartawan
tidak serta merta hilang hanya karena ada kepentingan pemilik yang berusaha memengaruhi
kebijakan redaksional. Pemilik, sedikit atau banyak akan mempunyai kepentingan terhadap media
yang dimilikinya. Namun, ia menolak anggapan bahwa ketika ada kepentingan pemilik, maka
redaksi akan selalu mengikuti kemauan pemilik. “Kita berhadapan dengan tembok, namun kita
tidak akan membenturkan kepala kita ke tembok tersebut. Masih banyak jalan menuju suatu kondisi
vang kita harapkan. Kita berusaha untuk tetap menjaga idealisme”, kata informan menuturkan
pengalamannya.

Pengalaman tentang isu idealisme juga dikemukakan oleh informan lainnya. Katanya, meskipun
pemilik media tempat ia bekerja juga seorang politisi dan pengusaha yang memiliki kepentingan,
namun ia merasa kebebasan untuk menulis dan memberitakan masih didapatkannya secara nyaman.
Pilihan untuk menjadi media penyiaran yang bersikap kritis dan beroposisi dengan pemerintah
bukanlah perintah dari pemilik, tetapi semata-mata kebebasan yang diberikan kepada wartawan.

Hal lain yang ditemukan dalam studi ini terkait dengan keleluasaan wartawan dalam menjalankan
profesi jurnalistiknya. Wartawan yang bekerja untuk sebuah institusi media yang merupakan
perusahaan keluarga cenderung kurang memiliki independensi dalam menjalankan kebijakan
redaksionalnya. Sebaliknya, wartawan yang bekerja pada sebuah lembaga media yang dimiliki
oleh kelompok (media group) cenderung lebih memiliki independensi. Seorang informan (reporter
berita media cetak) menuturkan pengalamannya. Meskipun lembaga media cetak tempat ia bekerja
dimiliki oleh seorang pengusaha besar media dan sekaligus saat ini menjadi pejabat publik, namun
tidak pernah ada arahan khusus yang terkait dengan kebijakan redaksional. Ketika pemilik yang juga
pejabat publik melakukan kunjungan di daerah, tidak ada kewajiban untuk meliput dan memberitakan
semua kegiatan yang dilakukannya. Bahkan, wartawan dari media cetak yang bersangkutan diberi
keleluasaan untuk mengkritisi kebijakan dan kinerjanya sebagai pejabat publik.
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DISKUSI

Meskipun kepemilikan media tidak serta merta akan menghilangkan idealisme wartawan dalam
menjalankan profesi jurnalistiknya, namun secara umum penelitian ini menemukan bahwa wartawan
sebenarnya tidak cukup memiliki kebebasan atau independensi dalam menjalankan kebijakan
redaksionalnya. Dalam praktiknya, pemilik media masih mempunyai kekuatan yang cukup besar
dalam memengaruhi kebijakan tentang isi media yang seharusnya menjadi kewenangan yang
dimiliki oleh wartawan. Pemilik media masih mempunyai keleluasaan untuk melakukan campur
tangan terhadap kebijakan redaksional.

Dalam lingkup praktik media (jurnalistik) di Indonesia, posisi wartawan dihadapan pemilik media
masih cenderung lemah. Wartawan tidak cukup memiliki kekuatan tawar (bargaining power) yang
memadai ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik. Wartawan tidak lebih ditempatkan sebagai
pekerja, mereka belum diposisikan sebagai profesional dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya.
Konsekuensinya, imbalan secara finansial yang diterima wartawan relatif tidak memadai.

Ketidakberdayaan wartawan ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik media semakin
membuktikan kebenaran aksioma second law of journalism, bahwa isi media selalu merefleksikan
kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang memberikan dukungan finansial terhadap
keberadaan media. Pola yang terbangun dalam relasi antara isi media dengan pihak-pihak yang
memberi dukungan finansial adalah the interest pattern, yaitu isi media (media content) merefleksikan
ideologi atau kepentingan dari kelompok yang membiayai. Dalam cara pandang kritikal, keadaan
yang menyebabkan wartawan tidak mempunyai independensi dalam menjalankan kebijakan
editorial dijelaskan oleh pemikiran teoritik Classical Marxism. Gagasan teoritik ini menegaskan
bahwa media dipahami sebagai alat atau instrumen dari kelas dominan dan sarana dimana para
kapitalis mempromosikan kepentingan-kepentingan mereka. Media menyebarkan ideologi dari
kelas yang berkuasa dalam masyarakat, dan karenanya menindas kelompok-kelompok marjinal.

Secara normatif, seharusnya pemilik media bisa memisahkan kepentingan-kepentingannya dengan
tidak mendesakkan keinginannya mencampuri urusan isi media yang menjadi kewenangan wartawan.
Tugas wartawan adalah memberikan kepada khalayak what the public need, lebih dari sekadar what
the public want, sedangkan kewajiban pemilik adalah mengembangkan sumber daya yang dimiliki
dan merencanakan strategis bisnis perusahaan. Proposisi Teori Tanggung Jawab Sosial menegaskan
bahwa kepemilikan media merupakan kepercayaan yang diberikan kepada publik (public trust).

PENUTUP

Diskusi tentang temuan studi ini menghasilkan beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

o Praktik media di Indonesia selama ini tidak cukup memberi ruang bagi wartawan untuk
mengekspresikan independensi mereka dalam menjalankan kebijakan redaksional. Kondisi ini
terjadi karena posisi tawar (bargaining position) wartawan dihadapan pemilik media cenderung
lemah.

o Relasi yang timpang antara wartawan dengan pemilik media menjadikan wartawan tidak lebih
dipahami sebagai pekerja, bukan profesional media.

o Idealisme wartawan untuk menyuarakan kepentingan publik memang tidak serta merta hilang
akibat campur tangan pemilik dalam kebijakan redaksional. Wartawan masih memiliki cara atau
siasat untuk tetap dapat mengekspresikan kepentingan publik. Namun, idealisme yang dimiliki
wartawan tidak cukup untuk memengaruhi kekuatan pemilik dalam melakukan penetrasi
terhadap kebijakan redaksional.
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KEPEMILIKAN MEDIA DAN URGENSI
JURNALISME DAMAI

Farid Rusdi, SS, MSi
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farusdi@yahoo.com

ABSTRAK

Industri media di Indonesia saat ini dikuasai oleh kelompok media yang pemiliknya ikut bertarung
dalam kancah politik 2014. Potensi pemberitaan konflik pemilu akan meningkat. Pemilik media
memanfaatkan media mereka untuk kepentingannya dalam konflik yang ada. Mulai dari mengangkat
citra si pemilik, hingga menjatuhkan lawan politik. Untuk itu menjadi hal yang mendesak untuk
mengingatkan kembali pada Jurnalisme Damai dalam mengangkat pemberitaan konflik dalam

pemilu kali ini.

Tulisan ini mengkaji bagaimana posisi Jurnalisme Damai dalam pemberitaan konflik pemilu di
tengah industri media yang dikuasai oleh pimpinan partai politik. Penelitian ini juga menggunakan
pandangan teoretis Shoemaker tentang hirarchy of influence of media content, bagaimana isi media

dipengaruhi oleh lingkungannya.

Kata kunci : Media, Jurnalisme Damai, Konflik, Pemilu
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PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilu mulai dari persiapan, masa kampanye, saat pencoblosan hingga saat
penghitungan memiliki potensi konflik. Selain karena masalah teknis kesiapan infrastruktur, dan
penghitungan suara, peristiwa politik lima tahunan ini rawan dengan konflik antar kelompok baik
itu partai politik hingga kelompok-kelompok di masyarakat.

Tapi berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu kali ini diwarnai dengan keterlibatan pemilik
media dalam persaingan politik. Pemilik kelompok media MNC, Hary Tanoesoedibjo menjadi calon
wakil presiden dari Partai Hanura. Selain itu ada Pemilik Media Group, yang membawahi Metro
TV dan surat kabar Media Indonesia, Surya Paloh, saat ini menjadi ketua umum Partai Nasdem,
partai politik yang baru ikut sebagai peserta pemilu kali ini. Dan juga yang menarik adalah Partai
Golkar, yang ketua umumnya saat ini Aburizal Bakrie, yang sudah menyatakan diri sebagai calon
presiden dari partainya, memiliki grup media Viva, yang membawahi stasiun TVOne dan ANTV
serta beberapa media jenis lain.

Untuk saat ini ketiga kelompok media sudah cukup gencar menyiarkan pesan politik dari sang
pemilik. Baik dalam bentuk iklan hingga dalam bentuk siaran khusus. Para akademisi dan kalangan
aktifis sudah melihat kegiatan pemilik media ini sebagai bentuk pelanggaran karena menggunakan
frekuensi publik untuk kepentingan kelompok atau partai (www.bbc.co.id, 4 Juli 2013). Tapi hingga
saat ini belum ada tindakan pro aktif dari pihak terkait seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),
Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanggapi masalah
ini. (www.tempo.co, 28 Oktober 2013). Jika dibiarkan hingga mendekati pelaksanaan pemilu nanti,
bukan tidak mungkin persaingan antar kelompok akan memanas dan meningkatkan konflik dengan
memanfaatkan media massa.

Seperti yang diungkapkan oleh Herman dan Chomsky seperti dikutip Hackett (2007: 50), bahwa
media massa saat ini memiliki dari karakteristik Jurnalistik Perang. Karena mereka dalam
memandang apa yang bertentangan dengan mereka selalu menggunakan kata-kata negatif, dan
sebaliknya, mengedepankan kata-kata positif untuk yang mendukung pihaknya sendiri. Bahkan
mereka pun melakukan pemilihan layak tidaknya suatu berita bukan karena ada tidaknya nilai
berita, tapi karena masalah persaingan media, ideologi, hingga suatu hal yang mengancam atau
tidak kepentingan bisnis mereka.

Pesan yang disampaikan media bisa jadi bentuk dari manipulasi dari fakta yang ada (Shoemaker,
1996: 34). Dalam menghasilkan berita, media massa mengkonstruksi realitas melalui verbal dan
visual. Meski jurnalis dituntut obyektif, tidak beropini, dan netral tapi dalam memproduksi berita
ia melakukan konstruksi atas fakta-fakta yang ia peroleh di lapangan. Media berperan dalam
membentuk opini publik. Seperti apa opini yang diinginkan, kadang kepentingan pemilik media
lebih mengemuka daripada kepentingan publik yang seharusnya.

KONFLIK PEMILU DAN ISU SARA

Pemilu 2014 dikhawatirkan akan rawan konflik, baik di kalangan elit dan masyarakat bawah.
Masalah klasik seperti data pemilih dan pelanggaran pemilu akan meramaikan pemberitaan media.
Terlebih lagi persaingan antar elit dan partai pada pemilu kali ini lebih terbuka karena tidak ada figur
incumbent dalam perebutan pimpinan pemerintahan.

Saat ini hampir semua partai politik baik melalui calon legiskatif hingga calon presidennya tampil

di publik. Dengan memanfaatkan saluran media yang mereka miliki, wajah suara mereka akan lebih
banyak memenuhi ruang publik (public sphere). Selain memanfaatkan media untuk kampanye,
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bukan tidak mungkin mereka akan menyerang kelompok lain yang menurut mereka sebagai pesaing.
Di tengah perkembangan media sosial, isu black campaign akan lebih cepat menyebar. Di sini media
akan terlihat akan menjadi issue intensifier atau sebaliknya.

Berkaca pada pelaksanaan Pilkada di Jakarta 2012 lalu, isu SARA (suku. agama, ras, antar
golongan) menjadi ‘amunisi’ yang paling mengemuka di publik dalam persaingan kedua pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur saat itu. Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen Jakarta,
pemberitaan yang cukup dominan pada periode ini adalah menyangkut isu SARA, yaitu pemberitaan
yang menggambarkan serangan atas identitas dari calon wakil gubernur Joko Widodo yaitu Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) yang adalah seorang keturunan Tionghoa dan seorang beragama Kristen.
Besar kemungkinan serangan atas identitas Ahok ini merupakan bagian dari upaya politik salah satu
kandidat untuk mengkondisikan pilihan warga terhadap kandidat yang ada (AJI Jakarta, 2012: 88-
89).

Isu SARA ini marak di pemberitaan media arus utama. Berawal dari pernyataan Rhoma
Irama pada saat berceramah di sebuah mesjid di Jakarta Barat, yang mengajak umat muslim tidak
memilih pemimpin yang tidak beragama Islam. Isu ini kemudian menjadi diskusi panjang di media
sosial internet, seperti twitter dan facebook. Bahkan menjelang pelaksanaan pencoblosan, propagana
isu SARA semakin gencar melalui SMS, brosur, media sosial, dan baliho (AJI Jakarta, 2012: 26-27).
Menurut peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, perkembangan
isu SARA memang tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab media. Media berpotensi ikut dalam
upaya mengedepankan salah satu kandidat dan hal tersebut tidak memberikan informasi yang baik
bagi publik. (www.beritasatu.com, 16 September 2012).

Sengketa Pemilu

Kecurangan pada hari H Pemilu
Masalah logistik

Pelaksanaan Pemilu
Kecurangan

Pendaftaran

Regulasi

Kampanye

Isu SARA

Dukungan untuk putaran kedua

Lainnya

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Tabel.1 Tema Pembertaan Pilkada Jakarta 2012 (sumber: AJI Jakarta (2012))

Sementara pada pemilu 2014 para elit partai politik ataupun para figur yang maju sebagai calon
presiden beberapa di antaranya identik dengan isu-isu negatif, seperti kasus lumpur di Sidoarjo,
kasus restitusi pajak, kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan hilangnya sejumlah
aktivis, kasus korupsi ataupun kasus lainnya. Bukan tidak mungkin hal ini bisa menjadi ‘amunisi’
dari masing-masing kubu untuk saling menyerang.

Apa yang terjadi pada pilkada Jakarta 2012, media massa selain menjadi ruang bagi para kandidat
untuk menaikkan elektabilitasnya melalui iklan kampanye politik, pemberitaan negatif di media
terhadap kubu tertentu kadang bisa menimbulkan kecurigaan dari pihak yang lain. Apa lagi saat ini
para pemilik media ikut langsung dalam kancah pemilu 2014. Pemberitaan negatif tentang seorang
calon secara berlebihan oleh satu atau beberapa stasiun TV dari kelompok media tertentu, akan
menimbulkan kecurigaan dari pihak yang lain.
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JURNALISME DAMAI

Ide pendekatan Jurnalisme Damai awalnya dikemukakan di tahun 1970-an oleh Profesor Johan
Galtung. Kemudian Jake Lynch dan Annabel McGoldrick mengembangkan konsep praktis dari
Jurnalisme Damai itu di tahun 1990-an. Pada dasarnya Jurnalisme Damai ini berupaya untuk
meminimalkan celah antar pihak yang berkonflik dengan tidak membesar-besarkan fakta yang
berpotensi dapat memperkeruh konflik. (Lynch, McGoldrick, 2001: 6).

Jurnalisme Damai menjadi alternatif setelah sebelumnya media massa larut dalam peliputan dengan
pendekatan Jurnalisme Perang, yang cenderung memberitakan konflik yang hanya mengacu
peristiwa yang terjadi, sehingga pemberitaan lebih menampilkan soal kekerasan bahkan potensi
kekerasan yang dapat terjadi. Perbedaan antara Jurnalisme Damai dan Perang sudah dikonsepkan

oleh Johan Galtung seperti yang ada pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Tabel Galtung (Lynch dan McGoldrick, 2007: 251)

Pelaksanaan pemilu selalu rawan dengan potensi konflik. Mulai dari tahapan pendaftaran partai
politik hingga penetapan hasil pemilu. Di antara semua tahapan itu, masa kampanye adalah tahapan
yang paling rawan konflik terbuka antar kelompok yang berujung pada tindak kekerasan.

Ada beberpa hal yang perlu jurnalis hindari dalam meliput pemilu agar sejalan dengan Jurnalisme

Damai, yakni menghindari penggambaran bahwa konflik hanya terdiri dari dua pihak yang bertikai
atas suatu isu tertentu. Hindari penerimaan perbedaan tajam antara ‘aku’ dan ‘yang lain’, karena
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hal ini bisa digunakan untuk membuat perasaan bahwa pihak lain adalah ‘ancaman’. Hindari
memperlakukan konflik seolah-olah ia hanya terjadi pada saat dan tempat kekerasan terjadi. Hindari
pemberian penghargaan kepada tindakan atau kebijakan dengan kekerasan hanya karena dampak
yang terlihat. Hindari pengidentifikasian suatu kelompok hanya dengan mengulang ucapan para
pemimpin mereka ataupun tuntutan yang telah dikemukakan. Hindari pemusatan perhatian hanya
kepada pihak-pihak yang bertikai. Hindari pelaporan yang hanya menonjolkan unsur kekerasan
karena akan mendorong terjadinya spiral kekerasan. Hindari penggunaan kata-kata yang sensasional
atau bombastis. Hindari labelisasi pada pihak-pihak berkonflik. (Suranto, Hanif dkk, 2008: 42).

RUTINITAS MEDIA

Meski banyak media massa meliput dari peristiwa yang sama, masing-masing media mempunyai
angle berita dan framing yang berbeda. Ini terkait dengan kebijakan dari organisasi media di mana
jurnalis itu bekerja. Adanya agenda setting melalui rapat redaksi, serta perintah dari para kordinator
liputan terhadap para jurnalis, hingga proses pengeditan atas hasil liputan, mempengaruhi hasil
akhir produk berita itu.

Dalam teori media content yang dikembangkan oleh Pamela Shoemaker dan Stephen Reese (1996),
bahwa lingkungan di mana para jurnalis bekerja mempengaruhi media content yang mereka buat.
Mulai dari individu para jurnalis sendiri, kegiatan para jurnalis dalam memproduksi suatu berita,
organisasi media di mana jurnalis bekerja, lingkungan di luar media, dan ideologi.

Journalist

Media
Routines

Organization

Extra Media
Forces

Ideoclogy

Gambar. Hirarchy of Influence of Media Content (Shoemaker dan Reese, 1996: 106)

Untuk menekan pengaruh individu jurnalis pada media content, organisasi media telah menyiapkan
proses gatekeeping atau pemilahan dan pengeditan informasi dan data yang diperoleh oleh jurnalis
di lapangan. Proses ini bagian dari rutinitas media atau media routine, yakni hirarki kedua pengaruh
atas media content.

Dengan adanya rutinitas media maka individu jurnalis akan mengikuti tata nilai dan kebijakan yang
ada organisasi media ia bekerja. Dalam memilah berita selain mengacu pada news value (prominence,
human interest, conflict/controversy, the unsual, timeliness, proximity), para jurnalis juga mengacu
pada ketentuan news value dari organisasi versi organisasi media. Misalnya jika ia menemukan satu
fakta tentang orang pimpinan di organisasi media tempat ia bekerja apakah di naikkan atau tidak.
Ini yang menjadi dilema juga dari para jurnalis di Indonesia yang media tempat mereka adalah
pimpinan partai politik atau terlibat kasus korupsi.
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Terkait dengan peliputan konflik, rutinitas media bisa menekan kemungkinan pemberitaan yang
sensitif. Pemberitaan yang tidak berimbang atau cenderung membahayakan pihak tertentu, bisa
disaring melalui proses gatekeeping dalam organisasi media. Dalam media jenis surat kabar, proses
gatekeeping bisa dikatakan ideal, karena ia memiliki proses yang cukup panjang sebelum dicetak.
Mulai dari tingkat editor hingga rapat redaksi bisa mengontrol materi berita sebelum dicetak.

Bagaimana dengan pengaruh dari pemilik media? Dalam hirarki pengaruh pada isi media dari
Shoemaker & Reese, rutinitas media lebih berpengaruh dari pada organisasi. Selama ini para
pimpinan redaksi dari kelompok media yang pemiliknya berpolitik, selalu berkelit bahwa mereka
punya independensi sendiri dalam mereka menentukan berita. Seperti yang dijelaskan oleh Pemimpin
Redaksi MNC TV Ray Wijaya, bahwa peluang pemilik perusahaan TV untuk memasukkan
kepentingan politik dalam redaksional berita sangat kecil, karena terbatasnya durasi penayangan
berita (www.tempo.co, 3 Juli 2013).

Meski demikian, celah-celah di antara rutinitas media rentan sekali untuk masuknya kepentingan
politis pemilik media. Oleh karena itu perlu adanya penguatan gatekeeping atau sistem rutinas
media yang dapat mempersempit celah masuknya kepentingan politis pemilik. Media perlu untuk
lebih memberi ruang pada semangat jurnalisme damai pada pemberitaan tentang pemilu, agar tidak
terjebak pada konflik kepentingan politis.

KESIMPULAN

Dalam pemilu 2014 ini, konflik antar kelompok dan elit menghiasi pemberitaan media massa.
Para elit politik terutama mereka pemilik media massa akan memanfaatkan media mereka untuk
kepentingannya. Dan bukan tidak mungkin mereka akan lebih menyiapkan ‘amunisi’ berita
negatif untuk menyerang lawan politik mereka. Jika tidak ada kesadaran Jurnalisme Damai dalam
lingkungan para jurnalis, konflik akan semakin tajam dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu
perlu kiranya kesadaran para jurnalis tentang jurnalisme damai dalam pemberitaan pemilu kali ini.

Prinsip-prinsip jurnalisme damai sebaiknya tidak hanya pada individu jurnalis saja, tapi juga
mewarnai rutinitas media. Level individu jurnalis dengan organisasi media pada hirarki pengaruh
pada media content dihubungkan oleh rutinitas media. Untuk menghindari agar media content
tidak terdistorsi pada level individu jurnalis, dan organisasi media, maka perlu adanya penguatan di
tingkat rutinitas media dalam hal mengedepankan jurnalisme damai.
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ABSTRAK

Paper ini lebih bersusaha untuk membuka wacana awal mengenai peran media dalam fungsinya
yang utama sebagai mana diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 pasal 3 ayat (1) yakni sebagai
media informasi, pendidikan, hiburan & kontrol sosial sekaligus sebagai institusi ekonomi (ayat 2).
Menjelang PEMILU 2014, pantas kiranya kita mencermati penggunaan media massa (dalam hal ini
televisi) sebagai sarana komunikasi politik. Terutama kaitannya dengan penggunaan media televisi
untu kepentingan pemilik media semata. Hal itu akan dibahas dalam kerangka pikir komodifikasi
yang dikembangkan oleh Vincent Moscow. Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa sangat
kental nuansa penggunaan media untuk kepentingan politik pemilik media. Hal itu diwujudkan
dalam bentuk liputan kegiatan partai politik tertentu, dan dalam bentuk iklan partai politik. Godaan
juga bisa jadi muncul dalam bentuk komodifikasi siaran untuk kepentingan pengiklan dalam bentuk
siaran iklan maupun juga mengemas iklan dalam bentuk yang lebih soft dalam bentuk liputan
kegiatan, berita, atau talkshow. Ke depan, perubahan sistem tv analog ke digital juga telah membawa

perubahan pada sistem bisnis media.

Kata Kunci: konsep bisnis media, fungsi media, komodifikasi
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PENDAHULUAN
PERUBAHAN KONSEP MEDIA INDONESIA

Banyak tokoh yang berteori bahwa apa yang terjadi dalam media sebuah negara mencerminkan
kondisi sosial-politik dalam sebuah negara. Hal itu terjadi juga dalam sejarah perkembangan konsep
media masa Indonesia. Pergantian kekuasaan dan regulasi turut mempengaruhi perubahan kontrol
dan posisi media masa Indonesia.

Pada masa Orde Lama hingga Orde Baru kontrol atas media berada di tangan pemerintah. Memang
terdapat perubahan istilah pada kedua era ini. Jika pada era Orde Lama media selalu didengungkan
sebagai alat revolusi, maka pada pemerintahan Orde baru, media lebih dikenal dengan istilah pers
pembangunan. Perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika angin reformasi bergulir.

Tabel 1
Perubahan Rezim dan Konsep Media Masa Indonesia
Era UU Pers Kontrol Posisi media

UU No.

15/1966 Kontrol oleh )
Orde Lama UU No. 4/ negara Alat revolusi

1967

UU No. 21/
Orde baru 1982 Kontrol oleh pers pembangunan

UU No. negara

24/1997
Reformasi UU No. 40/ Citizenship-public | Pasal 3 (1)
(1998-2001) | 1999 center Sebagai media
Transisi informasi, pendidikan,
(2002-2008) hiburan & Kontrol
_ sosial .

sekarang UU No. 40/ Consumer-market
2008 1999 kontrol Pasal 3 (2)
sekarang Sebagai lembaga
ekonomi .

Sumber: diadaptasi dari Nugroho, Siregar, & Laksmi (2012: 37)

UU Pers No. 40 tahun 1999 telah merubah posisi media secara berbeda. Dalam Pasal 3 (1) dijelaskan
bahwa media berfungsi sebagai “Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan & Kontrol sosial”.
Dan yang secara signifikan berbeda adalah bahwa pada Pasal 3 (2), dijelaskan bahwa media
berfungsi sebagai “Sebagai lembaga ekonomi”. Kontrol tidak lagi berada di tangan pemerintah,
namun telah bergulir konsep citizenship dan berlanjut pada consumer-market control. Media telah
secara sah secara regulasi sebagai bagian dari sebuah bisnis. Media tidak sekedar mengemban fungsi
informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, namun juga mengemban fungsi ekonomi.

Saat ini khususnya, integritas dari media sedang dipertaruhkan dalam menyambut pemilu 2014
yang sudah di depan mata. Salah satu jebakan yang bisa jadi muncul adalah persoalan komodifikasi
program televisi. Secara teoritis, berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi
program televisi.
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KAJIAN TEORITIS: KOMODIFIKASI PROGRAM TV

Pada dasarnya, komodifikasi adalah proses transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar, dalam
media massa selalu melibatkan para awak media, khalayak pembaca, pasar, dan negara apabila
masing-masing di antaranya mempunyai kepentingan (Mosco, 1996: 141).

Komodifikasi adalah gejala kapitalisme. Yaitu upaya untuk memperluas pasar, meningkatkan
keuntungan sebesar-besarnya dilakukan dengan membuat produk atau jasa yang disukai oleh
konsumen. Barang atau isi media dikemas dan dibentuk sedemikian rupa sehingga disukai oleh
konsumen. Sedangkan ciri dari komodifikasi itu sendiri adalah adanya perubahan format yang
menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Konsumen atau khalayak menjadi tujuan utama,
atau bahkan satu-satunya. Dengan menjangkau khalayak sebanyak-banyaknya diharapkan bisa
mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dan adapun Jenis-jenis komodifikasi dalam ekonomi politik media antara lain adalah komodifikasi
isi, komodifikasi khalayak, dan komodifikasi pekerja. Dalam topik ini, komodifikasi isi menjadi isu
yang paling dominan. Komodifikasi isi (content commodity) melibatkan transformasi pesan agar
pesan lebih diterima oleh pasar (marketable). Dalam proses penulisan berita, nilai berita menjadi
faktor yang menentukan agar bisa diterima oleh pasar. Selain berusaha menarik minat khalayak
(untuk meningkatkan rating), market dalam hal ini juga berarti pengiklan. Dalam konteks pra pemilu
2014, pemilik juga memiliki kepentingan untuk menggunakan media nya dalam rangka komunikasi
politik partai dan figur personal sang calon presiden.

HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

Mencermati tayangan televisi akhir-akhir ini, serta membandingkan dengan fenomena yang terjadi
pada program televisi saat menjelang pemilu, maka menjadi wajar apabila kita mencurigai potensi
penggunaan televisi sebagai sarana komunikasi politik segelintir pihak. Hal itu diwujudkan dalam
bentuk liputan kegiatan partai maupun dalam bentuk penayangan iklan partai politik tertentu.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa televisi merupakan salah satu media yang menggunakan
gelombang frekuensi yang merupakan milik publik. Oleh karena itu, sepantasnya bahwa media
tersebut digunakan untuk kepentingan publik secara luas. Dengan demikian, siaran televisi sebagai
public domain juga harus menjamin public interest, dan public convenience.

Hingga pertengahan bulan November 2014, setidaknya kita telah melihat iklan dari pasangan WIN-
HT, Prabowo, dan liputan kegiatan Nasdem di beberapa televisi swasta. Selain persoala penggunaan
media oleh pemilik media, persoalan lain adalah komodifikasi program siaran untuk iklan partai
politik dalam bentuk yang eksplisit bentuk iklan maupun dalam bentuk yang lebih halus lagi
(misalnya berita atau liputan).

Pesanan iklan partai politik di masa menjelang PEMILU 2014 bisa menjadi “bahan jualan” media
yang akan banyak mendapatkan permintaan. Dari segi bisnis, hal itu tentu saja akan memberikan
keuntungan, akan tetapi kembali pada fungsi media yang harusnya melayani kepentingan publik,
maka hendaknya kepentingan profit jangan sampai mengalahkan idealisme media sebagai pelayan
publik yang secara yuridis berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan & Kontrol sosial.
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PROYEKSI KE DEPAN: TV DIGITAL DAN IMPLIKASINYA

Perubahan TV analog/ konvensional menjadi TV digital akan menimbulkan beberapa perubahan
dalam bisnis penyiaran TV. Jika pada TV analog bisnis yang berlaku bersifat vertikal, maka pada TV
digital lebih bersifat horisontal. Dalam era TV digital, para pemilik konten program tidak perlu lagi
memiliki infrastruktur TV nya. Hal tersebut berbeda dengan era TV analog yang menuntut pemilik
lembaga TV harus menyediakan konten beserta infrastruktur jaringannya.

Skema 1
Struktur Bisnis Penyiaran TV Digital
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Sumber: Materi Presentasi Seminar “Menyongsong TV Digital” Dr. Henry Subiakto

Pada era TV digital, akan muncul bisnis baru yang tidak ditemui pada era TV analog, yaitu:
operator multiplex, penyedia layanan program televisi, dan penyedia jasa layanan tambahan (RUU
Konvergensi Telematika, Henry Subiakto). Lingkup bisnis dalam era TV digital melibatkan lebih
banyak kemungkinan bidang bisnis.

Persoalan kontrol terhadap media bisa jadi muncul sebagai persoalan utama yang akan mengemuka
terkait perkembangan tersebut. Ketika konten-konten video sudah ditayangkan di internet, maka
menjadi cukup kompleks pengaturannya. Maka, kiranya menjadi agenda selanjutnya untuk
melihat perkembangan tersebut dalam kaitannya dengan penggunaan media televisi sebagai sarana
komunikasi politik di era tv digital.

PENUTUP

Paper ini merupakan tulisan awal yang mengangkat wacana tentang penyalahgunaan media televisi
sebagai media komunikasi politik. Kemungkinan pertama adalah bahwa televisi digunakan oleh
pemilik media untuk kepentingan partainya, dan kemungkinan kedua terkait dengan pengerukan
keuntungan yang besar-besaran dari iklan partai politik dengan mengesampingkan tugas media
sebagai pengemban kepentingan publik.
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KEPEMILIKAN MEDIA DAN PENCITRAAN
KANDIDAT PEMILU PRESIDEN 2014

Sevly Eka Putri
Mahasiswa Magister [lmu Komunikasi Unand 2013
simply.sevly@live.com

ABSTRAK

Sejak berakhirnya masa pemerintahan orde baru dan ditetapkannya undang-undang No. 40 Tahun
1999 tentang pers pasal 4 ayat 1 sampai 4 yang mengusung kebebasan dalam berbicara dan
berpendapat, media seakan menjadi dunia tanpa batas. Media kemudian digunakan oleh pemiliknya
menjadi sebuah alat politik. Dalam pemilu presiden 2014 nanti, media digunakan sebagai
pembentukan citra melalui kampanye oleh pemiliknya yang juga mencalonkan diri dalam pemilu
presiden 2014. Saat ini ada tiga orang pemilik media yang resmi terdaftar sebagai kandidat pemilu
presiden 2014. Ketiganya dinilai telah menggunakan media miliknya sebagai media kampanye
untuk pencitraan positif guna menarik simpati dan dukungan masyarakat Indonesia. Tujuan dari
penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kepemilikan media menjadi salah
satu hal yang menguntungkan bagi kandidat presiden dan wakil presiden 2014 dalam hal kampanye
pembentukan citra positif guna menarik dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat Indonesia.

Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai buku dan media online di Indonesia.

Kata kunci: ekonomi politik media, kampanye, citra kandidat, pemilu 2014
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PENDAHULUAN

Pemilihan presiden 2014 sudah di depan mata. Pesta menuju pembaharuan yang dirayakan rakyat
Indonesia sekali dalam lima tahun. Semenjak adanya dugaan kasus korupsi dan pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh presiden Socharto yang mengakibatkan munculnya protes dan konflik yang
menuntut agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Akhirnya setelah 32 tahun menjabat, pada
tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya secara resmi.

Pada masa orde baru, pers dan media diawasi secara ketat oleh pemerintah. Penyensoran berita
dilakukan hingga berita tersebut dinilai tidak aktual dan terbuka. Media televisi yang ada pada
masa itu juga digunakan untuk melakukan propaganda pemerintah. Satu-satunya televisi yang juga
dikelola oleh pemerintah ini lebih banyak difungsikan sebagai corong orde baru untuk melakukan
propaganda politik, manipulasi kepada rakyat dan kampanye pembentukan karakter bangsa.
(Kitley:2004).

Berakhirnya masa jabatan Presiden Soeharto berakhir pula pemerintahan orde baru. Dimulailah era
reformasi. Pers mulai mendapatkan kebebasan dalam penyampaian beritanya. Hal tersebut tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai
hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers
nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan
ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan
mempunyai hak tolak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers tersebut, media memiliki hak penuh atas dirinya. Media kemudian digunakan oleh pemiliknya
untuk menjadi alat politik, terutama pemilik media yang juga turut serta sebagai kandidat dalam
pemilu presiden 2014.

Pada Februari 2013 lalu, KPI Pusat telah memanggil sejumlah televisi swasta yang dinilai sering
menggunakan frekuensinya untuk kampanye terselubung politisi partai pemilik televisi. Media
tersebut adalah Media Nusantara Citra (MNC) TV, Metro TV, tvOne, dan ANTV. Pemanggilan
tersebut terkait dengan siaran blocking time dan kampanye pemilik televisi. Pemilik keempat media
televisi tersebut merupakan kandidat presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014 nanti. Mereka
adalah Hary Tanoesudibjo, kandidat wakil presiden 2014 sekaligus pemilik MNC. Kemudian Surya
Paloh, selaku calon kandidat presiden 2014 sekaligus pemilik Metro TV. Terakhir Aburizal Bakrie,
selaku kandidat presiden 2014 sekaligus pemilik TVOne dan ANTV.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kepemilikan media
menjadi salah satu hal yang menguntungkan bagi kandidat presiden dan wakil presiden 2014
dalam hal kampanye pembentukan citra positif guna menarik dukungan sebanyak-banyaknya dari
masyarakat Indonesia.
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EKONOMI POLITIK MEDIA

Secara historis, konsep ekonomi politik bermula dari upaya dukungan terhadap akselerasi kapitalis
yang menolak pada siaran poltik merkantilis yang dianggap tidak efektif dan efesien pada abad ke-
18. Vincent Mosco (1996:25) mengartikan ekonomi politik sebagai kajian tentang hubungan sosial,
khususnya yang berhubungan dengan kekuasaan dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi
sumber daya dalam komunikasi. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa ada dua poin
penting dalam ekonomi politik komunikasi ini yaitu, kekuasaan dan pembagian sumber ekonomi.
Kedua poin tersebut akan menjawab siapa yang memiliki dan mengontrol institusi ekonomi, sosial
dan budaya terkait kampanye pemilu presiden 2014.

Yanuar Ikbar (1995:1) menyatakan proses perkembangan ekonomi politik ditentukan oleh
empat variabel dasar, yaitu : ekonomi, politik, strukstur sosial dan kebudayaan. Namun dalam
perkembangannya variabel-variabel tresebut berkembang sendiri-sendiri. Kini terseisas dua variabel
pokok yaitu ekonomi dan politik. Namun kedua hal ini tidak dapat melepaskan diri dari konteks
sejarah dimana selalu tergantung pada kondisi struktur sosial dan kebudayaan.

KONSEP KONGLOMERASI MEDIA

Peter Golding dan Graham Murdock (2000) menyatakan bahwa media massa adalah produsen
budaya yang lebih berperan sebagai mesin bisnis pencari keuntungan, sehingga ideologi kapitalisme
sudah meresap dalam institusi ini termasuk mewarnai hubungan antara pemilik media dan para
pekerjanya. Kemudian Graham Murdoch (1994:156-57) juga menyatakan bahwa televisi yang
dioperasikan oleh lembaga swasta sebenarnya menggunakan penonton sebagai komoditas untuk
dijual kepada pemasar. Oleh sebab itu maka televisi berlomba-lomba untuk membuat program acara
semenarik menarik mungkin untuk menarik sebanyak mungkin penontonnya.

Herbert Schiller (1989) menyatakan bahwa sebenarnya tidak hanya institusi bisnis semata yang
mempengaruhi pilihan konsumen terhadap informasi dan hiburan. Pemerintah atau kepentingan
politik sebanarnya turut berpengaruh juga dalam menentukan pilihan itu. Kekuasaan pemerintah
dan institusi bisnis telah menentukan pilihan konsumen dalam industri media saat ini. Sementara
itu Smythe (1977) mengenalkan pandangan tentang penonton sebagai komoditas dalam konteks
komodifikasi media dalam konomi politik komunikasi. Penonton adalah komoditas utama dari
media.

Horkheimer (1930) melihat ekonomi politik tidak dalam pandangan hubungan kekuasaan antara
ekonomi dan politik, tetapi lebih jauh lagi melihat konsekuensi power relations ini terhadap konteks
budaya dan kesadaran masyarakat yang diciptakannya.

Peranan media massa dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat modern semakin besar.
Hal tersebut tampak pada usaha penggunaan media media massa untuk mempercepat proses
perubahan sosial di negara-negara berkembang, atau bisa juga untuk kampanye politik, advertensi
dan propaganda. Penggunaan media untuk kampanye dinilai merupakan suatu yang esensial dalam
dunia politik. Di Amerika, media massa di seluruh negeri selalu digunakan pada setiap pemilihan
presiden untuk kegiatan kampanye, terutama kampanye melalui media televisi. Namun kampanye
di media massa belum tentu menjamin suatu keberhasilan kandidat tersebut mencapai keberhasilan.
Menurut Dennis McQuail (2000), suatu kampanye kemungkinan berhasil jika ada kondisi tertentu
yang mendukung pada situasi audience, pesan dan sumber.

Untuk audience, kampanye harus dapat menjangkau khalayak yang luas, sesuai sasaran, isi kampanye

dapat dipahami dengan jelas serta sifat khalayak yang dituju tidak mempunyai sikap antipati terhadap
materi kampanye. Kampanye akan berhasil jika didukung oleh stuktur komunikasi interpersonal
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yang sesuai dengan yang diharapkan. Untuk pesan diharapkan tidak memiliki makna ganda, sesuai
dengan khalayak, bersifat informatif, pesan akrab dengan khalayak serta dilakukannya pengulangan
penyampaian pesan. Sedangkan untuk sumber diperlukan adanya monopoli, yakni seluruh saluran
komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan kampanye yang sama, mempunyai status yang
tinggi dihadapan khalayak, mempunyai kepribadian yang menarik karena sebagai bintang atau
pahlawan di masyarakat. Media yang digunakan juga diusahakan adalah media yang akrab dengan
khalayak.

TEORI CITRA

Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra
politik itu terbangun berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media
poltik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan
aktual.

Roberts (1977) menyatakan bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau
prilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang
lingkungan dan citra itulah yang mempengaruhi pendapat atau prilaku khalayak. Citra berasal
dari bahasa jawa, yang berarti gambar. Kemudian dipadankan dengan kata image dalam bahasa
Inggris. Jadi citra politik dapat dipahami sebagai gambaran seseorang tentang politik (kekuasaan,
kewenangan, konflik dan konsensus).

Selanjutnya citra politik dapat dirumuskan sebagai suatu gambaran tentang politik yang memiliki
makna, kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra politik
tersusun melalui persepsi yang bermakna dalam bentuk pendapat prbadi yang selanjutnya dapat
berkembang menjadi pendapat umum.

Media massa dapat membentuk citra politik individu yang menjadi khalayak media massa kearah
yang dikehendakinya. Media massa juga dapat mengarahkan khalayak (individu-individu) dalam
mempertahankan citra yang sudah dimilikinya. Kedua hal itu dilakukan media massa melalui proses
gatekeeping dan agenda setting. Selain itu media massa juga memiliki fungsi dalam memberikan
status (status conferral)> artinya jika nama, gambar dan aktivitas seorang politikus tersebut
memperoleh reputasi yang tinggi di dalam masyarakat. Penonjolan itu juga memberikan citra politik
yng baik bagi politikus tersebut.

Lee Loevinger (1968) menyajikan teori komunikasi massa yang disebut sebagai reflective-projective
theory. Asumsi dasar teori ini adalah media massa adalah cermin masyarakat yang merefleksikan
suatu citra yang menimbulkan banyak tafsiran.

Selain citra politik pada khalayak juga terdapat citra diri politik atau citra diri tentang peranan
politik yang harus dimainkan. Selain itu dikenal juga tentang citra diri poltikus, cita diri ideologis,
citra partisipan, citra kelas, citra partaidan citra kandidat. Dalam psikologi komunikasi citra diri
dipandang sebagai komponen kognitif dalam konse diri yang ada pada setiap individu. Dalam
komunikasi poltik antar persona (dialogis) citra diri sangat penting dalma musyawarah atau dalam
lobi politik.

Dalam kepustakaan ilmu politik, dikenal adanya rumus manusia politik dari Harold Laswell (1960:75)
yaitu politik: pld)r)=P. artinya pribadi (p) ditrasnformasikan (1) dan dipindahkan (d) ke gelanggang
publik, kemudian dirasionalkan (r) menurut kepentingan publik dan atau nilai komunitas yang
diterima secara luas (Nimmo, 2000:89). Hal itu dapat dipahami bahwa faktor kepribadian sangat
mempengaruhi sosialisasi poltik dan partisipasi politik (prilaku politik).
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Dari pembahasan diatas, disebutkan bahwa sumber digunakan penyampai berita yang dalam hal ini
adalah kandidat pemilu presiden 2014, untuk menyampaikan pesan pada khalayak bahwa mereka
mempunyai kepribadian yang menarik karena sebagai bintang atau pahlawan di masyarakat. Hal
tersebut erat kaitannya dengan pencitraan kandidat tersebut. Menurut Soleh Sumirat dan Elvinaro
Ardianto (2005), terdapat empat komponen pembentukan citra antara lain :

1. Persepsi, diartikan sebagai hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu
proses pemaknaan dengan kata lain.

2. Kognisi, yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus keyakinan ini akan timbul
apabila individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup dapat mempengaruhi
perkembangan kognisinya.

3. Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi
rangsang..

4. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir, dan merasa dalam menghadapi
obyek, ide, situasi atau nilai.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye pemilu tidak begitu penting terhadap
pemberian suara. Justru yang memiliki pengaruh yang besar dalam pemberian suara, ikatan afektif
atau hubungan emosional kepada suatu partai tertentu. Namun huga diungkapkan bahwa ternyata
orang yang memberikan suara dalam pemilu adalah mereka yang diterpa oleh komunikasi politiki
persuasif.

Persepsi khalayak tentang partai dan kandidat yang akan dipilih menurut Nimmo (2000:184-185)
ditentukan juga oleh citra partai, citra kandidat dan isu politik dalam kampanye. Citra partai adalah
apa yang dipercaya dan dihrapkan rakyat tentang apa yang akan dilakukan oleh partai. Jadi dapat
saja seseorang mengindentifikasikan dirinya dengan partai secara efektif akan memainkan peranan
peran penengah yang menerjemahkan apa yang berlangsung dalam lingkungan politik ke dalam
makna bag pemberi suara dalam pemilu.

Citra kandidat yaitu atribut politik dan gaya personal kandidat politik seperti yang dipersepsikan
oleh pemberi suara, membentuk citra pemilih tentang orang yang berusaha menjadi pejabat.
Pemberi suara memilih kanddat berdasarkan sifat-sifat yang diharapkan dari yang berkampanye
tentang pemegang jabatan yang ideal, yang dirangkum dalam suatu konsep yaitu pahlawan politik.
Citra kandidat dapat mengalahkan citra-citra lainnya.

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik untuk pencitraan politik ialah merawat ketokohan
dan memantapkan kelembagaan. Artinya ketokohan seorang politikus dan kemantapan lembaga
poltiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dlam berkomunikasi politik. Selain
itu juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan poltik, menetapkan
metode dan memilih pesan poltik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat.

Citra diri komunikator politik bagi khalayak dapat terbentuk melalui pengalaman langsung yaitu
melalui pergaulan dan aktivitas yang lama dengan tokoh politik atau pahlawan politik yang menjadi
komunikator politik. MElalui pergaulan tersebut khalayak mengenal kemampuan dan keahliannya
secara karakter dan integritas kepribadiannya. Disamping itu citra diri juga dapat terbentuk melalui
pengalaman wakilan, yaitu mendengar cerita melalui banyak orang atau radio, membca buku atau
surat kabar, serta menyaksikan sendiri aktivitas dan penampilan tokokh politik itu memlalui televisi.
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METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian studi literatur. Studi literature atau kepustakaan ini dilakukan
dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat
lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku, tetapi dapat berupa bahan-bahan
dokumentasi, majalah-majalah, koran dan lain-lain. Dari literature tersebut ditemukan teor, hokum,
dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisi dan
memecahkan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan sumber data tersebut penelitian ini sering
juga disebut penelitian dokumentasi.

Metode analisis dokumen ini dipakai jika peneliti bermaksud menganalisis data yang diperoleh
dari dokumen. Analisis dokumen kerap juga disebut analisis kegiatan atau analisis informasi dan
bahkan kadang-kadang disebut juga analisis isi (content). Jadi penelitian kepustakaan bertujuan
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang
perpustakaan. Pada hakikatnya data yang diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan tersebut
dijadikan dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di tengah lapangan. Peneliti membaca dan
menganalis literatur dan pemberitaan-pemberitaan di media online yang ada di Indonesia.

HASIL ANALISIS

Konglomerasi media sebenarnya sudah ada semenjak zaman pemerintahan Soeharto. Ketika itu
stasiun televisi di Indonesia hanya TVRI. TVRI adala stasiun televisi nasional yang pada masa itu
banyak digunakan untuk melakukan propaganda pemerintah Satu-satunya televisi yang juga dikelola
oleh pemerintah ini lebih banyak difungsikan sebagai corong orde baru untuk melakukan propaganda
politik, manipulasi kepada rakyat dan kampanye pembentukan karakter bangsa. (Kitley:2004).

Pada tahun 1989 muncul televisi swasta nasional pertama yaitu RCTI. RCTI merupakan bisnis di
bawah manajemen Bambang Trihatmojo, anak laki-laki sulung presiden Soeharto, yang kemudian
pada tahun 2003 diambil alih oleh MNC Group. Kemudian dilanjutkan dengan SCTV yang
kepemelikan sahamnya sebagian dikuasai oleh putri presiden Soeharto, Siti Hediati atau Titiek
Soeharto. Kedua televisi tersebut dapat mengudara karena mendapat akses khusus dari pemerintah
pada saat itu. Setelahnya bisnis televisi swasta nasional semakin berkembang dengan adanya
pengusaha-pengusaha Indonesia yang dengan dengan presiden Soeharto. Diantaranya adalah Lim
Sioe Liong atau Sudono Salim yang mendirikan Indosiar pada tahun 1992. Aburizal Bakrie dang
Agung Laksono mendirikan ANTV pada tahun 1994). Surya Paloh mendirikan MetroTV pada tahun
1994. Akhir 1990-an muncul TransTV yang dimiliki oleh Chairul Tanjung, Lativi dimiliki oleh
Abdul Latief (mantan menteri presiden Soeharto) yang kemudian diambil alih oleh Bakriegroup
karena bangkrut dan berubah nama menjadi TVOne.

Dari paparan di atas terlihat bahwa kepemilikan media televisi di Indonesia pada awalnya tercipta
karena adanya hubungan kedekatan pribadi pemiliknya dengan presiden Soeharto saat itu. Dan
seperti yang telah kita ketahui bahwa pada masa orde baru, ruang gerak media dibatasi oleh
pemerintah saat itu, hingga dinilai berita yang ditampilkan hanya sebagai bentuk propaganda politik
orde baru, seperti halnya yang terjadi pada TVRI sebagai lembaga televisi nasional yang memiliki
jargon “menjalin persatuan dan kesatuan bangsa.”
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Akhirnya pemerintah orde baru berakhir dan beralih pada masa reformasi. Pada masa reformasi, pers
dan media memperoleh kebebasan dalam ruang geraknya yang tertuang dalam Undang-Undang No.
40 Tahun 1999 tentang pers yang menyatakan dalam ayat satu: bahwa kemerdekaan pers dijamin
sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua: terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga: bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers,
pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi
dan ayat keempat: bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan
mempunyai hak tolak.

Dengan munculnya undang-undang tersebut, media menjadi memiliki kuasa penuh atas proses
penyelenggaraan kegiatannya. Isi berita tidak lagi disetir oleh pemerintah, isi pemberitaan bisa dibuat
berdasarkan musyarawah atau melalui keputusan direksi. Isi berita sepenuhnya tergantung televisi
tersebut dan televisi swasta yang merupakan ladang bisnis, tentu sebagai pemilik bisnis tersebut
mempunyai kepentingan didalamnya untuk memajukan bisnisnya atau dirinya sendiri, karena inti
dari bisnis adalah keuntungan dan tentunya keuntungan pemilik lah yang diutamakan. Hal tersebut
dinyatakan oleh Peter Golding dan Graham Murdock (2000), bahwa media massa adalah produsen
budaya yang lebih berperan sebagai mesin bisnis pencari keuntungan, sehingga ideologi kapitalisme
sudah meresap dalam institusi ini termasuk mewarnai hubungan antara pemilik media dan para
pekerjanya.

Hal tersebut kemudian disimpulkan sebagai ekonomi politik media, yang dirimuskan oleh Vincent
Mosco (1996:25) yang mengartikan ekonomi politik sebagai kajian tentang hubungan sosial,
khususnya yang berhubungan dengan kekuasaan dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi
sumber daya dalam komunikasi. Horkheimer (1930) melihat ekonomi politik tidak dalam pandangan
hubungan kekuasaan antara ekonomi dan politik, tetapi lebih jauh lagi melihat konsekuensi power
relations ini terhadap konteks budaya dan kesadaran masyarakat yang diciptakannya.

Prinsip ekonomi politik media ini kemudian juga digunakan oleh beberapa pemilik media yang
merupakan kandidat presiden dan wakil presiden pemilu 2014. Media televisi merupakan media
dengan jangkauan khalayak yang luas dan mencakup semua usia dan kalangan, sehingga para pemilik
media televisi ini mempunyai salah satu alat politik yang cukup potensial untuk berkampanye.
Kampanye merupakan salah satu kegiatan komunikasi politik. Salah satu tujuan komunikasi politik
adalah membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun berdasarkan
informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media poltik, termasuk media massa yang
bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Citra politik dapat dirumuskan
sebagai suatu gambaran tentang politik yang memiliki makna, kendatipun tidak selamanya sesuai
dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna
dalam bentuk pendapat pirbadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum.

Para politisi atau pemimpin politik sangat berkepentingan dalam pembentukan citra politik melalui
komunikasi politik dalam usaha menciptakan stabilitas sosial dengan memenuhi tuntunan rakyat.
Dalam konteks pemilu presiden 2014 ini, kandidat presiden dan wakil presiden politik harus berusaha
menciptakan dan mempertahankan tindakan politik yang membangkitkan citra yang memuaskan,
supaya dukungan pendapat umum dapat diperoleh dari rakyat sebagai khalayak komunikasi politik.
Meninjau pemberitaan-pemberitaan di media online terkait konglomerasi media dan penciraan
kandidat pemilu presien 2014 tersebut, terlihat banyak opini-opini yang menyatakan bahwa pemilik
media tersebut telah menggunakan medianya sebagai alat kampanye politik. Tercatat bahwa pada
7 Mei 2013 lalu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memanggil Hary Tanoesudibjo selaku pemilik
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MNC Group. Pemanggilan ini terkait pengaduan masyarakat tentang beredarnya video rekaman
dugaan percakapan yang mambahas rapat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dalam rapat tersebut,
terjadi percakapan yang intinya ingin menggunakan frekuensi publik yang dimiliki MNC Group
untuk kepentingan praktis Partai Hanura.

Metro TV yang sahamnya dipegang oleh Ketua umum majelis organisasi nasional demokrat Surya
Paloh memiliki agenda politis yang berbeda jauh dengan TVOne. Pasca dinamika partai yang terjadi
di partai nasdem metro pun kini aktif meliput hal-hal yang berkaitan dengan partai nasdem namun
dikemas dengan positif. Belakangan Metro tv pun menyajikan /ive event kongres partai nasdem.
Kongres yang mempunyai agenda penetapan Surya Paloh itu disajikan secara langsung kepada
masyarakat. Piet Joe dalam kompasiana menyebutkan Metro TV juga lebih sering mengedepankan
kritikan terhadap pemerintah dan disaat yang sama iklan Nasional Demokrat lebih sering ditayangkan.
Termasuk pidato-pidato Surya paloh yang ditayangkan lebih lama dari pidato Presiden atau politisi-
politisi penting lainnya.

Sementara itu bila kita lihat tayangan di TV One saat ini banyak membahas mengenai isu-isu politik
dan kasus-kasus kriminal terhangat. Kemudian TV One belakangan ini juga sangat aktif dalam
pemberitaan tentang partai nasdem. Seperti yang kita ketahui bersama belakangan partai Nasdem
dilanda sedikit dinamika politis di tubuh organisasi partai baru tersebut. Dimana sang ketua pakar
penasihat partai nasdem Harry Tanoesodibjo, mundur dari partai nasdem dan diikuti oleh kader-
kader setia dari Harry Tanosodibjo sendiri. Selain itu TV One juga sering menampilkan iklan partai
Golkar (partai yang mengusung Aburizal Bakrie sebagai kandidat presiden pada pemilu 2014), iklan
layanan yang dilakukan oleh partai dan Bakrie Group (group bisnis Aburizal Bakrie) terhadap rakyat
Indonesia.

Dari bahasan diatas dapat kita liat bahwa masing-masing mencoba membentuk persepsi positif
terhadap dirinya dan partai yang mengusungnya atau menampilkan sisi negatif partai yang menjadi
pesaingnya. Inilah yang dimaksud dengan pembentukan citra. Menurut Soleh Sumirat dan Elvinaro
Ardianto (2005), terdapat empat komponen pembentukan citra yaitu persepsi, kognisi, motivasi
dan sikap. Keempat hal tersebut bisa dibentuk dan disampaikan dalam kampanye. Pengertian citra
(Lena Satlina) itu sendiri abstrak (intangible), tidak nyata , tidak bisa digambarkan secara fisik dan
tidak dapat diukur secara matematis, karena citra hanya ada dalam pikiran. Walaupun demikian,
wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk , seperti penerimaan dan tanggapan
baik positif maupun negatif yang datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada
umumnya. Citra bisa diketahui, diukur dan diubah.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dari bahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Media memiliki peranan sebagai pemberian
informasi, menghibur, mendidik dan sebagai kontrol sosial. Dalam konteks pemilu 2014 ini, media
memiliki peran informasi, pendidikan dan kontrol sosial. Media diharapkan mampu memberikan
informasi yang faktual, valid dan terpercaya terkait pemilu 2014 serta kandidat-kandidatnya. Media
memberikan ruang bagi masing-masing kandidat untuk mempromosikan dirinya dalam rangka
memperoleh citra positif dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Namun kepenilikan media
memiliki pengaruh dalam objektifitas media dalam memberitakan berita terkait pemilu presiden
2014. Pemilik media menggunakan hak miliknya yang kemudian dikenal dengan konglomerasi
media untuk melakukan kampanye dalam rangka pembentukan citra diri dan partainya. Hal tersebut
dilakukan untuk pembentukan citra positif yang menggiring pada pembentukan opini masyarakat
terhadap pemilik media yang ikut serta dalam pesta rakyat tersebut sebagai kandidat presiden atau
wakil presiden 2014.

Padahal sebagai salah satu pemegang kontrol sosial, media diharapkan mampu memberitakan
dengan cara yang objektif. Salah satu cara untuk mengurangi ketidak-objektifan tersebut dapat
dilakukan dengan memberikan slot debat terbuka atau penyampaian visi misi kepada para seluruh
kandidat presiden dan wakil presiden secara bergantian dengan durasi waktu dan jam tayang yang
sama. Dan kita sebagai masyarakat juga mempunyai peran dalam hal tersebut, yaitu dengan cara
mengadukan hal tersebut kepada KPI dan nantinya diharapkan KPI akan menidaklajuti pengaduan
masyarakat tersebut ke Badan Pengawasan Pemilu. Karena hal tersebut membuat media kehilangan
objektifitas dalam pemberitaannya.
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ABSTRAK

Televisi dan popularitas politisi adalah dua hal yang selalu sering dikaitkan. Televisi sering dianggap
sebagai modal utama politisi untuk mendapatkan popularitas. Melalui televisi, popularitas politisi
dinaikkan. Sebaliknya, tanpa televisi, sulit sekali untuk menaikkan popularitas politisi tersebut.
Tidak heran, menjelang pemilu, para politisi beramai-ramai berusaha untuk memanfaatkan televisi,
untuk menaikkan popularitasnya. Padahal, televisi, seperti media lainnya, sebenarnya adalah bukan
faktor utama atau hanya satu-satunya yang dapat mendukung melesatnya popularitas para politisi.
Modal utama politisi untuk menaikkan popularitasnya, sebenarnya adalah tetap pada kerja politik
yang mereka lakukan, serta bagaimana mereka dapat membangun komunikasi yang baik dan terus
menerus, termasuk memanfaatkan media televisi, dengan efektif dan efisien. Tanpa kerja politik
yang dilakukan, justru yang terjadi sebenarnya adalah berkurangnya bahkan tidak adanya pesan
yang disampaikan politisi untuk menaikkan popularitasnya, melalui media televisi tersebut. Dengan
demikian, tanpa kerja politik, yang terjadi sesungguhnya adalah menurunnya citra positif dari

politisi tersebut dihadapan masyarakat.

Kata Kunci; televisi, popularitas politisi
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PENDAHULUAN

Menjelang pemilihan umum, seperti biasanya masalah popularitas menjadi salah satu masalah paling
krusial yang dihadapi para politisi. Tokoh dan aktifias politik yang sedang berlomba-lomba untuk
dipilih menjadi anggota parlemen, baik di pusat maupun daerah, memang amat tergantung pada
popularitas mereka, untuk dapat terpilih. Mereka yang popular tentu saja punya potensi yang lebih
besar untuk dapat terpilh menjadi wakil rakyat. Sementara untuk mereka yang tidak begitu dikenal,
tentu harus kerja keras untuk mengerek polaritasnya yang masih amat rendah. Untuk mengerek
popularitas tersebut, maka banyak politisi maupun partai yang menaunginya, memanfaatkan media
televisi, yang dianggap punya kartu sahih untuk menaikkan pamor atau popularitas mereka. Tidak
heran, masalah media televisi dan popularitas, termasuk pencitraan politik, menjadi salah satu kajian
bidang komunikasi massa atau komunikasi politik, yang cukup banyak dilakukan.

Penelitian tentang penggunaan media televisi untuk pencitraan politik bukanlah sesuatu yang
baru. Tingginya konsumsi penggunaan televisi dibanding media massa lainnya, membuat masalah
penggunaan televisi untuk memperbaiki citra politik menjadi sebuah kajian yang menarik untuk
terus diamati. Di Amerika Serikat misalnya, studi tentang kemenangan Presiden John F. Kennedy
atas lawannya Richard Nixon di tahun 1960, selalu dikaitkan dengan keberhasilan sang presiden
mempopulerkan dirinya melalui televisi. Dalam bukunya “Media Impact”, yang terbit pada tahun
2010, pakar komunikasi Shirley Biagi, menyatakan bahwa berita-berita di televisi dan penampilan
Kennedy pada saat debat kampanye berlangsung melalui televisi, telah membuat jutaan rakyat
Amerika Serikat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan
pilihan mereka pada Kennedy.

Saat ini, hampir tidak ada, pencitraan partai politik atau tokoh politik yang akan mengikuti sebuah
pemilihan jabatan politik yang tidak menggunakan media televisi. Karenanya, makin banyak kajian-
kajian yang berkaitan dengan hal tersebut dilakukan banyak pakar komunikasi politik. Werner J
Severin dan James W. Tankard Jr dalam bukunya “Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan
di Dalam Media Massa, yang terbit pada tahun 2008, menyatakan bahwa dampak dan manfaat media
massa sudah sangat menjadi perhatian yang luas di kalangan peneliti media massa. Tidak heran
banyak teori-teori yang lahir dari pemanfaatan media massa, terutama televisi untuk pencitraan
partai politik maupun tokoh politik, seperti teori agenda setting, terus dikenal luas hingga saat ini.
Di Indonesia, riset tentang pemanfaat media televisi untuk pencitraan partai politik atau tokoh
politik juga sudah menjadi kajian riset tersendiri. Meski hanya menyorot makna interaksi politik
yang khas diperlihatkan anggota DPR, penelitian Lely Arriane yang akhirnya dibukukan dengan
judul “Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik” yang terbit pada tahun
2010, juga mengangkat bagaimana keterlibatan televisi amat diperhitungkan para politisi untuk
meningkatkan citra politiknya. Dalam buku yang diambil dari disertasinya ini, Lely menyorot bahwa
akan sangat berbeda penampilan seorang politisi, ketika ada kamera dengan pada saat tidak ada
kamera televisi. Hal itu jelas menunjukkan bahwa, kehadiran media televisi amat diperhitungkan
untuk meningkatkan citra politisi tersebut.

Masih dalam kajian yang sama, Adman Nursal, secara tajam melihat pencitraan dalam sebuah
langkah politik sudah menjadi kewajiban bagi seorang yang ingin terjun dalam jabatan politik publik.
Dalam penelitian yang juga telah dibukukan dengan judul “Political Marketing” pada tahun 2004,
Adman Nursal melihat bahwa penggunaan media televisi sudah amat luas dan harus diperhitungkan
oleh para politisi untuk meraih dukungan dari masyarakat. Bahkan Nursal, secara spesifik, melihat
perlunya strategi yang tepat dalam penggunaan media telavisi, sehingga punya dampak positif yang
kuat untuk dapat sukses dalam sebuah pemilihan jabatan politik publik tertentu tersebut.
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Secara umum, hasil penelitian tentang media dan pemilu baik pada tahun 2004 maupun 2009 juga
telah dibukukan dengan judul “Media dan Pemilu 2004 dan “Media dan Pemilu 2009” memuat
banyak penelitian tentang penggunaan media pada masa pemilihan umum tersebut. Beberapa
penelitiannya juga menyangkut bagaimana media televisi mengangkat citra konstestan pemilu, baik
partai politik maupun para politisi. Buku yang ditulis oleh Lukas Luwarso dkk ini banyak menyorot
secara kritis, bagaimana media berperan dalam mengangkat citra partai politik atau politisi pada
pemilu di era reformasi tersebut. Kajian kritis ini bahkan telah membuka bahwa, selain punya
dampak positif, banyak dampak negatif akibat penggunaan media, terutama televisi yang amat
massif dalam pencitraan partai politik atau politisi tersebut.

Penggunaan media massa, terutama televisi bagi kegiatan politik tetap akan menjadi kajian yang
menarik, karena di masa mendatang, akan makin banyak aktifitas tersebut dilakukan. Meski sekarang
mulai berkembang aktifitas sosial media, namun penggunaan televisi, baik tidak berbayar maupun
televisi berbayar, akan tetap menjadi media utama kunci sukses seseorang dalam sebuah pemilihan
politik. Seperti yang dikatakan pakar komunikasi politik, Jallaludin Rahmat dalam pengantar buku
Dan Nimmo, “Komunikasi Politik” yang terbit pada tahun 2004, menyatakan bahwa pesan politik
melalui media massa, terutama televisi, akan berperan penting dalam pembahasan kajian pencitraan
politik, baik di Indonesia maupun di dunia.

ANTARA PERAN TELEVISI ATAU KERJA POLITIK

Beberapa konsep yang digunakan yang berkaitan peran televisi dalam komunikasi politik antara
lain adalah teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell E. Combs dan Donald Shaw pada
1972. Menurut keduanya, seperti dikutip dalam buku Media Impact yang ditulis Stanley J. Baran
dan Dennis K Davies pada tahun 2010, dinyatakan bahwa dalam agenda setting akan terlihat bahwa
dalam memilh dan menampilkan berita, editor, staf dan penyiar memainkan peranan yang penting
dalam membentuk realitas politik. Pembaca sebenarnya tidak hanya disodorkan tentang sebuah issu
tertentu, akan tetapi, pembaca juga diikat dalam issu-issu tersebut sesuai dengan yang diinginkan
oleh media. Media massa menentukan issu mana yang penting, mengatur agenda dan berita yang
akan diberikan kepada pembaca atau penontonnya. Salah satu teori komunikasi massa yang sudah
cukup lama ini seolah dijadikan pembenaran bahwa media massa, termasuk televisi, menjadi satu-
satunya jalan bagi politisi untuk meningkatkan popularitasnya.

Teori lainnya yang juga digunakan dalam penelitian ini, terutama yang menyangkut iklan; adalah
teori analisis frame yang dikemukakan oleh Erving Goffman pada 1974. Goffman menganggap
iklan sebagai hyperritualized representation dari tindakan sosial. Menurutnya, hal itu terjadi karena
iklan hanya menampilkan bagian-bagian tertentu yang sudah diedit atau hanya menampilkan
tindakan yang paling bermakna saja. Teori dari Goffman yang juga dikutip dari buku yang sama,
Media Impact karya Stanley J. Baran dan Dennis K. Davis yang terbit pada tahun 2010, ini akan
memberikan sebuah cara yang menarik dalam mengukur bagaimana media massa dengan secara
detail dapat mendorong dan menguatkan budaya publik yang dominan. Kembali pada teori yang
kedua ini, seolah-olah menjadi pembenaran bahwa bagi politisi yang mengambil jalan pintas, bahwa
kekuatan media, termasuk televisi (terutama dengan iklan yang dapat mereka kuasai), adalah jalan
utama dan satu-satunya untuk memperkenalkan diri dan diingat oleh masyarakat dan konstituennya.
Selanjutnya, penulis juga menggunakan teori pencitraan politik sebagaimana yang dikemukakan
oleh Nimmo dalam buku Komunikasi Politik, yang terbit pada tahun 2006, bahwa pencitraan politik
itu sebenarnya mirip kapstok, atau bukan menyajikan realitas politik yang sebenarnya. Dengan kata
lain, realitas politik bukanlah sesuatu yang kita alami sekarang, karena apa yang dialami sekarang
sudah melalui kegiatan simbolik yang disampaikan melalui kegiatan simbolik --- dan jika dikaitkan
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dengan media massa, maka, kegiatan simbolik tersebut sebenanya adalah hanya merupakan aktivitas
yang tertangkap dan diangkat oleh media massa saja. Sebenarnya, dengan penggunaan teori yang
digunakan oleh Dan Nimmo ini, mulai terlihat jelas, bahwa upaya menaikkan popularitasnya, jika
hanya mengandalkan media massa, termasuk televisi, adalah upaya membangun sesuatu tanpa dasar
atau fondasi yang kokoh. Artinya, akan lebih banyak kegagalan yang ditemui untuk menaikkan
tingkat popularitas, jika hanya mengandalkan televisi semata.

Jadi tegasnya, sebenarnya, peran televisi seperti juga peran media lainnya, bukanlah faktor utama
dan penentu dalam mengerek popularitas politisi. Apapun yang dilakukan media, termasuk televisi,
hanyalah menjadi support atau pendukung dari upaya keseluruhan politisi untuk menaikkan
pamornya. Di luar penggunaan media, tentu saja televisi didalamnya, para aktifis atau pekerja politik
tersebut harus membangun kerja politik dan komunikasi politik secara keseluruhan yang baik dan
terencana. Jangan berharap, media ataupun televisi, bisa menjadi satu-satunya alat untuk menaikkan
citra atau nama politisi dari yang tidak terkenal untuk menjadi terkenal dan akan dipilih dalam
sebuah kegiatan pemilihan umum. Lebih dari itu, diperlukan berbagai sinergi, termasuk upaya untuk
memanfaatkan media dan televisi, guna menaikkan popularitas sehingga menjadi modal besar untuk
terpilih dalam pemilu.

Tidak ada jalan pintas, barangkali amat tepat untuk menggambarkan kiat sukses para politisi
untuk meningkatkan popularitasnya. Penggunaan media televisi, tidak bisa langsung menyulap
atau membalikkan telapak tangan jalan sukses bagi politisi menaikkan pamornya. Kerja politik,
melakukan tindakan nyata untuk konstituennya, jelas modal awal, yang tidak tergantikan. Upaya
untuk terus dekat, mendengar dan membela masyarakat dari berbagai permasalahan yang mereka
hadapi sehari-hari, menjadi langkah yang terus menerus dilakukan untuk tetap ada di hati rakyat.
Kerja politik itu juga masih harus ditunjang dengan terus berlaku dalam tataran dan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat setempat. Bukan tidak mungkin soalnya, kerja politik sekeras mungkin
yang dilakukan, rusak oleh nila setitik, karena melakukan kesalahan bertingkah laku atau melanggar
norma, adat atau agama yang juga sering dianggap sebagai parameter untuk menentukan baik atau
tidaknya seseorang.

Tentu saja kerja politik yang konsisten dan terus berlaku dalam tataran dan nilai-nilai yang berlaku
di masyarakat, yang dilakukan para politisi untuk menaikkan citra politik atau popularitasnya, juga
perlu dikomunikasikan atau diinformasikan kepada masyarakat atau calon konstituennya. Untuk
itu, maka perlu juga dibangun komunikasi politik yang efektif dan efisien oleh para politisi atau
partai politik yang menaungi mereka. Komunikasi politik yang efektif tentu dilakukan agar setaip
tindakan konkret yang dilakukan para politisi tersebut dapat sampai diterima, didengar atau dilihat
oleh masyarakat atau calon konstituennya itu. Sementara komunikasi politik yang efisien, tentu
dilakukan agar setiap komunikasi politik yang dilakukan, termasuk penggunaan televisi untuk
menaikkan popularitas politisi tersebutdapat tepat sasaran dan mendapat sambutan positif dari
masyarakat atau calon konstituennya. Dengan komunikasi politik yang efektif dan efisien nantinya,
para politisi tersebut berharap pada akhirnya mereka berharap popularitasnya terus meningkat,
sehingga mendapat pemilih yang banyak dalam pemilu mendatang.

Dalam sebuah kesempatan memberikan pembekalan terhadap calon anggota DPR dari sebuah
partai politik besar, baru-baru ini, penulis sempat ditanyakan kenapa media massa, termasuk
televisi, menganakemaskan Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, sehingga semua aktifitasnya diliput dan
diberitakan teevisi? Politisi partai besar tersebut menganggap karena pemberitaan besar-besaran
dari media tersebutlah yang pada akhirnya menjadi resep meroketnya popularitas Jokowi tersebut.
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Saat itu, penulis mengatakan bahwa tidak semua praduga tersebut salah, tetapi ada juga yang
harus diluruskan dari hipotesa tersebut. Bahwa nama Jokowi juga makin cepat berkibar, karena
pemberitaan yang ada di televisi, memang tidak mungkin dipungkiri. Namun yang juga harus
disadari, pemberitaan media massa tidak akan semasif demikian, jika tidak ada langkah konkret
atau wujud nyata yang dilakukan Jokowi, untuk mengurus atau menyelesaikan permasalahan warga
Jakarta yang dipimpinnya.

Barangkali yang juga kurang disadari oleh para politisi, wujud konkret atau tindakan yang nyata
yang dilakukan Jokowi untuk mengurus warganya tersebut, sesuai dengan karakteristik media
televisi yang mengutamakan visual atau gambar untuk menyampaikan pesannya. Dengan banyaknya
gambar-gambar yang memperlihatkan aksi Jokowi blusukan atau menyelesaikan permasalahan
Jakarta dengan tindakan nyatanya, jelas akan sangat menarik dibandingkan dengan kesukaan para
politisi untuk melempar issu, menanggapi issu atau mengomentari issu atau sekedar membuat
pernyataan-pernyataan dalam sebuah konferensi pers, yang jelas-jelas hanya menjadikannya sebagai
sebuah talking news, yang sebenarnya tidak begitu bagus dan cepat membosankan, jika ditayangkan
di televisi. Dengan demikian, jikapun sering tampil di televisi, namun jika hanya sekedar talking
news, belum tentu efektif dan efisien untuk menaikkan popularitas dari politisi tersebut.

PENUTUP

Sebenarnya, langkah para politisi yang membangun komunikasi politik, dengan menggandeng
media, karena mereka membutuhkan media, adalah paradigma lama, yang mungkin sudah using
dan perlu diganti. Sekarang, sudah saatnya para politisi berpikir untuk tidak lagi selalu mereka yang
membutuhkan media termasuk televisi, untuk menaikkan popularitas mereka. Seharusnya, pada saat
ini, para politisi juga mulai berpikir, bagaimana caranya agar media, termasuk televisi yang memburu
mereka atau membutuhkan mereka, untuk keperluan media atau televisi itu sendiri dan tentu saja
untuk memenuhi keinginan khalayak media atau penontonnya. Sekarang, permasalahannya adalah
bagaimana caranya agar media, termasuk televisi atau khalayak media atau penontonnya, yang
membutuhkan para politisi itu sendiri.

Permasalahan jika Jokowi bisa, para politisi lainnya, harusnya juga bisa. Sekedar untuk menaikkan
citra politik atau popularitasnya, tanpa kerja politik yang keras dan cerdas, tentu saja sudah menjadi
lagu lama yang harus ditinggalkan. Sudah saatnya, para politisi harus membuat langkah konkret
yang nyata untuk membela kepentingan masyarakat atau konstituennya. Sudah saatnya pula,
dibangun komunikasi politik, termasuk penggunaan media televisi, untuk menginformasikan atau
mengkomunikasikan langkah konkret yang dibuat agar sampai didengar, dilihat atau dirasakan
masyarakat atau konstituennya. Tidak ada popularitas yang naik hanya karena pencitraan politik
semata, tetapi popularitas akan meningkat dengan tindakan nyata dan komunikasi politik yang
efektif dan efisien tentunya.

DATA DIRI

Rahmat Edi Irawan, S.Pd, M.IKom, lulusan S1 Jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Jakarta (1994),
lulusan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana Jakarta (2012), dan saat ini tengah
menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjdjaran. Selain menjadi dosen
di Jurusan Komunikasi Pemasaran Universitas Bina Nusantara, juga menjadi praktisi broadcasting
sejak tahun 1996. Saat ini menjabat sebagai Vice President PT. Netmediatama Indonesia (NET TV).
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PENCITRAAN MELALUI MEDIA DAN
ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK

Guntur Widyanto, Nur Afifah Putri
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma
gunturwidyanto@gmail.com , nurafifahptr@gmail.com

ABSTRAK

Tahun 2013 merupakan ajang bagi partai politik untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia.
Beberapa bulan kedepan, pesta demokrasi Pemilihan Umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali
digelar. Beramai — ramai partai politik senantiasa mengkampanyekan diri baik melalui media
cetak maupun media massa. Pemberitaan melalui media massa dianggap berperan aktif dalam
menyebarkan pemberitaan ataupun memengaruhi pikiran seseorang. Sehingga saat ini banyak iklan
partai politik menghiasi media massa terutama iklan di layar televisi. Tujuan penulisan makalah ini
adalah untuk mengetahui bagaimana pencitraan yang dibuat oleh partai politik serta elektabilitasnya
di masyarakat. Dalam pembuatan makalah ini, penyusun menyoroti apakah dengan semakin
sering partai politik melakukan pencitraan politik serta marketing politik, maka akan membuat
elektabilitasnya di pemilu 2014 nanti meningkat. Dengan menggunakan frame teori marketing
politik, diharapkan dapat memberikan ulasan mengenai bagaimana pendekatan yang dilakukan
partai politik kepada masyarakat. Marketing politik telah memberikan perspektif alternatif yang
dapat digunakan oleh parpol untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Untuk mendapatkan
data dan informasi yang diperlukan, penyusun menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan
membaca beberapa jurnal serta berberapa electronic book. Kemudian penyusun juga mengunduh
hasil survei elektabilitas partai politik menjelang Pemilu 2014 dari beberapa lembaga survei seperti
Lembaga Survei Nasional (LSN), Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), Pusat Data
Bersatu (PDB), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), serta Lembaga Klimatologi Politik (LKP).

Kata Kunci : Pencitraan, Marketing Politik, Parpol, Elektabilitas, Pemilu 2014
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PENDAHULUAN

Partai politik merupakan sarana politik yang menjembatani elit — elit politik dalam upaya mencapai
kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform
atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan — kepentingan kelompok dalam urusan
politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Menurut Carl J.
Friedfrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan
merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan
penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun
materil.

Tahun 2013 merupakan ajang bagi partai politik untuk menarik perhatian dari masyarakat Indonesia.
Beberapa bulan kedepan, pesta demokrasi Pemilihan Umum yang senantiasa dilaksanakan 5 tahun
sekali digelar. Beramai — ramai para partai politik melakukan pencitraan politik. Politik pencitraan
(imagologi politic) erat kaitannya dengan pemasaran politik (political marketing) yang dilakukan
partai politik yang dibangun melalui media cetak maupun media massa. Kedua unsur tersebut
menjadi elemen penting partai politik untuk memenangkan pemilu .

Politik pencitraan memiliki kaitan yang erat dengan tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemilu.
Bila partai politik tidak mampu menciptakaan citra yang baik, hal pertama yang perlu dikhawatirkan
adalah sikap rakyat yang akan berubah menjadi apatis. Sesuai dengan semangat demokrasi bangsa
Indonesia, bahwa peran serta rakyat dalam pembangunan negeri merupakan hal yang signifikan.
Dengan sikap masyarakat yang apatis, akan mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum menjadi rendah.

Dalam ilmu komunikasi massa, media massa adalah sarana atau alat dalam komunikasi massa.
Media massa dilihat sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada sejumlah orang yang
tersebar di berbagai tempat (Wiryawan 2007:42). Saat ini televisi menjadi suatu alat yang sangat
ampuh dalam menyebarluaskan suatu berita atau peristiwa.

Pemberitaan media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik sangat berperan aktif
dalam menyebarkan pemberitaan ataupun memengaruhi pikiran seseorang. Sehingga saat ini banyak

iklan-iklan partai politik menghiasi media massa terutama iklan di layar televisi.

KAJIAN TEORITIS

Marketing politik dapat bermakna sebagai aplikasi kegiatan, marketing di dalam ruang politik yang
umumnya terkonsentrasi pada saat pemilu atau pilkada. Menurut O’Shaughnessy, seperti dikutip
Firmanzah (2008), marketing politik berbeda dengan marketing komersial. Marketing politik
bukanlah konsep untuk “menjual” parpol atau kandidat kepada pemilih, namun sebuah konsep
yang menawarkan bagaimana sebuah parpol dapat membuat program yang berhubungan dengan
permasalahan yang aktual. Marketing politik merupakan sebuah teknik untuk memelihara hubungan
dua arah dengan publik.
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Menurut A. O’Cass marketing politik adalah analisis, perencanaan, implementasi dan kontrol
terhadap politik dan program — program pemilihan yang dirancang untuk menciptakan, membangun
dan memelihara pertukaran hubungan yang menguntungkan antara partai dan pemilih demi
tujuan untuk mencapai political marketers objectives. Tujuan marketing dalam politik menurut
Gunter Schweiger dan Michaela Adami adalah : (1) untuk menanggulangi rintangan aksesibilitas;
(2) memperluas pembagian pemilih; (3) meraih kelompok sasaran baru; (4) memperluas tingkat
pengetahuan publik; (5) memperluas preferensi program partai atau kandidat; (6) memperluas
kemauan dan maksud untuk memilih.

Lees — Marshment menekankan bahwa marketing politik berkonsentrasi pada hubungan antara
produk sebuah organisasi dengan permintaan pasar. Philip Kotler dan Neil Kotler (1999) menyatakan
bahwa untuk dapat sukses, seorang kandidat perlu memahami market atau pasar, yakni para pemilih,
beserta kebutuhan dasar mereka serta aspirasi dan konstituensi yang ingin kandidat representasikan.

HASIL ANALISIS

Semakin maraknya pencitraan politik secara positif yang dilakukan oleh para partai politik baik melalui
iklan atau pemberitaan yang dimuat di media massa, baik media cetak maupun media elektronik,
ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap kenaikan elektabilitas dari partai tersebut. Menjelang
Pemilu 2014, penggunaan frekuensi publik oleh partai politik untuk kepentingan pencitraan dan
mendongkrak suara partai terus meningkat. Menurut catatan KPI, selama Oktober — November
tahun lalu grup MNC, ketika pemiliknya masih bergabung dengan Partai Nasional Demokrat, telah
menyangkan iklan partai ini hingga 350 kali dengan rincian RCTI 127 kali, MNCTV 112 kali,
dan GlobalTV 111 kali. Di periode sama, MetroTV merilis pariwara Partai Nasdem 43 kali dan
tvOne untuk iklan Partai Golkar 34 kali. Beberapa partai yang telah melakukan pencitraan politik,
elektabilitasnya cenderung stagnan bahkan menurun walaupun seringkali melakukan pencitraan
politik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

Berdasarkan hasil survei dari Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) pada bulan Juli
2012 hingga April 2013, Partai Golongan Karya (Golkar) bertengger di urutan pertama dengan
13,2%, kemudian disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 12,7%, serta
Partai Gerindra dengan 7,3%. Kemudian berturut — turut adalah Partai Demokrat 7,1%, PAN 4%,
PKB 3,5%, PKS 2,7%, PPP 2,2%, Hanura 2,2%, Nasdem 1.3%, sementara 40,5% responden belum
menentukan pilihan.

Kemudian Alvara Research Center merilis hasil survei terbarunya mengenai partai politik (parpol)
dan calon presiden (capres) 2014 mendatang. Dari hasil survei yang dilakukan pada 15 Juli sampai
23 Agustus 2013 tersebut, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI — P merupakan tiga partai yang
paling populer. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI —P) merupakan partai yang paling
melekat di benak kelas menengah urban.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN), Centre for Strategic
and Internasional Studies (CSIS), Pusat Data Bersatu (PDB), Lingkaran Survei Indonesia (LSI),
serta Lembaga Klimatologi Politik (LKP), menunjukkan bahwa elektabilitas partai yang kerap
melakukan pencitraan politik melalui media massa seperti Partai Hanura dan Partai Nasdem belum
mampu menyaingi elektabilitas partai besar seperti Golkar, Demokrat dan PDI — P dan belum dapat
menembus posisi tiga besar dari setiap hasil survei yang diluncurkan.
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Semenjak bergabungnya CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo ke partai Hanura pada bulan
Februari 2013, hampir setiap hari terdapat iklan serta pemberitaan partai Hanura di media massa
khususnya yang berada di bawah naungan MNC Group.Tidak tanggung-tanggung, bahkan telah
ada sebuah program kuis di RCTI yang berjudul “kuis kebangsaan WINHT2013” yang tidak lain
mempromosikan pasangan capres dan cawapres Wiranto dan Harry Tanoesoedibjo. Setelah gencar
melakukan pencitraan politik, elektabilitas partai Hanura memang cenderung meningkat, namun
belum dapat menandingi partai — partai besar yang berada di Senayan. Sementara itu semenjak
terpilihnya pemilik Media Group Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasional Demokrat,
elektabilitas partai tersebut terkesan stagnan bahkan tidak mampu menembus 3 besar, meskipun
hampir setiap hari Media Group selalu melakukan pencitraan politik dengan menampilkan iklan
serta memberitakan perkembangan terkini mengenai partai Nasional Demokrat.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin cerdas terhadap apa yang hendak dilihat
melalui media massa. Masyarakat Indonesia akan memilih partai politik yang dinilai memiliki visi
membela rakyat kecil, bukan berdasarkan banyaknya jumlah iklan maupun pencitraan politik yang
ditampilkan. Kemudian, keberadaan figur politik dari masing — masing partai politik juga memiliki
peranan yang cukup kuat terhadap elektabilitas partai itu sendiri. Seperti fenomena munculnya figur
Jokowi. Kehadiran Jokowi dengan berbagai kebijakan yang dianggap membela kaum menengah
kebawah sesuai dengan landasan yang berasal dari partai pengusungnya yaitu PDI — P. Partai
yang mengklaim merupakan partai wong cilik ini secara tak langsung juga ikut merangsak naik
elektabilitasnya. Hal ini terlihat pada hasil survey yang dilakukan Alvara Research Center pada
bulan September 2013. Partai berlambang kepala Banteng dengan moncong putih itu meraup 14,8
persen, Partai Gerindra (12,5 persen), Golkar (8,4 persen), Demokrat (7,4 persen), Nasdem (4,6
persen), Hanura (3,8 persen), PKS (3,4 persen), PPP (2,2 persen), PAN (2,1 persen), PKB (1,7
persen), PBB (0,1 persen), dan PKPI (0,1 persen).

Kemudian mengenai partai Golkar, partai yang diketuai oleh Aburizal Bakrie ini gencar sekali
melakukan pencitraan, iklan partainya serta pemberitaan mengenai dirinya kerap kali terlihat di
media yang berada dibawah naungan viva group. Partai Golkar masih dominan berada di 3 besar
hasil survei beberapa lembaga, penyusun beranggapan bahwa hal tersebut bukan saja dikarenakan
maraknya pencitraan yang dilakukan, tetapi juga karena partai Golkar memiliki jaringan partai yang
cukup solid di daerah apalagi keberadaan partai Golkar yang sudah sangat lama sehingga lebih
diingat oleh masyarakat Indonesia terutama kelas menengah kebawah. Asumsi ini dibuktikan oleh
hasil survei yang dilakukan oleh CSIS bahwa hasil survey partai Golkar pada tahun 2012 dan 2013
memiliki elektabilitas yang sama, serta survey yang dilakukan Alvara research center menyatakan
bahwa jika responden ditanya secara spontan, partai apa yang paling diingat, maka akan memilih
Partai Golkar dan PDIP. Partai Golkar 81,3%, PDIP 80,7%, Partai Demokrat 62,8%, PKS 50,1%,
PAN 44,8%, Partai Gerindra 40,6%, PPP 38,9%, PKB 33,0%, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
23,3%, PBB 7,3% dan PKPI 5,2%.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Pengenalan diri maupun pencitraan politik memang perlu dilakukan oleh partai politik dalam upaya
memenangkan Pemilu 2014 mendatang. Namun hal tersebut hendaknya berjalan selaras dengan
memberikan bukti — bukti berupa tindakan konkret yang menunjukkan bahwa partai tersebut
memang mampu menjalankan kepercayaan apabila dipilih oleh masyarakat untuk mewakili aspirasi
mereka pada Pemilu 2014 nanti.

Masyarakat Indonesia yang sudah semakin cerdas, tentu hanya memilih partai yang menurut asumsi
mereka dekat dengan rakyat dan mampu mengemban tugas sebagai wakil rakyat dengan baik,
bukan sekedar pencitraan politik melalui media massa semata yang selama ini kerap dilakukan oleh
beberapa partai politik.

Saran penyusun terhadap partai politik adalah hendaknya partai politik harus terus memberikan
tindakan — tindakan konkret yang dinilai pro rakyat sehingga rakyat akan memberikan kepercayaan
mereka pada Pemilu 2014 nanti. Sedangkan saran penyusun terhadap masyarakat Indonesia adalah,
tetap menjadi rakyat yang cerdas dengan menjadi audience aktif yang tidak mudah terpengaruh oleh
terpaan iklan pencitraan partai politik.
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MANAJEMEN PARTISIPATIF RADIO
KOMUNITAS DI DAERAH PANTURA JAWA
BARAT
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ABSTRAK

Radio komunitas yang dikelola oleh, dari, untuk, dan mengenai komunitas berkembang pesat di
kalangan para petani dan nelayan, termasuk di daerah Pantura Jawa Barat. Penelitian ini sendiri
memfokuskan kajian pada manajemen dan produksi radio komunitas. Menggunakan metode
kualitatif dengan desain studi kasus, maka dihasilkan temuan bahwa radio komunitas di Daerah
Pantura menerapkan manajemen radio partisipatif dan mengelola kohesivitas komunitas. Secara
lebih detail didiskusikan tentang: (1) inisiator pendirian radio komunitas, (2) bentuk partisipasi
komunitas, (3) manajemen siaran radio komunitas, dan (4) pembiayaan radio komunitas. Juga diulas
bagaimana masyarakat dipandang sebagai dunia kehidupan, sehingga terjadi transformasi sosial
melalui dialog emansipatoris, yang kemudian menghasilkan kesadaran diri masyarakat sebagai
individu dan anggota sosial yang menuntut proses komunikasi tanpa penguasaan dan penindasan
atau komunikasi bebas dominasi. Kenyataan itu yang memunculkan partisipasi masyarakat, sechingga

menghasilkan manajemen partisipatif radio komunitas.

Kata Kunci: Radio komunitas, manajemen, partisipatif, Kohesivitas komunitas.
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PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat Indonesia yang tersebar
di ribuan pulau idealnya memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi dan menyuarakan
berbagai aspirasi dan persoalannya. Akan tetapi pada kenyataannya, media mainstream yang ada
tidak bisa mengelola dan menyediakan seluruh kebutuhan informasi masyarakat, bahkan dikatakan
oleh Kalinga Seneviratne, “Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, bahkan lembaga penyiaran
publikpun tak mampu menjangkau seluruh masyarakat. Padahal, sejatinya, manusia membutuhkan
informasi untuk memberdayakan diri mereka”.

Tidak bisa dipungkiri bahwa media massa mainstream lebih banyak menomorsatukan peristiwa-
peristiwa berskala besar dan nasional ketimbang potret sosial kemasyarakatan yang bersifat
lokalit. Belum lagi Jakartanisasi media mainstream menjadikan seluruh media selalu berorientasi
pada Jakarta style dan informasi seputar Jakarta, sehingga media mengalami penyeragaman isu-
isu pemberitaan. Fenomena ini menyebabkan termarjinalisasinya peristiwa-peristiwa lokal dan
yang khusus di masyarakat dalam media massa, sehingga dalam jangka panjang bisa mengancam
kehidupan demokrasi, karena dapat menyumbat aspirasi masyarakat dan tidak terpecahkannya
berbagai persoalan riil masyarakat.

Wacana radio komunitas berakar kuat pada pemikiran teoritis demokratisasi penyiaran dan fakta
obyektif tidak memadainya peran radio komersial dan radio pemerintah dalam mengagregasi
aspirasi warga sipil. Dalam konteks demokratisasi, radio komunitas merupakan derivasi dari konsep
diversitas (diversity) kepemilikan dan penguasaan frekuensi, diversitas bentuk dan isi siaran dan
proses lokalisme atau otonomisasi khalayak (Dominick, 2001). Karena mendahulukan pemenuhan
aspirasi komunitas, radio komunitas berpeluang mendorong proses demokrasi lokal.

Keberadaan radio komunitas ini begitu berarti bagi masyarakat komunitas. Salah satunya
dikemukakan oleh Masduki yang meyakini arti penting eksistensi radio komunitas tersebut,

Secara definitif radio komunitas diyakini berpeluang sebagai medium antisipasi, fasilitasi dan
mediasi dialog apalagi dalam situasi konflik (as a post-conflict or disaster ‘tool’), ia juga menjadi
instrumen menciptakan pemerintahan yang bersih (an instrument of good governance), memperkuat
pemenuhan hak dan kewajiban, akses keadilan dan pertanggungjawaban publik penguasa birokrasi
di tingkat akar rumput (enhancing rights and obligations, access to justice,public accountability
(Masduki, 2004: 146).

Beberapa hasil yang menegaskan tentang peran strategis radio komunitas ditegaskan Haryanto
dan Ramdojo (2009:126-127) dalam bukunya, Dinamika Radio Komunitas bahwa ada banyak
kemungkinan yang bisa dilakukan dengan adanya radio komunitas: (1) media informasi dan hiburan,
hingga peran advokasi, pendampingan masyarakat, dan sebagai benteng budaya lokal. Aneka peran
ini menjadikan radio komunitas memiliki peluang untuk pengembangan masyarakat dan pemerintah
jadi lebih baik di masa mendatang; (2) Sebagai media alternatif, radio komunitas lebih dekat di hati
para pendengarnya dibandingkan media mainstream, karena terlibat dalam masalah-masalah warga
seperti dalam bidang politik, kesehatan, dan kesejahteraan; (3) Para pihak pemangku kepentingan
atas radio komunitas melihat radio komunitas memiliki potensi besar untuk menghasilkan media
alternatif yang kontekstual untuk kepentingan warga masyarakat yang kerap tak mendapatkan
informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.
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Betapa radio komunitas ialah sebuah lembaga penyiaran potensial yang harus ditumbuh-kembangkan
sebagaimana dikemukakan oleh Tanja E. Bosch—pendiri stasiun Bush Radio dan trainer
UNESCO pada radio komunitas— tentang “Sustaining community radio stations” dalam Jurnal
online information for development (i4d), “despite challenges around sustainability, community
radio station are flourishing as concrete manifestations of an alternative public sphere, with the
increasing conglomeration of the ownership of masss media, the role of community radio becomes
important. For more than fifty years radios has been the most appealing tool for participatory
communication and development. Radio is the most potentially participatory medium and has its
roots in the community, which guarantees that communication processes take the regional reality as
a starting point (www.i4donline.net, 2007: 29). Radio komunitas merupakan bukti nyata dari suatu
bentuk alternatif ruang publik, apalagi dengan adanya konglomerasi kepemilikan media massa,
maka radio komunitas menjadi medium partisipatori yang potensial serta akarnya pada komunitas
akan menjamin proses komunikasi regional/daerah sebagai titik pijaknya.

Selain itu, juga ada beberapa alasan mengapa kemudian radio komunitas ini menjadi penting karena
menurut Mario Antonius Birowo, Imam Prakoso dan Akhmad Nasir dalam bukunya Mengapa
Radio Komunitas (2007), bahwa warga masyarakat membutuhkan adanya radio komunitas karena
sejumlah alasan: 1) Kebutuhan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan kepentingannya.
Media yang diharapkan adalah media yang mampu menyentuh dan menjawab kebutuhan rakyat
sesuai konteks lokalnya. Dalam radio komunitas masyarakat juga berperan sebagai produser atau
pembuat informasi; 2)Tidak semua anggota masyarakat dapat menjangkau siaran yang ada. Masih
banyak anggota masyarakat yang tidak kena terpaan media massa umum. Mereka yang tinggal di
tempat-tempat terpencil, di wilayah pedesaan, pulau-pulau kecil, dan wilayah yang jauh dari siaran
televisi atau radio, tidak dapat menikmati media massa sebagaimana di tempat-tempat strategis
lainnya (Haryanto, Ramdojo, 2009: 14).

Permasalahannya ialah bagaimana selama ini radio komunitas mengelola radionya? Menarik untuk
menelusuri lebih lanjut, khususnya di dacrah Pantura Jawa Barat, karena daerah Pantura merupakan
daerah yang radio komunitasnya cukup berkembang, bahkan di daerah Cirebon memiliki jaringannya
sendiri, yang disebut Jaringan Radio Komunitas se-Wilayah III Cirebon disingkat Jarik.

Tentu, begitu banyak persoalan dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap radio komunitas meski berada
di satu jalur daerah yang sama yakni Pantura. Mulai dari bagaimana perencanaan program, proses
produksi siaran, pembiayaan operasionalnya? Serta bagaimana kemudian radio komunitas mampu
membangun kesadaran partisipatif masyarakat menuju masyarakat yang memiliki keterbukaan
informasi? Untuk tujuan itulah maka penelitian ini dilakukan.

KAJIAN TEORITIS

Radio komunitas memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan radio komersial. Menurut
buku panduan radio komunitas yang diterbirkan oleh UNESCO pada tahun 2001, radio komunitas
berusaha untuk membuat pendengar “sebagai protagonis (tokoh utama), melalui keterlibatan
mereka dalam seluruh aspek dari manajemen dan produksi programnya, dan dengan menyajikan
kepada mereka program yang akan membantu mereka dalam pembangunan dan kemajuan sosial di
komunitas mereka” (Fraser dan Estrada, 2001:15 dalam Jurriéns, 2003:118).
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Wacana radio komunitas berakar kuat pada pemikiran teoritis demokratisasi penyiaran dan fakta
obyektif tidak memadainya peran radio komersial dan radio pemerintah dalam mengagregasi
aspirasi warga sipil. Dalam konteks demokratisasi, radio komunitas merupakan derivasi dari konsep
diversitas (diversity) kepemilikan dan penguasaan frekuensi, diversitas bentuk dan isi siaran dan
proses lokalisme atau otonomisasi khalayak (Dominick, 2001). Karena mendahulukan pemenuhan
aspirasi komunitas, radio komunitas berpeluang mendorong proses demokrasi lokal.

Tujuan media komunitas menurut Denis McQuail adalah (1) memberikan pelayanan informasi isu-
isu dan problem universal, tidak sektoral dan primordial (2) pengembangan budaya interaksi yang
pluralistik, (3) penguatan eksistensi kelompok minoritas dalam masyarakat, (4) bentuk fasilitasi atas
proses menyelesaikan masalah menurut cara pandang lokal (McQuail, 2000, dalam Masduki, 2004:
146).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan
oleh Bogdan dan Taylor (1975) yaitu “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong,
2006: 4). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh). Jadi, tidak boleh
mengisolasikan individu atau organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bentuk
desain studi kasus.

Menurut Hancock dan Algozzine (2006), studi kasus merupakan salah satu tipe penelitian kualitatif.
Berbeda dengan tipe yang lain, studi kasus secara intensif menganalisis dan mendeskripsikan unit
tunggal atau suatu sistem berdasarkan ruang dan waktu. Topik-topik yang biasanya diteliti dalam
studi kasus ialah individu, even, atau kelompok. Melalui studi kasus, peneliti juga diharapkan dapat
memperoleh pemahaman mendalam tentang situasi dan makan yang melingkupinya.

Studi kasus menyajikan pandangan yang lebih luas dengan melakukan investigasi empiris mengenai
fenomena kontemporer dalam konteks alamiah dengan menggunakan berbagai bukti yang beragam.
Topik-topik studi kasus juga sangat luas, misalnya studi kasus program. Event, orang, proses,
institusi, kelimpok sosial, dan lainnya.

Karakteristik utama yang mencirikan penelitian studi kasus menurut Hatch (2002) ialah pertama,
meskipun penelitian studi kasus terkadang difokuskan pada representatif individu dari suatu
kelompok, tetapi lebih sering ditujukan pada suatu fenomena. Kedua, fenomenon yang diteliti dalam
konteks alamiah berdasarkan pada ruang dan waktu. Ketiga, penelitian studi kasus merupakan suatu
deskripsi yang kaya, karena didasarkan pada kedalaman dan keragaman sumber informasi untuk
menciptakan mental image yang menggambarkan kompleksitas kehidupan tentang beragam variabel
yang inheren dalam fenomenon yang diteliti (Hancock dan Algozzine, 2006: 15-16).

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian bentuk lain juga menjadi karakteristik tambahan
penelitian studi kasus, yakni secara kontras dengan penelitian eksperimental, maka studi kasus
umumnya lebih eksploratori ketimbang konfirmatori, karenanya peneliti studi kasus mencari
identifikasi berbagai tema atau kategori perilaku dan even ketimbang hubungan atau menguji
hipotesis. Karenanya melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari beragam sumber, seperti
wawancara, observasi, dan dokumen. Studi kasus terkadang juga menuntut peneliti menyediakan
waktu lebih dalam lingkungan yang diinvestigasi.
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Narasumber atau Key Informan merupakan kunci sumber informasi dalam penelitian ini. Adapun
teknik pemilihan informan adalah purposive, dimana peneliti cenderung memilih informan yang
dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data serta mengetahui masalah secara
mendalam. Selain itu, pemilihan informan juga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi di lapangan serta kelengkapan dan kedalaman data yang diperoleh.

HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

Radio komunitas memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan radio komersial. Radio
komunitas berusaha untuk membuat pendengar “sebagai protagonis (tokoh utama), melalui
keterlibatan mereka dalam seluruh aspek dari manajemen dan produksi programnya, dan dengan
menyajikan kepada mereka program yang akan membantu mereka dalam pembangunan dan
kemajuan sosial di komunitas mereka” (Fraser dan Estrada, 2001:15 dalam Jurriéns, 2003:118).

Radio komunitas perlu dikelola dengan baik melalui proses manajemen. Salah satunya manajemen
produksi siaran radio yang dilakukan melalui proses POAC: planning, organizing, actuating,
controlling. Elemen yang terlibat dalam proses manajemen ini ialah manusia (man) sebagai
pemikir, perencana, dan pelaksana digerakkan oleh manajemen untuk menghasilkan produk sesuai
kebutuhan pendengar berupa program-program acara siaran, dalam bentuk format acara siaran yang
bermodalkan the three tools.

Untuk itu dalam memproduksi siaran radio juga memerlukan kreativitas. Kreativitas siaran ialah
kemampuan mendesain dan mengorganisasikan produksi siaran menjadi karya yang inovatif,
variatif, unik/khas, kaya akan improvisasi kata-kata, serta didukung oleh kemampuan bekerja sama
dalam tim berdasarkan intelektualitas dan profesionalitas.

Faktor yang menentukan kreativitas siaran ialah:

1) ideologi ekonomi-politik radio yang dituangkan dalam visi, misi, dan filosofi kehadiran radio di
masyarakat;

2) Pihak luar radio, seperti khalayak pendengar, pemerintah, dan pengiklan;

3) Struktur organisasi radio, mulai dari pemilik, pemegang kendali keputusan hingga karyawan;

4) Aturan main yang ditetapkan dalam internal radio, seperti kode etik dan format siaran; dan

5) Mitra kerja dalam pelaksanaan siaran (Effendy, 1990).

Kreativitas siaran radio komunitas di daerah Pantura diwujudkan dalam bentuk pengelolaan
manajemen partisipatif dalam model berikut ini:
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Model Manejeman Partisipatif

LAMA SIARAN
a. kurang dar 5 jam,
b.5-10jam,

c. lebih dar1 10
Jjam

PENYIAR

a. dann
lomunitas

BAHASA
SIARAN

bahasa lokal /
daerah

b. dar1 aparat
desa

MANAJEMEN
SIARAN

a. mformasi seputar desa
dan pertanian

PENGEMBANGAN
SDW STARAN

a. pelatihan
b. pemagangan

b bertukarmater: siaran dgn
rakom lain

¢ surat kabar
d. isu-isu seputar komunitas

. dipasok oleh produser
relcarnan lokal

f. berasal dariltomunitas

¢. monitoring
d. otodidak

FHONTEN STARAN -

a kata -lzata @ ceramah
agama, talkshow termatik,
sandiwara radio, murctal

quran,

KONTINUITAS
STARAN

a. stabil siaran

b. musik : dangdut, lagn
daerahflokal, pop
indonesia, pop melayu,
nasyid

b. kondisional

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, maka diperoleh beberapa simpulan penelitian,
yakni:

1.

Inisiator pendiri radio komunitas terdiri dari 3 jenis inisiator, yakni: 1) inisiatif pribadi; 2)
Inisiatif komunitas tetapi pengelolaan diserahkan pada individu; dan 3) Inisiatif Komunitas dan
dikelola oleh komunitas.

Bentuk partisipasi masyarakat terhadap radio komunitasnya berupa 3 bentuk, yakni motif
partisipasi, partisipasi dalam pembiayaan, dan partisipasi dalam siaran. Motif partisipasi yakni
sebagai: a) sarana silaturahim, b) sarana informasi, ¢) penyaluran hobi, d) sarana hiburan, e)
sarana berdakwah, dan f) keterbukaan informasi ditingkat lokal. Kemudian partisipasi dalam
pembiayaan berupa: iuran komunitas, sumbangan pengelola, dan iklan layanan masyarakat.
Sedangkan partisipasi dalam siaran sebagai: pendengar aktif, pendengar pasif, dan sebagai
pengelola dan penyiar.

Praktik manajemen siaran radio komunitas ialah manajemen partisipatif, yakni manajemen radio
berdasarkan prinsip dari, oleh, untuk, dan tentang komunitas.

Pola pembiayaan radio komunitas bersumber dari iuran komunitas, pihak pengelola, iklan
layanan masyarakat, bantaun pemerintah desa, dan sponsorship.

Kobhesivitas komunitas dibangun oleh pengelola radio berdasarkan pada prinsip konten radio
siaran dari, oleh, untuk, dan tentang komunitas. Kemudian membuat paguyuban (fans club), dan
mengadakan kegiatan off-air.

Demikian konsep-konsep yang didapat berdasarkan temuan penelitian yang lantas menjadi simpul
akhir dari penelitian ini.
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FAKTOR PENYEBAB PEMILIHAN DAN
PENOLAKAN IKLAN POLITIK

Inge Hutagalung
Dosen Program Pascasarjana Universitas Mercubuana

ABSTRAK

Keberlimpahan komunikasi (communicative abundance) atau tuampah ruah komunikasi (cornucopias
of communication) menjadikan individu memiliki banyak peluang untuk melakukan pilihan dan
penolakan terhadap informasi yang ada sesuai dengan kognisi diri. Keberlimpahan informasi telah
pula menjadi memicu perubahan pola konsumsi informasi yang semula pasif, menjadi mahluk aktif

dalam memilih dan mengolah informasi sesuai dengan minat dan kebutuhan.

Gagasan pemikiran bahwa orang memiliki kekuatan untuk menolak informasi dikembangkan oleh
Leon Festinger melalui teori disonansi kognitif (1957). Sebuah teori yang menyatakan bahwa
informasi yang tidak konsisten dengan keyakinan (belief) akan menimbulkan ketidaknyamanan
psikologis atau disonansi. Di sisi lain, sebagai mahluk sosial, manusia berinteraksi satu sama lain.
Hubungan komunikasi yang terjalin bisa memengaruhi keyakinan (belief) yang dimiliki. Dan,
sebagai konsekwensi dari sebuah kehidupan pada era keberlimpahan informasi, individu akan
memilih informasi yang dianggap memiliki manfaat sesuai kebutuhan, minat dan norma sosial yang

dimiliki.

Perlu disadari bahwa tidak semua iklan politik akan memiliki dampak bagi audiens/pemilih. Ada
faktor-faktor yang harus diperhatikan agar sebuah iklan politik dapat diterima dan tidak ditolak oleh
pemilih.

Kata kunci : Selective exposure, belief, dukungan kelompok, kegunaan informasi
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PENDAHULUAN

Informasi dan komunikasi merupakan hal yang bersifat sentral dalam politik, dan media massa
merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi politik. Thomas R.Dye dan Harmon Zeigler
(1986:3), mengutip pandangan Lasswell yang menyatakan bahwa politik bukan hanya merupakan
persoalan who gets what, when, and why (siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana), melainkan
juga who says what, in which channel, to whom with what effect (siapa menyatakan apa melalui
saluran mana, kepada siapa, dengan pengaruh apa).

Bertolak dari pandangan diatas, dapatlah dikatakan bahwa kegiatan dalam proses politik berhubungan
dengan komunikasi, dan karenanya juga dapat dikaitkan dengan media massa. Media massa, dalam
hal ini dapat memainkan peran-peran yang signifikan, seperti memberikan informasi kepada
khalayak mengenai berbagai isu penting, menyediakan diri sebagai forum untuk terselenggaranya
debat publik, dan bertindak sebagai saluran untuk mengartikulasikan aspirasi-aspirasi. Strategi
politik, terutama dalam konteks kampanye pemilihan umum, tidak dapat dipisahkan dengan strategi
media. Strategi politik membutuhkan media massa agar publik mengetahui dan mendukung aliran
politik tertentu, terutama pada saat kampanye pemilihan umum (Tankard. Jr & Werner J.Severin,
2008:226).

Menjelang pemilihan umum, media massa biasanya akan 'membanjiri’ publik dengan berbagai
informasi kegiatan politik dari partai-partai politik yang akan berkompetisi. Salah satu fenomena
menarik dalam Pemilu 2009 adalah penggunaan iklan (terutama lewat televisi) untuk menarik
dukungan pemilih. Para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres)
Republik Indonesia memperkenalkan diri dan visi-misi mereka melalui penayangan iklan diberbagai
media massa nasional, antara lain: Megawati Soekarnoputri yang mengusung ekonomi kerakyatan,
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan kebijakan propasar, Jusuf Kalla (JK) dengan tema
kampanye perbaikan sektor riil dan kemandirian ekonomi.

Diharapkan melalui penayangan iklan profil diri dan visi-misi, publik akan mengenal dan mendapatkan
pengetahuan mengenai rencana program kerja dari masing-masing kandidat. Dari pengetahuan yang
dimiliki diharapkan akan tumbuh pemahaman yang dapat mempengaruhi keyakinan maupun sikap
publik untuk menentukan pilihan terhadap para kandidat disaat pemilihan umum.

Pada Pemilu 2004, berbagai partai politik dan kandidat presiden juga telah menggunakan iklan.
Tetapi umumnya iklan hanya pelengkap saja dari upaya menggalang /mobilisasi massa. Pada
Pemilu 2004, iklan terutama hanya disebarkan saat kampanye Pemilu. Pemilu 2009 tampaknya telah
menempatkan iklan (terutama lewat televisi) di posisi yang sangat penting. Dengan waktu kampanye
yang relatif singkat, tim sukses para kandidat capres-cawapres cenderung melihat iklan sebagai cara
yang paling efektif dan massif untuk mempublikasikan visi-misi serta program kerja masing-masing
kandidat. Sumber daya dan dana yang diperuntukkan bagi iklan di media tampaknya cenderung
melebihi dana untuk mobilisasi pemilih. Pemilu pada 2009 tampaknya telah memulai era dimana
kampanye dilakukan lewat media, terutama iklan di televisi (lihat Jamieson, 1992, Patterson, 2003).
Kandidat dikemas dan dibentuk dengan penyebaran menggunakan media. Media menjadi medium
utama strategi untuk memenangkan kandidat dalam pemilihan. Kampanye yang dilakukan bahkan
dapat dikatakan dan digambarkan sebagai ’kampanye lewat media’, baik melalui falk show (dialog
Kadin dengan para capres, program Janji Wakil Rakyat - di TV One) maupun liputan pemberitaan
kegiatan para capres, misalnya : kunjungan SBY ke pasar Sukowati-Bali, kunjungan JK pada
silaturahmi ulama masyarakat Cilegon-Banten, maupun deklarasi calon presiden-wakil presiden
Megawati-Prabowo di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantar Gebang-Bekasi (Kompas, 25
Mei 2009).
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Menjelang pemilihan umum tahun 2014 mendatang, menurut survei Niesen (Tempo.co, 22 Agustus
2013) organisasi politik tampaknya mulai berlomba memperkenalkan berbagai programnya untuk
merebut hati pemilih melalui iklan. Terbukti, pada paruh pertama tahun 2013, belanja iklan dari
kelompok tersebut paling tinggi yakni mencapai Rp 2,72 triliun atau naik 56 persen dibanding tahun
sebelumnya. Ada tiga bos televisi yang juga petinggi partai politik yang bakal ikut bertarung dalam
pemilihan presiden mendatang. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, pemilik
TV One dan ANTV; Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura Harry Tanoesoedibjo, pemilik televisi
Media Nusantara Citra Group yang menaungi RCTI, MNC TV, dan Global TV; serta Ketua Umum
Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, pemilik Media Group yang menaungi Metro TV.

Menyikapi gencarnya iklan politik yang dilakukan oleh para petarung dalam pemilu 2014 mendatang,
dan guna mengurangi penyimpangan penggunaan media (khususnya televisi) untuk kampanye dan
sosialisasi partai, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Bawaslu diharapkan dapat bersikap
tegas terkait aturan penggunaan media massa untuk politik.

Kekhawatiran sebagian besar masyarakat atas gencarnya iklan politik yang dilakukan oleh paling
sedikit tiga kandidat petarung sebagaimana terurai diatas seakan menyiratkan sebuah kondisi bahwa
audiens adalah pasif dan akan menerima semua iklan politik yang ditayangkan. Pertanyaan yang
kemudian muncul berkaitan dengan kondisi ini adalah apakah audiens itu pasif ataukah aktif dalam
menerima informasi? Jika individu aktif menentukan dan melakukan pilihan atas sebuah informasi,
maka faktor-faktor apa saja yang berperan mempengaruhi perilaku pemilihan dan penolakan
informasi (selective exposure) tersebut?

KAJIAN TEORITIS

Untuk membahas faktor-faktor penyebab selective exposure, akan digunakan perspektif komunikasi
berdasarkan psikologi kognitif. Psikologi kognitif mempelajari bagaimana arus informasi yang
ditangkap oleh indra diproses dalam jiwa seseorang sebelum diendapkan dalam kesadaran atau
diwujudkan dalam bentuk tingkah laku.

Teori kognitif tidak menyelidiki hal-hal yang lebih mendalam dari yang ada pada kesadaran. Ia tidak
mempelajari proses yang terjadi dalam alam bawah sadar dan ketidaksadaran.

Salah satu teori yang terkait dengan penerimaan dan penolakan pesan adalah teori disonansi kognitif
(cognitive dissonance theory). Teori disonansi kognitif merupakan salah satu teori kognitif yang
mempelajari sikap dengan penekanan pada konsistensi kognitif, lebih khusus tentang bagaimana
perilaku mempengaruhi sikap, diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Hingga
kini teori ini menurut sejumlah ahli disebut sebagai teori klasik konsistensi kognitif yang telah
menghasilkan jumlah data empiris terbesar, dan paling berpengaruh dalam kajian psikologi sosial
maupun komunikasi (Brehm dan Cohen, dalam Bem 1967:183; Zajonc, 1990:661; Littlejohn dan
Foss, 2005:77; Cooper et al. 2005:63; Griffin, 2006:239; Perloft, 2010:256; Severin dan Tankard,
2008:165).

Gagasan pemikiran mengenai adanya perilaku seleksi (pemilihan dan penolakan) pada paparan

sebuah informasi secara tidak langsung telah diawali pada awal tahun 1940-an, melalui sebuah
kajian komunikasi politik klasik tentang pemilihan umum di daerah Erie County, Ohio (Lazarsfeld,
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Berelson, & Gaudet, 1944), dan Elmira, New York (Berelson, Lazarsfeld, & McPhee, 1954). Saat
itu, para peneliti menemukan bukti bahwa pemilih (vofer) cenderung lebih memerhatikan dan
memperlihatkan keberpihakan pada komunikasi kampanye politik dari kandidat pilihan (preferred
candidate), dan sebaliknya terhadap informasi kandidat lawan (Hendricks, 1997:4-5; Severin dan
Tankard, 2008:226). Walaupun ditemukan bukti adanya keberpihakan informasi dan efek penguatan
(reinforcement) dari pilihan informasi oleh Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet (1944), namun bukan
berarti terminologi selective exposure telah dikenal pada saat itu. Kenyataannya, selective exposure
baru diuraikan secara rinci seiring dengan penjelasan salah satu hipotesa dari teori disonansi kognitif
(Freedman dan Sears, 1965:60).

Dimulai dengan gagasan bahwa pelaku komunikasi memiliki beragam elemen kognitif, seperti
sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku, teori disonansi kognitif menjelaskan bahwa elemen-
elemen kognitif tidak terpisahkan tetapi saling berhubungan satu sama lain dalam sebuah sistem.
Jika terdapat perbedaan atau pertentangan antara satu elemen dengan elemen lain, antara satu
sikap dengan sikap lain, atau antara perilaku dengan sikap, akan timbul ketidaknyamanan secara
psikologis. Manakala individu merasa tidak nyaman maka akan timbul situasi disonansi kognitif
(Sarwono, 1999:112-113; West dan Turner, 2007:137-138).

.Pada awal pemikiran, Festinger (1957) telah menempatkan keyakinan (belief) sebagai variabel yang
menyebabkan selective exposure. Melalui penelitian terhadap sekelompok anggota sekte di Chicago
Amerika Serikat pada Desember 1956, Festinger dan rekan menganalisa bahwa keyakinan (belief)
yang kuat terhadap keimanan kelompok telah membuat anggota sekte melakukan seleksi informasi
terkait ramalan kiamat dunia (dalam McKimmie et al. 2003).

Hipotesa selective exposure Festinger (1957) menempatkan kondisi psikologis seseorang sebagai
penyebab seseorang memilih dan menghindari informasi. Hipotesa ini telah menempatkan individu
sebagai pemroses informasi aktif yang secara internal mempunyai kekuatan dan kemampuan
untuk memilih dan menolak informasi dalam upaya mencapai keselarasan kognisi. Kondisi ini
terkesan selaras dengan posisi teori disonansi kognitif (sebagai sumber konsep selective exposure)
yang dikenal sebagai teori yang bersifat individual, dimana proses timbulnya disonansi maupun
aplikasinya diasumsikan terjadi melalui proses mental secara pribadi (Littlejohn dan Foss, 2005:77;
Miller, 2005:125).

Jika Festinger (1957) lebih menitikberatkan pada aspek psikologis (keyakinan/belief), maka
sejumlah ahli mencoba untuk membuktikan pentingnya aspek lain diluar aspek psikologis sebagai
penyebab selective exposure. Serangkaian penelitian tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga
kategori. Pertama, penelitian yang menyatakan bahwa aspek psikologis merupakan penyebab
selective exposure, antara lain penelitian Ehrlich dan rekan (1957); Mills, Aronson dan Robinson
(1959); Adams (1961); Brehm dan Cohen (1962); Mills dan Ross (1964); Freedman (1965); Mills
(1965); Brock dan Balloun, 1967; Lawson (1969); Lowin (1969); Thayer (1969); Behling (1971)
dan Schultz (1974). Kedua, penelitian yang menyatakan bahwa aspek pesan merupakan penyebab
selective exposure, antara lain penelitian Festinger (1964), Cannon (1964), Freedman (1965 a),
Lowin (1967), Brock dan Balloun (1967), Chaffee dan McLeod (19680, Lowe dan Steiner (1968),
Katz (1968), Atkin (1973), Cotton (1985), Frey (1986), Knobloch et al (2003, 2005). Dan ketiga,
penelitian yang menyatakan bahwa aspek sosial merupakan penyebab selective exposure, antara
lain penelitian Klapper (1960); Sears (1965); Schulman (1971); David (2005) dan Dohyun (2010).
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DISKUSI

Keberlimpahan komunikasi (communicative abundance) atau tampah ruah komunikasi (cornucopias
of communication) menjadikan individu memiliki banyak peluang untuk melakukan pilihan dan
penolakan terhadap informasi yang ada sesuai dengan kognisi diri. Keberlimpahan informasi telah
pula menjadi memicu perubahan pola konsumsi informasi yang semula pasif, duduk menunggu
di depan layar televisi, radio, atau membaca koran yang diantar loper, menjadi audien yang aktif
mencari informasi dengan memanfaatkan mesin pencari Google atau Yahoo, maupun tombol pencari
(remote control) pada media televisi. Individu menjadi mahluk aktif dalam memilih dan mengolah
informasi sesuai dengan minat dan kebutuhan. Individu bukan lagi menjadi mahluk pasif dalam
menerima informasi, namun sebaliknya individu bersikap aktif dalam mencari dan menolak sebuah
informasi (Youn, 1994; Atre dan Katz, 2005; Stroud, 2008; Bennet dan Iyengar, 2008).

Dikalangan para ahli komunikasi memang ada perbedaan pendapat mengenai apakah manusia
pasif ataukah aktif menerima informasi terkait dampak media massa. Hingga saat ini, para peneliti
komunikasi dan ahli teori belum menemukan teori tunggal yang dapat menjelaskan dampak
komunikasi massa (Severin dan Tankard, 2008:342).

Perdebatan panjang tentang dampak media massa terhadap audien, menyadarkan para ahli teori
komunikasi bahwa individu memiliki resistansi (penolakan) terhadap informasi yang tidak sesuai
dengan keyakinan yang dimiliki (penelitian Lazarsfeld, 1944), dan informasi tidak secara langsung
dapat memengaruhi perubahan sikap (penelitian Hovland, 1949). Ada proses seleksi (selective
processes) terhadap informasi yang dilakukan individu dalam mewujudkan konsistensi kognitif.
Yaitu, bahwa orang secara sadar ataupun tidak sadar akan berupaya untuk mempertahankan
pandangan yang dimiliki (Baran dan Davis, 2000:138-139).

Sebagai mahluk sosial, individu akan berinteraksi. Interaksi yang terjalin dalam kelompok, baik
secara interpersonal maupun kelompok, bisa memengaruhi keyakinan (belief). Keyakinan (belief)
yang merupakan nilai-nilai yang diyakini dan tertanam dalam diri, akibat hubungan komunikasi
yang terjalin antara individu dengan kelompok dapat berubah sesuai norma subyektif kelompok
(Festinger, 1957:30; Zillmann dan Bryant, 1985:2; Littlejohn dan Foss, 2005:77; Griffin, 2006:230)..
Di sisi lain, informasi yang gencar dipublikasikan (seperti iklan politik para kandidat pemilu
2014) melalui berbagai macam bentuk media komunikasi pada akhirnya akan menimbulkan efek
media. Efek media ini akan tergantung pada realita yang ada (misal: kelompok sebaya/kelompok
sosial//lingkungan). Apabila realita sesuai dengan keyakinan (belief) yang dimiliki seseorang yaitu
menerima ataupun menolak visi-misi kandidat maka keyakinan (belief) tidak akan berubah. Namun
sebaliknya, manakala realita tidak mentabukan informasi yang ada sementara keyakinan (belief)
bertentangan, maka keyakinan (belief) bisa berubah. Perubahan keyakinan (belief) tergantung
seberapa erat hubungan interaksi antara individu dengan realita yang ada. Semakin erat hubungan
maka semakin cepat perubahan keyakinan (belief) dilakukan, dan sebaliknya. Perubahan yang
dilakukan merupakan perwujudan upaya pencapaian keseimbangan kognitif (lihat teori identitas
sosial dan theory of planned behavior).

Perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi dan teknologi komunikasi (seperti internet, email,
face book, twitter dan lainnya) telah membuat informasi tumpah ruah dalam kehidupan manusia.
Akibatnya, kegunaan informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap selective exposure.
Singkat kata, selective exposure dilakukan individu dapat dikarenakan oleh maksud-maksud
lain, seperti pemenuhan kebutuhan akan informasi dan tidak hanya terbatas pada maksud untuk
menciptakan konsonansi antara sikap dan keyakinan (belief) semata. Mengantisipsi keberlimpahan
informasi, individu akan memilih informasi yang dianggap memiliki manfaat sesuai dengan minat
dan kebutuhan.
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Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa penyebab selective exposure bisa dijelaskan secara
holistik, yaitu, malalui integrasi hubungan pengaruh keyakinan (belief), dukungan kelompok dan
kegunaan informasi. Singkat kata, menarik kesimpulan bahwa selective exposure hanya terkait
dengan keyakinan (belief) merupakan penjelasan yang kurang tepat, karena hal ini sama saja
dengan mengabaikan hasil penelitian lain yang telah membuktikan bahwa selective exposure juga
dipengaruhi oleh variabel lain dari berbagai aspek kehidupan manusia.

PENUTUP

Pemilihan dan penolakan informasi (selective exposure) merupakan pengembangan dari teori
disonansi kognitif, yang menyatakan bahwa orang memilih informasi sebagai upaya untuk
mewujudkan keseimbangan kognitif. Dalam upaya untuk mempertahankan keseimbangan, orang
akan memilih informasi yang konsonan dengan pandangannya. Premis dari selective exposure
meyakini asumsi bahwa perilaku pemilihan dan penolakan informasi berkaitan dengan ketetapan
pada sebuah keyakinan (belief) yang dimiliki. Premis ini telah memposisikan keyakinan (belief)
sebagai variabel bebas yang memengaruhi selective exposure.

Komunikasi pada konteks pemilihan dan penolakan informasi dapat dibagi dalam tiga tataran.
Pertama, tataran intrapersonal. Pada tataran ini individu akan berpegang pada keyakinan (belief)
yang dimiliki untuk melakukan seleksi informasi. Kedua, pada tataran selanjutnya yaitu interpersonal
ataupun kelompok, individu akan menyesuaikan keyakinan (belief) denganrealita yang ada (dalam hal
ini lingkungan/kelompok sosial). Ketiga, pada tataran komunikasi massa, individu akan melakukan
seleksi informasi berdasarkan kegunaan informasi untuk pemenuhan kebutuhan informasi.

Dengan kata lain, pemilihan dan penolakan informasi (selective exposure) tidak hanya dilakukan
berdasarkan pada keinginan untuk menciptakan keseimbangan kognitif, namun juga dapat
disebabkan maksud-maksud lain, seperti kebutuhan akan informasi maupun kepatuhan pada norma
subyektif.

Walaupun tulisan ini tidak dimaksudkan untuk meneliti dampak media, namun secara tidak langsung
dalam diskusi tampak bahwa manusia tidaklah pasif dalam mengolah informasi terkait dampak
komunikasi massa. Banyak faktor memengaruhi keputusan untuk menerima ataupun menolak
sebuah informasi, baik faktor psikologis, pesan maupun sosial lingkungan. Perkembangan yang
terjadi dalam dunia informatika dan teknologi komunikasi, telah membuat khalayak dalam era saat
ini mempunyai banyak pilihan terhadap informasi ataupun berita-berita, dan melakukan pilihan
sesuai dengan minat dan kebutuhan. Keberlimpahan komunikasi (communicative abundance) atau
tumpah ruah komunikasi (cornucopias of communication) menjadikan khalayak menjadi mahluk
aktif dalam memilih dan menolak informasi sesuai dengan proses kognitif diri.

Diskusi analisa penyebab pemilihan dan penolakan informasi ini bisa menjadi pembelajaran bagi
partai maupun politisi yang akan memanfaatkan iklan politik, bahwa tidak semua iklan akan
memiliki dampak bagi audiens/pemilih. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan agar iklan politik
dapat diterima dan tidak ditolak oleh pemilih. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor dimaksud,
publikasi yang berlebihan terkait figur, kegiatan maupun visi-misi partai dapat dihindarkan sehingga
iklan politik bisa menjadi sumber informasi yang memiliki manfaat sesuai dengan minat dan
kebutuhan audiens/pemilih, dan bukan menjadi alat propaganda partai maupun figur politisi.
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Saat ini tercatat sebagai dosen tetap Program Pascasarjana Universitas Mercubuana
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PILIHAN PARTAI DAN PILIHAN RAKYAT
(Menakar Komunikasi Politik dan Peluang
Keterpilihan calon Melalui Iklan dan Kampanye

Politik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden 2014)

Lely Arrianie. M.Si
Dosen Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu
lelyarriane@gmail.com

ABSTRAK

Komunikasi Politik Indonesia sepanjang tahun Politik 2014 akan ditandai dengan penggunaan media
dan bahasa politik yang boleh jadi terlepas dari substansi informsi yang dihadirkan, setting dimana
informasi politik disebarkan maupun karena fungsi yang tengah dijalankan oleh aktor politiknya,
media komunikasi politik dalam bentuk organisasi, interpersonal , media massa dan atau kelompok
kepentinganpun akan marak, kehadiran media kampanye dan iklan politik dipastikan akan mewarnai
pencitraan politik yang disinyalir sebagai fetisisme komoditas.sehingga mereka yang menjual diri
secara politik akan tampil menjadi orang yang nampak diperlukan jika sebelumnya nampak tidak

perlu, menjadi orang yang nampak baik jika sebelumnya kelihatan tidak baik.

Kata Kunci : Media Komunikasi Politik, kampanye dan pencitraan.
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PENDAHULUAN

Pemilu 2014 sudah diambang pintu, tidak ada satu partai politikpun dan tentu saja orang-orang
yang berada didalamnya ingin mengabaikan moment itu, jika sebelumnya komunikasi antara yang
memilih dan yang dipilih selesai ketika yang dipilih itu terpilih, roh komunikasi seolah hadir ditengah
jeda berkepanjangan pasca keterpilihan itu. Pilihan strategi komunikasipun gencar dipikirkan,
diprogram dan diniatkan utk dilaksanakan, alih-alih sekedar mengikuti prosesi pemilu, mereka para
komunikator politik itu, calon pengisi kursi legislatif bak mengejar rezeki suara yang begitu mereka
harapkan untuk bisa menghantarkan mereka dan atau mendudukkan mereka kembali pada peran
keterwakilan yang selama ini telah mereka sia-siakan untuk mengisinya.

Mengapa sia-sia? Sebab pasca keterpilihan , hanya sedikit sekali mereka yang memperoleh amanat
keterpilihan dari konstituennya itu bisa menyuarakan pikiran apalagi perasaan ponstituennya
ditengah gempita “legislative heavy” yang membelenggu mercka. Mereka seolah hanya menjadi
wakil partai yang mengusungnya. jadi, kepentingan individu berhenti saat kepentingan partai
memanggil, kepentingan partai berhenti saat kepentingan bangsa dan negera memanggil hanya
menjadi slogan kosong tanpa makna.

TAHUN POLITIK, TAHUN KOMUNIKASI POLITIK
INDONESIA

Setiap orang tiba-tiba merasa berkepentingan untuk membincang politik, mmbincang komunikasi,
membincang komunikasi politik dan tentu saja komunikasi pemasaran politik, dan sekaligus public
Relations politik, setiap orang seolah latah mengakui bahwa dirinyalah yang mampu mengelola
penampilan dan kesan di panggung pilitik, dengan atau tanpa harus memiliki tim atau konsultan
politik. Atau boleh jadi juga sekaligus dengan membayar konsultan politik. Berbagai metode
“menjual diri” secara politik pun giat digagas, dikelola dan ditampilkan melalui proklamasi diri
lewat iklan politik atau hanya sekedar hadir di lapak kegiatan politik.termasuk secara tiba-tiba
menjadi begitu pintar mendefenisikan diri sebagai bagian dari manusia komunikasi yang memahami
prinsif berkomunikasi politik.

Tentu saja disatu sisi ini menggembirakan, tapi disisi lain menyedihkan, seolah semua ilmu yang
menyangkut relasi manusia ini adalah ilmu yang gampang dipelajari secara dadakan, diketahui
sekedarnya dan yang penting hasilnya, Ini juga tidak salah, sepanjang orang menganggap pengetahuan
itu bukan bagian dari pembelajaran, melainkan hanya mengisi ruang kosong ketidak tauan tentang
bagaimana mengelola sebuah pesan komunikasi, menyampaikan dan mempertukarkannya. Sehingga,
hingar bingar tahun politik sejak sekarang sampai nanti prosesi pemilu digelar tahun 2014, dapat
dipastikan akan dipenuhi oleh “bising-bising” komunikasi Politik itu.
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KAMPANYE POLITIK DAN KOMODITAS FETISISME
IKLAN POLITIK

Perolehan suara itu penting, dan tentu saja bertambahnya jumlah suara jauh menjadi lebih penting,
apalagi undang-undang pemilu mengisyaratkan suara terbanyak, tapi nyatanya semua orang tetap
berebut di nomor urut utama daan pertama, dalam satu perbincangan dengan salah seorang pengurus
di Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebuah partai besar, dengan menangis seorang caleg perempuan
menelponku
”” Lely, aku dizalimi oleh Partaiku, masak aku diletakkan di nomor urut dua (2)” tangisnya,
kujawab seadanya;
” lho, nggak masalah tokh, kan suara terbanyak?” dan caleg itu menjawab lagi, “ hiks
hiks...aku nggak rela diletakkan di nomor urut dua, kamu tau nggak, yang dinomor urut
satu itu adalah si Anu, yang dalam pemilu 2009 lalu menjadi sainganku, dia memang
terpilih, tapi dia tidak pernah kembali ke konstituen, tidak pernah mendengar dan
menjaring aspirasi di dapilnya, kamu bayangin betapa kecewanya aku dia tetap di nomor
urut satu.”
“ya udah berjuanglah, komunikasikan ini dengan partaimu, dan berusahaalah untuk
menempati urutan nomor satu” dukungku
Petikan perbincanganku hanya mengisyaratkan bahwa nomor urut tetap menjadi incaran para calon
anggota legislatif yang siap bertarung memperebutkan kursi di panggung politik, Alhasil temanku
itu berhasil memperjuangkan posisi nomor urutnya menjadi nomor urut satu.

Kini ia disibukkan bolak balik ke dapilnya, sibuk merancang iklan politik dan berkonsultasi
dengan banyak orang yang memahami bagaimana cara menjual diri secara politik. Mennciptakan
citra dirinya sebagai kandidat sebaik mungkin, yang kutitipkan kepadanya adalah, buat iklan yang
cukup rasional sedikit dramaturgis tetapi tidak jauh dari siapa sebenarnya dirinya. Baik kepribadian,
kecerdasan,maupun penampilan fisiknya sebagai kandidat.

Pemilu 2014 akan sangat kaya warna, moment itu bahkan akan menjadi perbincangan menarik
di warung tegal, kedai kopi sampai tongkrongan saat ronda malam, tetapi rakyat memang harus
diberi pembelajaran politik yang jauh lebih baik, mengingat fungsi keterwakilan para aktor politik
di parlemen yang sepanjang berjalannya reformasi tidak cukup memadai untuk mewakili rakyat
sebagai penyambung aspirasi apalagi mengelola kepentingan rakyat.

Kekecewaan yang bertubi-tubi atas sejumlah kasus yang menjerat wakil rakyat baik dalam kasus
korupsi maupun soal “asmara jiwa” menyebabkan kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat
menjadi yang bersifat primordial sekalipun mungkin akan mengubah posisi perolehan suara pada
pemilu 2014.

Beberapa individu yang berniat mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif termasuk yang
telah mengikrarkan diri menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden seharusnya lebih sadar bahwa
banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemberitaan kampanye politik tidak terlalu
berpengaruh untuk mengubah perilaku pemilih.karena itu klaim calon bahwa dirinya nadalah the best
cenderung menjadi tidak terlalu berbeda dengan iklan dalam bentuk produk yang bisa dikonsumsi,
artinya ada juga kecenderungan pemilih untuk memperteguh keyakinan yang sudah ada, atau sekegar
menguatkan memori khalayak terhadap figur calon sehingga dapat dipertimbangkan untuk dipilih.
Kehadiran iklan politik sebagai ajang pencitraan juga akan kian marak, citra (image) yang
ditampilkan dalam sebuah iklan politik selama ini cenderung menjadi topeng realitas, ada nisbat
antara calon yang diiklankan dengan realitas dirinya yang ditampilkan dalam iklan, seolah itu adalah
realitas yang tidak nyata, apakah kesenjangan itu bisa kita kategorikan sebagai suatu upaya calon
untuk membohongi publik para pemilihnya?
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Ada konsep menarik seperti yang pernah ditawarkan oleh Baudrillard (1981:147) menyikapi iklan,
dan konsep begitu dekat dengan realitas iklan politik :” yang dibeli orang adalah tanda, citra, atau
tema yang ditawarkan di balik sebuah produm)k, bukan lagi nilai utilitas produk tersebut.”

Kadang kreatif iklan begitu leluasa menggunakan tanda yang jauh lebih aktif dan dinamis, sehingga
yang dibeli adalah makna simbolik ( symbolic meaning) dan bukan kebutuhan (need) atas apa yang
diiklankan.

Haug (1983) pernah mengutip tentang apa yang dinyatakan Marx sebagai Fetisime Komoditas
(Commodity Fetishis) bahwa: “ sebuah iklan biasanya menawarkan sebuah citra (image) sebagai
pendefenisian hubungan sosial citra digunakan untuk mengorganisir relasi konsumsi, serta relasi
sosial yang terbentuk dalam relasi konsumsi tersebut, baik status sosial, kelas sosial dan prestise
sosial.”

Tetapi dalam iklan politik, pedefenisian hubungan sosial itu nampak jelas seolah begitu diada
adakan, meski iklan politik seharusnya digaagas tidak dalam bentuk slogan, nyata kebanyakan iklan
politik menampilkan slogan bahkan begitu jauh dari realitas yang diiklankan.

Iklan politik dan konstruksi gaya hidup calon yang diiklankan seolah men “citra” kan sesuatu yang
tidak berguna akan menjdi berguna dan yang semula tidak perlu akhirnya menjadi perlu.sehingga
menjadi jelas juga keterhubungan antara orang yang memilih dan yang dipilih dalam iklan politik
itu.tetapi perlu diingatkan para konsultan politik hendaknya memberi rfuang pembelajaran yang
memadai bagi para calon pemilih untuk bisa memlihat kapasitas dan kualitas calon yang diiklankan
bukan sekedar menabur sensasi, membungkus realitas fiktif dalam sebuah iklan.

Dalam penelitian Kiepper (1978:332) pernah dinyatakannya bahwa :”pengaruh iklan politik itu
hanya memperteguh 10 kali lipat dari orang yang melihatnya dibandingankan terjadinya perubahan
atas pandangannya.” Ini artinya tidak serta merta iklan politik dan sejauh mana fetisime komoditas
itu dirancang dapat mempengaruhi perubahan pendapat publik tentang calon yang akan dipilihnya.
maka model kampanye harusnya digagas berdasarkan orientasi pada calon atau kandidat.

Penggunaan bahasa politik dalam iklan, hendaknya digagas dalam narasi yang menunjukkan
dinamika bagaimana sebuah pesan yang dipertukarkan secara politis dapat menggambarkan substansi
informasi yang dihadirkan, baik tentang bagaimana calon mengurai slogan yang seharusnya dalam
dimensi dramatik atau karena setting informasi yang disebarkan dalam media komunikasi politik
secara interpersonal, organisasi dan atau melalui mediaa massa dan atau kelompok kepentingan
yang dimanfaatkan calon untuk mengukuhkan menjadi perantara penampilan politik itu bilamana
dihadirkan.

Beberapa calon anggota legislatif, termasuk calon yang telah mengikrarkan dirinya sebagai calon
Presiden dan Wakil Presiden, sejauh ini belum menampilkan isu potensial yang merubah pandangan
calon pemilih yang di Indonesia, yang tidak hanya mengelompok dalam tipologi seperti yang digagas
dalam berbagai teori politik dan atau teori komunikasi politik, apalagi ditingkah kekecewaan publik
terhadap peran dan fungsi keterwakilan yang disandang oleh mereka yang telah terpilih dalam pemilu
sebelumnya tetapi berminat untuk mencalonkan dirinya kembali.sayangnya beberapa iklan politik
cenderung menwarkan solusi instan dari fenomena politik yang terjadi. Sejauh ini belum terdeteksi
iklan politik yang bisa menimbulkan greget calon pemilu mengenai kandidat para calon anggota
legislatif dan atau calon presiden dan wakil presiden.jika model kamanye tidak digagas dengan
tepat, maka citra yang melekat pada figur calon tidak akan menimbulkan dampak keterpilihan.

Seminar Besar Nasional Komunikasi 243



Komunikasi @2014

PENUTUP

Kampanye politik apapun bentuknya tetap dianggap penting dalam sebuah prosesi politik,
asal diupayakan untuk mengelola penampilan calon secara maksimal dimata publik, karena itu
bagaimana calon mengkomunikasikan pesan politiknya secara verbal dan non verbal dalam media
iklan seharusnya menjadi pertimbangan tim sukses dan calon itu sendiri agar dapat menakar peluang
keterpilihannya, terlepas apakah iklan itu mengandung unsur fetisisme komoditas, sehingga pemilu
bukan hanya menghasilkan keterpilihan sekaligus memberikan ruang pembelajaran politik yang
memenuhi hak partisipasi politik rakyat untuk cerdas memilih yang dipilih.
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DAFTAR PUSTAKA

Kiapper, Joseph T. 1978 (dalam Francis H)*“ Basic Research in Persuasion and Motivation : the
Capability of Communications Media to Influence Opinion on New Issues”

Mc. Nair. Brian. 1999. An Introduction to Political Communication. Edisi 2 London Routledge.
Haug, W.F. 1983. Critique of Commodity Aesthetics: Appearance, Sexuality and advertising in
capitalist society. Polity press

-------------------- 1987 Commodity aesthetics, ideology & Culture, International general.

BIODATA PENULIS :

Penulis adalah Dosen PNS di Jurusan Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu, selain itu juga
menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Univ Jayabaya Jakarta,dosen
Magister Komunikasi Univ Mercu Buana jakarta dan senat di Akademi Imigrasi (AIM) serta
Pendidkan Khusus Keimigrasian (DIKSUSKIM) kementrian Hukum dan HAM Rl.spesikasi
keilmuan di bidang Komunikasi Politik yang diperoleh dalam pendidikan menyebabkan penulis
seringkali diundang di Media Nasional baik cetak maupun Elektronik sebagai narasumber untuk
membincang Komunikasi Politik di tanah Air. Karya dalam bentuk buku, makalah, jurnal dan
artikel juga konsisten ditulis yang berkaitan dengan Komunikasi Politik.
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KAMPANYE TERSELUBUNG
“Kajian Tentang Kuis Kebangsaan di RCTI”

Anang Masduki
Staff Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan. Email:anang_
masduki@yahoo.com

ABSTRAK

Tahun 2013, banyak tokoh bangsa ini yang menyebut sebagai tahun politik. Tentu hal ini tidak
sepenuhnya salah. Mengingat tahun depan, tepatnya bulan April 2014 akan diselengarakan pemilihan
umum. Maka tentu sebagai tahun politik banyak kegiatan maupun langkah-langkah terkait dengan
aktifitas politik. Banyak tokoh maupun partai politik yang mulai turun gunung untuk sekedar
konsolidasi maupun mendekatkan diri dengan masyarakat guna meraih simpati. Bahkan sudah
banyak yang mulai memasang baliho, pamphlet dan iklan untuk membuat diri menjadi popular dan
membuat citra positif. Tentu ujung-ujungnya adalah ingin dipilih dan mendulang suara sebanyak-
banyaknya guna meraih tampuk kekuasaan. Tidak sedikit orang yang merasa jijik atau apatis
dengan kegiatan yang dilakukan oleh politisi tersebut. Mengingat kesejahteraan masyarakat selama
ini belum teratasi, ditambah dengan banyaknya para politisi yang masuk bui gara-gara korupsi.
Namun inilah dunia politik di bangsa ini. Terkait dengan hal tersebut, dalam paper ini akan diuraikan
tentang kampanye terselubung ditahun politik tersebut. Banyak iklan terbuka yang disiarkan media
nasional. Dan ada juga kampanye yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Padahal sekarang
bukan masa untuk kampanye. Yang menjadi permasalahan adalah bukan sekedar melangar waktu
kampanye, melainkan juga penggunaan ruang public, dalam hal ini adalah media, yang seharusnya
digunakan untuk mencerdaskan, member informasi tetapi digunakan oleh segelintir elit untuk
mencari popularitas dan merengkuh kekuasaan. Tidak peduli mereka adalah penguasa media atau

bukan.

Kata kunci : UU penyiaran, media, peran KPI
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PENDAHULUAN

Beberapa waktu lalu, sekitar pukul 09.30 pagi saya iseng-iseng melihat beberapa acara televisi.
Setelah beberapa kali menganti chenel, saya hentikan ketika melihat ada sebuah kuis di stasiun
RCTI. “Kuis kebangsaan”, judulnya. Merasa penasaran, saya coba mengikuti.

Seorang presenter perempuan muncul. Tertulis nama Pica Priscilla. Presenter menerangkan jika
kuis ini akan menguji wawasan kebangsaan para pemirsa. Setelah menerangkan berbagai hadiah
yang akan diperebutkan, presenter menyampaikan. “Kalau saya bilang, Win-Ht?, maka penelpon
harus menjawab: Bersih, Peduli, Tegas,”. Itu adalah password kuis. Win-Ht adalah kependekan dari
Wiranto dan Hary Tanoesodibyo, dua tokoh yang telah mendeklarasikan diri maju menjadi calon
presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014 mendatang. Bila penelpon benar dalam menyebut
password, akan mendapat pertanyaan selanjutnya. Dan jika jawabannya benar akan mendapat
hadiah.

Uraian diatas adalah sekilas tentang fonomena kampanye di media. Jika dicermati, banyak tokoh
yang melakukan kampanye “terselubung”. Menurut catatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),
selama bulan Oktober-November 2012 grup MNC, yang sahamnya dimiliki oleh HT, saat itu ia
masih berafiliasi dengan partai NasDem. MNC telah menayangkan iklan partai ini sebanyak 350 kali
dengan rincian: RCTI 127 kali, MNC TV 112 kali, dan Global TV 111 kali. Pada periode yang sama,
Metro TV, dimana sahamnya dimiliki oleh Surya Paloh merilis iklan sebanyak 43 kali untuk partai
NasDem dan 7V One yang sahamnya dikuasai oleh Abu Rizal Bakrie menayangkan sebanyak 34
kali untuk iklan partai Golkar. (kpi.go.id).

Iklan-iklan politik ditelevisi tentu akan semakin marak karena mendekati tahun 2014. Tak ingin
ketinggalan Prabowo Subianto, Oesman Sapta juga ikut kampanye. Bahkan banyak menteri yang
masih aktif juga mengiklankan diri, walaupun dengan kemasan yang lebih soff. Misalkan dengan
mempromosikan agenda pemerintah, mengajak masyarakat untuk membeli produk dalam negeri,
dan sebagainya. Hal itu tentu dengan tujuan utama tidak lain adalah mencari popularitas dan
menaikan elektabilitas.

PEMBAHASAN
PELANGGARAN UU

Pertanyaan kemudian, apakah yang dilakukan oleh RCTI dengan program kuis kebangsaan tersebut
tidak melanggar UU Penyiaran?. Dalam pasal 5 UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, huruf
g disebutkan bahwa penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung
persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Lebih lanjut, dalam pasal 36 ayat 4 dijelaskan bahwa
siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Walaupun semua mengetahui jika RC77 milik HT, maka tidak serta-merta seenaknya sendiri
mengunakan siaran yang menjadi hak publik untuk mempromosikan diri (kampanye). Jika
dikembalikan pada UU penyiaran tentu saja apa yang telah dilakukan HT jelas melanggar UU
tersebut. Yaitu memonopoli kepemilikan dan tidak menjaga netralitas. Jurnalis dan ahli sejarah
Amerika Serikat, Paul Johnson menyebut ada tujuh bentuk penyimpangan media. Yang dilakukan
oleh HT termasuk salah satunya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
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Selain melangar UU, tayangan kampanye politik dengan modus membuat kuis, tentunya juga
melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012, yang
dikeluarkan oleh KPI. Dalam pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa, lembaga penyiaran wajib menjaga
independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Hal ini diperkuat dengan pasal
22 ayat 5 yang berbunyi, lembaga penyiaran harus menjaga independensi dalam proses produksi
program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal atau internal, termasuk
pemodal atau pemilik lembaga penyiaran. (UU Penyiaran : 2002).

Mengenai hal ini, kita telah diperingatkan oleh Altschull (1984) dalam bukunya, Agent of Power: the
Role of the New Media in Human Affairs. Bahwa konten media selalu mencerminkan kepentingan
mereka yang membiayainya. Hal itu diperjelas oleh Noam Chomsky dalam bukunya yang berjudul
Manufacturing, disitu dikatakan bahwa kedudukan media tidak lagi bersifat netral, ada kebutuhan
yang tidak sesuai dengan fungsi media. Kekuatan yang berkuasa, yang mengontrol dan membiayai
media untuk dapat terus berjalan. Sehingga agenda utama media adalah menggiring opini publik
pada pembentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan sang penguasa media tersebut. Artinya,
jika kaum borjuis yang memiliki stasiun televisi tidak memiliki hati nurani maka cenderung untuk
dimonopoli.

Sejarah perkembangan media massa di Amerika Serikat pada awal berdirinya negara tersebut, patut
menjadi pelajaran. Surat kabar saat itu jatuh ke tangan partai politik yang saling bertentangan. Tidak
ada usaha sedikitpun untuk membuat berita secara objektif, selain untuk menjatuhkan satu sama
lain. George Washington dan Thomas Jefferson dituduh sebagai penjahat terbesar oleh koran-koran
dari lawan politiknya. Aksi breidel-membreidel koran merupakan sebuah hal yang wajar, sampai
membuat keheranan seorang menteri dari Prusia yang berkunjung ke kantor Thomas Jefferson.
Secara kebetulan, ia membaca koran dari partai Federal yang isinya meyerang Thomas Jefferson
membabibuta. Kritikan keras tidak hanya menyerang George Washington, Thomas Jefferson, John
Adams atau James Medison, pokoknya semua kena. Singkatnya, tidak banyak yang bisa diharapkan
terwujudnya obyektifitas pemberitaan selama koran masih dikuasai oleh partai politik. Harapan
muncul ketika James Gordon Bennet, seorang berkebangsaan Skotlandia melakukan revolusi
terhadap bisnis surat kabar di tahun 1835. Namanya ”New York Herald”. (Briggs : 2000).

Tentu ada kekhawatiran yang sama, yang terjadi di Amerika Serikat ratusan tahun yang lalu terwujud
dinegara ini, jika media massa termasuk televisi terus menerus menjadi corong politik. Dalam kaitan
ini, Denis McQuail (2011) mengemukakan ada dua tipikal media, pertama adalah model media
dominan (model of dominant media) dan kedua adalah model media pluralis (pluralis media). Yang
menjadi kekawatiran adalah jika media televisi selama ini cenderung masuk dalam kategori model
media yang dominan. Yaitu ketika media yang kuat mewakili kekuatan lainnya yang terselubung.
Hal ini tercermin ketika media hanya dimiliki oleh segelintir orang yang berkuasa dengan tujuan
menyebarkan pandangan yang terbatas dan seragam mengenai dunia guna kepentingan penguasa
media. Sedangkan disisi lain, masyarakat dikondisikan untuk menerima pandangan akan dunia yang
ditawarkan dengan respon kritik yang sedikit. Lihat saja bagaimana bahasa yang digunakan oleh
Metro TV dan TVOne dalam menyebut kejadian lumpur di Jawa Timur. Metro TV menyebut dengan
lumpur Lapindo sedangkan 7V7One menyebut dengan lumpur Sidoarjo.

Dari sini kemudian muncul apa yang disebut oleh Yasraf Amir Piliang dengan mengutip Antonio
Gramsci (2005) sebagai hegemoni. Yaitu sebagai sebuah proses media mempengaruhi khalayak
secara pelan-pelan dan terstruktur tanpa sedikitpun yang dipengaruhi merasa bahwa selama ini
pikirannya telah dicuci, sehingga khalayak mengikuti apa yang yang disampaikan oleh media.
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Yang berperan penting dalam proses hegemoni adalah material dan institusi. Material bisa disebut
juga sebagai modal dan institusi bisa disebut sebagai kekuasaan (jabatan, kepemilikan media).
Ketika media sudah berselingkuh dengan kekuasaan dan modal maka tentu akan membahayakan
keseimbangan demokrasi yang dibangun selama ini.

Namun ada yang lebih berbahaya selain hegemoni media jika dikaitkan dengan implikasi
pada masyarakat, yaitu idiologi. Dimana masyarakat yang notabene adalah penonton digiring
untukmemahami pengalaman sosial dan relasi sosial yang bukan berasal dari mereka, tapi datang
dari konglomerat media. Ini merupakan pembunuhan kesadaran manusia secara perlahan-lahan.
(Fiske, 2011).

MENEGASKAN FUNGSI KPI

Lantas dimanakah selama ini keberadaan KPI?. KPI dengan kewenangannya yang diberikan
oleh UU 32 tahu 2002 pasal 8 diantaranya berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran
peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan menjamin masyarakat
untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Dengan kewenangan tersebut masyarakat banyak berharap agar KPI sebagai lembaga Negara yang
diberi wewenang sesuai UU untuk menegur, bahkan jika perlu memberikan sangsi. Sehingga jika
acara kuis yang diselubungi dengan muatan kampanye tersebut bisa diganti dengan acara yang
informatif dan mendidik, tentunya ruang publik yang ada di media bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Jika KPI tidak melakukan hal-hal kongkrit, maka sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Yasraf A
Piliang, (2005) media akan cenderung menjadi ajang: pertama depolitisasi, yaitu model komunikasi
satu arah yang cenderung minim kritik dan masyarakat tidak mempunyai daya resistensi. Kedua,
banalitas informasi, informasi yang disjikan akan terus bersifat remeh-temeh tanpa kualitas.
ketiga fatalitas informasi, yaitu perkembangan informasi yang tidak terkendali melampaui
nilai guna. Keempat adalah skizofrenia, yaitu putusnya rantai penandaan, dan terakhir adalah
hipermoralitas, yaitu hilangnya batas-batas moral, baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan
tidak. Jika kekhawatiran Yasraf Piliang tersebut terjadi, sungguh sebuah tragedi kebangsaan yang
luarbiasa. Mengingat Indonesia adalah Negara demokrasi yang tumbuh belum lama, setelah orde
baru tumbang. Demokrasi yang sampai sekarang masih mencari format yang tepat ini, sudah menuai
banyak masalah. Mulai dari korupsi, pilkada, otonomi daerah, kesejahteraan. Jika ditambah dengan
peran media yang tidak menjaga netralitas tentu akan semakin terpuruk bangsa ini.

KESIMPULAN

Apa yang dilakukan oleh HT dengan program kuisnya merupakan frase kesadaran palsu. Sebuah
gagasan dari aliran Marxisme Frankfrut yang menganggap bahwa kekuasaan dapat menciptakan ide
palsu tentang berbagai nilai dan tatanan sosial, yang kita angap benar adalah angan-angan, sehingga
yang terjadi adalah sebaliknya. Masyarakat seolah diajarkan mengenai nasionalisme, wawasan
kebangsaan dan rasa cinta tanah air dengan sarana menjawab kuis, namun hakekatnya adalah
pembodohan publik, dengan menunganginya kepentingan pragmatis politis.

Politisisasi media tentu tidak dapat dibiarkan, karena hal ini akan berdampak buruk pada masyarakat
dan pada media itu sendiri. Dalam konteks kuis kebangsaan, masyarakat akan diberi tayangan yang
tidak sehat dan cenderung pembodohan dengan imbalan segelintir materi. Adapun pada media,
akan terjadi disinformasi. Yang mana pada suatu titik tertentu akan menimbulkan ketidak percayaan
masyarakat pada informasi yang diberikan media. Masyarakat akan acuh dalam memperlakukan
media.
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Belajar dari kasus diatas, mka perlu adanya langkah-langkah kongkrit bersama dari semua elemen
bangsa. KPI selaku lembaga yang mewakili pemerintah untuk mengawasi kegiatan pertelevisian
harus lebih mempunyai nyali guna menegakkan undang-undang. Tidak perlu ragu untuk menindak
siapapun, kapanpun dan dimanapun jika memang ada pelanggaran. Adagium bahwa hukum hanya
tajam kebawah dan tumpul keatas tentu harus dihindari. Tidak peduli milyuner, birokrat, pejabat
Negara jika melangar hukum maka tentu harus ditindak. Kemudian pemerintah harus mengalakkan
kegiatan literasi media guna meningkatkankapasitas dan pengetahuan serta pemahaman mengenai
acara televise. Sehingga semakin banyak masyarakat yang terliterasi maka kemungkinan masyarakat
untuk dijadikan alat meraih tampuk kekuasaan semakin terminimalisir. Terakhir, masyarakat sendiri
yang memahami kegiatan penyiaran yang tidak benar atau menyimpang harus melakukan sebuah
tindakan kongkrit untuk merubahnya. Jangan hanya diam dan mengerutu dibelakang. Bukankan
ajaran sebuah agama menyebutkan, bahwa jika ada kemungkaran didepanmu maka rubahlah dengan
tanganmu, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisanmu, dan jika tidak mampu juga maka
rubahlah dengan hatimu, dan itu adalah selemah-lemahnya iman

250 Seminar Besar Nasional Komunikasi



Komunikasi @2014

DAFTAR PUSTAKA

Altschull ,J. Herbert , (1984). Agents of Power: The Role of the News Media in Human Affairs. New
York: Longman.

Briggs, Asa dan Burke, Peter. (2006), Sejarah Social Media. Terj. Rahman Zinudin. Jakarta : YOI
Fiske, John. (2011). Cultural and Communication Studies.: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif.
Terj. Yosal Iriantara dan Idy Subandy. Yogyakarta : Jalasutra.

Mc Quail, Denis. (2011). Teori Komunikasi Massa. Terj. Putrid Iva Izzati. Jakarta : Salemba
Humanika

Piliang, Yasraf, A. (2005). Transpolitika :Dinamika Politik Di Dalam Era Virtualitas. Yogyakarta :
Jalasutra.

UU Penyiaran Republik Indonesia No 32 tahun 2002

Website. Kpi.go.id

BIOGRAFI SINGKAT

Anang Masduki, lahir pada 24 Januari 1983 di kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Menyelesaikan
Sarjana jurusan komunikasi dan penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006.
Dan sekarang masih menempuh program pascasarjana jurusan ilmu komunikasi dan media di
UGM Yogyakarta. Sejak tahun 2011 menjadi sataf pengajar di jurusan komunikasi Universitas
Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hoby yang digemari selain sepak bola adalah berorganisasi. Tercatat
pernah menjadi ketua OSIS semasa SMA, anggota BEM dan Ketua Umum lkatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM) Provinsi DIY. Selain mengajar juga aktif di persyarikatan Muhammadiyah,
pengiat LSM, direktur Dessain Institute dan pengajar sekolah sumbu panguripan di gunung Kidul,
Yogyakarta.

Seminar Besar Nasional Komunikasi 251



Komunikasi @2014

SPEECH ACT DALAM INKONSISTENSI IKLAN
KAMPANYE ABURIZAL BAKRIE
VERSI PEDAGANG KECIL

Endah Purwitasari, Erma Erviana
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma
endahpurwitasari01@gmail.com, irmaerviana2011@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini dilatarbelakangi oleh pembelajaran komunikasi semiotika khususnya makna
tanda dalam penyampaian pesan suatu iklan kampanye salah satu calon presiden 2014 yaitu Aburizal
Bakrie. Melalui kajian semiotik ini peneliti diharapkan dapat menggambarkan peran, simbol dan
tanda tersebut dalam memperjelas makna suatu iklan kampanye yang meliputi tanda-tanda verbal
dan nonverbal. Tanda-tanda verbal dan nonverbal ini disajikan secara visual dengan menyeluruh
yang terdapat dalam bagian-bagian iklan kampanye tersebut. Masalah umum dalam penelitian ini
adalah terkait dengan penyampaian pesan dalam iklan kampanye calon presiden 2014, sehingga
submasalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana makna implisit dari komunikasi verbal
dalam suatu iklan menginterpretasikan makna suatu teks kampanye atau slogan iklan salah satu calon
presiden 2014? Bagaimana tanda-tanda verbal merepresentasikan makna berdasarkan relasi dengan
tanda nonverbal seperti atribut kampanye yang dipakai? Metode yang digunakan adalah metode
semiotik dan analisis semiotik ini bersifat interpretatif kualitatif. sehingga teknik analisis datanya
menggunakan metode penulisan kualitatif, yaitu mendefinisikan objek yang diteliti untuk dianalisis,
dipaparkan, dan kemudian ditafsirkan maknanya. Sumber data dalam penelitian ini adalah suatu
iklan kampanye salah satu calon presiden 2014. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka,
serta melakukan studi literatur bagaimana aspek sosial budaya ikut memengaruhi wacana. Alat
pengumpul data utama adalah peneliti sendiri sebagai isntrumen kunci dan pengujian keabsahan
data digunakan ketentuan peneliti dan diskusi teman sejawat. Berdasarkan hasil penelitian terhadap
iklan kampanye tersebut ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara pesan yang disampaikan
dengan tanda-tanda verbal dan nonverbal yang divisualisasikan. Implementasi dari penelitian ini

diharapkan masyarakat lebih bijak dalam memilih calon.

Kata Kunci: Semiotika; Tanda-tanda; Iklan Kampanye.
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PENDAHULUAN

Televisi yang merupakan media massa elektronik yang dinilai sebagai media yang paling efektif
karena sifat audio visualnya, yang tidak dimiliki oleh media massa lainnya, dan penayangannya
mempunyai jangkauan yang relatif tidak terbatas. Dengan model audio visualnya, televisi sangat
komunikasif dalam memberikan pesan-pesannya, oleh sebab itulah televisi bermanfaat sebagai
pembentukan sikap, perilaku dan sekaligus pola pikir. Media massa mempunyai kekuatan yang
merupakan suatu alat kekuasaan yang efektif untuk menarik perhatian umum secara langsung,
membujuk opini dan kepercayaan publik ataupun mempengaruhi perilaku, memberi status dan
legitimasi, menjelaskan dan menyusun persepsi realitas sosial. Mengkonstruksikan realitas pada
hakikatnya merupakan pekerjaan media, diantaranya adalah realitas politik, dan isi media pada
hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan
bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti
apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Baik kegiatan promosi maupun
pencitraan seringkali dilakukan oleh penguasa di media massa dengan berbagai cara, salah satunya
adalah dengan menampilkan iklan kampanye, seperti iklan kampanye calon presiden dan wakil
presiden. Pada jaman informasi seperti sekarang ini, kegiatan promosi atau pencitraan suatu produk
politik banyak dilakukan dengan menggunakan media iklan. Begitu banyak partai politik yang
bersaing untuk bisa mendapatkan posisi dimata khalayaknya, cara penyampaian yang ditonjolkan
pada salah satu iklan pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2014 ini dapat dilihat dari sudut
pandang verbal, visual dan digital, serta memiliki jangkauan universal.

KAJIAN TEORITIS

Mengetahui kata-kata tidaklah cukup, mengetahui niat anda untuk menyelesaikannya dengan
menggunakan kata-kata adalah vital, teori aksi berbicara (Speech Act) dirancang oleh John Searle
untuk membantu memahami bagaimana manusia menyempurnakan hal dengan kata-katanya.
Dalam Speech Act terdapat beberapa bagian penting, yaitu: aksi terungkap (utterance act),
sebuah penyebutan kata-kata dalam kalimat dengan sederhana. Kedua, aksi usulan (propositional
act), yaitu mengatakan sesuatu, baik itu sebagai kebenaran maupun mencoba supaya orang lain
memercayainya. Ketiga dan yang paling penting dari perspektif aksi berbicara, adalah memenuhi
aksi berkehendak (illocutionary acf), yang mana menjadi inti dari teori ini. Empat, yaitu aksi
memengaruhi (perlocutionary act) yang dirancang supaya berpengaruh pada perilaku orang lain.
Adapun perbedaan aksi berkehendak dan aksi memengaruhi adalah, bahwa aksi berkehendak adalah
sebuah tindakan yang menjadi perhatian utama pembicara, yaitu pendengar memahami maksud
si pembicara. Sedangkan Aksi memengaruhi adalah sebuah tindakan yang pembicara harapkan
pendengar tidak hanya mengerti akan maksudnya tetapi untuk melakukannya. Makna dari speech
act adalah kekuatan mempengaruhi. Speech Act dapat dievaluasi oleh keakuratan atau tingkatan
saat kondisi dari tindakan telah sesuai, yaitu saat aturan yang penting untuk melaksanakan janji,
telah disepakati.

Seminar Besar Nasional Komunikasi 253



Komunikasi @2014

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah semiotik, yang pada dasarnya merupakan
ilmu tentang tanda. Dalam semiotika, segala sesuatu dapat diamati, mengacu pada hal yang
diinterpretasikan sebagai tanda, yang berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikan makna.
Metode analisis pendekatan semiotika ini bersifat interpretatif kualitatif, sehingga teknik analisis
datanya menggunakan metode penulisan kualitatif, yaitu mendefinisikan objek yang diteliti untuk
dianalisis, dipaparkan, dan kemudian ditafsirkan maknanya. Penelitian ini menggunakan iklan
kampanye di televisi sebagai objek kajian. Karena iklan kampanye di televisi mempunyai kode-kode
tertentu yang dapat ditafsirkan. Dalam penelitian yang menerapkan semiotika ini, memperhatikan
aspek-aspek dari medium yang berfungsi sebagai tanda, untuk membedakan sebagai pembawa tanda.

HASIL DAN DISKUSI

Pada dasarnya kampanye merupakan kegiatan untuk mempengaruhi opini individu dan publik,
seperti kepercayaan, tingkah laku, minat serta keinginan audiensi dengan daya tarik komunikator
yang sekaligus komunikatif, (Rise and Paisley). Kampanye menyangkut kepentingan lembaga,
organisasi, perusahaan, peluncuran produk atau jasa hingga bidang politik, ekonomi, sosial budaya,
olah raga bahkan sampai pada program pembangunan nasional dan lain sebagainya. Pada zaman
teknologi seperti sekarang ini, kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah
dalam bentuk iklan. Iklan adalah sebuah sistem tontonan yang utama di dalam sistem produksi-
konsumsi masyarakat konsumer. (Piliang, 2003:289). Bentuk tontonan yang mengiringi sebuah
produk, yang menawarkan citra — citra sebagai acuan nilai dan moral masyarakat (baik/buruk, benar/
salah). Padahal citra — citra tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Haug, sesungguhnya adalah
rangkaian ilusi—ilusi yang disuntikan pada sebuah komoditi, dalam mengendalikan konsumer,
seperti sebuah suntikan bius.

Menganalisis hasil dari pengamatan dalam iklan kampanye Aburizal Bakrie (ARB) calon presiden
Republik Indonesia 2014, menampilkan ARB sedang berorasi diatas panggung, dan disaksikan oleh
pendukung-pendukungnya yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dalam iklan ini, narator
menyebutkan bahwa calon presiden yang diiklankan merupakan sahabat pedagang kecil. Dan
ARB dalam iklan pun mengatakan bahwa “Bila menyangkut rakyat Indonesia, bila menyangkut
kepentingan anak-anak kita, tidak ada warna kuning, tidak ada warna putih, tidak ada warna merah,
tidak ada warna hijau, tidak ada warna biru, yang ada cuma satu merah putih. Harus membela rakyat
kecil, harus membela pedagang kecil, harus membela pedagang kaki lima”.

Berdasarkan teori Speech Act, bahwasanya kampanye dalam sebuah iklan atau iklan kampanye
merupakan permintaan tidak langsung serta merupakan aksi berkehendak dan aksi memengaruhi.
Pernyataan dalam iklan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah permintaan jika pembicara bermaksud
agar pendengar menentukan pilihan. Di sisi lain, hal ini dianggap sebagai sebuah penawaran, jika
pembicara bermaksud untuk mengatakan secara implisit bahwa ia akan menjadi pemimpin yang
baik; atau secara sederhana memiliki kekuatan memengaruhi dari sebuah rancangan pernyataan
yang hanya untuk menyampaikan informasi dan tidak lebih. Walaupun banyak aksi berbicara yang
mengarah dan melibatkan kegunaan dari sebuah pernyataan dengan maksud eksplisit, namun dalam
iklan ini menunjukan aksi berbicara secara tidak langsung atau implisit.
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Dalam kata-kata yang dikatakan oleh ARB tersebut terkandung aksi-aksi yang menjadi kajian
penting dalam Speech Act. Pertama adalah aksi terungkap (utterance act), karena kalimat yang
dkatakan oleh ARB tersebut merupakan kalimat sederhana namun memiliki makna. Kedua adalah
aksi usulan (propositional act), dapat kita lihat pada kalimat “tidak ada warna kuning, tidak ada
warna putih, tidak ada warna merah, tidak ada warna hijau, tidak ada warna biru, yang ada cuma
satu, merah putih!”, kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan untuk meyakinkan bahwasanya
pada dasarnya semua partai sama saja, tujuannya adalah untuk memajukan Indonesia. Ketiga aksi
berkehendak (illocutionary act), karena kata-kata tersebut disampaikan dengan simbol-simbol
tertentu, sehingga pembicara mengharapkan pendengar memahami maksud dari pesan yang
disampaikan tersebut, sehingga pada aksi berikutnya, yaitu aksi memengaruhi (pertocutionary act),
pembicara mengaharapkan pembicara melakukan suatu tindakan setelah memahami pesan yang
disampaikan tersebut, dalam hal ini adalah memilih ARB sebagai presiden.

akyst Maju Ranpa Sk

Teknik pengambilan gambar pada bagian-bagian dalam iklan kampanye Aburizal Bakrie yaitu
dengan dengan menggunakan kamera secara medium c/ose-up pada bagian wajah sampai bagian dada
calon presiden yang sedang berorasi mengenai pencalonan dirinya sebagai calon presiden, namun
uniknya pada iklan tersebut tidak begitu menonjolkan maksud dari iklan, yaitu mempromosikan
dirinya sebagai calon presiden, karena beliau mengatakan kata-kata diatas dengan maksud bahwa
pada dasarnya semua partai sama saja, tujuannya untuk memajukan bangsa dan rakyat Indonesia.

Setelah menampilkan gambar calon presiden yang sedang berorasi, kemudian iklan tersebut
menampilkan bahwa dia dekat dengan rakyat kecil, pedagang kaki lima, atau dengan rakyat
kalangan menengah ke bawah, maksud dari menampilkannya gambar itu berarti calon presiden ingin
menekankan bahwa jika beliau terpilih sebagai presiden 2014, maka beliau tidak akan melupakan
rakyat-rakyat kecil, melainkan akan memajukan seluruh rakyat, terutama rakyat-rakyat kecil yang
kurang mampu.

Kemudian iklan ini juga menampilkan masyarakat pendukung calon presiden tersebut menyanyikan
yel-yel, yang menunjukan bahwa mereka sangat mendukung calon presiden 2014 tersebut untuk
menjadi presiden. Pada frame tersebut, para pendukung calon presiden membawa papan-papan
yang berisikan tulisan bahwa mereka sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan
oleh calon presiden 2014 jika terpilih menjadi presiden. Uniknya, papan-papan tersebut diwarnai
dengan warna-warna yang melambangkan partai lain, yaitu partai yang dianggap saingan besar,
karena telah menjabat sebagai presiden sebelumnya.
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Dapat dilihat disini hal yang ganjil adalah ketika pada bagian akhir iklan, menampilkan slogan
dengan warna yang identik dengan partai yang diwakili calon presiden tersebut, karena sebelumnya
calon presiden mengungkapkan tidak ada warna apapun yang ditonjolkan, kecuali merah putih
yang mana merupakan warna kebangsaan Republik Indonesia, akan tetapi tetap saja dalam iklan
itu, menampilkan warna partai yang diwakili, pada bagian frame yang menampilkan slogan iklan
tersebut. Pada umumnya hal tersebut wajar dilakukan, karena pada hakikatnya iklan kampanye
merupakan media yang digunakan untuk menginformasikan suatu produk baik itu barang maupun
jasa yang ditujukan kepada khalayak luas dengan tujuan mengajak masayarakat agar mempercayai
dan terpengaruh atas pesan yang disampaikan atau informasi yang diberikan dalam iklan tersebut ,
namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat mampu menilai mana yang merupakan
realitas atau konstruksi media semata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemikiran dari Sauusure tentang signifier (penanda) dan signified (petanda), dalam
iklan kampanye Aburizal Bakrie terdapat berbagai macam signifier (penanda) dan signified
(petanda). Bahwasanya ada banyak dari aspek komunikasi verbal seperti kata-kata atau ucapan
yang disampaikan oleh Aburizal Bakrie dalam kampanyenya, begitu juga dengan adanya aspek dari
komunikasi nonverbal seperti warna-warna yang terlihat dalam banyaknya bagian dari iklan tersebut
yang dinilai sebagai signifier atau penanda. Sedangkan makna atau maksud dari banyaknya tanda-
tanda dari komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal itu sendiri dijadikan sebagai signified
atau petanda. Dalam iklan kampanye tersebut banyaknya kata-kata atau kalimat yang disampaikan
oleh Aburizal Bakrie menjadi perhatian utama kami sebagai peneliti, karena terdapat inkonsistensi
atau ketidaksesuaian dalam penyampaian pesan yang disampaikan oleh Aburizal Bakrie dengan
realitas maupun tayangan yang ada.

Diperkuat dengan pemikiran dari John Searle mengenai “Speech Act”, dalam kampanyenya Aburizal
Bakrie menyampaikan kalimat yang menyatakan dengan tegas kepada seluruh pendukungnya
bahwa secara tidak tersurat Aburizal Bakrie sangat pro terhadap rakyat kecil, pedagang kecil, dan
masyarakat menengah kebawah. Dengan berbagai macam kalimat atau kata-kata yang diucapkan
oleh Aburizal Bakrie pada bagian tersebut terdapat pernyataan “Bila menyangkut rakyat Indonesia,
bila menyangkut kepentingan anak-anak kita, tidak ada warna kuning, tidak ada warna putih, tidak
ada warna merah, tidak ada warna hijau, tidak ada warna biru, yang ada cuma satu merah putih.
Harus membela rakyat kecil, harus membela pedagang kecil, harus membela pedagang kaki lima”.
Dari pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apa yang ingin disampaikan oleh Aburizal
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Bakrie dalam kalimatnya memiliki beberapa pemaknaan dalam penyelesaiannya. Yang pertama
adalah menghasilkan sebuah wacana. Hal ini disebut dengan aksi terungkap (utterance act), sebuah
penyebutan kata-kata dalam kalimat dengan sederhana. Kedua Aburizal Bakrie sedang menegaskan
sesuatu tentang dunia atau melakukan sebuah aksi usulan (propositional act). Dengan kata lain
dalam penyampaian kalimat tersebut ada sesuatu yang disampaikan, baik meyakininya sebagai
kebenaran maupun mencoba supaya orang lain memercayainya. Ketiga adalah memenuhi sebuah
niat yang disebut sebuah aksi berkehendak (i/locutionary act). Aksi berkehendak menjadi yang inti
dari keempat bagian dalam Speec Act ini. Keempat adalah pemenuhan dari sebuah pesan, yaitu
aksi memengaruhi (perlocutionary act) yang dirancang supaya berpengaruh pada perilaku orang
lain. Dalam hal ini Aburizal Bakrie ingin semua masyarakat mempercayai apa yang dia katakan,
lalu berpengaruh pada perilaku atau pandangan masyarakat terhadap dirinya sehingga masyarakat
menmilih dirinya sebagai presiden tahun 2014.
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ABSTRAK

Sejak tahun 1999 Pemilihan Umum di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Sistem
pemilihan langsung atas anggota legislatif, presiden-wakil presiden, dan kepala daerah telah
mendorong penggunaan media massa, khususnya iklan, secara masif sebagai media komunikasi dan

pemasaran politik.

Karakteristik iklan politik adalah memberi tekanan kepada segi persuasi emosional dan menguatkan
predisposisi atau preferensi khalayak, supaya khalayak bersimpati dan kemudian melakukan tindakan
berupa pemberian suara kepada sang pengiklan. Iklan politik cenderung tidak merefieksikan realitas,
melainkan merepresentasikan dan merumuskan realitas sesuai dengan yang dipikirkan oleh pembuat

iklan.

Khalayak, dengan demikian, perlu memiliki kemampuan literasi media, khususnya literasi iklan,
untuk men-decode pesan iklan politik, yang pada gilirannya akan menolong untuk melakukan
tindakan yang rasional pada waktu memberikan suara dalam Pemilihan Umum. Model literasi iklan

politik yang disarankan memiliki empat dimensi: informasi, estetika, retorika, dan promosional.

Kata kunci: literasi media, iklan politik, pemilihan umum
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PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya Orde Baru di tahun 1998, Indonesia menggunakan sistem Pemilihan Umum
(Pemilu) multipartai. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik atau parpol, Pemilu 2004 diikuti
24 parpol, dan Pemilu 2009 diikuti oleh 38 parpol. Sementara untuk tahun 2014, telah ditetapkan
15 parpol sebagai peserta Pemilu. Selain itu, mulai tahun 2004 diberlakukan dua macam Pemilu,
yaitu Pemilu Legislatif (untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,
dan DPD) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden
secara langsung. Bersamaan dengan hal tersebut, mulai diberlakukan juga Pemilihan Kepala Daerah
(Gubernur, Walikota/Bupati) atau Pilkada, yang juga dilakukan sengan sistem pemilihan langsung.

Dalam bidang komunikasi, fenomena yang sangat menonjol yang menyertai sistem Pemilu ini
adalah penggunaan media massa secara masif untuk melakukan komunikasi politik, bukan saja oleh
parpol, namun lebih lagi oleh individu-individu, yaitu para calon anggota legislatif, pasangan calon
kepala daerah, dan pasangan calon presiden/wakil presiden. Iklan politik dari parpol maupun para
kandidat bertebaran di segala macam media: cetak, elektronik, online, dan luar ruang. Hasil riset
oleh AC Neilsen menyebutkan bahwa total belanja iklan politik di media massa pada Pemilu 1999
mencapai Rp. 35,69 milyar; Pemilu 2004 Rp. 112,2 milyar (Satries, 2008). Sedangkan pada Pemilu
2009 total belanja iklan itu melonjak sampai Rp. 2,2 triliun (Manggiasih, 2009). Kenaikan yang
sangat signifikan dalam belanja iklan politik terkait Pemilu maupun Pilkada ini mengindikasikan
bahwa iklan merupakan media yang dipercaya dan diandalkan oleh parpol dan kandidat politik
untuk melakukan komunikasi dan pemasaran politik kepada khalayak (calon pemilih).

Makalah ini berusaha untuk membahas bagaimana khalayak dapat bersikap cerdas dalam
mengkonsumsi iklan politik yang begitu deras menerpa mereka. Kemampuan untuk bersikap kristis
atas informasi atau pesan yang dimuat dalam media—dalam hal ini: iklan politik, dipandang akan
menolong khalayak atau pemilih untuk tidak mudah dipengaruhi iklan yang berpotensi mengelabuhi
atau menyesatkan, terkait dengan parpol atau kandidat yang menawarkan diri di dalam Pemilu.

IKLAN POLITIK

Iklan politik, sebagaimana iklan pada umumnya, memiliki tekanan utama pada usaha untuk
mempengaruhi khalayak. Sebagaimana dinyatakan oleh Berger (2011:7), iklan berusaha untuk
menarik perhatian, menciptakan keinginan, dan merangsang tindakan khalayak sasarannya. Dengan
karakteristik yang demikian, dapat diasumsikan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya tidak
berorientasi kepada apa yang diperlukan oleh khalayak. terkait dengan informasi di dalam iklan,
dengan lugas Nelson (1974) menyatakan bahwa pengiklan tidak tertarik untuk memberi informasi
kepada konsumen, namun ia lebih tertarik kepada menjual produknya kepada konsumen.

Sen dan Hill (2006) mengkritik media massa Indonesia yang dinilai tidak merefleksikan realitas,
tetapi merepresentasikan realitas. Ketidakmampuan media massa Indonesia untuk merefieksikan
realitas tersebut pada gilirannya membuatnya mudah menjadi alat kekuasaan untuk merumuskan
realitas seperti yang dipikirkan pihak yang berkuasa (Iriantara, 2009). Dalam konteks iklan politik,
realitas yang dikonstruksi tentang peserta Pemilu bisa jadi tidak jumbuh, atau bahkan sama sekali
bertolak belakang dengan realitas faktualnya.

Terkait dengan iklan politik untuk keperluan Pemilu, Kern (1989:6) mengindentifikasi empat jenis
isi iklan yang berkaitan dengan tahap kampanye: (1) iklan name identification di awal kampanye;
(2) iklan argument, untuk menyatakan posisi kandidat atas isu tertentu; (3) iklan attack, berfokus
pada lawan atau kompetitor; dan (4) iklan positive visionary appeals, di akhir masa kampanye
untuk memberi alasan bagi pemilih agar memberikan suara kepada sang kandidat. Sementara
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Berger (2011:90) mengidentifikasi fungsi dari keempat iklan tersebut berturut-turut sebagai: fungsi
identifikasi, fungsi ideologi, fungsi kecaman (insult), dan fungsi citra (image).

Iklan politik yang dipublikasikan melalui media massa cetak maupun elektronik ditengarai memiliki
kaitan satu sama lain, dalam arti berita dapat memberikan bingkai (frame) bagi khalayak untuk
memahami iklan. Dalam bukunya yang berjudul Dirty Politics: Deception, Distraction and
Democracy, Jamieson (1992) menyatakan bahwa ketika isi berita tidak konsisten dengan isi iklan,
maka kekuatan iklan itu akan berkurang; sebaliknya bila isi berita mengkonfirmasi isi iklan, maka
kekuatan dari keduanya (berita dan iklan politik) akan meningkat. Namun, menurut Jamieson,
pembingkaian iklan oleh berita seperti itu hanya dapat terjadi ketika jurnalis mempertanyakan
keabsahan dari klaim iklan, atau mengkritisi inferensi yang terkandung di dalam pesan iklan.
Terbuka kemungkinan bahwa jurnalis akan menjadi kurang kritis kepada kandidat tertentu, ketika
sang kandidat memasang iklan di media massa tempat jurnalis bekerja—mengingat iklan merupakan
penopang kehidupan finansial media.

Di dalam usaha mempengaruhi khalayak, iklan menggunakan apa yang dikenal sebagai himbauan
pesan (message appeals). Himbauan itu terkadung di dalam penggunaan simbol-simbol di dalam
pesan iklan. Secara umum, ada dua jenis hibauan pesan (Berger, 2011), yaitu: positif dan negatif.
Himbauan positif (positive appeals) mengandung nilai emosional seperti: harapan, kepedulian,
cita-cita, kepercayaan, nostalgia kejayaan, dan sebagainya. Sedangkan himbauan negatif (negative
appeals) mengandung nilai emosional seperti: keputusasaan, kemuraman, kegagalan, hilangnay
kebanggaan nasional, dan sebagainya. Himbauan positif disampaikan melalui simbol-simbol (verbal,
visual, auditif, maupun audio-visual) yang dilekatkan kepada kandidat; sementara himbauan negatif
acap kali dikaitkan dengan kompetitor atau lawan politik.

Himbauan positif maupun negatif ini yang mendorong khalayak untuk mengambil keputusan.
Dorongan itu muncul ketika himbauan yang menerpa khalayak sesuai atau memperkuat atau
menjustifikasi pandangan khalayak. Dalam kaitan ini, Berger (2011:121) menyatakan: ... political
commercials are most effective when they strike hidden chords in our psyches that resonate with our
beliefs, when they “touch” us in ways whose importance we cannot, generally speaking, fathom. In
essence, we believe what we want to believe, for reasons.”

Dengan karakteristik konstruksi iklan politik yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat berapa urgen
kemampuan khalayak untuk men-decode pesan di dalam iklan politik, sehingga khalayak mampu
bersikap kristis dan tidak mudah untuk dikelabuhi oleh himbauan yang acap kali tidak merefieksikan
realitas sesungguhnya dari kandidat yang mengiklankan diri. Kemampuan semcam itu yang sering
diberi label tingkat melek media atau media literacy.

LITERASI MEDIA

Telah banyak literatur yang berusaha untuk menjelaskan apa itu literasi media. Secara sederhana,
literasi media didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi,
dan mengkomunikasikan pesan (Baran & Davis, 2012). Literasi media didasari oleh beberapa
asumsi, di antaranya adalah: (1) khalayak adalah aktif, namun merka tidak selalu sadar tentang
apa yang mereka lakukan dengan media; (2) kebutuhan, kesempatan dan pilihan khalayak dibatasi
oleh akses kepada media dan isi media; (3) isi media dapat secara imlisit dan eksplisit memberi
arah tindakan; (4) khalayak harus secara realistis menilai interaksi mereka dengan teks media dan
dapat menentukan interaksi yang bermanfaat bagi mereka; (5) khalayak memiliki perbedaan dalam
kemampuan pemahaman, dan ini akan mempengaruhi cara menggunakan media dan manfaat apa
yang diperoleh (Baran & Dawis, 2012:351)
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Silverblatt (1995:2-3) mengidentifikasi lima unsur literasi media: (1) kesadaran akan dampak media
pada individu dan masyarakat; (2) pemahaman akan proses komunikasi massa; (3) pengembangan
strategi untuk menganalisis dan membicarakan pesan media; (4) kesadaran akan isi media sebagai
teks yang memberikan pandangan tentang budaya kontempurer dan tentang diri khalayak sendiri;
dan (5) usaha untuk meningkatkan kondumsi, pemahaman, dan penghargaan kepada isi media.

Baran (2010) menyatakan bahwa untuk mengkonsumsi media, khalayak memerlukan beberapa
kecakapan, yang meliputi (1) kemampuan dan keinginan untuk meninciptakan upaya memahami isi,
memberi perhatian, dan menyaring gangguan (noise); (2) pemahaman tentang kekuatan isi media;
dan (3) kemampuan untuk membedakan reaksi emosional dari riaksi logis ketika merespon isi media
dan bertindak di dalamnya. Lebih jauh lagi, The National Leadership Conference on Media Literacy
(dalam Eadie, 2009) menyatakan bahwa seseorang yang melek media (a literate media person)
perlu untuk mengetahua lima asumsi pokok dalam kaitan dengan isi media, yaitu: (1) pesan-pesan
media merupakan hasil konstruksi; (2) produksi pesan-pesan media ada di dalam konteks sosial,
ekonomi, politik, sejarah, dan nilai-nilai estetika; (3) pemaknaan (interpretasi) pesan teks media
melibatkan interaksi antara khalayak, teks, dan budaya; (4) media memiliki bahasa yang unik,
yang mewakili beragam bentuk, jenis (genre), dan sistem simbol; (5) pemahaman khalayak tentang
realitas dipengaruhi oleh representasi media.

LITERASI IKLAN POLITIK

Konsep literasi media dan literasi iklan berangkat dari asumsi bahwa untuk memaknai simbol dalam
yang ada di dalam iklan, kehalayak harus memiliki kecakapan-kecakapan terkait sistem simbol
yang akan dimaknai. Karena keunikan iklan dibanding bentuk komunikasi simbolis yang lain, maka
diperlukan pendekatan yang tersediri untuk memaknai iklan, termasuk iklan politik. Menggunakan
pemikiran Fish (1980) dan Iser (1984), Malmelin (2010) menyatakan bahwa ada empat dimensi
dalam literasi iklan, yaitu literasi informasi, literasi visual/estetika, literasi retorika, dan literasi
promosional. Secara lebih detil, keempat dimensi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Dimensi Literasi Iklan
Dl.mens'l Informasi Visual/Estetika Retorika Promosional
Literasi
Fungsi komersi-
Fokus Sumber informasi | Estetika, desain Cara dan taktik | al dan kerja sama
Perhatian dan pengetahuan | dan hiburan persuasi finansial dengan
media
Kemampuan Memahami . Memahami logika
menggunakan Memahami
. bentuk-bentuk . product placement,
berbagai sumber S strategi, tu- - .
Sasaran . . ekspresi audio . isi media yang
. informasi dan . juan dan ke-
Analisis . dan visual, gaya, sudah branded,
mengevaluasi o lompok sasaran .
. cerita/kisah dan sponsorship, dan
kebenaran in- . pemasaran ..
. referensi publisitas
formasi

Sumber: Malmelin (2010)
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Implementasi dari model literasi iklan di atas untuk konteks analisis iklan politik adalah sebagai
berikut:

a. Literasi informasi memberi tekanan agar khalayak menelusuri informasi yang relevan me-
lalui sumber-sumber lain diluar iklan politik yang menerpa. Pada awalnya, iklan sarat dengan
informasi yang detil tentang ciri dan kualitas produk; namun kemudian tekanannya bergeser
lebih kepada menarik perhatian dan membangun citra positif. Hal ini sangat terasa dalam iklan
politik: kandidat, misalnya, ditampilkan begitu mulia, ideal, dan tanpa cacat. Khalayak, dengan
demikian, perlu menggali berbagai informasi penyeimbang: berita media massa, kelompok
diskusi di dunia maya, bahkan “gunjingan” di media sosial.

b. Literasi estetika menyangkut kemampuan mengapresiasi nilai keindahan dari desain iklan. Iklan
politik cenderung vulgar, fo the point, dan tidak halus (subtle), bahkan norak; jarang ada iklan
politik yang dapat menghadirkan desain dan copy yang menghibur atau menginspirasi khala-
yak. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh kesadaran para pembuat iklan politik akan karakteris-
tik khalayaknya yang adalah orang kebanyakan. Namun, iklan yang tidak mempertimbangkan
kaidah estetika—tidak hanya dalam desain, tetapi juga aspek waktu dan tempat pemasangannya—
dapat menjadi kontraproduktif, karena khalayak bisa jadi akan merasa jengah, bahkan terganggu
melihatnya.

c. Literasi retorika menantang khalayak untuk mengenali strategi persuasi yang digunakan di
dalam sebuah iklan politik. Dalam buku The Hidden Persuader, Packard (1977) mengklaim
bahwa biro iklan menerapkan metode psikoanalisis untuk membuat iklan lebih persuasif dan
efektif, dengan kata lain, iklan memicu aspek pikiran bawah sadar, sehingga respon khalayak
bukan merupakan hasil proses rasional. Khalayak perlu mengenali apakah slogan iklan itu logis
dan realistis; apakah argumentasi yang dipakai menempatkan khalayak pada posisi pembaca
yang cerdas ataukah sebagai pihak yang mudah dikelabuhi atau dimanipulasi.

d. Literasi promosional membawa perhatian khalayak kepada aspek pemasaran dari sebuah iklan
politik. Beberapa iklan politik dibuat di dalam format yang “menyamarkan” tujuan utamanya,
yaitu: menawarkan kandidat atau parpol. Kepekaan khalayak kepada agenda tersembunyi
dari sebuah iklan politik akan membangun sikap kritis kepada berbagai kemasan atau gimick
pemasaran yang digunakan oleh kandidat atau pembuat iklan politik. Namun lebih jauh daripada
itu, khalayak didorong untuk mencari kaitan iklan politik dengan struktur ekonomi, bisnis,
kepemilikan media, dan sebagainya; dalam rangka mengidentifikasi kepentingan-kepentingan
politik dan ekonomi yang ada di balik iklan.

Aplikasi yang lebih praktis dan down-to-earth terkait literasi iklan politik ini dijelaskan oleh
Baker (2012) di dalam bukunya Media Literacy in the K-12 Classroom. Sekalipun ditujukan untuk
mengasah literasi media di kalangan pelajar dan remaja, namun model analisis yang disarankan
agaknya dapat digunakan oleh khalayak yang lebih luas karena kepraktisannya.

Dalam mengkritisi sebuah iklan, termasuk iklan politik, menurut Baker khalayak perlu mengajukan
dan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) Siapa yang bertanggung jawab atas iklan
itu? (2) Siapa yang menjadi khalayak sasarannya? (3) Apa tujuan dari iklan itu? (4) Teknik apa yang
digunakan untuk membuat pesannya dapat dipercaya? (5) Apa/siapa yang ‘dilewati/disembunyikan’
dan mengapa? (6) Bagaimana orang lain memahami iklan ini? (7) Siapa yang mendapat keuntungan
(finansial) dari pesan ini? (8) Bagaimana bisa memverifikasi informasi di dalam iklan itu? (9) Apa
yang akan dilakukan dengan informasi itu?

Seminar Besar Nasional Komunikasi 263



Komunikasi @2014

KESIMPULAN

Apabila melihat trend penggunaan media massa, khusunya iklan, dalam Pemilu di Indonesia, dapat
diperkirakan bahwa Pemilu 2014, sekalipun diikuti oleh lebih sedikit parpol akan menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Apalagi bila Pilpres dan Pilkada di berbagai daerah dimasukkan di
dalam pertimbangan. Lembaga survey, konsultan komunikasi politik, dan industri periklanan di
semua lini akan memainkan peran yang semakin besar untuk menawarkan jasanya kepada para
kandidat. Dampak yang sangat terlihat adalah publikasi iklan politik yang sangat masif; di mana
kebanyakan iklan tersebut tidak mencerdaskan pemilih.

Pemilih sebagai khalayak sasaran iklan politik perlu memiliki kemampuan untuk mengkritisi iklan
yang menerpa mereka sepanjang perhelatan demokrasi ini. Daya kritis, yang diberi label literasi
iklan politik ini, akan menolong pemilih untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang ada dibalik teks
iklan yang kasat mata. Hal ini akan melengkapi pemilih dengan informasi yang lebih berimbang
mengenai kandidat yang mempromosikan diri mereka. Sehingga pemberian suara yang akan
menentukan nasib bangsa tidak lagi dipengaruhi atau bahkan dimanipulasi secara irrasional dan
emosional, namun benar-benar berdasarkan pemikiran yang dingin, dilandasi akal sehat yang cerdas.
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PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN
ELEKTABILITAS INCUMBENT

Yesi Puspita, M.Si, Yayuk Lestari, Revi Marta
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yesiranza@gmail.com, lestari.yayuk11,@yahoo.com unirevi@gmail.com

ABSTRAK

Realitas yang terjadi dalam dunia perpolitikan di Indonesia khususnya mengenai pemilu dan
pemilukada yang tidak dapat dipisahkan dari kehadiran calon incumbent. Fenomena dimana
incumbent berpeluang sangat besar untuk terpilih kembali melalui intensitas pemberitaan atas nama
jabatannya. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi calon incumbent dapat mensosialisasikan
diri di media internal dan zeksternal melalui peran Humas sebagai pusat informasi untuk dapat

menginformasikan segala sesuatu baik event ataupun kebijakan kepala daerah.

Media merupakan partner Humas pemerintah untuk menginformasikan event, kebijakan dan
kegiatan yang dilakukan kepala/wakil kepala daerah kepada publik. Media yang digunakan oleh
Humas adalah media cetak dan elektronik di wilayah tersebut. Pemberitaan yang positif mengenai
lembaga atau kepala/wakil kepala daerah akan mempengaruhi opini publik yang positif juga. Opini

publik berperan besar dalam meningkatkan elektabilitas incumbent.

Kata kunci: Humas Pemerintah, Incumbent, Berita, Elektabilitas
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PENDAHULUAN

Peta pemilu di Indonesia menghadirkan para calon yang diusung oleh partai politik dan tidak pernah
ketinggalan ada calon incumbent. Beberapa fakta incumbent yang ada di indonesia adalah Presiden
Indonesia yang terpilih kembali, dan beberapa kepala daerah yang berstatus sebagai incumbent
seperti Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur
Sumatra Selatan Alex Nurdin, Walikota Sumatra Barat Fauzi Bahar, dan beberapa lainnya terbukti
mampu meyakinkan masyarakat melalui pemberitaan di media massa cetak atau elektronik atas
nama jabatannya.

Kegiatan pemberitaan tersebut merupakan hasil karya dari Humas Pemerintah yang tugasnya
adalah memberitakan setiap event atau kejadian dalam lingkup pemerintahan. Tujuan pemberitaan
sebenarnya adalah untuk pencitraan pemerintahan yang good governance. Namun, pemberitaan
tersebut secara tidak langsung mempromosikan calon incumbent.

Setelah ditetapkan sebagai calon incumbent, biasanya kegiatan yang berhubungan dengan
pencitraan di media gencar dilakukan. Aktivitas yang dilakukan oleh tokoh penting tentu saja
menarik dibicarakan sesuai dengan kriteria berita yang salah satunya adalah tokoh penting. Tokoh
atau orang penting merupakan salah satu nilai berita dimana pentingnya itu yang dimaksud adalah
karena jabatannya.

Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan calon selain incumbent. Mereka baru bisa
berkampanye setelah pendaftaran calon pemimpin dimulai. Kampanye yang dilakukan tidak
semudah incumbent, yang setiap saat bisa berkampanye melalui media internal maupun eksternal
pemerintahan. Dari segi dana tentunya juga tidak sama, selain incumbent menghabiskan dana yang
besar untuk berkampanye. Walaupun incumbent tetap berkampanye, namun biaya relatif sedikit
dibandingkan calon selain incumbent.

Azas pemanfaatan oleh incumbent dapat dilihat dari statement Pramono Anum dalam berita di Viva
news (Kamis, 14 Maret 2013) yang menyatakan ““ Kita belajar dari pengalaman pilkada-pilkada yang
ada yang mana incumbent selalu menggunakan instrumen bansos, bandes maupun segala cara untuk
menang schingga ini menjadi tidak adil”. Apabila calon kepala daerah ingin mencalonkan kembali,
maka yang bersangkutan harus berani mengambil keputusan mundur dari jabatannya. Incumbent
tentunya mempunyai peluang yang tinggi untuk memenangkan pemilihan.

KAJIAN KONSEPTUAL
TUJUAN DAN FUNGSI HUMAS

Secara umum tujuan Public Relations adalah “untuk menciptakan, memelihara, meningkatkan,
dan memperbaiki citra perusahaan atau organisasi dimata publik yang disesuaikan dengan kondisi-
kondisidari pada publik yang bersangkutan”. Citra adalah gambaran atau penilaian yang dilihat dan
dirasakan oleh orang lain secara keseluruhan. Beberapa cara memperoleh citra atau image positif
ini antara lain, dengan : Public Understanding (pengartian publik), Public Confidence (kepercayaan
publik), Public Support (dukungan publik), Public Cooperation (kerjasama publik).
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Humas pada lembaga pemerintahan atau lembaga non profit memiliki beberapa tujuan yang dijelaskan
dalam Panduan Umum Humas Pemerintah. Tujuan humas pemerintah adalah terciptanya sumber
daya manusia humas pemerintah yang berkualitas, komunikatif, aspiratif dan terciptanya kemitraan
dengan pemangku kepentingan. Tujuan humas pemerintah tersebut berguna untuk mencapai sasaran
dari humas pemerintah. Ada beberapa sasaran dari tujuan praktisi humas pemerintah, yaitu: (Panduan
Umum Humas pemerintah dalam Mory, 2008)

Terbentuknya aparatur humas pemerintah yang professional dan kompeten

Terbentuknya opini public yang positif

Tersosialisasi kebijakan dan program pemerintah

Tersedianya pelayanan data dan informasi publik

Berkembangnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

- an T

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Humas membutuhkan fungsi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin
dicapai. Fungsi humas sangat penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan humas.
Humas terlebih dahulu harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, supaya bisa mencapai
tujuannya.

Betrand R. Comfield dalam bukunya “Public Relations, Principles and Problems”, mengemukakan
tiga fungsi Public Relations secara umum, yaitu: (Effendy, 1993: 137)

1. Mengabdi kepada kepentingan umum

2. Memelihara komunikasi dengan baik (maintain good communication)

3. Menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik

Fungsi Humas pemerintah yang tercantum dalamPanduan Umum Humas Pemerintah Bab III pasal
6 (dalam Mory, 2008) adalah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, member pelayanan informasi
kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi mengenai kebijakan,
program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim dan hubungan internal dan eksternal
yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan,
sedangkan fungsi pokok Humas Pemerintahan Indonesia adalah:

a. Mengamankan Kebijakan Pemerintah

b. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan
dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat.

c¢. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani
kepentingan instansi pemerintah disatu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan
keinginan-keinginan publiknya dilain pihak

d. Berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas
dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

AKTIVITAS PUBLIC RELATIONS

Lesly dalam Darmastuti (2012:42) menjelaskan bahwa media relations merupakan kegiatan yang
berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan pulisitas atau merespon kepentingan
media terhadap organisasi. Lesly memberikan penekanan dalam media relation lebih pada publisitas.
Franks Jefkins (1992:98) memberikan definisi media relations sebagai berikut : “media relations atau
sering disebut hubungan pers adalah usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum
atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman
bagi khalayak dari organisasi/perusahaan yang bersangkutan”.
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Franks Jefkins mengkategorisasikan media relations dalam pemaknaan yang sama dengan press
relations, yaitu usaha publikasi yang maksimum suatu pesan atau informasi dlam rangka menciptkan
pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi/perusahaan yang bersangkutan.

Tujuan pokok press relations adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman, bukan semata-
mata untuk menyebarkan suatu pesan sesuai dengan keinginan pengirim atau pihak klien demi
mendapatkan suatu citra yang lebih indah dari aslinya dimata umum.

Berdasarkan definisi Franks Jefkins di atas, maka ada beberapa hal pokok yang perlu digaris bawahi
ketika media relations dilakukan pada saat ini: 1) Yang dimaksud hubungan dengan pers bukan
hanya hubungan dengan media cetak, tetapi hubungan dengan semua media massa; 2) Tujuan
pokok hubungan dengan media massa (pers) adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman
kepada khalayak, bukan sekedar menyiarkan pemberitaan sesuai keinginan perusahaan. Justru yang
terpenting adalah membuat masyarakat mengetahui dan memahami perusahaan/organisasi yang
diberikan; 3) Sesuai visi publik relations, informasi yang disampaikan haruslah informasi yang
benar sehingga kejujuran menjadi tuntutan setiap pemberitaan.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa hubungan dengan media adalah hal yang penting
dalam pekerjaan public relations/humas untuk mencapai tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan
public relations. Salah satu tujuan dari pekerjaan public relations adalah membangun citra yang
positif dan saling pengertian antara public dan organisasi.

PEMBAHASAN

Posisi public relations dalam sebuah organisasi telah bergerak kearah yang lebih dinamis yang
difungsikan menjadi sebuah bagian yang cukup penting dalam sebuah fungsi manajemen, hal ini
juga diperkuat dengan defenisi public relation menurut Scott M. Cutlip, Allen H. Center dan Glen
M. Broom dalam buku yang berjudul Effective Public Relations mengatakan bahwa :

“Public Relation merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan
hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi
kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut” (Cutlip, 2000 : 6)

Pemerintah menyentuh setiap aspek masyarakat, dan hampir semua bagian pemerintah mengandalkan
orang-orang humas. Salah satu tujuan humas adalah Mengelola informasi internal, menyiapkan
newsletter organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi untuk karyawan
serta memfasilitasi hubungan media, menjaga hubungan baik dengan pers lokal, bertugas sebagai
saluran untuk semua pertanyaan media, memberi tahu pers tentang organisasi, praktiknya dan
kebijakannya.

Pengelolaan informasi oleh Humas terkait juga dengan media massa. Dimana semua informasi
diolah menjadi berita yang direlease ke media massa. Aktivitas pemberitaan mengenai institusi
khususnya kepala atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali akan semakin meningkat
karena terkait dengan kebutuhan sosialisasi incumbent.

Peranan Humas pemerintah salah satunya adalah mengkomunikasikan dan menginformasikan

berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk membentuk citra positif pemerintah
daerah tersebut dimata publiknya. Setiap event atau kebijakan yang dilakukan atas nama kepala
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daerah atau instansi menjadi kewajiban humas untuk merelease berita. Berita tersebut tidak hanya
direlease untuk internal saja, namun juga ke media eksternal sehingga publik tahu setiap event dan
kebijakan yang telah dilakukan. Sehingga pemberitaan yang khususnya tentang kepala atau wakil
kepala daerah incumbent dapat meningkatkan elektabilitasnya sebagai calon incumbent.

Strategi komunikasi yang dilakukan Humas lebih berorientasi pada kepentingan publik baik internal
(yaitu aparatur negara dan kepala/wakil kepala daerah) dan eksternal (yaitu masyarakat luas yang
mempunyai hubungan dengan institusinya, termasuk media massa dan lembaga lain). Apabila
reputasi telah terbangun dengan sendirinya secara tidak langsung organisasi, institusi dan pimpinan
itu akan memperoleh berbagai keuntungan seperti dukungan publik, kepercayaan dan citra positif
lainnya. Yang pada akhirnya berdampak pada persepsi positif oleh publik dan kualitas kerjanya akan
diapresiasi oleh masyarakat serta mampu menjalankan pemerintahan yang good governance.

Pemerintah mempunyai banyak informasi sehingga mereka perlu cara efektifuntuk menyampaikannya
kepada publik dan disinilah Humas pemerintah berperan. Humas pemerintah berfungsi layaknya
reporter yang bekerja di dalam institusi pemerintah, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin
untuk disebarkan ke masyarakat. Oleh karena itu tugas terpenting Humas pemerintah adalah mampu
memberikan informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

Humas pemerintah merupakan lembaga atau divisi yang bertanggungjawab mengumpulkan informasi
secara lengkap tentang berbagai isu yang akan dibahas dan disampaikan kepada publik. Mereka
berfungsi melakukan koordinasi sehingga semua komponen pemerintahan memiliki informasi yang
cukup, rasional dan jujur serta menghindari munculnya pernyataan yang saling bertentangan.

Koordinasi informasi ini merupakan tugas dan wewenang yang paling penting bagi humas
pemerintah. Tidak saja dengan isntansi lainnya tetapi dengan kepala/wakil kepala daerah. Koordinasi
ini menyangkut banyak hal, dari persoalan materi kebijakan pemerintah yang dibahas, penentuan
siapa yang berwenang memberi keterangan pers hingga penyampaian informasinya. Tentunya tanpa
koordinasi semua tidak akan berjalan lancar.

Ada beberapa bentuk komunikasi yang disediakan untuk pelayanan informasi untuk wartawan cetak,
elektronik, maupun cyber media, juga termasuk masyarakat secara langsung. Bentuknya antara lain:
siaran pers, pemberitahuan kepada media (media advisory), lembaran fakta atau latar belakang(fact
sheet or backgrounder), gambar media kit, jalur telepon, feature, dll. Semuanya disediakan untuk
membantu mempermudah kerja wartawan yang membutuhkan informasi tentang instansi.

Informasi yang terbuka melalui pemberitaan mengenai institusi, pejabat dan kebijakan akan
menciptakan opini publik. Ketika pemberitaan tentang pemerintahan tentunya yang direlease adalah
berita yang meningkatkan reputasi sehingga opini publik yang muncul akan cenderung positif juga.
Orang akan senantiasa mempersepsi dari apa yang dia lihat dan dia baca tetapi juga dari apa yang
mereka peroleh dari dunia simbol melalui proses komunikasi.
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KESIMPULAN

1. Peran Humas dalam keterbukaan informasi publik membantu mewujudkan pemerintahan yang
good governance.

2. Pemberitaan yang continue mengenai calon incumbent mampu meningkatkan elektabilitas
calon dimata publik.

3. Peran Humas dalam menjalankan kegiatan media relations juga mampu menunjang perwujudan
good governance.

4. Intensitas pemberitaan mengenai hal-hal positif yang dilakukan lembaga atau kepala/wakil
kepala daecrah membentuk opini publik yang positif pula.
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